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KATA PENGANTAR 

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di 

lingkungan pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, 

telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah 

kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai salah 

satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara. 

Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun 

Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.Dikaitkan  

dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), setiap unit penyelenggara 

negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan 

anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

dan pembangunan.  

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Barat sebagai 

salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berkewajiban 

untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah 

dilaksanakan dalam tahun 2020, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil dan capaian atas 

pelaksanaan program/kegiatan jajaran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, melalui LAKIN yang 

disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang perbendaharaan iegara. 

LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 diharapkan secara eksternal dapat digunakan 

sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat 

digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang 

akan datang. 

 

Pontianak, 29 Januari 2021 

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

 

 

 

Edih Mulyadi 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan ikhtisar yang menjelaskan 

secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan 

dalam rangka pelaksanaan APBN.  LAKIN ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020. LAKIN 

adalah juga sebagai perwujudan akuntabilitas salah satu alat ukur dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai 

diharapkan dapat mengungkapkan secara memadai (disclosure) hasil analisis terhadap pengukuran capaian 

kinerja Kanwil dari kinerja Kanwil selama tahun 2020.  

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024. 

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis 

Tahun 2020-2024 Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat, sebagai salah satu Unit Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak menyusun rencana strategis 

tahun 2020-2024. Rencana strategis Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada rencana strategis 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024.   

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan nomor KEP-193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Tahun 2020-2024, visi DJPb adalah “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia 

untuk mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan: “Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan 

Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Dan dalam rangka 

melaksanakan visinya, DJPb memiliki misi yang yang sejalan dengan tugas dan fungsinya, yaitu: 

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang pruden, efisien, dan optimal; 

2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;  

3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal dan tepat 

waktu; 

4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan; 

5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern; 

6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang 

modern, efektif, dan adaptif. 

Pada tahun 2020, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan yang 

tertuang dalam Peta Strategis Kanwil, yang kemudian dituangkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) 

dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU Kanwil yang tertuang dalam Nilai Kinerja 
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Organisasi (NKO) Kanwil tahun 2020 adalah 107,66. Capaian ini diukur berdasarkan pengelolaan kinerja 

berbasis Balance Scorecard (BSC) dan telah mencapai realisasi di atas target yang ditentukan. Adapun capaian 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2020 menurut sasaran strategis adalah sebagai berikut: 

1. Sasaran Strategis Pengelola Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif mencapai 107,20% 

2. Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien mencapai 100,66% 

3. Sasaran Strategis Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal mencapai 100,00% 

4. Sasaran Strategis Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan mencapai 105.98% 

5. Sasaran Strategis Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang pruden, efisien, dan optimal 120,00% 

6. Sasaran Strategis Monev Perbendaharaan yang optimal mencapai 112,62% 

7. Sasaran Strategis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat 

Waktu mencapai 118,68% 

8. Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang optimal mencapai 110,33% 

9. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal mencapai 103,16%  

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat juga telah menghasilkan berbagai capaian membanggakan 

selama tahun 2020, antara lain sebagai Peringkat Kedua Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator 

Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2019 dengan 

Kategori Kanwil Besar, Peringkat Terbaik Pertama atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) selaku 

BUN Triwulan III Tahun 2020 Kategori Kanwil Besar, Peringkat Ketiga atas Penilaian Laporan Reviu 

Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019 kategori Kanwil Sedang. Dari sisi pembinaan kepada KPPN, 

terdapat KPPN yang mendapatkan presikat sebagai terbaik pertama atas Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik 

lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi atas 

manajemen dan pelayanan, peningkatan integritas pegawai, dan peningkatan pengelolaan kinerja. Berbagai 

keberhasilan kinerja yang telah dicapai akan terus ditingkatkan sehingga dapat mengantarkan Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berbagai 

keberhasilan kinerja yang telah dicapai diatas kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-

tahun selanjutnya. Sementara untuk kinerja yang belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, selanjutnya 

dapat ditingkatkan sehingga mencapai kinerja sebagaimana diharapkan. 

. 
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LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan merupakan unit instansi vertikal 

dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 

sebelumnya merupakan unit vertikal dari 

Direktorat Jenderal Anggaran. Kantor Wilayah X 

Direktorat Jenderal Anggaran Pontianak secara 

resmi berdiri sejak tanggal 12 Juni 1989 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

RI No.645/KMK.01/1989 dengan wilayah kerja 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan 

Tengah. Sejalan dengan adanya reorganisasi pada 

Departemen Keuangan maka seluruh Kanwil 

Direktorat Jenderal Anggaran berganti nama 

menjadi Kanwil Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, ditandai dengan adanya 

pelantikan eselon II Kanwil XVI DJPb Pontianak 

pada bulan Oktober 2004. Pada bulan Juli 2010 

terdapat perubahan nomenklatur dimana Kantor 

Wilayah XVI Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Pontianak sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor : 101/PMK.01/2008 berubah 

menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. 

Salah satu azas penyelenggaraan good 

governance yang tercantum dalam UU No. 28 

Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 

dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut 

salah satunya diwujudkan dalam bentuk  

penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).  

LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2020 disusun sebagai suatu media 

yang berisi data dan informasi tentang kinerja 

instansi pemerintah dalam waktu satu tahun  dan 

merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi selama tahun 2020 Laporan kinerja juga 

memuat gambaran tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 

strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan 

sasaran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu 

peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, serta 

sebagai salah satu alat untuk mendapatkan 

masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Selain 

untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga 

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Tugas 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 

Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, 

asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan 

pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan fungsi:

a. Penelaahan dan pengesahan atas revisi 

dokumen pelaksanaan anggaran; 

b. Pelaksanaan bimbingan teknis can supervisi atas 

pelaksanaan anggaran; 

c. Penyusuiian reviu belanja pemerintah (spending 

review) dan reviu pelaksanaan anggaran; 

d. Pembinaan teknis sistem akuntansi; 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana 

transfer; 

f. Pelaksanaan akuntansi dan penysunan laporan 

keuangan pemerintah; 

g. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan 

keuangan Badan Layanan Umum (BLU); 

h. Pelaksaraan monitoring dan evaluasi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

i. Pembinaan dan monitoring atas investasi 

pemerintah, pinjaman dan kredit program di 

daerah; 

j. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan 

sertifikasi bendahara; 

k. Pelaksanaan layanan bersama Kementerian 

Keuangan di daerah; 

l. Pemberian pembinaan terkait dengan 

kewenangan dan pelaksanaan teknis 

perbendaharaan dan Bendahara Umum 

Negara (BUN); 

m. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan 

koordinasi inovasi layanan; 

n. Pelaksanaan manajemen hubungan 

pengguna layanan (customer relationship 

management); 

o. Pelaksanaan kehumasan dan layanan 

Keterbukaan Infrmasi Publik (KIP); 

p. Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan 

Fihak Ketiga (PFK) ; 

q. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja; 

r. Pelaksanaan kepatuhan internal; dan 

s. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah
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Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:  

 

Struktur Organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat 

 

1. Bagian Umum 

Bagian Umum memiliki tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana 

kerja, melaksanakan urusan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, tata usaha, rumah 

tangga, kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan 

kinerja. 

2. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I 

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan 

teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, penganggaran dan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta melaksanakan penyusunan reviu atas pelaksanaan dan 

analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat.  

3. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II 

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimbingan 

teknis pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan 

pelaksanaan anggaran daerah serta melaksanakan Kajian Fiskal Regional (KFR), analisis kinerja anggaran 

belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah serta layanan bersama Kementerian 

Keuangan di daerah. 

4. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 

bimbingan teknis system akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

BAGIAN UMUM 

BIDANG 
PEMBINAAN 

PELAKSANAAN 
ANGGARAN I 

BIDANG 
PEMBINAAN 

PELAKSANAAN 
ANGGARAN II 

BIDANG 
SUPERVISI KPPN 
DAN KEPATUHAN 

INTERNAL 

BIDANG 
PEMBINAAN 

AKUNTANSI DAN 
PELAPORAN KEU. 

KPPN 
Pontianak 

KPPN 
Singkawang 

KPPN 
Sanggau 

KPPN 
Ketapang 

KPPN 
Sintang 

KPPN 
Putussibau 
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(LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melaksanakan penyusunan konsolidasi 

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

sesuai dengan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP), melaksanakan penyusunan 

statistic keuangan sesuai dengan Government Finance Statistics (GFS), serta melaksanakan analisis atas 

laporan keuangan. 

5. Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kepatuhan Internal 

Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kepatuhan Internal mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervise, implementasi, dan bimbingan teknis operasional 

aplikasi pada KPPN, melaksanakan koordinasi mutu layanan dan inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan 

standar tata kelola KPPN, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan 

terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, melaksanakan perumusan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis, pembinaan pertanggungjawaban bendahara dan pengelola 

rekening pemerintah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan 

(customer relationship management) serta pelaporan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola 

Perbendaharaan (treasury management representative). 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu harus didukung dengan sumber daya manusia yang 

berkualitas, memiliki kompetensi serta professional. Posisi Sumber Daya Manusia Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat per 31 Desember 2020 menurut posisi jabatan, gender, pendidikan, dan kelompok umur 

adalah sebagai berikut: 
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PERAN STRATEGIS 

Sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat menempati posisi yang strategis dalam jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setidaknya karena 

tiga alasan di bawah ini: 

1. Merupakan wakil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang mengemban fungsi Kuasa BUN 

di Daerah; 

2. Merupakan satu-satunya wakil Kementerian Keuangan dalam mengelola fiskal sehingga seluruh data, 

informasi dan pelaporan fiskal regional menjadi kekuatan untuk Ditjen Perbendaharaan. 

3. Merupakan ujung tombak Pelayanan Ditjen Perbendaharaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 

Dengan demikian, baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan berdampak langsung pada citra 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Peran strategis tersebut diatas semakin memiliki dampak dengan penyebaran pandemi Covid-19 di 

tahun 2020. Disaat kinerja perekonomian secara umum turun, APBN diharapkan mampu menahan gejolak 

perekonomian. Kebijakan relaksasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan 

penyerapan anggaran. Mengingat peran strategis yang diembannya ini, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, 

seluruh komponen Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat harus senantiasa berorientasi dan berusaha 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seiring dengan  tuntutan  masyarakat  tanpa  mengabaikan  

ketentuan/prosedur  yang berlaku. Keberhasilan mengemban amanat ini, disadari sangat dipengaruhi oleh tiga 

komponen dominan yang saling berkaitan satu sama lain yaitu SDM yang berkualitas yang ditopang oleh 

Standard Operating Procedure (SOP) dan senantiasa mengantisipasi perkembangan yang terjadi serta 

tersedianya dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan tugas.  

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mengambil peran dalam mewujudkan Nawacita, antara lain: 

1. Sejalan dengan Nawacita ke 3, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berperan dalam mensukseskan 

program pembangunan kawasan pedesaan melalui pembinaan dan koordinasi penyaluran Dana Desa 

serta penguatan tata kelola pemerintah daerah.  

2. Sejalan dengan Nawacita ke 7, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berperan dalam penguatan 

sektor keuangan dan kapasitas fiskal pemerintah melalui penyempurnaan kebijakan kredit usaha 

rakyat (KUR), implementasi Integrated Financial Management Information System (IFMIS) dalam 

pengelolaan dana APBN melalui aplikasi Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN), Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan spending review.  

3. Selain itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat secara aktif bertugas 

melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, khususnya alokasi anggaran 

untuk program-program prioritas yg mendukung pencapaian Nawacita. 

Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, 

fungsi-fungsi treasury dapat berkembang untuk mengikuti tuntutan stakeholders. Konsep keterpaduan telah 

diperluas dari sekedar untuk kepentingan salah satu fungsi secara sempit, menjadi lebih komprehensif dan 

menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi.  
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SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan hal umum tentang Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, 

antara lain:  

A. Latar Belakang 

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi 

C. Peran Strategis  

D. Sistematika Laporan 

BAB II : Perencanaan Kinerja  

Bab ini berisi: 

A. Rencana strategis yang menyajikan informasi visi, misi, dan tujuan strategis tahun 2020-2024 

dan target kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis unit tahun 2020-

2024.  

B. Penetapan/perjanjian kinerja yang memuat informasi perjanjian kinerja yang tahun 2020 yang 

memuat peta strategi, sasaran strategis, IKU, target kinerja, dan pendanaan. Juga dijelaskan 

perubahan IKU yang ditetapkan pada kontrak tahun 2020 dari tahun-tahun sebelumnya 

(refinement IKU). Serta penjelasan umum atas penyebab perbedaan target kinerja yang 

ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2020 dan Renstra tahun 2020-2024.  

BAB III : Akuntabilitas Kinerja  

Bab ini menguraikan:  

A. Capaian Kinerja Organisasi memuat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2020 dan 

perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya, niai kinerja untuk setiap perspektif, tabel 

menyeluruh atas NKO, serta penjelasan setiap sasaran strategis yang meliputi definisi, capaian 

IKU, dan penjelasannya. 

B. Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan 

kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja. Uraian ini berisi perbandingan pagu dan 

realisasi per jenis belanja beberapa tahun terakhir, perbandingan pagu dan realisasi belanja 

tahun 2020 per kegiatan/output, dan analisis atas efisiensi penggunaan keuangan yang 

terkuantifikasi dan dapat dijelaskan. 

C. Kinerja Lainnya  

Kinerja lainnya berisi informasi capaian kinerja lainnya yang dicapai pada tahun 2020. Kinerja 

lainnya dapat diklasifikasikan yaitu inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan 

korupsi, penghargaan, dan capaian tahun 2020 lainnya 
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BAB IV : Penutup  

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

tahun 2020.  

Lampiran  :  

Lampiran LAKIN Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 meliputi Perjanjian kinerja 

(Kontrak Kinerja) Tahun 2020, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 serta dokumen lainnya 

seperti Form IIAA dan Laporan Realisasi Anggaran. 
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RENCANA STRATEGIS  

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 

2020-2024 Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, sebagai 

salah satu Unit Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak menyusun rencana strategis tahun 2020-2024. 

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi, 

misi, dan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. visi DJPb adalah  

“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia untuk mendukung visi dan 

misi Kementerian Keuangan: “Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang 

Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.  

Dan dalam rangka melaksanakan visinya, DJPb memiliki misi yang yang sejalan dengan tugas dan fungsinya, 

yaitu: 

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang pruden, efisien, dan optimal; 

2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;  

3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal dan tepat waktu; 

4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan; 

5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern; 

6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang 

modern, efektif, dan adaptif. 

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, DJPb menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen 

rencana strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan kas negara yang pruden dan optimal; 

2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel; 

3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern; 

4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai best practice; 

5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan DJPb, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menetapkan 9 (sembilan) sasaran 

strategis yang jelas dan terukur dalam pencapaian indicator kinerja yang ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada 

tabel 2.1 berikut:  
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Tabel 2.1 

Target Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 

2020 
UIC 

1 Pengelola 
perbendaharaan yang 
akuntabel dan produktif 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja 88 PPA I 

Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional 
Kanwil  

90 PPA II 

Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil 94 PAPK 

2 Birokrasi dan layanan 
publik yang agile, 
efektif, dan efisien 

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil 4.55 PPA I dan 
Umum 

3 Perumusan regulasi dan 
otorisasi yang optimal 

Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran 
satker yang diselesaikan tepat waktu 

100 PPA I 

4 Komunikasi, edukasi, 
dan standardisasi yang 
berkesinambungan 

Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil 
pembinaan dan supervisi Kanwil 

90 
SKKI 

Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi 87 
PPA I, PAPK, 

SKKI 

Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI 100 SKKI 

5 Pengelolaan kas dan 
fasilitasi investasi yang 
pruden, efisien, dan 
optimal 

Persentase akurasi perencanaan Kas Kanwil 80 PPA I 

Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan 
monitoring pinjaman dan kredit program 

82 PPA II 

6 Monev perbendaharaan 
yang optimal 

Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran 
Kanwil 

90 PPA I 

Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana 
Desa pada KPPN 

80 PPA II 

7 Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan 
Negara yang akuntabel, 
transparan, dan   

Nilai kualitas Laporan Government Finance 
Statistic (GFS) tingkat wilayah 

78 PAPK 

8 Organisasi dan SDM 
yang optimal 

Nilai rata-rata hardcompetency pegawai 77 Umum dan 
semua Bidang 

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan 
internal 

83 SKKI 

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis 
Strategy Focused Organization 

83 Umum 

Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi 
perbendaharaan 

74 Umum dan 
semua Bidang 

9 Pengelolaan keuangan 
dan BMN yang optimal 

Persentase pengelolaan BMN yang optimal 92 Umum 

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil 95 Umum 
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PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja 

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan 9 Sasaran Strategis (SS) dan dijabarkan 

dalam 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis dan IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi 

Kanwil DJPb Tahun 2020 sebagaimana tergambar dalam Peta Strategi sebagai berikut: 

 

 

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu: 

a. Stakeholder Perspective 

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi 

harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). 

Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki 

kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan 

organisasi secara langsung. 

 



13 | L a p o r a n  K i n e r j a  T a h u n  2 0 2 0  
 

b. Customer Perspective 

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi 

harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer 

merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. 

c. Internal Process Perspective 

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang 

dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer 

(value chain). 

d. Learning and Growth Perspective 

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi 

yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis 

guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan 

stakeholder. 

Sembilan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2020 dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Stakeholders perspecitve terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu 

1. Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif 

Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, sesuai Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan perbendaharaan 

yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan 

dalam rangka mencukupi kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan tugas 

pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara 

akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung 

jawab.  

Selain itu, pengelolaan perbendaharaan juga diharapkan dilakukan secara produktif, yaitu dapat 

menjadi nilai tambah dalam membangun pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara 

Indonesia. Namun demikian, pengelolaan perbendaharaan dan risiko tersebut harus dilakukan 

dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efektif, dan efisien. 

b. Customer perspective 

1. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.  

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanaan 

sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminsitratif yang disediakan oleh penyelenggara 

negara. 
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Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan 

mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, 

diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam 

merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal 

mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal. 

c. Internal Process Perspective 

1. Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal 

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan 

perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Otorisasi adalah segala ketetapan 

yang dibuat oleh Kanwil DJPb dalam rangka pengelolaan perbendaharaan. Optimal adalah sesuai 

dengan kebutuhan, implementatif, dan tidak saling bertentangan. 

Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal mengandung makna bahwa perumusan peraturan 

yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang 

dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang 

diharapkan. 

2. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan 

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas 

peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan 

dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.  

Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) 

pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan 

berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya 

pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat 

menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program 

pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi 

jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. 

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, 

dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak tambal sulam 

serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek 

filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan. 

3. Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang pruden, efisien dan optimal 

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah 

melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang 

efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara 

akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. 

Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam 

melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah. 
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Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator 

mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan 

dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal. 

4. Monev Perbendaharaan yang optimal 

Dalam rangka memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan 

ketentuan dan dapat mencapaia output yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah 

strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para 

Stakeholder. 

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga 

secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal 

DJPb maupun Kementerian/Lembaga. 

5. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. 

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, 

transparan, dan tepat waktu.  

Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat 

waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola 

sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong 

diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini. 

d. Learning and Growth Perspective 

1. Organisasi dan SDM yang optimal 

Organisasi  yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-

kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di 

dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika 

transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang 

memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi 

yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan 

pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja 

yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. 

2. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal 

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu 

tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang 

tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah 

ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip 

hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah 

direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu 

tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila 
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seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam 

pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal 

dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasiPada tahun 2020, 9 (sembilan) 

Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), , yang 

masing-masing ditargetkan pada Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2020. 

Tabel 2.3 

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Tahun 2020 

No. Kode IKU Uraian IKU Target 

Stakeholder Perspective 

1 Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif 

 1a-CP Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L 88 

1b-N Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil 90 

1c-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil 94 

Customer Perspective 

2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 

 
2a-N Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil 

4,55 
(skala 5) 

3 Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal 

 
3a-N 

Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang 
diselesaikan tepat waktu 

100% 

Internal Process Perspective 

4 Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan 

 4a-N Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi  KPPN 90 

 4b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi   87 

 4c-N Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI 100 

    

    

5 Pengelolaan kas dan fasilitasi investasi yang pruden, efisien dan optimal 

 5a-N Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil 80 

5b-N 
Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman 
dan Kredit Program 

82 

6 Monev Perbendaharaan yang optimal 

 6a-N Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil  90 

6b-N 
Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada 
KPPN 

80 

7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu 

 
7a-N 

Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat 
wilayah 

78 

Learning & Growth Perspective 

8 Organisasi dan SDM yang optimal 

 8a-N Nilai Rata-rata Hard Competency  Pegawai  77 

 8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 83 

 
8c-N 

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused 
Organization 

83 

 8d-N Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan 74 

9 Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal 

 9a-N Persentase pengelolaan BMN yang optimal 92% 

9b-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil 95% 
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Sebagaimana disepakati dalam kontrak kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimanta BaratTahun 2020, dalam upaya 

mencapai 12 (dua belas) sasaran strategis tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat didukung 

pendanaan yang dibagi dalam empat output sebagai berikut: 

 

Tabel 2.4 

Anggaran Kanwil per Output 

 

 

 

.

 

 

 

NO URAIAN OUTPUT AWAL 

1 Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Statistik Tingkat Wilayah 211.092.000 

2 Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah 298.954.000 

3 Hasil Pembinaan Perbendaharaa di Wilayah 333940000 

4 Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah 177.630.000 

5 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 269.889.000 

6 Layanan Dukungan Manajemen Satker 397.698.000 

7 Layanan Perkantoran 2.622.262.000 

Jumlah 4.311.465.000 
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CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2020 

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari 

hasil pengkuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah sebesar 109,66. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada 

setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 2020 Berdasarkan Perspektif 

 

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, seluruh perspektif  mendapat  nilai di atas 100 dengan nilai tertinggi 

terdapat pada Internal Process Perspective. Nilai Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan 

sebesar 107,66 tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 (107,78). Nilai kinerja Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat ditunjukkan pada Grafik 3.1. 

Grafik 3.1. Perkembangan NKO Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2020 

 

Sebagaimana ditunjukkan grafik 3.1. NKO Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat cenderung mengalami 

penurunan. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya peningkatan target IKU setiap tahunnya sedangkan realisasi IKU 

tersebut cenderung stagnan. Selama tahun 2020 dari 19 IKU Kanwil seluruhnya telah berstatus hijau (memenuhi 

target. Adapun rincian capaian masing-masing IKU sebagaimana tabel 3.2.  
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2018 2019 2020

NKO

PERSPECTIVE BOBOT NILAI 

STAKEHOLDER 25% 107,20 

CUSTOMER 15% 100,66 

INTERNAL PROCESS 30% 111,46 

LEARNING AND GROWTH 30% 107,74 

NILAI KINERJA ORGANISASI 107,66 
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Tabel 3.2 

Capaian IKU Kemenkeu-Two (NKO)  

Kanwil DJPb Prov. Kalbar Tahun 2020 

No. Kode IKU Uraian IKU Target Realisasi Indeks 
Capaian 

Stakeholder Perspective (25%) 107.20 

1 Pengelola perbendaharaan yang akuntabel dan produktif 107.20 

 1a-CP Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L 88 97.53 110.83 

1b-N 
Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional 
Kanwil 

90 93.01 103.34 

1c-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil 94 99.74 106.10 

Customer Perspective (15%) 100.66 

2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 100.66 

 
2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan kanwil 

4,55 
(skala 5) 

4.72 100.66 

Internal Process Perspective 33.39% 

3 Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal 100 

 
3a-N 

Persentase Revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satker yang Diselesaikan Tepat Waktu 

100% 100% 100 

4 Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan 105.98 

 
4a-N 

Rata-rata Nilai Laporan Hasil Pembinaan dan 
Supervisi KPPN 

90 97.33 108.14 

4b-N Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi 87 95.55 109.82 

4c-N Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI  100% 100% 100 

5 Pengelolaan Kas Dan Investasi yang Pruden,Efisien, dan Optimal 120 

 5a-N Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil 80 98.71 120 

5b-N 
Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan 
monitoring pinjaman dan kredit program   

82 100 120 

6 Monev Perbendaharaan yang optimal 112.62 

 
6a-N 

Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran 
Kanwil 

90 94.71 105.23 

6b-N 
Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana 
Desa pada KPPN 

80 99.11 120 

7 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat 
waktu 

117.94% 

 
7a-N 

Nilai Kualitas Laporan Government Finance 
Statistic (GFS) Tingkat Wilayah 

78 92.57 118.68 

Learning & Growth Perspective (30%) 107.74 

8 Organisasi dan SDM yang optimal 110.33 

 8a-N Nilai Rata-rata Hard Competency  Pegawai  77 89.62 116.39 

 
8b-N 

Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan 
Internal 

83 91.39 110.11 

 
8c-N 

Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis 
Strategy Focused Organization 

83 90.81 109.41 

 
8d-N 

Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi 
perbendaharaan 

74 78 105.41 

9 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal 105.15 

 9a-N Persentase Pengelolaan BMN yang optimal 92% 98.41% 106.97 

 9b-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil 95% 98.16% 103.33 

 Capaian Kinerja Organisasi 107.66 
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Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, realisasi seluruh IKU Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat (19 IKU) 

telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai 

berikut: 

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk 

investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk 

mendukung pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencukupi kebutuhan kas dalam 

pelaksanaan anggaran. 

Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas 

wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

transparan, dan bertanggung jawab.  

Selain itu, pengelolaan perbendaharaan juga diharapkan dilakukan secara produktif, yaitu 

dapat menjadi nilai tambah dalam membangun pondasi kokoh atas fundamental ekonomi 

negara Indonesia. 

Namun demikian, pengelolaan perbendaharaan dan risiko tersebut harus dilakukan 

dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efektif, dan efisien.Sasaran Strategis ini 

terdiri atas 3 IKU dengan rincian target dan realisasi masing-masing IKU sebagai berikut: 

Tabel 3.3 
Capaian Sasaran Strategis 1  

SS1: Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif 

Kode  Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

1a-CP 
Nilai Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran K/L 

88 97.57 110.83 

1b-N 
Nilai kualitas Laporan Kajian 
Fiskal Regional Kanwil 

90 93.01 103.34 

1c-N 
Nilai kualitas LK BUN tingkat 
Kanwil 

94 99.74 106.10 
 

Pengelolaan 

Perbendaharaan 

yang akuntabel dan 

produktif 

 

 Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut: 

Definisi 

1a-
CP 

Persentase 
Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran 
K/L 

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan 

anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat 

berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan 

anggaran.  

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan 

anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut : 

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Variabel: Frekuensi Revisi DIPA (REV), Deviasi 

Halaman III DIPA (HAL3) 

2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Variabel: Retur SP2D (RTR), Realisasi 

Anggaran (REAL), Penyelesaian Tagihan (TAG) 

3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Variabel: Penerbitan SPM secara benar (SPM), 

Deviasi Renkas/RPD Harian (RPD)  

4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, Variabel: Ketepatan Waktu Data Kontrak (KTR), 

Pertanggungjawaban UP (PUP), Penyampaian LPJ (LPJ) 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

IKPA= [ 5% (REV) + 5% (HAL3) + 5% (MIN) + 15% (REAL) + 12% (TAG) + 10% (KCO) + 5% 

(RTR) + 5% (RPD) + 5%(SPM) + 15% (KTR) + 8% (PUP) + 5% (LPJ) + 5% (DSPM) + ] x 100 
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IKPA  indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker 

REV indeks kinerja terkait revisi DIPA  yang dihitung dengan menggunakan 

formula = (100/Rasio Revisi DIPA), dengan ketentuan: (i) Rasio Revisi DIPA 

merupakan Total Revisi DIPA/Jumlah DIPA;  (ii) Total Revisi DIPA merupakan 

jumlah frekuensi revisi DIPA secara kumulatif s/d periode triwulan 

bersangkutan  dan (iii) Jumlah DIPA merupakan jumlah DIPA Petikan satker 

dikali dengan batasan maksimal frekuensi  revisi DIPA yang diperkenankan 

s/d periode triwulan bersangkutan yaitu 1x untuk Triwulan I, 2x untuk 

Triwulan 2, 3x untuk Triwulan III, serta 4x untuk Triwulan IV.   Revisi yang 

diperhitungkan dalam pengukuran capaian IKU adalah seluruh revisi 

pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap (kode jenis revisi 2XX) yang 

dilaksanakan oleh Kanwil, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan Direktorat 

Jenderal Anggaran. Dengan ketentuan, apabila hasil perhitungan 

menunjukkan nilai lebih dari 100, maka nilainya dikonversi menjadi 100. 

HAL3 indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang 

dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula =  1- rata2 per bulan [(jreal-

Jrenc)/Jrenc], dengan ketentuan: (i) Jreal merupakan nilai total realisasi 

anggaran,  (ii) Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana 

sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA,  (iiii) hasil [(jreal-Jrenc)/Jrenc] 

maksimal bernilai 1, serta  (iv) dalam kondisi hasil [(jreal-Jrenc)/Jrenc] 

menunjukkan #DIV/0, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai 

realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi. (v) hasil [(jreal-

Jrenc)/Jrenc] bernilai absolut (mengabaikan tanda plus atau minus). 

RTR indeks kinerja terkait level retur SP2D yang dihitung dengan formula = 1-

(∑retur SP2D/∑SP2D Terbit) 

REAL indeks penyerapan anggaran DIPA K/L, yang dihitung dengan formula = 

%Real/%Target, dengan ketentuan: (i) %Real merupakan Persentase 

realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L (kumulatif) adalah perbandingan 

antara realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L dengan total pagu, dan (ii) 

%Target merupakan nilai target % penyerapan DIPA K/L (kumulatif), dengan 

besaran Q1=15%, Q2=40%, Q3=60%, Q4=90%. Apabila hasil %Real/%Target 

lebih besar dari 1 karena %Real > %Target, maka nilai capaian dikonversi 

menjadi 1. 

TAG indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan, yang dihitung 

dengan formula = ∑Tagihan yang disampaikan tepat waktu/∑Total Tagihan. 

Dengan ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan 

pembayarannya paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP). 

KCO indeks kinerja terkait capaian output dihitung secara bulanan berdasarkan 

rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan 

jumlah output yang dikelola oleh Satker. Output yang terkonfirmasi adalah 

data output yang dinilai wajar (rasional/tidak bersifat anomali). 

Ketidakwajaran (anomali) dinilai berdasarkan perbandingan antara realisasi 

volume keluaran dan progress capaian output yang diisi oleh Satker dengan 

data lainnya seperti penyerapan anggaran dan rencana (target) output. 

SPM indeks kinerja terkait pengembalian SPM yang diajukan satker, yang 

dihitung dengan formula =  JSPM Benar/JSPM, dengan ketentuan: (i) JSPM 

Benar merupakan  Jumlah SPM benar  yang diproses menjadi SP2D pada Q1-

Q4 (tidak kumulatif), dan (ii) JSPM merupakan Jumlah total SPM yang 

diajukan Satker ke KPPN dan telah diterima oleh Middle Office pada Q1-Q4 

(tidak kumulatif). 
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RPD indeks kinerja terkait akurasi penyampaian RPD harian satker K/L, yang 

dihitung dengan formula = ∑Renkas Akurat/∑Renkas, dengan ketentuan: (i) 

∑Renkas Akurat merupakan jumlah total data RPD harian yang akurat 

(diajukan SPMnya tepat waktu), dan (ii) ∑Renkas merupakan total data RPD 

yang disampaikan kepada KPPN. 

KTR indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak, yang 

dihitung dengan formula = ∑Kontrak yang disampaikan tepat waktu/∑Total 

Kontrak. Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat 

waktu apabila disampaikan maksimal 5 HK setelah kontrak ditandatangani. 

PUP indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP, 

yang dihitung dengan formula = ∑GUP yang disampaikan tepat waktu/∑Total 

GUP. Dengan ketentuan, Pertanggungjawaban UP dinyatakan 

dipertanggungjawabkan secara tepat waktu apabila disampaikan tidak 1 

bulan dari tanggal SPM UP atau tanggal SPM GUP terakhir. 

LPJ indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara, 

yang dihitung dengan formula = ∑LPJ yang disampaikan tepat waktu/∑Total 

LPJ yang harus disampaikan. Dengan ketentuan, Penyampaian LPJ 

Bendahara dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat 

tanggal 10 setelah bulan pelaporan. 

DSPM indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM, yang dihitung dengan 

formula =1- ∑Dispensasi SPM/∑SPM yang disampaikan ke KPPN. 

MIN indeks kinerja terkait pagu minus, yang dihitung dengan formula = 1- ∑Pagu 

minus/∑Pagu. 
 

Target IKU  

Tahun 2020 

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah Nilai 88, yaitu hasil penilaian IKPA seluruh 

satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Target IKU di tahun 

2020 masih sama dengan target di tahun 2019. Pelaporan IKU ini ditetapkan triwulanan 

dengan polarisasi maximize (makin tinggi realisasi terhadap target, makin baik capaian 

kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode average (realisasi yang digunakan adalah angka 

rata-rata dalam periode bersangkutan).  

 

Grafik 3.2. Perkembangan target IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/l 
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Realisasi IKU  

Tahun 2020 

IKU ini merupakan salah satu IKU yang terkena dampak adanya pandemi Covid-19. 

Penyebaran pandemi Covid-19 mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan relaksasi 

terhadap pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga. Atas kebijakan tersebut, 

pada triwulan I dan II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan realisasi atas IKU 

ini N/A (not available). Setelah dilakukan reformulasi atas perhitungan IKU ini dengan 

mengeluarkan variabel revisi dan halaman III DIPA, IKU ini diperhitungkan kembali pada 

triwulan III dan IV. Realisasi IKU tahun 2020 sebesar 97.53 merupakan rata-rata dari capaian 

triwulan III dan IV, masing-masing sebesar 96.61 dan 98.45. Nilai realisasi IKU diperoleh dari 

hasil penilaian IKPA pada menu Monev PA Sub menu indikator pelaksanaan anggaran di 

aplikasi OMSPAN. 

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja IKU Nilai kinerja pelaksanaan Anggaran K/L masing-masing 

indikator penilaian 

No Variabel Target 
Realisasi 

Q I Q II Q III Q IV 

1 REV 5 N/A N/A N/A N/A 

2 HAL3 5 N/A N/A N/A N/A 

3 MIN 5 N/A N/A 4.99 4.96 

4 REAL 15 N/A N/A 14.99 15 

5 TAG 12 N/A N/A 11.9 11.93 

6 KCO 10 N/A N/A 9.17 10 

7 RTR 5 N/A N/A 4.98 4.99 

8 RPD 5 N/A N/A 4.99 4.98 

9 SPM 5 N/A N/A 4.33 4.58 

10 KTR 15 N/A N/A 14.67 14.66 

11 PUP 8 N/A N/A 7.7 7.75 

12 LPJ 5 N/A N/A 4.13 4.99 

13 DSPM 5 N/A N/A 5 5.00 

  88 dari 100 N/A N/A 96.91 98.45 
 

Perbandingan 

Realisasi dan Target 

IKU Tahun 2020 

Dengan demikian, dapat diperoleh nilai realisasi IKU sebesar 97.53, memenuhi target 

sebagaimana ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb. Capaian IKU 

tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target 88 88 88 88 88 88 88 
Max/ 

Average 
Realisasi N/A N/A N/A 96.61 96.61 98.45 97.53 

Capaian N/A N/A N/A 109.78 109.78 111.875 110.83 

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5, realisasi tahunan IKU sebesar 97,53 tersebut 

melampaui target IKU sebesar 88 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (dengan nilai capaian 110,83). 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian kinerja 

tahun 2020 dengan 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut pada tahun 2020 dengan tahun-

tahun sebelumnya ditunjukkan pada Tabel 3.6. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 

3.1a.3, perbandingan realisasi IKU tersebut pada tahun 2019 tidak dapat dilakukan 

mengingat IKU tersebut belum diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya 

. 
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tahun-tahun 

sebelumnya 

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi tahun 2015-20120 

Tahun Target Realisasi Capaian Keterangan 

2020 88 97.53 110.83 Nilai Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran K/L 2019 88 94.91 107.85 

2018 80 90.75 113.44 

Persentase Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja (K/L) 

2017 75 99.47 120 

2016 75 94.47 120 

2015 70 72.31 103 

 

IKU ini mengalami perubahan wording dari Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja (K/L) menjadi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L. Perubahan wording 

IKU ini juga membawa dampak berubahnya formulasi perhitungan IKU serta adanya 

penambahan variabel baru. Perubahan formulasi IKU mengakibatkan fluktuatifnya realisasi 

dan capaian dari tahun ke tahun.  

Sebagai contoh adalah peningkatan realisasi dan capaian tahun 2020 dibanding tahun 2019 

disebabkan oleh perubahan formulasi, penambahan variabel baru yaitu Capaian Output 

serta dikeluarkannya variabel Revisi DIPA dan Halaman III DIPA dari perhitungan sebagai 

akibat adanya relaksasi pelaksanaan anggaran.  

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian kinerja s.d. 

tahun 2020 dengan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 dan 

Renstra DJPb 2020-

2024 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7. Perbandingan realisasi s.d. tahun 2020 dengan Renstra DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 2015-2019. 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Renstra 

DJPb 2020-
2024 

Renstra 
Kanwil 
2015-
2019 

Kontrak 
Kinerja 
Kanwil 

2020 97.53 110.83 88  88 

2019 94.91 107.85  80 88 

2018 90.75 113.44  80 80 

2017 99.47 120  75 75 

2016 94.47 120  75 75 

2015 72.31 103  0 70 

 

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel, realisasi dari tahun 2015 s.d. tahun 2020 telah 

melebihi target yang ditetapkan pada Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-

2019. 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian kinerja s.d. 

tahun 2020 dengan 

RPJMN 

Realisasi kinerja DJPb tahun 2015-2020 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan 2015-2019, yang memuat 

perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional.  Perbandingan 

realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan 2015-2019 

ditunjukkan pada Tabel 3.8. 
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Tabel 3.8. Perbandiangan realisasi s.d. tahun 2020 dengan RPJMN. 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 97.53 110.83 - 

IKU pada RPJMN masih 
merupakan 

IKU sebelum refinement, 
yaitu Persentase 

penyerapan belanja DIPA 
K/L 

2019 94.91 107.85 91% 

2018 90.75 113.44 91% 

2017 99.47 120 91% 

2016 94.47 120 91% 

2015 72.31 103 91% 

 

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel, realisasi dari tahun 2015 s.d. tahun 2020 telah 

melebihi target yang ditetapkan pada RPJMN tahun 2015-2019. 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam satu regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.9. 

Tabel 3.9. Perbandingan capaian IKU dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi IKU Keterangan 

1 Kalimantan Barat 97.53 

Informasi capaian masing-
masing Kanwil DJPb di 

wilayah pulau Kalimantan 
tidak dapat diperoleh 

2 Kalimantan Selatan - 

3 Kalimantan Tengah - 

4 Kalimantan Timur - 

5 Kalimantan Timur - 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Secara umum realisasi IKU sudah mencapai target, namun masih terdapat beberapa 

indikator yang belum optimal dan dapat ditingkatkan lagi pada tahun anggaran 

selanjutnya. Adapun indikator yang belum optimal tersebut, yaitu indikator Data Kontrak 

dan Kesalahan SPM. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman satker mengenai 

batas penyampaian data kontrak ke KPPN sehingga menimbulkan keterlambatan. Selain 

itu tingkat kesalahan SPM yang diajukan satker juga masih relatif tinggi. 

Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi 

pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran antara lain: 

1. Kepatuhan/ketertiban/disiplin satker yang masih rendah dalam memenuhi 

ketentuan pelaksanaan anggaran etrutama dalam penyampaian data kontrak; 

2. Tidak ada sanksi dalam peraturan terkait, sehingga pelanggaran dilakukan berulang-

ulang oleh satuan kerja; 

Adapun tindakan yang telah dilakukan Kanwil adalah: 

1. Melakukan monitoring perkembangan IKPA pada aplikasi OMSPAN 

2. Tetap menghimbau kepada satker untuk memperhatikan pencapaian indikator-

indikator dalam IKPA baik melalui forum resmi maupun via grup WA 

3. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III untuk kementerian-

kementerian tertentu (12 K/L) 
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4. Menyelenggarakan open class evaluasi pelaksanaan anggaran untuk satker-satker 

di wilayah kerja KPPN Pontianak 

 Rekomendasi rencana aksi (action plan) yang akan dilakukan adalah Sosialisasi formula 

dan langkah-langkah strategis peningkatan nilai IKPA Tahun Anggaran 2021. 

Definisi 

1b

-N 

Nilai 

Kualitas 

Laporan 

Kajian Fiskal 

Regional 

Kanwil 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi, serta 

menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai Pengelola Fiskal. Dalam 

rangka mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

diharapkan dapat memiliki data, informasi dan kemampuan untuk menganalisis dan 

menyajikan laporan kajian fiskal tingkat wilayah (regional). Sesuai ketentuan SE- 

61/PB/2017, setiap Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun Laporan Kajian Fiskal 

Regional (KFR) secara periodik (triwulanan) dan menyampaikan laporan tersebut kepada 

kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Kajian 

Fiskal Regional pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan 

memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata kanwil dalam 

menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Kajian Fiskal  tingkat wilayah. Penilaian KFR 

dilakukan secara Semesteran. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam 

penilaian KFR, meliputi: Ketepatan waktu penyampaian laporan; Kesesuaian dengan 

petunjuk dan contoh penyajian sebagaimana diatur dalam SE; Kelengkapan, relevansi, dan 

kualitas data; Kualitas analisis; Tehnik penyajian dan estetika, serta kemanfaatan laporan. 

Kategori nilai Kajian Fiskal Regional Kanwil adalah sebagai berikut: 

Level 5 = 91-100    (Excellent) 

Level 4 = 75-90      (Good) 

Level 3 = 61-74      (Fair) 

Level 2 = 41-60      (Poor) 

Level 1  = 0-40        (Unqualified)    

 Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik Laporan KFR yang bersifat 

historical report. Artinya, untuk realisasi IKU semester I tahun 2020 merupakan hasil 

penilaian Laporan KFR tahunan 2019, dan untuk realisasi IKU semester II tahun 2020 

merupakan hasil penilaian Laporan KFR semester I tahun 2020. 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Hasil penilaian Laporan Kajian Fiskal Regional oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. 

Adapun kriteria penilaian sesuai Tabel 3.10 sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Kriteria Penilaian Laporan Kajian Fiskal Regional 

No Kriteria Persentase Penilaian 

1 Ketepatan waktu penyampaian laporan 5% 

2 Desain, dashboard dan layout 5% 

3 Aktivitas kemanfaatan 10% 

4 Kualitas Data 15% 

5 Teknik Penyusunan 30% 

6 Kualitas Analisis dan Inovasi 35% 
 

Target IKU  

Tahun 2020 

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah Nilai 90. Target IKU ini meningkat dari tahun 

ke tahun sebagaimana terlihat pada grafik 3.3. 
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Grafik 3.3. Target IKU Tahun 2015-2020 

 

Pelaporan IKU ini ditetapkan semesteran dengan polarisasi maximize (makin tinggi 

realisasi terhadap target, makin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode 

average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan). 

Nilai realisasi IKU diperoleh dari Hasil penilaian Laporan Kajian Fiskal Regional oleh Kantor 

Pusat Ditjen Perbendaharaan. 

Realisasi IKU  

Tahun 2020 

Sebagaimana diperoleh dari penilaian dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, nilai laporan 

kajian fiskal regional pada semester I sebesar 92.85 dan semester II sebesar 93.17, sehingga 

rata-rata sebesar 93.01 menjadi realisasi IKU pada tahun 2020. Adapun unsur penilaian 

pada setiap semester sebagaimana tabel 3.11. sebagai berikut: 

Tabel 3.11. Hasil Penilaian Laporan Kajian Fiskal Regional 

No Kriteria Penilaian Semester 
I 

Semester 
II 

1 Ketepatan waktu 
penyampaian laporan 

5 5 5 

2 Desain, dashboard dan layout 5 4.69 4.58 

3 Aktivitas kemanfaatan 10 8 8.50 

4 Kualitas Data 15 14.45 14.51 

5 Teknik Penyusunan 30 28.01 28.17 

6 Kualitas Analisis dan Inovasi 35 32.70 32.45 

  100 92.85 93.17 

  

Perbandingan 

Realisasi dan Target 

IKU Tahun 2020 

Dengan demikian, dapat diperoleh nilai realisasi IKU sebesar 93.01, memenuhi target 

sebagaimana ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb. Capaian IKU 

tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi dan Target IKU Tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - 90 90 - 90 90 90 
Max/ 

Average 
Realisasi - 92.85 92.85 - 92.85 93.17 93.01 

Capaian - 103.16 103.16 - 103.16 103.52 103.34 

80
82

85
87

89
90

70

80
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100
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Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12, realisasi tahunan IKU sebesar 93,01 tersebut 

melampaui target IKU sebesar 90 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (dengan nilai capaian 103,34). 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian kinerja 

tahun 2020 dengan 

tahun-tahun 

sebelumnya 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut pada tahun 2020 dengan tahun-

tahun sebelumnya ditunjukkan pada Tabel 3.13. 

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2015-2020 

Tahun Target Realisasi Capaian Keterangan 

2020 90 93.01 103.34  

2019 89 94.81 106.53 

2018 87 91.37 105.02 

2017 85 88.61 104.25 

2016 82 90.07 109.84 

2015 80 91.59 114.48 

 

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12, realisasi dari tahun ke tahun telah melampaui 

target yang ditetapkan, namun angkanya fluktuatif dari tahun ke tahun. Demikian pula 

dengan capaiannya. Terjadinya fluktuasi capaian diakibatkan oleh peningkatan target dari 

tahun ke tahun sedangkan realisasinya fluktuatif. Adapun fluktuasi realisasi lebih 

disebabkan oleh pergantian sumber daya manusia (SDM) penyusun Laporan Kajian Fiskal 

Regional, mengingat dalam penyusunan KFR memerlukan kemampuan analisa terhadap 

indicator-indikator ekonomi yang tidak merata dimiliki oleh pegawai pada Bidang PPA II 

khususnya dan Kanwil pada umumnya.  

Perbandingan 

realisasi dan dan 

capaian kinerja s.d. 

tahun 2020 dengan 

Renstra DJPb 2020-

2024 dan Renstra 

Kanwil 2015-2019  

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.14. 

Tabel 3.14. Perbanding Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 93.01 103.34 -  90 

2019 94.81 106.53  80 89 

2018 91.37 105.02  80 87 

2017 88.61 104.25  80 85 

2016 90.07 109.84  80 82 

2015 91.59 114.48  80 80 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 namun demikian 

dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran strategis Pengelolaan Perbendaharaan 

yang akuntabel dan produktif. Apabila diperbandingkan dengan target Renstra Kanwil 

DJPb tahun 2015-2019, realisasi dari tahun 2015-2020 telah mencapai target yang 

ditetapkan. 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian kinerja s.d. 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 
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tahun 2020 dengan 

RPJMN 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 93.01 103.34 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 94.81 106.53 - 

2018 91.37 105.02 - 

2017 88.61 104.25 - 

2016 90.07 109.84 - 

2015 91.59 114.48 - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.16. 

Tabel 3.16. Perbandingan capaian IKU dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi IKU Keterangan 

1 Kalimantan Barat 93.01 

Apabila dibandingkan dengan 
Kanwil lain dalam regional 

realisasi dan capaian IKU ini 
merupakan yang terendah.  

2 Kalimantan Selatan 94.35 

3 Kalimantan Tengah 93.39 

4 Kalimantan Timur 93.91 

5 Kalimantan Utara 93.03 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Secara umum capaian tahun 2020 telah melebihi target yang ditetapkan, namun demikian 

masih ada ruang peningkatan terutama terkait pemenuhan kelengkapan data dan 

optimalisasi ruang peningkatan kualitas dalam analisis yang dilakukan, serta aspek 

kemanfataan. Dengan  demikian,  dapat  diidentifikasi  sebagai  akar  permasalahan  dalam  

optimalisasi pencapaian IKU ini antara lain adalah terkait penyajian data dan analisis yang 

tidak komprehensif, serta aspek kemanfataan KFR untuk Daerah akan mempengaruhi 

nilai KFR secara keseluruhan 

Permasalahan yang dihadapi kurangnya kelengkapan data APBD (belanja menurut fungsi 

dan urusan), kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan analisa, serta 

pemanfataan atas rekomendasi KFR oleh Pemerintah Daerah yang belum optimal. 

Tindakan yang telah dilakukan adalah : 

1. Melakukan koordinasi dengan pemilik data yakni Pemerintah Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat, BPS dan BI serta unit 

eselon II Kementerian Keuangan yang lainnya.  

2. Melaksanakan Seminar Ekonomi tentang APBN di Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Melakukan Press Release kinerja APBN setiap Triwulan. 

4. Melibatkan institusi yang berkompeten dalam penyajian data terkait laporan KFR  

(BI, OJK, BPS, Perpajakan, Bea Cukai). 

5. Penyusunan dan pengiriman laporan KFR secara tepat waktu 
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Sedangkan untuk tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berencana 

melaksanakan: 

1. IHT desain grafis. 

2. IHT analisis data/asistensi penyusunan KFR oleh RE. 

3. Menyampaikan KFR ke stakeholders. 

4. Desiminasi KFR 

5. Testimoni kemanfaatan KFR oleh Pemda. 

Definisi 

1c
-
N 

Nilai Kualitas 
LK BUN 
Tingkat 
Kanwil 

Berdasarkan 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kanwil DItjen Perbendaharaan selaku 

UAKKABUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKKABUN-

Kanwil berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca 

SAU berdasarkan hasil pemprosesan data gabungan dan LK UAKABUN-Daerah seluruh 

KPPN di wilayah kerjanya. LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tersebut secara periodik 

(triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Dit. PK (selaku UAPBUN-AP) 

dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Dit. APK memberikan penilaian terhadap Kualitas LK 

dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan 

berdasarkan empat kriteria, yaitu (1) ketepatan waktu (10%), (2) Akurasi Data (75%), (3)  

Kelengkapan Dokumen (5%), (4) Partisipasi (10%). 

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan 

yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2020, merupakan hasil 

penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tahun 2019. 
 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat kanwil yang dilakukan oleh Direktorat APK.  

Adapun kriteria penilaian sebagai berikut: 

(1) ketepatan waktu (10%),  

(2) Akurasi Data (75%),  

(3) Kelengkapan Dokumen (5%),  

(4) Partisipasi (10%). 

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil adalah sebagai berikut: 

- Level 4 = 95-100    (Sangat Baik) 

- Level 3 = 80-94      (Baik) 

- Level 2 = 65-79      (Cukup) 

- Level 1 = 0-64        (Kurang) 

Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 94, sama dengan target pada tahun 

2019. Adapun perkembangan target dari tahun ke tahun dapat terlihat pada grafik 3.4. 

Grafik 3.4. Target IKU Tahun 2015-2020 
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Realisasi IKU Tahun 

2020 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-263/PB/2020 

tentang Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa BUN 

Kanwil DJPb serta Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN Khusus Penerimaan dan KPPN Khusus 

Pinjaman dan Hibah Tahun 2019, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan 

nilai 99.74. Adapun hasil penilaian pada masing-masing kriteria sesuai table 3.17 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.17. Hasil Penilaian LK BUN tingkat wilayah 

Akurasi Data 
 

Ketepatan 
Waktu 

Kelengkapan 
Dokumen 

Partisipasi Nilai 

(75%) (3%) (7%) (15%)  

99.691 100 100 99.795 99.737 
 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.18 berikut: 

Tabel 3.18. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - - - - - 94 94 
Max/ 

TLK 
Realisasi - - - - - 99.74 99.74 

Capaian - - - - - 106.10 106.10 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-263/PB/2020 

tentang Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa BUN 

Kanwil DJPb serta Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN Khusus Penerimaan dan KPPN Khusus 

Pinjaman dan Hibah Tahun 2019, capaian IKU Nilai Kualitas LK BUN tahun 2020 sebesar 

99.74 dari target 94, dengan nilai capaian sebesar 106,10.  

Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi IKU dari tahun  ke tahun tergambar bahwa secara 

umum realisasi IKU ini mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2016 sempat 

mengalami penurunan dengan perolehan realisasi sebesar 93.85, yang merupakan 

terendah selama 6 tahun kebelakang.Pada tahun 2017 mulai mengalami peningkatan lagi 

dimana realsisasi IKU mencapai 95.88. Tren peningkatan ini dilanjutkan pada tahun-tahun 

berikutnya masing-masing 97.63 di tahun 2018, 98.99 di tahun 2019 dan 99.74 di tahun 

2020. 

Grafik 3.5. Target dan Realisasi IKU Tahun 2015-2020 
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Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Capaian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2016 mengalami 

penurunan capaian. IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024, namun untuk 

mendukung Target Kinerja DJPb Indeks opini BPK atas LKPP dan LKBUN yang mempunyai 

target 4 (skala 4). Sementara itu dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

target kinerja yang tercantum adalah Peringkat LKPP Kanwil. IKU ini kemudian dilakukan 

refinement pada tahun-tahun berikunya menjadi Nilai Kualitas LK BUN yang lebih 

mencerminkan ukuran kualitas LK BUN tingkat Kanwil.  

Tabel 3.19. Tabel realisasi dan capaian dan Target Renstra DJPb dan                                      

Target Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 99.74 106.10 -  94 

2019 98.99 105.31  4 94 

2018 97.63 104.98  6 93 

2017 95.88 103.10  8 93 

2016 93.85 100.91  10 93 

2015 95.83 104.16  15 92 
 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.20. 

Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 99.74 106.10 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 98.99 105.31 - 

2018 97.63 104.98 - 

2017 95.88 103.10 - 

2016 93.85 100.91 - 

2015 95.83 104.16 - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.21. 

Tabel 3.21. Perbandingan capaian IKU dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi IKU Keterangan 

1 Kalimantan Barat 99.74 

Apabila dibandingkan dengan 
Kanwil lain dalam regional 

realisasi dan capaian IKU ini 
tertinggi kedua setelah 

Kalimantan Utara.  

2 Kalimantan Selatan 99.64 

3 Kalimantan Tengah 99.64 

4 Kalimantan Timur 99.64 

5 Kalimantan Utara 99.77 
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Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Capaian IKU "Nilai Kualitas LK BUN tingkat wilayah yang berkualitas" telah mencapai target 

yang ditetapkan, namun demikian nilai tersebut masih perlu ditingkatkan lagi terutama 

pada akurasi data. Terdapat kriteria penilaian yang berada di luar kontrol Kanwil dan KPPN 

yaitu partisipasi, yang unsur penilaiannya berasal dari kualitas LK UAKPA satker mitra kerja 

Kanwil dan KPPN. Unsur penilaian tersebut antara lain Adanya Pagu Minus, Saldo Tidak 

Normal, Aset Belum Diregister. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, 

yaitu: 

1. Adanya kesalahan-kesalahan pada saat pelaksanaan anggaran yang diakibatkan oleh 

kurangnya pemahaman satker terhadap proses bisnis pengelolaan keuangan yang 

berdampak pada menurunnya kualitas LK. 

2. Adanya realisasi belanja yang melebihi pagu (terutama belanja gaji) yang tidak dapat 

di selesaikan di tingkat wilayah. 

Adapun tindakan yang telah dilakukan adalah: 

1. Mengembangkan aplikasi SIANTAN dalam rangka membantu penyusunan dan 

analisa LK BUN KPPN maupun Kanwil.  

2. Melakukan analisa atas LK KBUN KPPN sebagai sumber data penyusunan LK BUN 

tingkat Kanwil. 

3. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan KPPN dan Satuan Kerja. 

4. Monitoring Aplikasi e-Rekon LK dan penyelesaian atas permasalahan yang ada. 

5. Menerbitkan surat pemberitahuan ke KPPN dalam hal ditemukan saldo akun tidak 

normal dan  

6. Mengadakan rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan BUN-D dengan Dit.APK 

dan KPPN (akurasi data transaksi keuangan KPPN tahun 2019, CaLK dan telaah 

laporan keuangan). 

Rekomendasi Rencana Aksi (action plan) yang akan dilakukan pada tahun 2020 untuk 

meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu: 

1. Meningkatkan koordinasi dengan KPPN dan Satuan Kerja. 

2. Melaksanakan Bimtek Penyusunan LK BUN tingkat Kuasa BUN Daerah Tahun 2021 
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Sasaran Strategis 2:  Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara 

negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.  

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pelayanaan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminsitratif yang disediakan 

oleh penyelenggara negara. 

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan 

mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan 

global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan 

cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia 

dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan 

secara optimal. 

Sasaran Strategis ini terdiri atas satu IKU yaitu indeks kepuasan satker terhadap layanan 

Kanwil dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut: 

Tabel 3.22 

Capaian Sasaran Strategis 2 

SS2: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 

Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

2a-N 
Indeks Kepuasan Satker 
Terhadap Layanan Kanwil 

4,55 
(skala 5) 

4.58 100.66 
 

Birokrasi dan 
layanan publik yang 
agile, efektif, dan 
efisien 

 

 

2a
-N 

Indeks 
Kepuasan 
Satker 
Terhadap 
Layanan 
Kanwil 

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil adalah rata-rata tingkat kepuasan satker 

terhadap layanan revisi DIPA yang diberikan oleh Kanwil. Indeks kepuasan satker diukur 

melalui survei oleh masing-masing Kanwil dengan metode sampling kepada responden 

terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Bidang PPA I. 

-  

Definisi 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Indeks hasil survei kepuasan satker 

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut : 

- 5 = Sangat Puas 

- 4 = Puas 

- 3 = Cukup Puas 

- 2 = Kurang Puas 

- 1 = Tidak Puas 

Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut di tahun 2020 sebesar 4.55, naik sebesar 0.02 dari target tahun 2019 

sebesar 4.53. Adapun perkembangan target dari tahun 2015-2020 tersaji pada grafik 3.6. 

Grafik 3.6. Perkembangan Target tahun 2015-2020 
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Realisasi IKU Tahun 

2020 

Realisasi IKU Tahun 2020 sebesar 4.58. Hasil ini didapatkan dari survey dilakukan secara 

online kepada satker berdasarkan surat Kepala Kanwil Nomor S-186/WPB.17/2020 tanggal 

28 April 2020. Hasil dari Survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan satker/mitra kerja 

atas layanan Revisi Dokumen Anggaran 4, 58 dan Kepuasan atas sarana dan prasarana pada 

4,58 sehingga secara keseluruhan tingkat kepuasan satker terhadap layanan Kanwil pada 

indeks 4,58. Meskipun realisasi sudah melebihi target namun realisasi tahun 2020 lebih 

rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana dari hasil survey Kanwil 

mendapatkan indeks 4.72 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.23 berikut: 

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - 4.55 4.55 - 4.55 - 4.55 
Max/ 

TLK 
Realisasi - 4.58 4.58 - 4.58 - 4.58 

Capaian - 100.66 100.66 - 100.66 - 100.66 

Berdasarkan hsil pengolahan hasil survey yang dilaksanakan secara online tingkat kepuasan 

satker/mitra kerja atas layanan Revisi Dokumen Anggaran 4, 58 dan Kepuasan atas sarana 

dan prasarana pada 4,58 sehingga secara keseluruhan tingkat kepuasan satker terhadap 

layanan Kanwil pada indeks 4,58. Dengan demikian target kinerja tahun 2020 dapat 

tercapai dengan indeks capaian sebesar 100.66. 

Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Adapun realisasi tahun 2020 sebesar 4.58 mengalami penurunan apabila dibandingkan 

dengan tahun 2019 sebesar 4.55. Apabila dilihat tren realisasi IKU pada grafik 3.7., 

sebenarnya pada tiap tahun dari 2015 hingga 2019 realisasi mengalami peningkatan, namun 

demikian khusus tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini lebih diakibatkan oleh adanya 

penyebaran pandemic Covid-19 yang menyebabkan Layanan yang dilakukan dialihkan 

menjadi layanan online dari sebelumnya layanan tatap muka. Dengan keterbatasan 

komunikasi antara petugas layanan dengan petugas satker mengakibatkan terkendalanya 

penyelesaian layanan.  

Grafik 3.7. Perbandingan Realisasi dan Target tahun 2015-2020 

 

Perbandingan 

realisasi dan 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.24. 
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capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 4.58 100.66 4.00  4.55 

2019 4.72 104.20  - 4.53 

2018 4.57 101.11  - 4.52 

2017 4.37 106.07  - 4.12 

2016 4.33 105.87  - 4.09 

2015 4.09 100.74  - 4.06 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 sebagai “Indek 

kepuasan pengguna layanan” dengan target 4 (skala 5). IKU ini tidak tercantum pada 

Renstra Kanwil tahun 2015-2019 namun berdasarkan Refinement Kontrak Kinerja 

Kemenkeu-Two Kanwil IKU ini ada di tahun 2015-2019. 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.25. 

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 4.58 100.66 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 4.72 104.20 - 

2018 4.57 101.11 - 

2017 4.37 106.07 - 

2016 4.33 105.87 - 

2015 4.09 100.74 - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.26. 

Tabel 3.26. Perbandingan capaian IKU dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi IKU Keterangan 

1 Kalimantan Barat 4.58 

Tidak terdapat informasi 
mengenai capaian IKU pada 
Kanwil lain dalam regional 

pulau Kalimantan.  

2 Kalimantan Selatan - 

3 Kalimantan Tengah - 

4 Kalimantan Timur - 

5 Kalimantan Utara - 
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Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Isu utama IKU ini adalah perubahan pola layanan yang sebelumnya bersifat langsung 

menjadi online. sehingga pada masa transisi ini layanan menjadi lebih lama. Dengan 

pelayanan yang bersifat online, komunikasi antara petugas FO dan satker kadang 

terhambat. Ditambah adanya kendala pada jaringan. 

Tindakan yang telah dilakukan adalah:  

1. Melakukan penyebaran kuesioner secara online kepada satker berdasarkan surat 

Kepala Kanwil Nomor S-186/WPB.17/2020 tanggal 28 April 2020 dan melakukan 

perhitungan data atas hasil kuesioner, serta membuat Laporan Pelaksanaan Survei 

Kepuasan Pelanggan 

2. Melakukan penelahaaan atas hasil survei, sektor-sektor mana yang belum 

memuaskan satker 

3. Melakukan perbaikan layanan berdasarkan hasil telaahan dari survei kepuasan 

pengguna layanan 

4. Meningkatkan kemampuan pegawai melalui GKM internal. 

5. Pelatihan service excellent dengan melibatkan pihak perbankan. 

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah melakukan perbaikan 

layanan berdasarkan hasil telaahan dari survei kepuasan pengguna layanan untuk 

perbaikan di tahun mendatang. 
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Sasaran Strategis 3:  Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan 

perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Otorisasi adalah segala 

ketetapan yang dibuat oleh Kanwil DJPb dalam rangka pengelolaan perbendaharaan. 

Optimal adalah sesuai dengan kebutuhan, implementatif, dan tidak saling bertentangan. 

Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal mengandung makna bahwa perumusan 

peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala 

ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan 

output/outcome yang diharapkan. 

Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 IKU yaitu Persentase revisi dokumen pelaksanaan 

anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktusebagai berikut: 

Tabel 3.27 

Capaian Sasaran Strategis 3 

SS3: Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal 

Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

3a-N 
Persentase revisi dokumen 
pelaksanaan anggaran Satker 
yang diselesaikan tepat waktu 

100% 100% 100 

 

Perumusan regulasi 
dan otorisasi yang 
optimal 

 

Definisi 

3a-
N 

Persentase 
revisi 
dokumen 
pelaksanaan 
anggaran 
Satker yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

 

Revisi dokumen pelaksanaan anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah 

ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA.  

Berdasarkan PMK 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2020, untuk 

usulan revisi anggaran yang dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen 

Perbendaharaan menetapkan surat pengesahan revisi anggaran, paling lama 1 (satu) hari 

kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap. 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Capaian = (∑ revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktu / ∑Usulan pengesahan revisi DIPA  

yang diterima dari satker) x 100% 

Target IKU  

Tahun 2020 

Target IKU tersebut di Tahun 2020 sebesar 100%. Target ini tidak berubah dari tahun 2015 

hingga tahun 2020 mengingat target 100% merupakan target maksimal. 

Realisasi IKU  

Tahun 2020 

Realisasi IKU ini pada tahun 2020 sebesar 100%. Berdasarkan data pada Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat jumlah dokumen revisi yang diterima dari satker sejumlah 1.621 

dokumen. Seluruh dokumen revisi dapat diselesaikan secara tepat waktu (1 hari kerja) 

sesuai dengan ketentuan. 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.28 berikut: 

Tabel 3.28. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Max/ 

Average 
Realisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Capaian 100 100 100 100 100 100 100 
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Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Realisasi IKU ini pada tahun 2020 sebesar 100%, dan merupakan realisasi yang sama 

dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat realisasi tersebut sudah maksimal. Hal ini 

dapat dilihat pada grafik 3.8. 

Grafik 3.8. Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2015-2020 

 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.29. 

Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 100% 100 -  100% 

2019 100% 100  - 100% 

2018 100% 100  - 100% 

2017 100% 100  - 100% 

2016 100% 100  - 100% 

2015 100% 100  - 100% 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada tahun 

sebelumnya IKU ini juga tidak tercantum dalam Renstra Kanwil tahun 2015-2019 namun 

berdasarkan Refinement Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil IKU ini ada di tahun 

2015-2020 dengan target penyelesaian revisi secara tepat waktu sebesar 100%. 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.30. 
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Tabel 3.30. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 100% 100 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 100% 100 - 

2018 100% 100 - 

2017 100% 100 - 

2016 100% 100 - 

2015 100% 100 - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.31. 

Tabel 3.31. Perbandingan capaian IKU dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi IKU Keterangan 

1 Kalimantan Barat 100% 

Tidak terdapat informasi 
mengenai capaian IKU pada 
Kanwil lain dalam regional 

pulau Kalimantan.  

2 Kalimantan Selatan - 

3 Kalimantan Tengah - 

4 Kalimantan Timur - 

5 Kalimantan Utara - 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Isu utama Penyebaran pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan kebijakan terkait 

pelaksanaan anggaran. Perlu adanya relaksasi pelaksanaan anggaran agar peran APBN 

dalam mendongkrak kinerja perekonomian secara umum meningkat. Kebijakan tersebut 

antara lain adalah pemunculan akun penanganan Covid-19 dalam rangka menjaga 

akuntabilitas APBN, relaksasi dan reaktivasi IKPA, dan perubahan layanan menjadi online. 

Hal ini mengakibatkan peningkatan permintaan layanan revisi pada Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat.  

Tindakan yang telah dilakukan adalah: 

1. Menyampaikan ke satker agar berkoordinasi dengan Unit Eselon I terkait revisi 

terpusat; 

2. Melakukan bimbingan tata cara revisi 2020 terutama terkait SAKTI dan SatuDJA; 

3. GKM internal penyelesaian proses revisi anggaran satker K/L. 

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah: 

1. Melakukan bimbingan kepada satker baik melalui CSO/FO maupun via Grup WA 

bidang PPA I; 

2. GKM internal penyelesaian proses revisi anggaran satker K/L; 

3. Bimbingan Teknis SAKTI dan SatuDJA. 
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Sasaran Strategis 4:  Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman 

stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat 

implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan 

organisasi.  

Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) 

pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan 

berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung 

terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh 

Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang 

maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola 

perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji 

kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di 

bidang perbendaharaan. 

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat 

dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak 

tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara 

menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan. 

Tabel 3.32 

Capaian Sasaran Strategis 4 

SS4: Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan 

Kode  Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

4a-N 
Rata-rata nilai kinerja KPPN 
sebagaimana hasil pembinaan 
dan supervisi Kanwil 

90 97.33 108.14 

4b-N 
Indeks efektivitas edukasi dan 
komunikasi   

87 95.55 109.82 

4c-N 
Persentase Tingkat 
Implementasi Aplikasi SAKTI 

100% 100% 100 
 

Komunikasi, edukasi, 
dan standardisasi 
yang 
berkesinambungan 

 

Definisi 
 

4a
-N 

Rata-rata nilai 
kinerja KPPN 
sebagaimana 
hasil 
pembinaan dan 
supervisi 
Kanwil 

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 261/PB/2016 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor 

Wilayah Ditjen Perbendaharaan wajib melakukan pembinaan pada KPPN di lingkup 

wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun. 

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada 

kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi 

KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN dilingkup wilayah kerjanya 

berdasarkan indikator-inikator pada setiap unsur berikut: 

1. Pelaksanaan tugas Kuasa BUN 

2. Pelayanan Perbendaharaan 

3. Kinerja dan Tata Kelola KPPN 

Selanjutnya, pada minggu keempat Agustus tahun berkenaan dan Februari tahun 

berikutnya, Kepala Kanwil menyampaikan Laporan Hasil PEmbinaan dan Penilaian Kinerja 

KPPN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

Berdasarkan laporan dari Kanwil tersebut, Setditjen Perbendaharaan melakukan penilaian 

atas Laporan Kinerja KPPN lingkup Kantor Wilayah.  

Pengisian realisasi IKU bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU Semester 

I tahun 2019 merupakan hasil pembinaan semester II tahun 2018 .  Sedangkan realisasi IKU 

Semester II tahun 2019 merupakan rata-rata hasil pembinaan semester I tahun 2019. 
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Cara Ukur/ Formula 

IKU 

((Nilai LHPS Kanwil dari Kantor Pusat DJPb)*50%) + ((Rata-rata nilai kinerja KPPN hasil 

pembinaan Kanwil)*50%) 

Rata-rata nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil dihitung dengan formulasi berikut: 

Jumlah nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil dibagi Jumlah KPPN lingkup wilayah 

kerja Kanwil 

Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 90. Target tahun ini sama dengan target 

tahun 2019 dan tahun 2018. Adapun target masing-masing tahun dari tahun 2015-2020 

sebagaimana grafik 3.9. 

Grafik 3.9. Perbandingan target IKU tahun 2015-2020 

 

Realisasi IKU Tahun 

2020 

Realisasi tahun 2020 sebesar 97.33. Nilai tersebut merupakan rata-rata atas realisasi pada 

semester I dan semester II. Adapun perolehan realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam 

tabel 3.33. 

Tabel 3.33. Realisasi IKU Tahun 2020 

No Keterangan Semester I Semester II Realisasi 

1 Nilai LHPS Kanwil Kantor Pusat 96.45 96.65 

97.33 

2 Nilai kinerja KPPN Pontianak 97.16 97.15 

3 Nilai kinerja KPPN Singkawang 98.89 97.23 

4 Nilai kinerja KPPN Ketapang 99.25 99.53 

5 Nilai kinerja KPPN Sanggau 98.91 97.72 

6 Nilai kinerja KPPN Sintang 97.84 98.03 

7 Nilai kinerja KPPN Putussibau 98.45 96.73 

 Realisasi 97.44 97.21 
 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.34 berikut: 

Tabel 3.34. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - 90 90 - 90 90 90 
Max/ 

Average 
Realisasi - 97.44 97.44 - 97.44 97.21 97.33 

Capaian - 108.27 108.27 - 108.27 108.01 108.14 

 

Berdasarkan tabel 3.34 realisasi tahun 2020 sebesar 97.33 telah melebihi dari target yang 

ditetapkan sebesar 90, dengan capaian 108.14. Dari tabel 3.34 dapat dilihat bahwa realisasi 
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dan capaian semester I lebih besar dari capaian semester II. Hal ini disebabkan oleh 

pembinaan yang dilakukan pada masa pandemi mengalami perubahan pola dimana 

sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi 2 (dua) metode yaitu langsung dan on-

desk. Pembinaan secara on-desk belum optimal dilakukan mengingat baru pertama kali 

diimplementasikan.  

Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Realisasi IKU tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019. Realisasi IKU ini sepanjang tahun 

2015-2020 mempunyai tren naik dari tahun ke tahun, sebagaimana pada grafik 3.10. 

Grafik 3.10. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2015-2020 

 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.35. 

Tabel 3.35. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 97.33 107.73 -  90 

2019 97.09 118.26  2 90 

2018 96.43 111.69  2 90 

2017 94.94 107.14  3 85 

2016 94.61 107.87  3 80 

2015 80.80 108.14  3 75 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada Renstra 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat nama IKU yang tercantum adalah “Peringkat 

Laporan Pembinaan Kanwil”, namun demikian dilakukan refinement Kontrak Kinerja 

tahun 2015-2019 dengan mengubah wording nama IKU terakhir menjadi Rata-rata nilai 

Laporan hasil pembinaan dan supervise KPPN di tahun 2019. 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.36. 
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Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 97.33 107.73 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 97.09 118.26 - 

2018 96.43 111.69 - 

2017 94.94 107.14 - 

2016 94.61 107.87 - 

2015 80.80 108.14 - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.37. 

Tabel 3.37. Perbandingan Nilai Hasil LHPS dengan Kanwil lain 

No Kanwil Semester I Semester II Keterangan 

1 Kalimantan Barat 96.45 96.65 Tidak terdapat 
informasi 
mengenai 

capaian IKU pada 
Kanwil lain dalam 

regional pulau 
Kalimantan, 
kecuali unsur 

penilaian LHPS 
dari Kantor Pusat   

2 Kalimantan Selatan 95.25 97.75 

3 Kalimantan Tengah 97.10 97.95 

4 Kalimantan Timur 96.45 97.30 

5 Kalimantan Utara 97.25 97.25 

 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Realisasi IKU ini telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berhasil melakukan perbaikan kinerja 

layanannya, baik dalam pelaksanaan tugas Kuasa BUN, Pelayanan Perbendaharaan serta 

Kinerja dan Tata Kelola. Di sisi lain, penilaian atas Laporan Hasil Pembinaan dari Kantor 

Pusat cukup optimal dengan memperoleh nilai 96.70, dan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat menduduki posisi ke-1 dari 11 Kanwil DJPb kategori besar. Namun demikian masih 

ada ruang optimalisasi yaitu melalui peningkatan nilai dari Kantor Pusat.  

Akar permasalahan yang berhasil diidentifikasi, yaitu: 

1. Peningkatan kualitas analisis hasil pembinaan dan supervisi KPPN. 

2. Permasalahan dan Rekomendasi yang disampaikan Tim Pembina cukup substantif, 

implementatif dan sesuai dengan proses bisnis yang ada. 

Tindakan yang telah dilakukan adalah melaksanakan Gugus Kendali Mutu atau FGD 

internal Tim Pembinaan sebelum pelaksanaan pembinaan di masing-masing KPPN agar 

Tim semakin menguasai proses bisnis di KPPN serta semakin memahami mekanisme 

pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN sesuai KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Supervisi KPPN. 

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah:  

1. Memperdalam analisis laporan. 

2. Meningkatkan kualitas design grafis laporan 
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 Definisi 

 

4b
-N 

Indeks 
efektivitas 
edukasi dan 
komunikasi 

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta 

(stakehoklders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau 

yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada 

peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu 

periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang 

diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen perbendaharaan.  

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan 

kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan 

kegiatan sosialiasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan 

tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.   

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi diukur melalui 2 (dua) cara yaitu Bimtek diukur 

dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu 

periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialiasi, maka 

total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai 

berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.   

Rata-rata Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 

- 0 < x ≤ 20 = sangat tidak efektif 

- 20 < x ≤ 40 =  tidak efektif 

- 40 < x ≤ 60 = kurang efektif 

- 60 < x ≤ 80 = efektif 

- 80 < x ≤ 100 = sangat efektif 

Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 87. Target tahun 2020 naik sebesar 1 poin 

dari target tahun 2019 sebesar 86. Adapun target masing-masing tahun dari tahun 2015-

2020 sebagaimana grafik 3.11. 

Grafik 3.11. Perbandingan target IKU tahun 2015-2020 

 

Realisasi IKU Tahun 

2020 

Realisasi IKU tersebut di tahun 2020 sebesar 95.55. Realisasi ini merupakan rata-rata dari 

realisasi pada semester I dan semester II. IKU ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bidang yaitu 

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Bidang PAPK, dan Bidang SKKI. Adapun 

rincian realisasi masing-masing Bidang tersaji pada tabel 3.38. 
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Tabel.3.38. Realisasi IKU Tahun 2020 

No Bidang Semester I Semester II Realisasi 

1 Bidang PPA I 96.53 96.58 

97.33 
2 Bidang PAPK 93.59 94.61 

3 Bidang SKKI 97.54 94.4 

 Realisasi 95.89 95.20 
 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.39 berikut: 

Tabel 3.39. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - 87 87 - 87 87 87 

Max/ 

Average 
Realisasi - 95.89 95.89 - 95.89 95.20 95.55 

Capaian - 110.22 110.22 - 110.22 109.43 109.83 

Realisasi tahun 2020 sebesar 95.55 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 87, 

dengan capaian sebesar 109.82. 

Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Realisasi IKU tahun 2020 sebesar 95.55 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2019 yaitu 

sebesar 95.28. Sebagaimana tergambar pada grafik 3.12, realisasi IKU ini mengalami tren 

positif (mengalami kenaikan dari tahun ke tahun).  

Grafik 3.12. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2015-2020 

 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.40. 
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Renstra Kanwil 

2015-2019 
Tabel 3.40. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 97.33 107.73 -  87 

2019 97.09 118.26  90 86 

2018 96.43 111.69  85 85 

2017 94.94 107.14  85 85 

2016 94.61 107.87  80 80 

2015 80.80 108.14  80  

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada Renstra 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat nama IKU yang tercantum adalah “Tingkat 

Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terkait Pelaksanaan APBN”, namun demikian 

dilakukan refinement Kontrak Kinerja tahun 2015-2019 dengan mengubah wording nama 

IKU terakhir menjadi “Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi” di tahun 2019, dan 

“Indeks edukasi dan komunikasi” di tahun 2020. 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.41. 

Tabel 3.41. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 97.33 107.73 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 97.09 118.26 - 

2018 96.43 111.69 - 

2017 94.94 107.14 - 

2016 94.61 107.87 - 

2015 80.80 108.14 - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.42. 
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Tabel 3.42. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 97.33 
Tidak terdapat 

informasi 
mengenai 

capaian IKU pada 
Kanwil lain dalam 

regional pulau 
Kalimantan.  

2 Kalimantan Selatan - 

3 Kalimantan Tengah - 

4 Kalimantan Timur - 

5 Kalimantan Utara - 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Capaian IKU Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2020 telah mencapai 

target yang ditetapkan, namun demikian masih perlu dilakukan langkah-langkah 

perbaikan. Adapun isu utama sebagai berikut: 

Merebaknya pandemi COVID-19 membuat rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan 

komunikasi dan edukasi kepada satker yang biasa dilaksanakan secara tatap muka 

langsung dalam bentuk FGD, Bimtek atau sosialisasi menjadi tidak dapat dilaksanakan. 

Selain ini adanya pandemi COVID-19 juga menyebabkan banyaknya aturan yang muncul 

dalam rangka penanganan pandemi dimaksud. Hal ini mengharuskan Kanwil untuk terus 

menjalin komunikasi dengan satker agar apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat 

dapat terinformasikan kepada satker  

Implikasi atas permasalahan diatas adalah kurang maksimalnya hasil kuesioner dan post 

test yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan sosialisasi dan bimtek. 

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 

Bidang PPA I, PAPK dan SKKI telah melaksanakan sosialisasi/bimtek sebagai dasar 

perhitungan IKU, antara lain : Sosialisasi  SAKTI untuk Eksekutif, Evaluasi Pelaksanaan 

Anggaran, FGD PNBP, Sosialisasi SAPP dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian 

Lembaga Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar pada bulan Januari 2019, 

FGD dengan Pemda terkait Implementasi SAP dan Peraturan Pemerintah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Rekomendasi Rencana Aksi 

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil kuesioner atau post test; 

2. Melakukan evaluasi atas metode penyampaian sosialisasi/bimtek; 

3. Melakukan komunikasi dan edukasi melalui sarana online dan penggunaan teknologi 

informasi terkait peraturan terbaru. 

Definisi 
 

4b
-N 

Presentase 
tingkat 
implementasi 
aplikasi SAKTI 

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2020 oleh 

satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya 

ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber 

daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A. Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2020, dilakukan melalui 

kriteria sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk 

periode semester I dan II tahun 2020 secara tepat waktu (sesuai target dalam Tabel 

A), dan; 

B. Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2020 secara 

nasional (sesuai target dalam Tabel B).                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan  implementasi SAKTI Tahun 2020 dibagi Total 

Jumlah satker yang ditetapkan mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2020 dikali 

proporsi tahapan dikali 100%  

Target IKU Tahun 

2020 

 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 100. Target tersebut mengalami kenaikan dari 

target tahun 2019 sebesar 95. Adapun target masing-masing tahun dari tahun 2015-2020 

sebagaimana grafik 3.13 

Grafik 3.13. Perkembangan Target IKU Tahun 2015-2020 
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Realisasi IKU Tahun 

2020 

 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan Kanwil DJPb yang tidak memiliki mitra 

kerja Satker dari 5 K/L yang Piloting Sakti Desktop, sehingga sesuai dengan Nota Dinas 

Direktur SITP Nomor ND-326/PB.8/2020 tanggal 13 Maret 2020 hal Panduan Pelaksanaan 

IKU Kanwil DJPb dan KPPN tentang Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI, 

Tahap 1 dan Tahap 5 dihilangkan dan secara proporsi Tahap 2, 3, dan 4 diubah. 

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-1975/PB.1/2020 hal Pengelolaan 

Kinerja di Lingkungan DJPb Periode Triwulan II Tahun 2020, IKU Persentase tingkat 

Implementasi SAKTI dilakukan adendum Kontrak Kinerja yang menyebabkan adanya 

penyesuaian target pada tiap triwulan. 

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-3002/PB.1/2020 hal Perubahan ke-2 

Trajectory/Rincian Kegiatan IKU Persentase Implementasi Aplikasi SAKTI pada KPPN dan 

Kanwil DJPb terdapat penyesuaian manual IKU. 

Tabel 3.43.Realisasi Capaian IKU Tahun 2020 

No Proporsi Tahap Realisasi 

1 Tahap 1  

2 Tahap 2 6% 

3 Tahap 3 6% 

4 Tahap 4 8% 

5 Tahap 5  

6 Tahap 6 30% 

7 Tahap 7 4% 

8 Tahap 8 4% 

9 Tahap 9 5% 

10 Tahap 10 10% 

11 Tahap 11 10% 

12 Tahap 12 10% 

13 Tahap 13 7% 

 Realisasi 100% 

Berdasarkan pelaksanaan tahapan implementasi SAKTI pada tabel 3.43., Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat memperoleh realisasi sebesar 100%. 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.44 berikut: 

Tabel 3.44. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target 20% 34% 34% 60% 60% 100% 100% 
Max/ 

TLK 
Realisasi N/A 34% 34% 63% 63% 100% 100% 

Capaian N/A 100 100 105 105 100 100 

Realisasi tahun 2020 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, 

dengan capaian sebesar 100. 

Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Realisasi IKU tahun 2020 sebesar 100% sama dengan realisasi pada tahun-tahun 

sebelumnya yaitu pada 2019 sebesar 100% dan 2018 sebesar 100%. Hal tersebut 

dikarenakan capaian memang sudah maksimal.  
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Grafik 3.14. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2018-2020 

 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.45. 

Tabel 3.45. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 100% 100 -  100% 

2019 100% 105.26  100% 95% 

2018 100% 111.11  100% 90% 

2017    86%  

2016    75%  

2015    0%  

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada Renstra 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat nama IKU yang tercantum adalah “Persentase 

Tingkat Implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI”, namun demikian berdasarkan Kontrak 

Kinerja Kemenkeu Two Kanwil tidak tercantum IKU tersebut. Pada tahun 2018 IKU tersebut 

muncul pada Kontrak Kinerja Kemenkeu Two dengan nama “Persentase Tingkat Aplikasi 

SAKTI”. 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.46. 

 

Tabel 3.46. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 
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Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 100% 100 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 100% 105.26 - 

2018 100% 111.11 - 

2017   - 

2016   - 

2015   - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.47. 

Tabel 3.47. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 100% 
Tidak terdapat 

informasi 
mengenai 

capaian IKU pada 
Kanwil lain dalam 

regional pulau 
Kalimantan.  

2 Kalimantan Selatan - 

3 Kalimantan Tengah - 

4 Kalimantan Timur - 

5 Kalimantan Utara - 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Isu Utama: Bahan sosialisasi/pelatihan atau petunjuk pelaksanaan tahapan implementasi 

baru tersedia pada akhir triwulan. 

Implikasi : Pelaksanaan kegiatan cenderung terburu-buru (menjelang deadline) dengan 

masa persiapan yang sempit. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kppn 

lingkup provinsi kalimantan barat dan Direktorat SITP terkait pelaksanaan tahapan-

tahapan implementasi sakti yang harus diselesaikan pada setiap triwulan. 

Rekomendasi rencana aksi: Berkoordinasi dengan Direktorat SITP dan KPPN lingkup 

Provinsi Kalimantan Barat terkait pelaksanaan tahapan-tahapan implementasi sakti 

berikutnya. 
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Sasaran Strategis 5: Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004,  salah satu fungsi Perbendaharaan negara 

adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan 

kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin 

ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. 

Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam 

melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah. 

Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai 

regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang 

kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal. 

Tabel 3.48 

Capaian Sasaran Strategis 5 

SS5: Pengelolaan Kas Dan Investasi yang Pruden,Efisien, dan Optimal 

Kode  Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

5a-N 
Persentase Akurasi perencanaan 
kas Kanwil  

80% 98.71% 120 

5b-N 
Indeks kualitas pelaksanaan 
pembinaan dan monitoring 
pinjaman dan kredit program   

82 100 120 

 

Pengelolaan kas dan 
fasilitasi investasi 
yang pruden, efisien 
dan optimal 

 

 
Definisi 
 

5a
-N 

Persentase 
akurasi 
perencanaan 
kas Kanwil 

Akurasi Perencanaan Kas Kanwil merupakan rata-rata akurasi perencanaan kas KPPN di 

wilayah kerjanya. Perencanaan Kas (Renkas) KPPN adalah Rencana Penarikan Dana (RPD) 

dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan 

tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA. 

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila realisasi deviasi Rencana Penarikan Dana 

satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) berada dalam batas kewajaran 

sebagaimana ditentukan dalam target IKU. 

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi 

akurasi RPD 

satker. 

PPDH adalah Perkiraan Pencairan Dana Harian, yang menjadi pagu pencairan tertinggi 

KPPN dalam satu hari. 

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi 

maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu. 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

o Triwulan I dan II: 

100% - (Rata - Rata Deviasi RPD harian per periode) 

Keterangan :  

Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi 

OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD. Penyesuaian 

deviasi adalah: 

a. Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%. 

b. Penyesuaian RPD  satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya. 

c. Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD 

Harian (4 hari kerja). 

d. Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM 

sesuai RPD harian yang   telah disampaikan. 

e. Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa 

tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM 

o Triwulan III dan IV: 
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100% - (80%*Rata-Rata Deviasi RPD harian per periode + 20%*Rata-Rata Deviasi 

PPDH harian per periode) 

Keterangan :  

Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi 

OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD. Penyesuaian 

deviasi adalah: 

a. Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%. 

b. Penyesuaian RPD  satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya. 

c. Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD 

Harian (4 hari kerja). 

d. Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM 

sesuai RPD harian yang   telah disampaikan. 

e. Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa 

tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM 

Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 80%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga 

tidak dapat diperbandingkan dengan target tahun sebelumnya.  

Realisasi IKU Tahun 

2020 

 

Realisasi IKU tersebut tahun 2020 sebesar 98.71. Realisasi ini merupakan realisasi pada 

triwulan II mengingat pada triwulan I, III, IV, berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan realisasi N/A. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam 

memberikan relaksasi pelaksanaan anggaran APBN. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris 

DJPb Nomor ND-1137/PB.1/2020 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb Periode 

Triwulan I Tahun 2020, IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L merupakan IKU yang 

terdampak akibat bencana COVID-19 sehingga Capaian pada triwulan I Not Available (N/A). 

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-3000/PB.1/2020 

tanggal 1 Oktober 2020 hal Pengelolaan Kinerja DJPb Periode Triwulan III Tahun 2020, 

capaian IKU ini adalah N/A. Satker dapat mengajukan SPM dengan klasifikasi transaksi 

besar tanpa menyampaikan RPD Harian hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan 

realisasi anggaran K/L di akhir tahun. 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.49 berikut: 

Tabel 3.49. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
Max/ 

average 
Realisasi N/A 98.71% 98.71% N/A 98.71% N/A 98.71% 

Capaian N/A 120 120 N/A 120 N/A 120 

Realisasi tahun 2020 sebesar 98.71% melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%, 

dengan capaian sebesar 100. 

Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

IKU tersebut merupakan IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya.  

Perbandingan 

realisasi dan 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.50. 
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capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Tabel 3.50. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 98.71% 120 -  80% 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024.  

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.51. 

Tabel 3.51. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 98.71% 120 - 
Tidak terdapat IKU dan 

Target pada RPJMN 2020-
2024  

 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.52. 

Tabel 3.52. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 98.71% 
Tidak terdapat 

informasi 
mengenai 

capaian IKU pada 
Kanwil lain dalam 

regional pulau 
Kalimantan.  

2 Kalimantan Selatan - 

3 Kalimantan Tengah - 

4 Kalimantan Timur - 

5 Kalimantan Utara - 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Kebijakan pengelolaan APBN akibat wabah COVID-19 diambil dalam rangka percepatan 

pelaksanaan anggaran. Kebijakan relaksasi anggaran tersebut berupa dispensasi dalam 

perencanaan penarikan dana satker. Satker dapat mengajukan SPM dengan klasifikasi 

transaksi besar tanpa menyampaikan RPD Harian hal ini dilakukan sebagai upaya 

percepatan realisasi anggaran K/L. 

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah Melakukan monitoring perencanaan kas setiap 

KPPN melalui aplikasi OMSPAN dan melakukan pembinaan kepada KPPN serta satker 

yang terindikasi sering tidak tepat dalam perencaan penarikan dananya. 

Adapun rencana aksi adalah terus melakukan monitoring perencanaan kas pada aplikasi 

OMSPAN dan melakukan pembinaan kepada KPPN yang masih terdapat deviasi 

renkasnya serta menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kantor Pusat.  
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Definisi 
 

5b
-N 

Indeks Kualitas 
Pelaksanaan 
Pembinaan 
dan Monitoring 
Pinjaman dan 
Kredit Program 

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan selaku representasi Kementerian Keuangan di 

daerah perlu melakukan tindakan terhadap permasalahan pinjaman dan kredit program di 

daerah agar kewajiban Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum 

Lainnya kepada Pemerintah dapat dipenuhi. 

Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dimaksudkan untuk 

menjamin peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, 

peningkatan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan 

tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran. 

Untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tersebut, 

diperlukan pengukuran kinerja yang dapat mencerminkan kualitas pelaksanaan pembinaan 

dan monitoring pinjaman dan kredit program. Kualitas pelaksanaan pembinaan diukur dari 

dua aspek, yaitu kualitas pembinaan itu sendiri serta ketepatan waktu penyusunan laporan. 

Kualitas pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui kesinambungan antara perencanaan 

pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan pelaksanaan pembinaan 

dan monitoring yang berupa : 

a. Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan 

Penerusan Pinjaman 

b. Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu 

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program 

Ketepatan waktu laporan dimaksudkan sebagai salah satu alat early warning system (EWS) 

yang digunakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam menghadapi 

permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah. 

Tujuan IKU ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman 

dan kredit program, koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada 

debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran. 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Realisasi IKU ini diperoleh dari hasil penilaian kualitas pembinaan kredit program oleh 

Kantor Pusat Ditjen DJPb. Adapun mekanisme penilaian oleh Kantor Pusat DJPb adalah 

sebagai berikut: 

Perhitungan IKU tersebut tahun 2018 didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap 

semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

A1 = Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program 

- 100 =       Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan 

Kredit Program dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan  

No. PER-19/PB/2017. 

- 50 =   Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit         

Program tidak dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan      

No. PER-19/PB/2017. 

A2 = Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) 

dan Penerusan Pinjaman 

- 100  = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah  

(RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan 

dilaksanakan sesuai        dengan kriteria pada PER-19/PB/2017 
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- 50 =   Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah 

(RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan 

dilaksanakan tidak sesuai  dengan kriteria pada PER-19/PB/2017 

- 0 =        Tidak dilakukan Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian 

Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan  Penerusan Pinjaman. 

A3 = Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu 

- Tepat waktu adalah debitur melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan kanwil 

sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat akhir Juli 

untuk Semester I dan akhir Januari tahun berikutnya untuk Semester II, atau 

mengacu pada kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen 

Perbendaharaan. Andal adalah rekonsiliasi dilaksanakan sampai dengan 

ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi sebagai bentuk persetujuan atas 

kebenaran data.  Komponen penghitungan IKU ini  berdasarkan jumlah 

pinjaman yang harus dilakukan rekonsiliasi, bukan berdasarkan jumlah debitur, 

mengingat satu debitur dapat mempunyai pinjaman lebih dari satu. 

A4   = Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program 

- 100 =    Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan 

kriteria pada PER-19/PB/2017 

- 50 =    Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan 

kriteria pada PER-19/PB/2017 

- 0  =        tidak dilakukan monitoring 

Ketepatan Waktu = 

- 1 hari sd 5 hari sesudah semester berakhir                100 

- 6 hari sd 10  hari sesudah semester berakhir                   80 

- 11 hari sd  15 hari sesudah semester berakhir 50 

- 16 hari sd 20  hari sesudah semester berakhir 25 

- Diatas 20 hari                                                                        0            

Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 82, naik dari target tahun 2019 

sebesar 78. Adapun target IKU dari tahun 2018-2020 sebagaimana grafik 3.15 berikut.  

Grafik 3.15. Perkembangan target IKU tahun 2018-2020 

 

Realisasi IKU Tahun 

2020 

 

Realisasi IKU tersebut tahun 2020 sebesar 100. Realisasi ini merupakan rata-rata realisasi 

pada semester I dan semester II masing-masing sebesar 100 dan 100. Realisasi semester I 

semester I berdasarkan nota dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi  nomor ND-

600/PB.4/2020 tanggal 9 Juli 2020 hal Capaian IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan 

dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program pada Kantor Wilayah DJPb Semester I Tahun 

2020. Realisasi semester II sebesar 100 berdasarkan nota  dinas Direktur Sistem Manajemen 

Investasi  nomor ND-21/PB.4/2021 tanggal 8 Januari 2020 hal Capaian IKU Indeks Kualitas 
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Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program pada Kantor 

Wilayah DJPb Semester II Tahun 2020. 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.53 berikut: 

Tabel 3.53. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - 82 82 - 82 82 82 
Max/ 

average 
Realisasi - 100 100 - 100 100 100 

Capaian - 120 120 - 120 120 120 

Realisasi tahun 2020 sebesar 100 melampaui target yang ditetapkan sebesar 82, dengan 

capaian sebesar 120. 

Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Realisasi IKU tahun 2020 mencapai nilai 100, naik 2 nilai dari capaian sebelumnya di tahun 

2019 sebesar 98. Adapun perkembangan realisasi dari tahun 2018 – 2020. Tersaji pada 

grafik 3.16. 

Grafik 3.16. Realisasi IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring 

pinjaman dan kredit program Tahun 2015-2020. 

 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.54. 

Tabel 3.54. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 100 120 -  82 

2019 98 120   78 

2018 100 120   75 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 dan Renstra 

Kanwil 2015-2019. IKU ini baru tercantum pada IKU Kemenkeu-Two Kanwil mulai tahun 

2018-2020. 
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Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.51. 

Tabel 3.51. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 100 120 - 
Tidak terdapat IKU dan 

Target pada RPJMN 2020-
2024  

2019 98 120  

2018 100 120  
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.52. 

Tabel 3.52. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 100 
Tidak terdapat 

informasi 
mengenai 

capaian IKU pada 
Kanwil lain dalam 

regional pulau 
Kalimantan.  

2 Kalimantan Selatan - 

3 Kalimantan Tengah - 

4 Kalimantan Timur - 

5 Kalimantan Utara - 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Secara umum realisasi diatas target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa 

kendala diantaranya: 

1. Data yang tersedia di SIKP tidak update, sehingga menyebabkan kesulitan dalam 

pelaksanaan monev. 

2. Daftar sampel debitur yang dapat dicetak dari aplikasi SIKP terbatas dan tidak 

banyak mengalami perubahan dari tahun lalu. 

Sehingga memberi implikasi pada pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran 

tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh Pemda belum mengerti 

manfaat kredit program kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya SDM pada Pemda sebagai operator SIKP, 

kurangnya pemahaman pegawai Pemda dalam mengoperasikan SIKP, dan kurangnya 

perhatian Pemda terhadap pelaksanaan KUR 

Tindakan yang telah dilakukan adalah Koordinasi dan komunikasi  Pemda serta 

Bank/Lembaga Penyalur Lingkup Provinsi Kalimantan Barat diantaranya dengan 

melaksanakan : 

1. Rakor Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kalbar tanggal 16 Juli 2020; 

2. Rakor Pengawalan Implementasi Program Subsidi Bunga pada tanggal 14 agustus 

2020; 

3. Melaksanakan Bimtek SIKP bekerjasama dengan OJK dengan mengundang 

peserta dari BPR  se Kalbar dan Bank Kalbar. 
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Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah Memetakan 

variabel/indikator yang menjadi dasar penilaian dari Kantor Pusat; dan Menyusun rencana 

kerja untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan monitoring/evaluasi. 
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Sasaran Strategis 6: Dalam rangka memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai 

dengan ketentuan dan dapat mencapaia output yang telah ditetapkan, perlu dilakukan 

langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal 

DJPb maupun para Stakeholder. Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi 

secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap 

peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga. 

Tabel 3.53 

Tabel 3.53. Capaian Sasaran Strategis 6 

SS6: Pelaksanaan Anggaran yang Efektif, Optimal, dan Tepat Waktu 

Kode  Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

6a-N 
Nilai Kualitas Laporan Reviu 
Pelaksanaan Anggaran Kanwil  

90 94.71 105.23 

6b-N 
Rata-rata nilai kinerja 
penyaluran DAK Fisik dan Dana 
Desa pada KPPN 

80 99.11 120 

 

Monev 
Perbendaharaan 
yang optimal 

 

Definisi 
 

6a
-N 

Nilai Kualitas 
Laporan Reviu 
Pelaksanaan 
Anggaran 
Kanwil 

Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-

kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan 

anggaran lainnya .  

Tujuan disusunnya Laporan reviu pelaksanaan anggaran tersebut adalah untuk 

mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran dari level satuan kerja sampai K/L, 

menghasilkan rekomendasi kebijakan mekanisme pelaksanaan anggaran, serta menilai 

apakah belanja pemerintah telah memenuhi tujuan, efisien, efektif dan berbagai indikator 

lain yang mewakili kinerja atau kualitas. 

Sesuai ketentuan SE- 28/PB/2015, laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah 

disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara periodik (semesteran) dan disampaikan 

kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk 

mewujudkan kualitas penyusunan Laporan reviu pelaksanaan anggaran pada Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan 

penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata Kanwil dalam menyelesaikan dan 

meningkatkan kualitas Laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah. Terdapat 

beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian RPA, meliputi: kesesuaian 

tujuan, ruang lingkup, dan objek reviu RPA (15%); Alur pikir/flow (10%); Kualitas analisis dan 

inovasi (25%); Ketajaman rekomendasi (15%); Analisis aspek khusus-Bab IV (15%); Format 

review/sistematika (5%); Penyajian dashboard (5%); Ketetpatan waktu (5%); dan 

Desain/layout (5%). 

Kategori kualitas nilai Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil adalah sebagai berikut: 

Level 5 = 91-100    (Excellent) 

Level 4 = 75-90      (Good) 

Level 3 = 61-74      (Fair) 

Level 2 = 41-60      (Poor) 

Level 1 = 0-40        (Unqualified) 

Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik Laporan Review Pelaksanaan 

Anggaran yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU semester I tahun 2020 

merupakan hasil penilaian Laporan semester II tahun 2019, dan untuk realisasi IKU semester 

II tahun 2020 merupakan hasil penilaian Laporan semester I tahun 2020. 
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Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Hasil penilaian laporan reviu pelaksanaan anggaran oleh Kantor Pusat Ditjen 

Perbendaharaan. 

Parameter penilaian RPA, meliputi: kesesuaian tujuan, ruang lingkup, dan objek reviu RPA 

(15%); Alur pikir/flow (10%); Kualitas analisis dan inovasi (25%); Ketajaman rekomendasi 

(15%); Analisis aspek khusus-Bab IV (15%); Format review/sistematika (5%); Penyajian 

dashboard (5%); Ketetpatan waktu (5%); dan Desain/layout (5%). 

Kategori kualitas nilai Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil adalah sebagai berikut: 

Level 5 = 91-100    (Excellent) 

Level 4 = 75-90      (Good) 

Level 3 = 61-74      (Fair) 

Level 2 = 41-60      (Poor) 

Level 1 = 0-40        (Unqualified) 

Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 90. Target tahun 2020 naik sebesar 1 poin 

dari target tahun 2019 sebesar 89. Adapun target masing-masing tahun dari tahun 2015-

2020 sebagaimana grafik 3.17. 

Grafik 3.17. Target IKU tahun 2015-2020 

 

Realisasi IKU Tahun 

2020 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 94.71. Realisasi tersebut merupakan rata-

rata realisasi semester I dan II masing-masing sebesar 95.01 dan 94.47. Realisasi semester I 

berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-357/PB/2020 tanggal 

15 Mei 2020 hal Penyampaian Hasil Penilaian Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester 

II 2019 Tingkat Wilayah. Sedangkan untuk semester II berdasarkan Nota Dinas Direktur 

Jenderal Perbendaharaan nomor ND-3/PB/PB.2/2020 tanggal 19 November 2020    

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.54 berikut: 

Tabel 3.54. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - 90 90 - 90 90 90 
Max/ 

average 
Realisasi - 95.01 95.01 - 95.01 94.41 94.71 

Capaian - 105.57 105.57 - 105.57 104.9 105.23 

Realisasi tahun 2020 sebesar 94.71 melampaui target yang ditetapkan sebesar 90, dengan 

capaian sebesar 105,23. 
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Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Realisasi IKU tahun 2020 sebesar 94.71 meningkat dari realisasi pada tahun 2019 sebesar 

94.40. Realisasi IKU ini juga mempunyai tren positif sebagaimana grafik 3.18, dimana 

realisasi dari tahun ke tahun selalu meningkat.  

Grafik 3.18. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2015-2020 

 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.55. 

Tabel 3.55. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 94.71 105.23 -  90 

2019 94.40 106.07  10 89 

2018 93.12 107.03  12 87 

2017 92.18 108.45  15 85 

2016 90 112.5  18 80 

2015 84.35 112.47  20 75 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada Renstra 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 yang tercantum adalah 

“Peringkat Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan Spending Review”. IKU ini kemudian 

dilakukan refinement pada tahun-tahun berikunya menjadi “Nilai Kualitas laporan reviu 

pelaksanaan anggaran Kanwil” yang lebih mencerminkan ukuran kualitas LK BUN tingkat 

Kanwil. 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.56. 

Tabel 3.56. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 
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Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 94.71 105.23 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 94.40 106.07 - 

2018 93.12 107.03 - 

2017 92.18 108.45 - 

2016 90 112.5 - 

2015 84.35 112.47 - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.57. 

Tabel 3.57. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 94.71 Apabila diperbandingkan 
dengan Kanwil DJPb lain di 

regional pilau Kalimantan maka 
realisasi IKU pada Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat 
terbaik ketiga dibawah  
Kalimantan Utara dan 
Kalimantan Tengah.   

2 Kalimantan Selatan 93.51 

3 Kalimantan Tengah 94.99 

4 Kalimantan Timur 93.65 

5 Kalimantan Utara 95.02 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Isu utama IKU ini adalah target nilai Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran telah tercapai, 

yaitu pada Level 5 (91 - 100) dengan predikat exellent. Dari 9 Unsur penilaian hanya unsur 

penilaian ketepatan waktu yang memperoleh nilai maksimal untuk itu masih banyak celah 

yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh nilai maksimal pada unsur-unsur penilaian 

yang lain 

Permasalahan yang dihadapi yaitu inventarisasi permasalahan pelaksanaan anggaran 

yang dihadapi satker belum komprehensif, kemampuan penyusunan analisis pelaksanaan 

anggaran secara lebih mendalam dan terukur perlu ditingkatkan, dan disain grafis masih 

perlu ditingkatkan  

Tindakan yang telah dilakukan adalah melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan 

anggaran melalui kuisioner, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

setiap bulan, dan mempelajari Laporan RPA Kanwil yang memperoleh nilai tertinggi 

sebagai benchmark.  

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah melaksanakan GKM dan 

sharing session yang melibatkan para penyusun Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran 

untuk meningkatkan kualitas analisis objek reviu dan pengembangan analisisnya dengan 

bekerjasama dengan Mata Garuda (penerima beasiswa LPDP), dan mencari referensi 

Laporan RPA Terbaik dari Kanwil lain.  

Definisi 
 

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa 

berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh 

stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.  
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6b

-N 

Rata-rata nilai 

kinerja 

penyaluran 

DAK Fisik dan 

Dana Desa 

pada KPPN 

Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan 

beberapa variabel sebagai berikut : 

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT) 

2. Tingkat  akurasi  penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana 

Desa oleh KPPN (PROYEKSI). 

3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan 

Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM) 

4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa. (MONEV) 

5. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. (LK-

UAKPA) 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

x̄  NKP DFDD = Σ [ NKP DFDD di KPPN ] / Jumlah KPPN 

NKP DFDD = [ 0,10 (SYARAT) + 0,30 (SSPSPM) + 0,30 (MONEV) + 0,30 (LK-UAKPA) ] x 100 

Keterangan: 

x̄ NKP DFDD adalah rata-rata Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa 

NKP DFDD adalah Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa 

SYARAT adalah rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian (dhi. 

pengunggahan/upload melalui aplikasi omSPAN) dokumen 

persyaratan penyaluran DFDD  oleh pemda per jenis transfer per 

bidang dengan mengacu pada ketentuan pasal 11, 12, 14, dan 21 

Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2017 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Perdirjen Perbendaharaan PER-1/PB/2018. 

Sesuai ketentuan tersebut, diatur batas waktu penyampaian dokumen 

persyaratan penyaluran sebagai berikut: 

a. DAK Fisik: Tahap I (21 Juli); Tahap II (21 Oktober); dan Tahap III 

(15 Desember). 

b. DAK Fisik Bidang Tertentu: 21 Juli. 

c. Dana Desa: Tahap I (7 HK sebelum minggu ketiga Juni); Tahap II 

(7 HK sebelum minggu keempat Juni); Tahap III (mengikuti 

pedoman akhir tahun anggaran)*. Batas akhir untuk 

penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa akan 

disampaikan/dijelaskan/ditetapkan oleh Kantor Pusat melalui 

Surat Dirjen atau Surat Direktur PA. 

Penentuan nilai  indeks ketepatan waktu penyampaian dokumen 

persyaratan penyaluran DFDD per jenis transfer per bidang per tahap 

penyaluran (NIKWPDP DFDD) dihitung dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

- 1,00 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar 

& lengkap 3 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan. 

- 0,95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar 

& lengkap 2 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan. 

- 0,90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar 

& lengkap 1 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan 

- 0,85 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar 

& lengkap 3 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan. 

- 0,80 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar 

& lengkap 2 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan. 

- 0,75 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar 

& lengkap 1 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan. 



67 | L a p o r a n  K i n e r j a  T a h u n  2 0 2 0  
 

- 0,70 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar 

& lengkap tepat pada batas waktu yang ditentukan. 

- 0,60 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah 

(apabila terdapat dispensasi). 

SYARAT = Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian = 

∑NIKWPDP DFDD/ Jumlah penyaluran DFDD per jenis transfer per 

bidang per tahap penyaluran yang dilakukan.  

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" 

bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator 

pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun 

hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan 

terkait. 

PROYEKSI Berdasarkan   Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 4/PB/2017 

Pasal 28 KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan 

Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa serta pemutakhirannya kepada Koordinator 

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara otomasi pada Aplikasi 

SAKTI.  RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan 

memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan 

Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berkoordinasi dengan Pemda 

untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam 

memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.                                                     

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan 

dana dengan realisasinya maksimal 15%.  Persentase proyeksi  yang 

akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata 

tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode 

data proyeksi KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa  adalah setiap 

7 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir  dengan menggunakan 

aplikasi SAKTI. 

% Akurasi = 100% - (Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran DAKFDD 

per periode) 

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari: 

 

 

 

SSPSPM adalah prosentase ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM 

penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku 

KPA Penyaluran dengan mengacu pada ketentuan pasal 24 Perdirjen 

Perbendaharaan Nomor Per-04/PB/2017. Sesuai ketentuan tersebut, 

diatur bahwa Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan paling 

lambat 7 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima oleh KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar. 

SSPSPM = prosentase ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM = 

Jumlah tagihan DFDD yang diselesaikan proses pembayarannya tepat 

waktu/ jumlah seluruh tagihan DFDD yang diproses KPPN. 

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SSPSPM" 

bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada 

𝑫𝒆𝒗𝒊𝒂𝒔𝒊=[(𝑹𝑷𝑫 𝑩𝒖𝒍𝒂𝒏𝒂𝒏−𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 
𝑷𝒆𝒏𝒚𝒂𝒍𝒖𝒓𝒂𝒏)/(𝑹𝑷𝑫 𝑩𝒖𝒍𝒂𝒏𝒂𝒏)] X 100% 
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suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan 

saja  tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya 

MONEV adalah nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan 

dan evaluasi penyaluran DAK Fisik yang disampaikan secara triwulanan 

oleh KPPN kepada Koordinator KPA penyaluran sesuai ketentuan SE 

72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis  pemantauan dan evaluasi 

penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen 

Perbendaharaan. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan 

evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran  

disampaikan kepada Kanwil dengan tembusan kepada Koordinator 

KPA melalui alamat email subditpa4@gmail.com paling lambat 5 HK 

setelah periode triwulanan berakhir. 

Penentuan nilai  indeks ketepatan waktu penyampaian laporan 

pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik oleh KPPN dihitung 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

- 1,00 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja 

sebelum batas waktu yang ditentukan. 

- 0,90 = dokumen laporan monev disampaikan 3-2 Hari kerja 

sebelum batas waktu yang ditentukan. 

- 0,80 = dokumen laporan monev disampaikan 1 Hari kerja sebelum 

batas waktu yang ditentukan. 

- 0,70 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas 

waktu yang ditentukan. 

- 0,60 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah 

batas waktu yang ditentukan. 

- 0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan.  

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" 

bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada 

suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan 

saja  tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya. 

LK-UAKPA adalah prosentase ketepatan waktu  penyampaian LK tingkat UAKPA 

BUN kepada UAKKPA BUN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana 

telah dirubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016. Sesuai dengan 

ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK 

tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut: 

a. LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat 

tanggal 13 bulan berikutnya. 

b. LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA 

berjalan. 

c. LK Tahunan disampaikan paling lambat 5 Februari TA berikutnya. 

d. LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 

23 April TA berikutnya. 

LK-UAKPA = prosentase ketepatan waktu  penyampaian LK tingkat 

UAKPA BUN = ∑Laporan yang disampaikan tepat waktu sd Triwulan 

berkenaan/ ∑Laporan yang harus disampaikan sd Triwulan berkenaan.  

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" 

bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada 

suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga 

periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait. 
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Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 80. Target ini mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun 2019, dimana target tahun 2019 sebesar 75. Adapun target IKU dari 

tahun 2018-2020 sebagaimana dalam grafik 3.19. 

Grafik 3.19. Target IKU Tahun 2018-2020 

 

Realisasi IKU Tahun 

2020 

 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 94.71.  Realisasi tersebut merupakan rata-

rata hasil penilaian kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat 

Pelaksanaan Barang.  

o Pada triwulan I realisasi sebesar 97.81 berdasarkan Berdasarkan Nota Dinas Direktur 

Pelaksanaan Anggaran nomor ND-350/PB.2/2020 tanggal 8 April 2020 hal Perbaikan 

Penilaian Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Triwulan I 

Tahun 2020. 

o Pada triwulan II realisasi sebesar 98.92 berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan 

Anggaran nomor ND-589/PB.2/2020 tanggal 6 Juli 2020 hal  Penyampaian IKU Nilai 

Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Indeks Kualitas Laporan 

Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK dan Dana Desa Tingkat Kanwil Semester I 

Tahun 2020. 

o Pada triwulan III realisasi sebesar 100 berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan 

Anggaran nomor ND-792/PB.2/2020 tanggal 5 Oktober 2020 hal  Penyampaian IKU 

Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Indeks Kualitas Laporan 

Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK dan Dana Desa Triwulan III Tahun 2020. 

o Pada triwulan IV realisasi sebesar 100 berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan 

Anggaran nomor ND-5/PB.2/2021 tanggal 5 Januari 2021 hal  Penyampaian Capaian 

IKU Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Triwulan IV dan Indeks Kualitas 

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK dan Dana Desa Tingkat Kanwil 

Semester II Tahun 2020. 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.58 berikut: 

Tabel 3.58. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target 80 80 80 80 80 80 80 
Max/ 

average 
Realisasi 97.81 98.92 98.37 100 98.91 100 99.11 

Capaian 120 120 120 120 120 120 120 

Realisasi tahun 2020 sebesar 99.11 melampaui target yang ditetapkan sebesar 80, dengan 

capaian sebesar 120. 
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Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Realisasi IKU tersebut dari tahun 2018 bersifat fluktuatif sebagaimana grafik 3.20. Realisasi 

tahun 2018 sebesar 95.64 dan sempat turun di tahun 2019 menjadi 94.75, kemudian naik 

lagi di tahun 2020 menjadi 99.11. 

Grafik 3.20. Realisasi IKU Tahun 2018-2020 

 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.59. 

Tabel 3.59. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 99.11 120 -  80 

2019 94.75 120  - 75 

2018 95.64 120  - 70 

2017    -  

2016    -  

2015    -  

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada Renstra 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 juga tidak tercantum mengingat 

IKU ini baru ada di tahun 2018.  

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.60. 
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Tabel 3.60. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 94.71 105.23 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 94.40 106.07 - 

2018 93.12 107.03 - 

2017 92.18 108.45 - 

2016 90 112.5 - 

2015 84.35 112.47 - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.61. 

Tabel 3.61. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 99.11 Apabila diperbandingkan 
dengan Kanwil DJPb lain di 

regional pulau Kalimantan maka 
realisasi IKU pada Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat 
terbaik ketiga dibawah  

Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Tengah.   

2 Kalimantan Selatan 99.71 

3 Kalimantan Tengah 99.18 

4 Kalimantan Timur 98.64 

5 Kalimantan Utara 99.05 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Isu utama IKU ini adalah penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa merupakan program yang 

menjadi perhatian nasional, untuk itu perlu koordinasi dan komunikasi dengan KPPN dan 

Pemda Lingkup Provinsi Kalimantan Barat agar dapat tercapai target penyaluran dan 

pemenuhan dokumen persyaratan tepat waktu  

Permasalahan akan timbul apabila koordinasi dan komunikasi dengan Pemda dan KPPN 

tidak berlangsung dengan baik akan menghambat kelancaran penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa 

Tindakan yang telah dilakukan adalah Koordinasi dan komunikasi dengan KPPN dan 

Pemda Lingkup Provinsi Kalimantan Barat diantaranya dengan melaksanakan Rapat 

Kordinasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah Koordinasi dengan KPPN 

dan monitoring penyaluran DAK Fisik serta penyaluran dana desa tahun 2021.   
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Sasaran Strategis 7:  
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan 

Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu.  

Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, 

tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi 

dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat 

waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak 

yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan 

terkini. 

Tabel 3.62 

Capaian Sasaran Strategis 7 

SS7: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, 
Transparan, dan Tepat Waktu 

Kode  Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

8a-N 
Nilai Kualitas Laporan 
Government Finance Statistic 
(GFS) Tingkat Wilayah 

78 92.57 118.68 

 
 

Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan 
negara yang 
akuntabel, 
transparan, dan 
tepat waktu 

 

 
Definisi 
 

8a
-N 

Nilai Kualitas 
Laporan 
Government 
Finance 
Statistic (GFS) 
Tingkat 
Wilayah 

Government Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi 

manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan 

pemerintah, UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah 

dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan 

Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, 

pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.  

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2013, Kanwil 

Ditjen PBN mengkonsolidasikan seluruh data LKPD dalam wilayah kerjanya untuk 

selanjutnya dikonsolidasikan dengan data LKPP tingkat wilayah. Laporan Keuangan 

Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah selanjutnya 

diproses untuk menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah 

(GFS regional).  

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah ini selanjutnya secara periodik 

(triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) 

untuk dilakukan penilaian.  

 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Hasil penilaian Laporan Government Finance Statistics (GFS) tingkat wilayah oleh Kantor 

Pusat Ditjen Perbendaharaan 

Adapun kriteria penilaian adalah Kualitas laporan (80%), Ketepatan Waktu (8%), Estetika 

Penyajian (2%), dan Partisipasi (10%). 

Kategori nilai Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat Wilayah adalah sebagai 

berikut: 

Level 4 = 90-100    (Sangat Baik) 

Level 3 = 60-89      (Baik) 

Level 2 = 40-59      (Cukup) 

Level 1 = <39        (Kurang) 
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Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 78. Target ini mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun 2019, dimana target tahun 2019 sebesar 77. Adapun target IKU dari 

tahun 2018-2020 sebagaimana dalam grafik 3.21. 

Grafik 3.21. Target IKU Tahun 2016-2020 

 

Realisasi IKU Tahun 

2020 

 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 92.57 berdasarkan Keputusan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-267/PB/2020 tentang Kriteria Penilaian dan 

Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah 

dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun Pelaporan 2019. 

Adapun rincian perolehan nilai dari masing-masing indikator, sebagaimana tabel 3.63 

berikut. 

Tabel 3.63. Penilaian Laporan GFS 

Kualitas 
Laporan 

Ketepatan 
Waktu 

Estetika 
Penyajian 

Partisipasi Total Nilai 

(80%) (8%) (2%) (10%) 
92.57 

76.82 8.00 1.50 6.25 
 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.64 berikut: 

Tabel 3.64. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - - - - - 78 78 
Max/ 

TLK 
Realisasi - - - - - 92.57 92.57 

Capaian - - - - - 118.68 118.68 

Realisasi tahun 2020 sebesar 92.57 melampaui target yang ditetapkan sebesar 78, dengan 

capaian sebesar 118.68. 

Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 92.57 meningkat dari realisasi tahun 2019 

sebesar 90.81. Realisasi IKU dari tahun 2017 hingga tahun 2020 menunjukkan tren positif 

dimana pada tiap tahunnya mengalami peningkatan realisasi, setelah mengalami 

penurunan pada tahun 2017 sebagaimana pada grafik 3.22.  
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Grafik 3.22. Realisasi IKU Tahun 2016-2020 

 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.65. 

Tabel 3.65. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 92.57 118.68 -  78 

2019 90.81 117.94  10 77 

2018 89.82 119.76  12 75 

2017 83.66 119.51  15 70 

2016 92.82 120  18 60 

2015 4* 120  20 3* 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada Renstra 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 tercantum “Peringkat Laporan 

Government Financial Statistics (GFS)”, namun demikian pada Kontrak Kinerja tahun 2015 

dilakukan refinement IKU menjadi “Indeks ketepatan waktu Laporan Government Finance 

Statistic (GFS) tingkat wilayah”, dan selanjutnya dilakukan refinement IKU mulai tahun 

2016 menggunakan nama IKU “Nilai Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) 

Tingkat Wilayah”. Hal ini dilakukan dalam rangka lebih menggambarkan kualitas IKU.  

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.66. 
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Tabel 3.66. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 92.57 118.68 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 90.81 117.94 - 

2018 89.82 119.76 - 

2017 83.66 119.51 - 

2016 92.82 120 - 

2015 4* 120 - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.67. 

Tabel 3.67. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 92.57 
Apabila diperbandingkan 

dengan Kanwil DJPb lain di 
regional pulau Kalimantan maka 
realisasi IKU pada Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat 
merupakan realisasi terendah.   

2 Kalimantan Selatan 97.05 

3 Kalimantan Tengah 93.88 

4 Kalimantan Timur 96.81 

5 Kalimantan Utara 97.19 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Capaian IKU "Nilai Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah yang 

berkualitas" telah mencapai target yang ditetapkan, namun demikian nilai tersebut masih 

perlu ditingkatkan lagi terutama pada keakuratan data dan kecepatan waktu penerimaan 

data. Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah yang berkualitas dapat 

melampaui target berkat adanya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah 

perihal pertukaran data Laporan Keuangan serta sinergi yang baik dengan seluruh 

UAPPAW lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Selaian itu, Tingkat partisipasi sebagai salah 

satu kriteria penilaian Laporan GFS masih rendah sehingga hasil penilaian tidak maksimal. 

Permasalahan yang dihadapi yaitu Kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah 

masih kurang memadai dan Data pemerintah pusat pada Aplikasi OMSPAN tidak tersedia 

lebih awal sehingga penyajian data tidak optimal. Permasalahan lain adalah Kertas kerja 

GFS sering mengalami update perbaikan, Kurangnya pemahaman Pemda terhadap arti 

penting GFS dan kebutuhan data LKPD, dan Perbedaan kebijakan akuntansi pada masing-

masing Pemda. 

Tindakan yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Pemda (Badan 

Keuangan Daerah) serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat APK. 

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah memastikan data pada 

aplikasi E-rekon valid dan meningkatkan koordinasi pengumpulan data LKPD dengan 

Pemda, serta mengoptimalkan kriteria partisipasi dengan melakukan koordinasi dan 

konsultasi dengan Direktorat APK.  
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Sasaran Strategis 8: 
Organisasi  yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi 

kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta 

proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang 

optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan 

dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk 

keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, 

efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang 

optimal. 

Tabel 3.68 

Capaian Sasaran Strategis 8 

SS8: Organisasi dan SDM yang optimal 

Kode  Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

8a-N 
Nilai Rata-rata Hard Competency  
Pegawai  

77 89.62 116.39 

8b-N 
Nilai hasil evaluasi pelaksanaan 
tugas kepatuhan internal 

83 91.39 110.11 

8c-N 
Nilai kualitas pengelolaan 
kinerja berbasis Strategy 
Focused Organization 

83 90.81 109.41 

8d-N 
Nilai rata-rata kualitas 
pelaksanaan literasi 
perbendaharaan 

74 78 105.41 

 
 

Organisasi dan SDM 
yang optimal 

 

 
 Definisi 
 

8a
-N 

Nilai Rata-Rata 
Hard 
competency 
Pegawai 

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya 

dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai. 

Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal 

untuk diselesaikan, yaitu 70% tusi eselon IV yang bersangkutan + 30% tusi/pengetahuan 

lainnya  

Untuk Kemenkeu-Two Kanwil, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes 

yang dicapai oleh seluruh pegawai Kanwil.   

Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan 

tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. 

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan 

karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon 

II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available). 

Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan 

adalah 0 (nol). 

Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU 

atasan. 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Jumlah Nilai Hard compertency pegawai kanwil dibagi Jumlah pegawai kanwil yang 

mengikuti tes hard competency 

Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 77. Target ini sama dengan target di 

tahun 2019 dan 2018. Adapun target IKU dari tahun 2016-2020 sebagaimana dalam grafik 

3.23. 
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Grafik 3.23. Target IKU Tahun 2016-2020 

 

Realisasi IKU Tahun 

2020 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 89.62. Adapun hasil ini berasal dari rata-

rata nilai pegawai yang mengikuti tes hardcompetency sebanyak 21 pegawai dengan total 

nilai 1.882.  

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.69 berikut: 

Tabel 3.69. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - - - - - 77 77 
Max/ 

TLK 
Realisasi - - - - - 89.62 89.62 

Capaian - - - - - 116.39 116.39 

Realisasi tahun 2020 sebesar 89.62 melampaui target yang ditetapkan sebesar 77, dengan 

capaian sebesar 116.39. 

Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 89.62 lebih rendah apabila dibandingkan 

realisasi tahun sebelumnya sebesar 89.62. Adapun perkembangan realisasi dari tahun 2016-

2020 tersaji pada grafik 3.24.  

Grafik 3.24. Realisasi IKU Tahun 2016-2020 
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Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.70. 

Tabel 3.70. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 89.62 116.39 -  77 

2019 89.85 116.69  - 77 

2018 88.71 115.21  - 77 

2017 86.23 114.97  - 75 

2016 83.17 115.51  - 72 

2015 - -  - - 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Demikian halnya 

pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019, karena IKU ini baru 

tercantum oada Kontrak Kinerja Kemenkeu Two Kanwil mulai tahun 2016.  

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.71. 

Tabel 3.71. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 89.62 116.39 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 89.85 116.69 - 

2018 88.71 115.21 - 

2017 86.23 114.97 - 

2016 83.17 115.51 - 

2015 - - - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.72. 
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Tabel 3.72. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 89.62 

Informasi realisasi IKU pada 
Kanwil DJPb lain di regional 

pulau Kalimantan tidak dapat 
diperoleh.   

2 Kalimantan Selatan - 

3 Kalimantan Tengah - 

4 Kalimantan Timur - 

5 Kalimantan Utara - 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Isu utama IKU ini adalah nilai rata-rata hard competency pegawai telah melampaui target 

namun masih dapat dioptimalkan.  

Permasalahan yang dihadapi yaitu pegawai kurang mendapat arahan dan bimbingan dari 

atasan langsungnya dan pegawai belum memahami secara menyeluruh tusinya.  

Tindakan yang telah dilakukan antara lain adalah  

1. Melakukan GKM internal, knowledge sharing, serta coaching dan counseling terkait 

tusi masing-masing. 

2. Mengusulkan diklat agar dapat meningkatkan hard competency pegawai. 

3. Mendorong pelaksana untuk selalu mempelajari peraturan terkait tugas dan fungsi 

masing-masing 

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah memberikan coaching dan 

melaksanakan GKM secara berkala.  

 
Definisi 
 

8b-
N 

Nilai Hasil 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Tugas 
Kepatuhan 
Internal 

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan 

internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor 

Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Setditjen 

Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal . 

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen No. KEP-415/PB/2017 tentang 

Pedoman Penilaian Pelaksanakan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. 

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan  tugas kepatuhan internal, terdiri atas: 

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%) 

2. Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%) 

3. Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%) 

4. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas 

Fungsional (bobot: 10%) 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari kantor Pusat Ditjen Perbandaharaan. 

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan  tugas kepatuhan internal, terdiri atas: 

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%) 

2. Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%) 

3. Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%) 

4. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat 

Pengawas Fungsional (bobot: 10%) 

Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 83. Target ini sama dengan target di 

tahun 2019. Adapun target IKU dari tahun 2016-2020 sebagaimana dalam grafik 3.25. 
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Grafik 3.25. Target IKU Tahun 2016-2020 

 

Realisasi IKU Tahun 

2020 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 91.39 berdasarkan nota dinas Sekretaris 

Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-51/PB.1/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal 

Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.73 berikut: 

Tabel 3.73. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - - - - - 83 83 
Max/ 

TLK 
Realisasi - - - - - 91.39 91.39 

Capaian - - - - - 110.11 110.11 

Realisasi tahun 2020 sebesar 91.39 melampaui target yang ditetapkan sebesar 83, dengan 

capaian sebesar 110.11. 

Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 91.39, meningkat dari capaian tahun 2019 

sebesar 83.02. Adapun perkembangan realisasi dari tahun 2016-2020 tersaji pada grafik 

3.26. Pada grafik 3.26, menunjukkan fluktuasi realisasi dari tahun ke tahun. 

Grafik 3.26. Realisasi IKU Tahun 2016-2020 
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Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.74. 

Tabel 3.74. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 91.39 110.11 -  83 

2019 83.02 100.02  80 83 

2018 89.81 115.14  80 78 

2017 94.83 120  80 77 

2016 82.68 110.24  80 75 

2015 - -  80 - 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024. Pada renstra 
Kanwil 2015-2019 nama IKU yang tercantum adalah “Nilai rata-rata hasil evaluasi 
penerapan pemantauan pengendalian intern”. Sedangkan pada Kontrak Kinerja 
Kemenkeu-Two Kanwil tahun 2015 nama IKU yang tercantum adalah “Nilai hasil evaluasi 
penerapan pemantauan pengendalian intern”. Namun demikian pada tahun 2016 dan 
seterusnya, setelah refinement nama IKU menjadi Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas 
Kepatuhan Internal.  

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.75. 

Tabel 3.75. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 91.39 110.11 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 83.02 100.02 - 

2018 89.81 115.14 - 

2017 94.83 120 - 

2016 82.68 110.24 - 

2015 - - - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.76. 
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Tabel 3.76. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 91.39 Apabila dibandingkan dengan 
realisasi IKU pada Kanwil DJPb 

lain di regional pulau 
Kalimantan maka realisasi 

Kanwil DJPb Provinsi 
Kalimantan Barat merupakan 

yang terendah. 

2 Kalimantan Selatan 93.44 

3 Kalimantan Tengah 92.82 

4 Kalimantan Timur 96.10 

5 Kalimantan Utara 95.54 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Isu utama IKU ini adalah nilai hasil penerapan manajemen risiko yang masih rendah  

Akar permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain: 

1. Formalitas tahapan dalam pemantauan yang tidak lengkap seperti :Kertas kerja 

pemantauan yang tidak lengkap dicetak dan dilampirkan dalam laporan;  

2. Terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan seperti rapat membahas isu risiko di luar 

rapat DKO. 

3. Belum dilaksanakan pengujian kepatuhan diluar pemantauan pengendalian intern 

dan pemantauan Kode Etik. 

4. Publikasi pelaksanaan tugas KI yang kurang 

 Tindakan yang telah dilakukan adalah  

1. Menjadikan penilaian manajemen risiko sebagai salah satu risiko utama dan 

pelaksanakan GKM tentang tugas Kepatuhan Internal. 

2. Membuat  program kerja pelaksanaan tugas kepatuhan internal tahun 2020 

berdasarkan KEP -201/PB/2019  tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pedoman Penilaian 

Pelaksanaan Tugas KI. 

3. Menjadikan hasil penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal sebagai salah satu 

risiko utama yang harus ditangani pada tahun 2020 

4. Melakukan  monitoring triwulanan pelaksanaan tugas-tugas kepatuhan internal. 

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah membuat  program kerja 

pelaksanaan tugas kepatuhan internal tahun 2020 berdasarkan KEP -201/PB/2019  tanggal 

26 Agustus 2019 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas KI. 

 
Definisi 
 

8c-
N 

Nilai Kualitas 
Pengelolaan 
Kinerja 
Berbasis 
Strategy 
Focused 
Organization 

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan 

pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah 

disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. 

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan 

bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang 

implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). 

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja 

di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan 

penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. 

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: 

a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja 

periode sampai dengan triwulan III 2020 (70%). 

b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2019 (30%). 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan 

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: 

a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja 

periode sampai dengan triwulan III 2020 (70%). 

b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2019 (30%). 
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Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 83. Target ini sama dengan target di 

tahun 2019. Adapun target IKU dari tahun 2016-2020 sebagaimana dalam grafik 3.27. 

Grafik 3.27. Target IKU Tahun 2015-2020 

 

Realisasi IKU Tahun 

2020 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 90.81 berdasarkan Keputusan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-303/PB/2020 tentang Penetapan Peringkat Penilaian 

Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Tahun 2020 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.77 berikut: 

Tabel 3.77. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - - - - - 83 83 
Max/ 

TLK 
Realisasi - - - - - 90.81 90.81 

Capaian - - - - - 109.41 109.41 

Realisasi tahun 2020 sebesar 90.81 melampaui target yang ditetapkan sebesar 83, dengan 

capaian sebesar 109.41. 

Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 90.81, lebih rendah dari capaian tahun 2019 

sebesar 92. Adapun perkembangan realisasi dari tahun 2015-2020 tersaji pada grafik 3.28. 

Pada grafik 3.28, menunjukkan fluktuasi realisasi dari tahun ke tahun. 

Grafik 3.28. Realisasi IKU Tahun 2015-2020 
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Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.78. 

Tabel 3.78. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 90.81 109.41 -  83 

2019 92.00 110.84  - 83 

2018 88.54 109.31  - 81 

2017 92.42 116.99  - 79 

2016 89.67 116.45  - 77 

2015 81.86 109.15  - 75 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 sebagaimana 
pada renstra Kanwil 2015-2019. Namun demikian pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two 
Kanwil tahun 2015 tercantum nama IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja. Setelah proses 
refinement nama IKU berubah menjadi “Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis 
Strategy Focused Organization” mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.  

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.79. 

Tabel 3.79. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 90.81 109.41 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 92.00 110.84 - 

2018 88.54 109.31 - 

2017 92.42 116.99 - 

2016 89.67 116.45 - 

2015 81.86 109.15 - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.80. 
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Tabel 3.80. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 90.81 Apabila dibandingkan dengan 
realisasi IKU pada Kanwil DJPb 

lain di regional pulau 
Kalimantan maka realisasi 

Kanwil DJPb Provinsi 
Kalimantan Barat tertinggi 

kedua setelah Kalimantan Utara 

2 Kalimantan Selatan 88.20 

3 Kalimantan Tengah 87.63 

4 Kalimantan Timur 89.01 

5 Kalimantan Utara 94.95 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Isu utama yang menjadi  tantangan  pencapaian  pencapaian  IKU Nilai kualitas pengelolaan 

kinerja berbasis Strategy Focused Organization, antara lain ketertiban administrasi 

pengelolaan kinerja menjadi bagian penting dalam penilaian pengelolaan kinerja dari 

Kantor Pusat, dan pembinaan kepada KPPN terkait penyusunan, cara penyajian, dan 

kelengkapan dokumen pada laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan 

kinerja perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.  

Akar permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu adanya mutasi beberapa 

pejabat/pegawai pengelola kinerja pada lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 

Tindakan yang telah dilakukan adalah:  

1. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi setiap bulan. 

2. Pendampingan dan pembinaan ke KPPN dalam rangka monev pengelolaan kinerja, 

asistensi RPK, dan evaluasi pengelolaan kinerja KPPN. 

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah:  

1. Melaksanakan seluruh action plan yang tercantum dalam matriks langkah-langkah 

peningkatan pengelolaan kinerja dari Kantor Pusat dan mendokumentasikannya 

secara baik. 

2. Meningkatkan kualitas Laporan Capaian Kinerja melalui penyusunan format IIAA yang 

berkualitas. 

 
Definisi 
 

8d-
N 

Nilai rata-rata 
kualitas 
pelaksanaan 
literasi 
perbendahara
an 

Program literasi perbendaharaan perlu untuk dilakukan penguatan terstruktur dan 

berkualitas yang diarahkan pada persiapan implementasi jabatan fungsional khususnya 

pada aktivitas pengembangan profesi aparatur sipil negara DJPb dan mendukung 

implementasi evidence based policy di bidang Perbendaharaan Negara  

Program literasi perbendaharaan perlu dilanjutkan dengan cakupan pejabat eselon III dan 

IV di Kanwil DJPb dan KPPN. 

Tahapan 1 dan 2, diperoleh dari nilai training/pengembangan kapasitas/e-learning 

Tahapan 1 : penguatan proses literasi. 

a) Membaca dan menyusun pertanyaan ilmiah dengan berpikir kritis. 

b) Mengidentifikasi dan menyusun data/informasi/bukti yang diperlukan dalam penelitian 

ilmiah. 

c) Mengumpulkan ide (brainstorming) 

d) Menarik dan mengevaluasi kesimpulan berdasarkan data/informasi/bukti secara relevan. 

Tahapan 2 : penguatan konten terdiri dari: 

a) Memilih topik. 

b) Studi literatur 

c) Menyusun kerangka konsep dan teori 

d) penyempurnaan pertanyaan penelitian dan hipotesis  

e) menyusun desain penelitian  

f) pengumpulan data 
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g) analisis data 

h) penyusunan outline tulisan 

i) Menyusun tulisan 

j) membuat kesimpulan  

k) Merevisi dan mengedit tulisan (editing) 

l) Membaca ulang kembali dan memeriksa tulisan (proofread). 

m) Mengkomunikasikan hasil penelitian secara tepat berdasarkan data/informasi/bukti 

yang valid. 

Tahapan 3 : Penyusunan tulisan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Diterima untuk dipublikasikan pada Jurnal ITRev atau jurnal ilmiah lainnya yang telah 

terakreditasi 

2. Diterima untuk direview pada Jurnal ITRev atau jurnal ilmiah lainnya yang telah 

terakreditasi 

3. Diterima untuk dipublikasikan pada Jurnal Manajemen Perbendaharaan atau jurnal ilmiah 

lainnya yang belum terakreditasi 

4. Diterima untuk direview pada Jurnal Manajemen Perbendaharaan atau jurnal ilmiah 

lainnya yang belum terakreditasi 

5. Diterbitkan di media cetak nasional 

6. Diterbitkan di media milik Kementerian Keuangan (Media Keuangan, situs website 

Kementerian Keuangan, Majalah Treasury Indonesia, dan Panduan Teknis) 

7. Diterbitkan di media cetak lokal 

8. Diterbitkan di Forum Perbendaharaan dengan tema perbendaharaan negara, keuangan, 

dan ekonomi 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Nilai rata-rata literasi perbendaharaan pejabat eselon III dan IV kanwil (tidak termasuk 

KPPN) 

Formula nilai kualitas pelaksanaan literasi masing-masing pejabat eselon III dan IV sebagai 

berikut: 25% Nilai e-Learning + 35% Nilai IHT + 40% Nilai Tulisan 

Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 74. IKU ini merupakan IKU baru untuk 

Kemenkeu-Two Kanwil di tahun 2020.  

Realisasi IKU Tahun 

2020 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 78. Berdasarkan nota dinas Sekretaris 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-2/PB.1/2021 tanggal 4 Januari 2021 hal 

Penyampaian Rekapitulasi Nilai IKU Literasi Para Pejabat Pengawas danPejabat 

Administrator Tahun 2020, dari 17 pejabat pengawas dan administrator mendapatkan total 

nilai sebesar 1.326 sehingga nilai rata-rata sebesar 78. 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.81 berikut: 

Tabel 3.81. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - - - - - 74 74 
Max/ 

TLK 
Realisasi - - - - - 78 78 

Capaian - - - - - 105.41 105.41 

Realisasi tahun 2020 sebesar 78 melampaui target yang ditetapkan sebesar 74, dengan 

capaian sebesar 105.41. 
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Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Sehubungan dengan IKU tersebut baru tercantum pada Kontrak Kinerja Tahun 2020 dan 

tidak tercantum pada kontrak kinerja sebelumnya maka realisasi antar tahun tidak dapat 

diperbandingkan.  

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.82. 

Tabel 3.82. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 78 105.41 -  74 

2019 - -  - - 

2018 - -  - - 

2017 - -  - - 

2016 - -  - - 

2015 - -  - - 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 sebagaimana 
pada renstra Kanwil 2015-2019.  

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.83. 

Tabel 3.83. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 78 105.41 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 - - - 

2018 - - - 

2017 - - - 

2016 - - - 

2015 - - - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.84. 
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Tabel 3.84. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 78 

Informasi realisasi Apabila 
dibandingkan dengan realisasi 

IKU pada Kanwil DJPb lain tidak 
dapat diperoleh.  

2 Kalimantan Selatan - 

3 Kalimantan Tengah - 

4 Kalimantan Timur - 

5 Kalimantan Utara - 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Isu utama yang menjadi  tantangan  pencapaian  pencapaian  IKU Nilai kualitas pengelolaan 

kinerja berbasis Strategy Focused Organization, antara lain Tidak semua pejabat eselon III 

maupun IV mempunyai bakat dan minat dalam membuat penulisan  

Tindakan yang telah dilakukan adalah:  

1. Seluruh Pejabat Eselon III dan IV mengikuti diklat e-learning literasi yang 

diselenggarakan oleh BPPK. 

2. Sudah ada beberapa pejabat Eselon III dan IV yang mengikuti Program Pembelajaran 

Jarak Jauh (PJJ) literasi. 

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah Meningkatkan kemampuan 

pejabat dalam membuat tulisan melalui sharing sesion dengan pihak yang ahli. 
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Sasaran Strategis 9: 
Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran 

selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada 

stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus 

dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan 

tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang 

diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian 

Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan 

satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib 

hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi. 

Tabel 3.85 

Capaian Sasaran Strategis 9 

SS9: Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal 

Kode  Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

9a-N 
Persentase Pengelolaan BMN 
yang Optimal 

92% 98.41% 106.97 

9b-CP 
Persentase kualitas pelaksanaan 
anggaran Kanwil 

95% 98.16% 103.33 

 
 

Pengelolaan 
keuangan dan BMN 
yang optimal 

 

 
Definisi 
 

9a-
N 

Persentase 
Pengelolaan 
BMN yang 
Optimal 

Pengelolaan BMN yang optimal diukur melalui beberapa komponen, sebagai berikut: 

1. Kesesuaian pelaksanaan RP4 

Kesesuaian pelaksanaan RP4 diukur dari persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas 

Rencana Pemanfaatan (pelaksanaan pemanfaatan diukur sampe penerbitan SK 

sewa), Persentase pelaksanaan Alih Fungsi atas Rencana Penggunaan, dan 

persentase penghapusan atas rencana penghapusan. 

2. Persentase completeness data master aset 

Master Aset di aplikasi SIMAN berisi data-data informasi manajemen terkait BMN. 

Data-data ini kemudian digunakan oleh berbagai plugin di SIMAN seperti sensus 

BMN, RKBMN, Wasdal, dsb. 

Pencatatan BMN yang tertib atas aset tersebut penting peranannya dalam 

mendukung pengambilan keputusan dan monitoring. Profil BMN penting untuk diisi 

lengkap pada master aset di aplikasi SIMAN. Profil BMN yang yang perlu dilengkapi 

untuk bangunan yaitu detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar 

bangunan), foto, batas dan GPS, ruangan, fasilitas, dan konstruksi. Sedangkan untuk 

tanah yaitu detail BMN (alamat, luas, pengguna), foto, batas dan GPS, dokumen, 

bangunan, pengelolaan, dan status hukum. Adapun jenis BMN yang menjadi target 

yaitu Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Tanah dan Bangunan) dan dan Bangunan 

Gedung Kantor Permanen. 

3. Persentase PNBP atas pengelolaan BMN 

Diukur dari realisasi PNBP atas pengelolaan BMN dibandingkan dengan target 

pendapatan PNBPatas pengelolaan BMN. Data realisasi PNBP diambil dari Laporan 

realisasi pendapatan masing-masing unit. 

4. Persentase penyelesaian PSP atas penambahan jumlah BMN 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMN yang optimal oleh Kantor Pusat Ditjen 

Perbendaharaan dengan metode penilaian: 
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Dalam rangka peningkatan pengelolaan data BMN yang optimal pada Kantor Vertikal DJPb, 
dilakukan evaluasi oleh Kantor Pusat berdasarkan pengukuran sebagai berikut: 

1. Kesesuaian pelaksanaan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan 
Penghapusan 
a.  Persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan 

Realisasi a = Jumlah pelaksanaan sewa BMN x 100% 

  Jumlah Rencana Pemanfaatan dalam bentuk sewa 

b. Persentase pelaksanaan Alih Fungsi atas Rencana Penggunaan 

Realisasi b = Jumlah pelaksanaan alih fungsi BMN x 100% 

  

Jumlah Rencana Penggunaan dalam bentuk alih fungsi 

c. Persentase Pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan  

Realisasi c = Jumlah BMN yang ditetapkan SK Penghapusan x 
100% 

  

  Jumlah BMN dalam rencana penghapusan   

Realisasi 1 = Realisasi a + Realisasi b + Realisasi c 

x 100% 
   

  3    

2. Persentase completeness  data master aset  

Realisasi 2 = Jumlah profil master aset yang diisi lengkap 
x 
100% 

  

  Jumlah profil master aset   

3. Persentase PNBP atas pengelolaan BMN 

Realisasi 3 = Jumlah nominal PNBP atas pengelolaan BMN 

x 
100% 

  

  Jumlah target PNBP atas pengelolaan BMN   

4. persentase penyelesaian PSP atas penambahan jumlah BMN 

Realisasi 4 = Jumlah BMN Kemenkeu yang diusulkan PSP ke Pengguna Barang 

x 100%   Jumlah penambahan BMN Kemenkeu berdasarkan laporan SIMAN 
Semester II 2019  

     
 

Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 92%. Meskipun nama IKU ini 

tercantum pada Kontrak Kinerja tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan formula 

penghitungan yang mendasar sehingga tidak dapat diperbandingkan.  

Realisasi IKU Tahun 

2020 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 98.41%. berdasarkan Nota Dinas Sekretaris 

Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-37/PB.1/2021 tanggal 5 Januari 2021 hal 

Penyampaian Nilai Capaian IKU Pengelolaan BMN yang Optimal Tahun 2020 Kanwil dan 

KPPN lingkup DJPb 

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.86 berikut: 

Tabel 3.86. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target - 70% - - - 92% 92% 
Max/ 

TLK 
Realisasi - 94.38% - - - 98.41% 98.41% 

Capaian - 120 - - - 106.97 106.97 

Realisasi tahun 2020 sebesar 98.41% melampaui target yang ditetapkan sebesar 92%, 

dengan capaian sebesar 106.97. 
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Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Meskipun nama IKU ini tercantum pada Kontrak Kinerja tahun sebelumnya namun terdapat 

perbedaan formula penghitungan yang mendasar sehingga tidak dapat diperbandingkan. 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.87. 

Tabel 3.87. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 98.41% 106.97 -  92% 

2019 - -  - - 

2018 - -  - - 

2017 - -  - - 

2016 - -  - - 

2015 - -  - - 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 sebagaimana 
pada renstra Kanwil 2015-2019. Meskipun nama IKU ini tercantum pada Kontrak Kinerja 
tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan formula penghitungan yang mendasar 
sehingga tidak dapat diperbandingkan 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.83. 

Tabel 3.83. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 98.41% 106.97 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 - - - 

2018 - - - 

2017 - - - 

2016 - - - 

2015 - - - 
 

Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.84. 
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Tabel 3.84. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 98.41% 
Apabila dibandingkan dengan 
realisasi IKU pada Kanwil DJPb 
lain maka realisasi Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat 
merupakan tertinggi kedua 
setalah Kalimantan Utara.  

2 Kalimantan Selatan 97.08% 

3 Kalimantan Tengah 98.41% 

4 Kalimantan Timur 97.61% 

5 Kalimantan Utara 98.91% 
 

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Isu utama Status Rumah Dinas di beberapa lokasi yang belum jelas Golongannya 

menyebabkan input pada aplikasi SIMAN belum optimal. 

Tindakan yang telah dilakukan adalah Sentralisasi PIC pengelolaan BMN di satu Unit yaitu 

bag. Umum TURT; Pendetilan input data BMN secara lengkap dan benar saat ini sudah 

selesai untuk BMN KIB (Tanah, Gedung dan Bangunan); Membangun Koordinasi yang lebih 

baik antara petugas BMN dengan petugas keuangan terkait keluar masuk transaksi BMN. 

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah Merubah status Rumah 

Dinas dengan mengajukan usulan. 

 
Definisi 
 

9b-
N 

Persentase 
Kualitas 
Pelaksanaan 
Anggaran 
Kanwil 

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen 

proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, 

dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 

indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, 

rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan 

dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian 

Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses. 

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:  

1) Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula 

SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian 

Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output 

(Value for Money).  

2) Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa 

minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai 

paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi 

(NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.  

3) Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah 

kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD 

bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan 

batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai 

konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per 

triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus). 

4) Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang 

dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, 

tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana 

khusus (sesuai SE-35/2017).  

5) Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung 

berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS 

Non Belanja Pegawai.  
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6) Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan 

rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN.  

7) Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan 

jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP.  Unsur yang diukur terdiri dari 2 

komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai 

dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas 

pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian 

tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, 

pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU 

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan 

meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses. 

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:  

1. Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai 

formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena 

perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan 

capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).  

2. Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi 

bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -

20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi 

skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas 

usaha efisiensi.  

3. Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah 

kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan 

RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat 

ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan 

tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas 

revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif 

(minus). 

4. Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang 

dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan 

DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), 

dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).  

5. Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung 

berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM 

LS Non Belanja Pegawai.  

6. Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan 

rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke 

KPPN.  

7. Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung 

berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP. 

8. Perencanaan Kas (Renkas), sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung 

berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang 

disampaikan ke KPPN.  

9. Penyampaian LPJ, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung 

berdasarkan rasio LPJ tepat waktu terhadap seluruh LPJ yang disampaikan ke KPPN.  

10. Pengembalian SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung 

berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.  

11. Retur SP2D, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung dengan 

membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit.  
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12. Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan 

jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).  

13. Pagu Minus, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan 

persentase pagu minus terhadap pagunya.  

14. Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung 

berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L. 

Cara Ukur/ Formula 

IKU 

Realisasi IKU  =  

[(% capaian keluaran x 30%) + (% efisiensi x 15%) + (% konsistensi x 10%) + (% penyerapan 

anggaran atas pagu netto x 15%)] + 

[(% penyelesaian tagihan x 4%) + (% penyampaian data kontrak x 3%) + (% pengelolaan UP 

x 4%) + (% perencanaan kas x 2%) + (%penyampaian LPJ x 2%) + (% pengembalian SPM x 

3%) + (% retur SP2D x 3%) + (% revisi DIPA x 5%) + (% pagu minus x 2%) + 

 (% dispensasi SPM x 2%)] 

 

Target IKU Tahun 

2020 

Target IKU tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 95%. Target tersebut tidak mengalami 

kenaikan dari target 2019 yang juga sebesar 95%.  

Realisasi IKU Tahun 

2020 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 98.16%, merupakan rata-rata realisasi 

setiap triwulan. Pada triwulan I dan II, sesuai dengan kebijakan relaksasi pelaksanaan 

anggaran dalam rangka penanganan Covid-19, realisasi IKU ini N/A. Pada triwulan III 

dilakukan reaktivasi IKPA sehingga nilai IKPA dapat diperlohen, dan capaian pada Triwulan 

III dan IV masing-masing adalah 100% dan 96.32%.  

Perbandingan 

realisasi dan target 

IKU Tahun 2020 

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.86 berikut: 

Tabel 3.86. Perbandingan realisasi dan target IKU tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d Q3 Q4 Y-20 Pol/ KP 

Target 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
Max/ 

average 
Realisasi N/A N/A N/A 100% 100% 96.32% 98.16% 

Capaian N/A N/A N/A 105.26 105.26 101.39 103.33 

No. Bobot

1. Capaian Keluaran x 30%

2. Efisiensi x 15%

3. Konsistensi x 10%

4. Penyerapan anggaran atas pagu netto x 15%

5. Penyelesaian tagihan x 4%

6. Penyemapaian data kontrak x 3%

7. Pengelolaan UP x 4%

8. Perencanaan Kas x 2%

9. Penyampaian LPJ x 2%

10. Pengembalian SPM x 3%

11. Retur SP2D x 3%

12. Revisi DIPA x 5%

13. Pagu Minus x 2%

14. Dispensasi SPM x 2%

Komponen Pengukuran 

70%

Komponen Hasil

Komponen Proses

30%
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Realisasi tahun 2020 sebesar 98.16% melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%, 

dengan capaian sebesar 103.33. 

Perbandingan 

realisasi tahun 2020 

dan tahun-tahun 

sebelumnya 

Realisasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 98% di tahun 

2019 menjadi 98.16% di tahun 2020.  

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan 

Renstra Kanwil 

2015-2019 

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU tersebut s.d tahun 2020 dengan Renstra 

DJPb 2020-2024 dan Renstra Kanwil 2015-2019 pada Tabel 3.87. 

Tabel 3.87. Perbandingan Realisasi dengan Renstra DJPb 2020-2024                                             

dan Renstra Kanwil 2015-2019 

Tahun 
Realisasi IKU 

Tahunan 
Capaian 

Renstra 
DJPb 

2020-2024 

Renstra 
Kanwil 

2015-2019 

Kontrak 
Kinerja 

2020 98.16% 103.33 -  95% 

2019 - -  - - 

2018 - -  - - 

2017 - -  - - 

2016 - -  - - 

2015 - -  - - 

 

Pada tahun 2020 IKU ini tidak tercantum dalam Renstra DJPb 2020-2024 sebagaimana 
pada renstra Kanwil 2015-2019. Meskipun nama IKU ini tercantum pada Kontrak Kinerja 
tahun sebelumnya namun terdapat perbedaan formula penghitungan yang mendasar 
sehingga tidak dapat diperbandingkan 

Perbandingan 

realisasi dan 

capaian s.d. 2020 

dengan RPJMN 

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2020 dapat dikaitkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

dan 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada 

tingkat nasional.  Perbandingan realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan RPJMN Tahun 

2020-2024 dan 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.83. 

Tabel 3.83. Perbandingan Realisasi dengan RPJMN 

Tahun 
Realisasi 

IKU 
Tahunan 

Capaian 
Target 
RPJMN 

Keterangan 

2020 98.16% 106.97 - 

Tidak terdapat IKU dan 
Target pada RPJMN 2020-

2024 dan 2015-2019 

2019 - - - 

2018 - - - 

2017 - - - 

2016 - - - 

2015 - - - 
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Perbandingan 

Capaian IKU dengan 

Kanwil DJPb lain 

Untuk mengetahui posisi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU 

dibandingkan dengan eselon II Vertikal (Kanwil) lainnya yang juga menjalankan IKU yang 

sama pada suatu tahun, dapat dibandingkan capaian IKU tersebut antar Kanwil lingkup 

DJPb dalam regional pulau Kalimantan sebagaimana ditunjukkan pada  Tabel 3.84. 

Tabel 3.84. Perbandingan Realisasi dengan Kanwil lain 

No Kanwil Realisasi Keterangan 

1 Kalimantan Barat 98.16% 

Informasi realisasi pada Kanwil 
DJPb lain tidak dapat diperoleh.  

2 Kalimantan Selatan - 

3 Kalimantan Tengah - 

4 Kalimantan Timur - 

5 Kalimantan Utara - 
 

  

Isu, Permasalahan, 

Tindakan, dan 

Action Plan 

Isu utama Capaian dipengaruhi oleh indikator pada IKPA ditambah dengan nilai konsistensi 

dan efisiensi.  

Permasalahan yang dihadapi yaitu realisasi kegiatan banyak yang menumpuk pada akhir 

tahun dan penyerapan tidak sesuai dengan rencana target penyerapan anggaran  

Tindakan yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi terkait realisasi kegiatan pada 

bidang dan bagian 

Action plan Kanwil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah Secara rutin dilakukan 

monitoring dan pemantauan atas pelaksanaan anggaran baik dari tahap perencanaan 

kegiatan, pelaksanaan, dan pelaporan (termasuk pemenuhan tagihan atas pihak ketiga); 

Memperhitungkan kembali RPD agar sesuai dengan RAB kegiatan yang akan dilaksanakan  
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REALISASI ANGGARAN 

Pada Tahun Anggaran 2020 Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat mendapat anggaran (pagu 

awal) sebesar Rp4.311.465.000,- (empat milyar tiga ratus sebelas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) 

sesuai dengan DIPA Nomor SPDIPA-015.8.2.528057/2020 tanggal 12 November 2019, dan dalam pelaksanaannya 

terjadi beberapa kali revisi anggaran dan terdapat pengurangan Pagu menjadi sebesar Rp. 3.520.593.000 (tiga 

milyar delapan ratus enam puluh lima tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). 

Seluruh kegiatan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis 

belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2020, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp 

676.045.000 (100% dari pagu sebesar Rp676.078.000), belanja barang mencapai sebesar Rp. 3,178,110,035 

(99,98% dari pagu sebesar Rp 3.178.865.000), dan belanja modal sebesar Rp. 10.425.000 (100% dari pagu sebesar 

Rp10.425.000). 

Tabel 3.85 

Pagu dan Realisasi per jenis belanja Tahun 2020 

 

Tabel 3.86 

Realisasi per jenis belanja Tahun 2016-2020 

 

 

 

 

NO URAIAN OUTPUT PAGU AWAL PAGU AKHIR REALISASI % 

1 Belanja Pegawai 747.096.000 685.257.000 678.033.000 98.95 

2 Belanja Barang 3,294,480,000 2.420.447.000 2.351.109.211 97.14 

3 Belanja Modal 269.889.000 414.889.000 414.089.000 99.81 

Jumlah 4.311.465.000 3.520.593.000 3.443.231.211 97.80 

NO 
URAIAN JENIS 

BELANJA 

REALISASI 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Belanja Pegawai 4.915.764.598 2.973.319.375 789.143.000 676.045.000 678.033.000 

2 Belanja Barang 2.855.869.981 2.906.509.039 3.349.802.133 3.178.865.000 2.351.109.211 

3 Belanja Modal 429.431.000 98.380.000 1.074.581.200 10.425.000 414.089.000 

Jumlah 8.201.065.579 8.201.065.579 5.213.526.333 3.864.580.035 3.443.231.211 
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Anggaran tersebut untuk membiayai Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara (Kode 09) dengan 

kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah (Kode 1706) serta 7 (tujuh) output belanja dengan 

alokasi sebagai berikut: 

Tabel 3.87 

Anggaran dan Output Tahun 2020 

 

Tabel 3.88 

Pagu dan Realisasi per Output Tahun 2020 

 

 

 

 

NO KODE  URAIAN OUTPUT ANGGARAN 
VOLUME 
OUTPUT 

% 

 

1 1706.003 
Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah 
dan Statistik Tingkat Wilayah 

211.092.000 10 Laporan 100 

2 1706.004 
Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan 
Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah 

298.954.000 23 Dokumen 100 

3 1706.005 
Hasil Pembinaan Perbendaharaa di 
Wilayah 

333940000 29 Laporan 100 

4 1706.009 
Layanan Pembinaan Perbendaharaan di 
Wilayah 

177.630.000 310 Dokumen 100 

5 1706.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 269.889.000 1 Layanan 100 

6 1706.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 397.698.000 1 Layanan 100 

7 1706.994 Layanan Perkantoran 2.622.262.000 1 Layanan 100 

Jumlah 4.311.465.000 

NO URAIAN OUTPUT AWAL AKHIR REALISASI % 

1 
Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan 
Statistik Tingkat Wilayah 

211.092.000 42.274.000 41.451.899 98.05 

2 
Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran 
Pemerintah Pusat dan Daerah 

298.954.000 164.951.000 151.009.035 91.55 

3 Hasil Pembinaan Perbendaharaa di Wilayah 333940000 103.220.000 89.656.519 86.86 

4 Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah 177.630.000 117.014.000 98.437.900 84.12 

5 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 269.889.000 414.889.000 414.089.000 99.81 

6 Layanan Dukungan Manajemen Satker 397.698.000 255.790.000 240.131.403 93.88 

7 Layanan Perkantoran 2.622.262.000 2 422 455.000 2.408.455.455 99.42 

Jumlah 4.311.465.000 3.520.593.000 3.443.231.211 97.80 
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KINERJA LAIN-LAIN 

Selain 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan 

capaian sebagaimana diuraikan sebelumnya, Kanwil juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2020 

yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja Kanwil, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil. Kinerja lain-lain 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. INOVASI MANAJEMEN/PELAYANAN 

a. Layanan Online  

Pembatasan Sosial sebagai akibat penyebaran pandemi 

Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan perubahan proses 

bisnis layanan pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 

Layanan kepada stakeholder yang semula bersifat langsung, 

dimana stakeholder datang langsung ke Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat, berubah menjadi online. Hal ini selaras 

dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

nomor SE-25/PB/2020 tentang Tindak Lanjut Implementasi 

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan sifat layanan menjadi online sangat 

diperlukan mengingat proses pelaksanaan anggaran atas APBN tetap harus dijalankan mengingat 

APBN sangat berperan pada masa pandemi. Melalui layanan online, satuan kerja yang membutuhkan 

revisi anggaran terutama dalam rangka penanganan Covid-19 tetap dapat dilayani sehingga satuan 

kerja dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya.  

 

2. INISIATIF PEMBERANTASAN KORUPSI 

a. Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2020  

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi 

birokrasi yang bersih dan bebas korupsi terus diupayakan 

sebagai komitmen dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat. Hal ini ditunjukkan dengan pencanangan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di tahun 2020 pada 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Pencanangan 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBK/WBBM) dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas. Hal ini bertujuan agar 

semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta 

dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedepannya, pencanangan Zona Integritas menuju 
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WBK/WBBM masih perlu diperkuat dengan komunikasi, sosialisasi, dan pembuktian nyata kepada 

masyarakat Indonesia dan Internasional dalam hal pemberian pelayanan yang bersih dan bebas 

korupsi. Hal ini diperlukan untuk mengubah persepsi masyarakat.  

b. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 

KPPN  

Komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya pada level Kanwil namun juga merupakan komitmen 

dari seluruh KPPN di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Bahkan hingga tahun 2020 

seluruh KPPN di wilayah Kalimantan Barat telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, 

dan satu KPPN yaitu KPPN Pontianak yang menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

di tahun 2019. Adapun tahun perolehan predikat masing-masing KPPN sebagai berikut: 

Daftar Perolehan WBK/WBBM 

KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

No KPPN WBK WBBM 

1. KPPN Pontianak 2018 2019 

2. KPPN Singkawang 2018 - 

3. KPPN Sanggau 2020 - 

4.  KPPN Ketapang 2019 - 

5. KPPN Sintang 2019 - 

6. KPPN Putussibau 2020 - 

 

c. Penandatanganan Pakta Integritas dan Pelaksanaan Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan 

inisiatif pemberantasan korupsi dengan melaksanakan 

penandatanganan Pakta Integritas antara seluruh pegawai 

dengan atasan masing-masing. Hal ini diharapkan dapat 

mendorong semua pihak untuk lebih bekerja secara 

professional, bersih, dan beritikad baik dalam melakukan 

pengelolaan keuangan Negara. Selain itu sebagai wujud 

komitmen pemberantasan korupsi. Kanwil DJPb mengadakan 

kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diisi 

dengan GKM dengan materi pengendalian gratifikasi serta konsep "three line defense”. Hal ini 

dilakukan guna meningkatkan pemahaman pegawai terhadap arti gratifikasi dan tata cara 

pelaporannya serta mengerti konsep tiga lini pertahanan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan kinerja.  
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3. PENGHARGAAN 

a. Peringkat Kedua Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa Bendahara Umum 

Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2019 dengan Kategori 

Kanwil Besar 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan 

gabungan antara Laporan Keuangan Kuasa BUN (LK 

BUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara dan 

Lembaga (LKKL). Kedua laporan keuangan tersebut 

disusun secara berjenjang sesuai dengan kewenangan 

masing-masing. Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN Daerah 

tingkat wilayah bertugas menyusun Laporan Keuangan 

Unit Akuntansi Kuasa BUN Tingkat Wilayah (LK BUN Tingkat Wilayah), yang merupakan gabungan 

laporan keuangan kuasa BUN Tingkat Daerah (KPPN). LK BUN Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat tahun 2019 mendapatkan penghargaan peringkat kedua dalam kategori Kanwil 

Besar. Hal ini menandakan bahwa LK BUN yang disajikan telah berkualitas, akuntabel, dan informative.     

b. Peringkat Terbaik Pertama atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) selaku BUN 

Triwulan III Tahun 2020 Kategori Kanwil Besar 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan 

anggaran unit pemerintahan yang menjadi salah satu tugas 

dan fungsinya, DJPb menciptakan 12 indikator pelaksanaan 

anggaran guna mengukur kualitas kinerja pelaksanaan 

anggaran dari sisi penyerapan atas capaian keluaran, 

efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, 

penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, penyampaian LPJ, 

pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.  Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat berupaya menjalankan tugas dan fungsi serta menghasilkan output dengan menjaga 

kualitas pelaksanaan anggaran yang dimiliki,sehingga pada tahun 2020 mendapatkan penghargaan 

sebagai Peringkat Terbaik Pertama atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) selaku BUN 

Triwulan III Tahun 2020 Kategori Kanwil Besar.  

c. Peringkat Ketiga atas Penilaian Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2019 

kategori Kanwil Sedang.    

Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, 

teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Sesuai ketentuan 

SE- 28/PB/2015, laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah disusun oleh Kanwil Ditjen 
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Perbendaharaan secara periodik (semesteran) dan 

disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran 

sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk 

mewujudkan kualitas penyusunan Laporan reviu pelaksanaan 

anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat 

Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan 

penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata Kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan 

kualitas Laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah. Terdapat beberapa parameter/aspek 

yang digunakan dalam penilaian RPA, meliputi: kesesuaian tujuan, ruang lingkup, dan objek reviu RPA; 

Alur pikir/flow; Kualitas analisis dan inovasi; Ketajaman rekomendasi; Analisis aspek khusus; Format 

review/sistematika; Penyajian dashboard; Ketetpatan waktu; dan Desain/layout. Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat mendapatkan peringkat ketiga atas Penilaian Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran 

Semester II Tahun 2019 kategori Kanwil Sedang.  

4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA TAHUN 2020 

a. Implementasi Aplikasi SIANTAN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Unit 

Akuntansi Kuasa BUN Daerah KPPN 

Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum 

Negara (LK BUN) yang disusun oleh setiap unit akuntansi 

Tingkat UAKKBUN (Kanwil) dan UAKBUN-D (KPPN) harus 

dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan atas pengelolaan kas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif yang diatur dalam PP 71/2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah agar suatu laporan keuangan memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu 

relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka menjaga keandalan data yang 

tersaji serta pengungkapan informasi secara menyeluruh pada laporan keuangan, Bidang PAPK Kanwil 

DJPb Provinsi Kalimantan Barat menginisiasi inovasi Aplikasi Siantan. Aplikasi Siantan memiliki 

keunggulan antara lain:  

1. Mempermudah dan mempercepat proses penyusunan LK Kuasa BUN Daerah KPPN. 

2. Menyajikan pengungkapan detil pada LK Kuasa BUN Daerah KPPN.    

b. Press Rilis Kinerja APBN Triwulanan  

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersinergi dengan seluruh unit 

vertikal eselon II Kementerian Keuangan, Kanwil Pajak, Bea Cukai dan 

Kekayaan Negara mengadakan press rilis kinerja APBN secara 

triwulanan. Selain jajaran Kemenkeu, hadir juga perwakilan dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Kegiatan ini 

diselenggarakan agar media dan masyarakat secara umum dapat 
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mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan APBN baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran 

di wilayah Kalimantan Barat dan pengaruhnya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 

secara umum. 

c. Seminar Ekonomi Regional “Menjaga Stabilitas Perekonomian Kalimantan Barat di Tengah 

Pandemi Covid-19” 

Dalam rangka meningkatkan peran Kantor Wilayah, pada hari 

Rabu tanggal 3 Juni 2020, Kantor Wilayah DJPb Prov. Kalbar 

menyelenggarakan Seminar Ekonomi Regional yang bertajuk 

“Menjaga Stabilitas Perekonomian Kalimantan Barat di 

Tengah Pandemi Covid-19”. Seminar ini diselenggarakan 

melalui daring, dengan menghadirkan empat panelis yaitu: 

Eddy Suratman (Regional Economist dari UNTAN), Edih 

Mulyadi (Kakanwil DJPb Prov Kalbar), Moh. Wahyu Yulianto 

(Kepala BPS Kalimantan Barat) dan Agus Chusaini (Kepala 

Perwakilan BI Kalimantan Barat). Selain panelis, hadir 

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji untuk memberikan 

Keynote Speech.  

d. Sosialisasi dan Diseminasi Program PEN  

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan 

Kementerian Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat selalu berusaha untuk mensosialisasikan program-

program pemerintah. Kebijakan utama pemerintah terkait 

APBN di tahun 2020 adalah mengenai Program PEN. Program 

PEN merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

dalam rangka mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 

terhadap ekonomi maupun sosial. Kegiatan sosialisasi dan 

diseminasi yang dilakukan antara lain adalah rilis data Penyaluran BLT Dana Desa melalui media sosial, 

Sosialisasi pada Program Acara “Bincang 56” di TVRI Kalimantan Barat, Sharing session Implementasi 

Program PEN yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BKAD, Dinas PMD, Dinas Sosial, dan 

Dinas Koperasi dan UMKM  Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, dibentuk Tim Penyusun Kajian 

Efektivitas Program PEN yang melibatkan BI Perwakilan Kalimantan Barat, BPS Kalimantan Barat, dan 

Ekonom Universitas Tanjung Pura.  
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PENUTUP 

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pencapaian visi misi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam tahun anggaran 2019 

dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus 

sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu unit eselon II di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas 

yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang 

merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi yang beragam.  

Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat memiliki 

peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas Kementerian Keuangan secara keseluruhan. 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, 

mengingat bahwa dari keseluruhan siklus APBN, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat memegang peran 

yang dinamis berkaitan dengan penyiapan/penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, 

manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, sistem perbendaharaan maupun 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di 

mana seluruh IKU telah mencapai target yang ditentukan. Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 

2019 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain: 

a. Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang diukur berdasarkan pengelolaan 

klinerja berbasis balance scorecard (BSC) mencapai 107,90. Dari total 19 IKU, seluruhnya telah mencapai 

target yang telah ditetapkan. 

b. Di samping itu, terdapat pula keberhasilan dan terobosan yang cukup signifikan dilakukan Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat terutama dalam pelaksanaan program PEN di Provinsi Kalimantan Barat, dalam 

rangka meningkatkan peran APBN dalam menstimulasi ekonomi. Meksipun realisasi seluruh IKU telah 

mencapai targetnya, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat secara berkelanjutan berusaha mengatasi 

segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara 

optimal, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Upaya yang akan dilakukan guna 

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang antara lain: 

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), 

Spending Review, Performance Dialogue, dan monitoring proyeksi dan realisasi belanja K/L; 
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2. Meningkatkan   kualitas   LKBUN   dengan   menyelenggarakan   bimbingan   dan   penyuluhan   

akuntansi berkelanjutan dan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP, 

LKKL, dan LKBUN; 

3. Mendorong  Satker  K/L  mitra  kerja KPPN untuk  meningkatkan  kepatuhan  dalam rekonsiliasi dan 

menjaga kualitas data laporan keuangan; 

4. Meningkatkan efektivitas pelatihan teknis perbendaharaan melalui updating materi sosialisasi sesuai 

perkembangan kebijakan standar dan sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku; 

5. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan melakukan penyusunan updating langkah-

langkah peningkatan kinerja layanan 2019; 

6. Meningkatkan akurasi perencanaan kas pemerintah pusat melalui komunikasi intensif dan pelatihan 

berkesinambungan bagi operator perencanaan kas; 

7. Meningkatkan  kinerja  pelaksanaan  special mission dengan mendorong seluruh BLU menyampaikan 

pengesahan pendapatan kepada KPPN secara akurat dan tepat waktu; 

8. Meningkatkan kualitas SDM yang fit for purpose melalui reassessment dan updating soal dan modul 

pembelajaran hard competency; 

9. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui monitoring penyelesaian tindak lanjut DAMS, 

survei SFO, dan survei persepsi integritas; 

10. Menggiatkan   pelaksanaan   implementasi   SAKTI   tahap   berikutnya   pada   seluruh   Satker   lingkup 

Kementerian Keuangan dan K/L lainnya; 

11. Meningkatkan  kualitas  pelaksanaan  anggaran  DJPb  melalui  monitoring dan  evaluasi pelaksanaan 

anggaran Kanwil dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian output, efisiensi, serta konsistensi dengan 

rencana penarikan dana. 

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada 

pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Baratdan untuk seluruh jajaran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi 

umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang. 
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NIP 19690

Kepala Kantor Wilayah,Direktur Jenderal Perbendaharan,

And~~to
NIP 196506091990121001

Pontianak, 30 Januari 2020

Anggaran
(4.311.465.000)

Prograuv1(egiatan
1. Pembinaan pelaksanaan perbendaharaan di

wilayah

95%9b-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
Kanwil

92%Persentase pengelolaan BMN yang optimalPengelolaan keuangan dan 9a-N
BMN yang optimal

9.



I Pengelolaan perbendaharaan
yang akuntabel dan produktif

1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan 88 88 88 88 88 88 88
anggaran KjL

1b-N Nilai kualitas Laporan Kajian 90 90 90 90 90
Fiskal Regional Kanwil

1c-N Nilai kualitas LK BUN tingkat 94 94
Kanwil

II Birokrasi dan layanan publik
yang agile, efektif, dan efisien

2a-N Indeks kepuasan satker terhadap 4,55 4,55 4,55 4,55
layanan Kanwil

III Perumusan regulasi dan
otorisasi yang optimal

3a-N Persentase revisi dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelaksanaan anggaran Satker
yang diselesaikan tepat waktu

IV Komunikasi, edukasi, dan
standardisasi yang
berkesinambungan

4a-N Rata-rata nilai kinerja KPPN 90 90 90 90 90
sebagaimana hasil pembinaan
dan supervisi Kanwil

4b-N Indeks efektivitas edukasi dan 87 87 87 87 87
komunikasi

4c-N Persentase tingkat implementasi 20% 50% 50% 60% 60% 100% 100%
aplikasi SAKTI

V Pengelolaan kas dan fasilitasi
investasi yang pruden dan
optimal

5a-N Persentase akurasi perencanaan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
kas Kanwil

5b-N Indeks kualitas pelaksanaan 82 82 82 82 82
pembinaan dan monitoring
pinjaman dan kredit program

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILA YAH DITJEN PERBENDAHARAAN

PROVINSI KALIMANTAN BARA T
KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2020





Sasaran Kerja Pegawai

No I. PEJABAT PENILAI No II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

1 Nama Andin Hadiyanto 1 Nama Edih Mulyadi
2 NIP 196506091990121001 2 NIP 196908111991031001
3 Pangkatj Pembina Utama 3 Pangkatj Pembina Utama Muda (IVje)

Gol. Ruang (IVje) Gol. Ruang
4 Jabatan Direktur Jenderal 4 Jabatan Kepala Kanwil DJPb Provinsi

Perbendaharaan Kalimantan Barat
5 Unit Kerja Direktorat Jenderal 5 Unit Kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan

Perbendaharaan Barat

TARGET
No III. KEGIATAN TUGAS POKOK AK KUANTITASjJABATAN KUALITAS/

WAKTU BIAYA
OUTPUT MUTU

1 Meningkatkan kinerja pelaksanaan 88 100 12 bln
anggaran KjL

2 Mewujudkan nilai Laporan Kajian Fiskal 90 100 12 bln
Regional Kanwil yang berkualitas

3 Mewujudkan nilai LKKuasa BUN 94 100 12 bln
tingkat Kanwil yang berkualitas

4 Memenuhi kepuasan satker terhadap 4,55 12 bln100
layanan Kanwil (skala 5)

5 Mewujudkan penyelesaian revisi
dokumen pelaksanaan anggaran Satker 100% 100 12 bln
seeara tepat waktu

6 Mewujudkan KPPN yang mendapatkan
nilai kinerja baik sebagaimana hasil 90 100 12 bln
pembinaan dan supervisi Kanwil

7 Mewujudkan edukasi dan komunikasi 87
yang efektif

100 12 bln

8 Mewujudkan tingkat implementasi 100% 12 bln
aplikasi SAKII

100

9 Mewujudkan pereneanaan kas kanwil 80%
yang akurat

100 12 bln

10 Melaksanakan pembinaan dan
monitoring pinjaman dan kredit 82 100 12 bln
program seeara berkualitas

11 Mewujudkan nilai laporan reviu
pelaksanaan anggaran Kanwil yang 90 100 12 bln
berkualitas



Andin Hadiyanto
NIP 196506091990121001

PNS yang dinilai,Pejabat Penilai

Pontianak,30Januari2020

TARGET
No III. KEGIATAN TUGAS POKOK AK

JABATAN KUANTITAS, KUALITAS/
WAKTU BIAYA

OUTPUT MUTU

12 Mewujudkan rata-rata nilai kinerja
penyaluran DAK dan Dana Desa pada 80 100 12 bln
KPPN

13 Mewujudkan nilai Laporan Government
Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah 78 100 12 bIn
yang berkualitas

14 Mewujudkan nilai rata-rata hard
77 12 bln

competency pegawai Kanwil yang baik
100

15 Mernenuhi nilai hasil evaluasi
83 12 bln

pelaksanaan tugas kepatuhan internal
100

16 Mernenuhi nilai kualitas pengelolaan
kinerja berbasis Strategy Focused 83 100 12 bln
Organization

17 Mewujudkan pelaksanaan literasi
74

perbendaharaan yang berkualitas
100 12 bIn

18 Memenuhi BMN yang optimal 92% 100 12 bIn

19 Meningkatkan kualitas pelaksanaan
95%

anggaran Kanwil
100 12 bIn 4.311.465.000
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1Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(015)

(08)

(528057)

KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditjen Perbendaharaan

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4,311,465,000Rp.

KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ 

KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2020

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/ 
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara015.08.09 4,311,465,000

Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah1706 4,311,465,000

Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Laporan 
Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah

10.0 Laporan1706.003 211,092,000

Lokasi : KOTA PONTIANAK

Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah1706.003.001 125,390,000

10.0 KegiatanKonsultasi, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis U051 116,390,000

A Pendampingan Penyusunan dan Penyelesaian Permasalahan 
Laporan Keuangan UAPPAW dan BLU

8,760,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 8,760,000

7,800,00060,000130.0 OK  - Konsumsi Peserta [65 UAPPA x 1 orang x 2 Keg]

960,00060,00016.0 OK  - Konsumsi Panitia [8 Orang x 2 Keg]

B Sosialisasi dan Bimbingan Teknis UAPPAW 36,340,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 32,340,000

15,600,00060,000260.0 OK  - Konsumsi Peserta [65 UAPPA x 2 orang x 2 Keg]

2,040,00060,00034.0 OK  - Konsumsi Panitia dan Narasumber [17 Orang x 2 Keg]

14,700,00050,000294.0 OK  - Bahan dan Seminar Kit [147 orang x 2 KEG]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522141 Belanja Sewa 4,000,000

4,000,0002,000,0002.0 Keg  - Sewa Peralatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

C Pembinaan UAKBUN D (KPPN) 30,880,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30,880,000

11,000,0001,100,00010.0 OK  - Transport [5 KPPN x 2 orang x 1 Kali]

10,760,000538,00020.0 OH  - Akomodasi [5 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Kali

9,120,000304,00030.0 OH  - Uang Harian [5 KPPN x 2 orang x 3 Hari x 1 Kali

D Koordinasi UAKBUND (KPPN) 2,640,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 2,640,000

1,440,00060,00024.0 OK  - Konsumsi KPPN [6 KPPN x 2 orang x 2 Keg]

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi Peserta Kanwil [10 Orang x 2 Keg]

E Konsultasi ke Pusat 37,770,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37,770,000

21,378,0003,563,0006.0 OK  - Transport [0 0 x 2 orang x 3 Kali]

8,760,000730,00012.0 OH  - Akomodasi [0 0 x 2 orang x 2 Hari x 3 Kali

7,632,000424,00018.0 OH  - Uang Harian [0 0 x 2 orang x 3 Hari x 3 Kali

4.0 LaporanPenyusunan LK Kuasa BUN  Tingkat Wilayah U052 6,000,000

A Tanpa SUbkomponen 6,000,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 6,000,000

6,000,0001,500,0004.0 Keg  - ATK dan Bahan Habis Pakai [4 Keg]

6.0 LaporanAnalisis Hasil Telaahan Laporan UAPPA-W, UAKBUN U053 3,000,000



2Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(015)

(08)

(528057)

KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditjen Perbendaharaan

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4,311,465,000Rp.

KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ 

KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2020

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/ 
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6.0 LaporanDaerah, dan LK BLU

A Tanpa Subkomponen 3,000,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 3,000,000

3,000,0001,500,0002.0 Keg  - ATK dan Bahan Habis Pakai [2 Keg]

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah1706.003.002 85,702,000

2.0 Frekuensi
Koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
dan/atau BLUD

U051 40,520,000

A Tanpa Subkomponen 40,520,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39,320,000

16,400,000820,00020.0 OK  - Transport [5 PEMDA x 2 orang x 2 Kali]

10,760,000538,00020.0 OH  - Akomodasi [5 PEMDA x 2 orang x 1 Hari x 2 Kali

12,160,000304,00040.0 OH  - Uang Harian [5 PEMDA x 2 orang x 2 Hari x 2 Kali

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,200,000

1,200,000150,0008.0 OK  - Transpor Lokal [2 Orang x 4 Kali x 0 Kali]

2.0 FrekuensiPembinaan SAP pada Pemerintah Daerah U052 15,432,000

A Tanpa Subkomponen 15,432,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 3,600,000

3,600,00060,00060.0 OK  - Konsumsi Pemda [15 Pemda x 2 orang x 2 Kali]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,232,000

3,280,000820,0004.0 OK  - Transport [2 orang x 2 Kali]

4,304,000538,0008.0 OH  - Akomodasi [2 orang x 2 Hari x 2 KALI]

3,648,000304,00012.0 OH  - Uang Harian

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600,000

600,000150,0004.0 OK  - Transpor Lokal [2 Orang x 2 Kali]

2.0 Laporan
Analisis Hasil Telaahan Laporan Pemerintah Daerah, dan 
LK BLUD

U053 3,000,000

A Tanpa Subkomponen 3,000,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 3,000,000

3,000,0001,500,0002.0 Keg  - ATK dan Bahan Habis Pakai [2 Keg]

6.0 Laporan
Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah 
Tingkat Wilayah

U054 4,000,000

A Tanpa Subkomponen 4,000,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 4,000,000

4,000,0004,000,0001.0 Tahun  - DokumentasiPenggandaanLaminasi [1 Tahun x 0 0]

2.0 KegiatanSosialisasi/Workshop/Diseminasi/Bimtek/FGD U055 22,750,000

A SosialisasiBimtek 11,750,000
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RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(015)

(08)

(528057)

KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditjen Perbendaharaan

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4,311,465,000Rp.

KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ 

KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2020

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/ 
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 4,400,000

1,800,00060,00030.0 OK  - Konsumsi Peserta [15 Pemda x 2 orang x 1 Keg]

600,00060,00010.0 OK  - Konsumsi Panitia dan Narasumber [10 Orang x 1 Keg]

2,000,00050,00040.0 OK  - Bahan dan Seminar Kit [40 orang x 1 KEG]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522141 Belanja Sewa 1,500,000

1,500,0001,500,0001.0 Keg  - Sewa Peralatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522151 Belanja Jasa Profesi 5,400,000

5,400,000900,0006.0 OJ  - Honor Narasumber [3 orang x 2 Jam x 1 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450,000

450,000150,0003.0 OK  - Transpor Lokal [3 Orang x 1 Kali x 0 Kali]

B WorkshopFGD dengan PEMDA 11,000,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 5,600,000

1,800,00060,00030.0 OK  - Konsumsi Peserta [15 Pemda x 2 orang x 1 Keg]

300,00060,0005.0 OK  - Konsumsi Panitia dan Narasumber [5 Orang x 1 Keg]

3,500,000100,00035.0 OK  - Bahan dan Seminar Kit [35 orang x 1 KEG]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522151 Belanja Jasa Profesi 5,400,000

5,400,000900,0006.0 OJ  - Honor Narasumber [3 orang x 2 Jam x 1 Keg]

Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran 
Pemerintah Pusat dan Daerah

23.0 Dokumen1706.004 298,954,000

Lokasi : KOTA PONTIANAK

Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran 1706.004.001 144,740,000

1.0 DokumenPelaksanaan Spending Review U051 25,020,000

A Tanpa Subkomponen 25,020,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 25,020,000

19,920,000 > Pelaksanaan Rakor serta Sosialisasi

720,00060,00012.0 OK  - Konsumsi Panitia, Peserta Kanwil dan Narasumber [12 
orang x 1 Keg]

16,200,00060,000270.0 OK  - Konsumsi Peserta [135 DIPA x 2 orang x 1 Keg]

3,000,0003,000,0001.0 Tahun  - ATK dan Barang Habis Pakai

2,880,000 > Pelaksanaan FGD

2,880,00060,00048.0 OK  - Konsumsi [24 Satke x 2 orang x 1 Keg]

2,220,000 > Penyusunan Laporan Spending Review

1,500,0001,500,0001.0 Tahun  - ATK dan Suplies Komputer [1 Tahun x 0 orang x 0 Keg]

720,00060,00012.0 OK  - Konsumsi Panitia, Peserta Kanwil dan Narasumber [12 
orang x 1 Keg]

2.0 DokumenReviu Pelaksanaan Anggaran U052 14,522,000

A Tanpa Subkomponen 14,522,000
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RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(015)

(08)

(528057)

KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditjen Perbendaharaan

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4,311,465,000Rp.

KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ 

KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2020

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/ 
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 2,992,000

2,500,000 > Pelaksanaan FGD Satker

2,500,0001,250,0002.0 Keg  - ATK dan Suplies Komputer

492,000 > Pelaksanaan FGD KPPN

360,00060,0006.0 OK  - Konsumsi Peserta [6 KPPN x 1 orang x 1 Keg]

132,00066,0002.0 OK  - Konsumsi Panitia

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,230,000

5,500,0001,100,0005.0 OK  - Transport [5 KPPN x 1 orang x 1 Kali]

2,690,000538,0005.0 OH  - Akomodasi [5 KPPN x 1 orang x 1 Hari x 1 Kali

3,040,000304,00010.0 OH  - Uang Harian [5 KPPN x 1 orang x 2 Hari x 1 Kali

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300,000

300,000150,0002.0 OK  - Perjalanan Dinas dalam kota [1 KPPN x 1 orang x 2 hari x 
1 Kali

4.0 DokumenPenyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran U053 16,080,000

A Tanpa Subkomponen 16,080,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 16,080,000

14,400,00060,000240.0 OK  - Konsumsi Peserta [30 satke x 2 orang x 4 keg]

1,680,00060,00028.0 OK  - Konsumsi Panitia dan Reviewer [7 orang x 4 Keg]

1.0 LaporanKoordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran054 35,130,000

A Tanpa Subkomponen 35,130,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 35,130,000

4,000,0004,000,0001.0 Keg  - ATK dan Supplies Komputer

16,200,00060,000270.0 OK  - Konsumsi Peserta [135 satke x 2 orang x 1 keg]

780,00060,00013.0 OK  - Konsumsi Panitia dan Reviewer [13 orang x 1 Keg]

14,150,00050,000283.0 OK  - Perlengkapan [283 orang x 1 Keg]

1.0 LaporanMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran U055 30,880,000

A Tanpa Subkomponen 30,880,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30,880,000

11,000,0001,100,00010.0 OK  - Transport [5 KPPN x 2 orang x 1 Kali]

10,760,000538,00020.0 OH  - Akomodasi [5 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Kali

9,120,000304,00030.0 OH  - Uang Harian [5 KPPN x 2 orang x 3 Hari x 1 Kali

1.0 LaporanMonitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kas056 12,352,000

A Tanpa Subkomponen 12,352,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12,352,000

4,400,0001,100,0004.0 OK  - Transport [2 KPPN x 2 orang x 1 Kali]

4,304,000538,0008.0 OH  - Akomodasi [2 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Kali

3,648,000304,00012.0 OH  - Uang Harian [2 KPPN x 2 orang x 3 Hari x 1 Kali
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RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(015)

(08)

(528057)

KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditjen Perbendaharaan

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4,311,465,000Rp.

KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ 

KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2020

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/ 
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2.0 LaporanMonitoring dan Evaluasi PNBP057 10,756,000

A Tanpa Subkomponen 10,756,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 2,700,000

2,700,000 > Forum Komunikasi Satker PNBP

2,400,00060,00040.0 OK  - Konsumsi Peserta [20 Satke x 2 orang x 1 Keg]

300,00060,0005.0 OK  - Konsumsi Panitia [5 orang x 1 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,456,000

3,280,000820,0004.0 OK  - Transport [2 orang x 2 Kali]

1,216,000304,0004.0 OH  - Akomodasi [2 orang x 1 Hari x 2 Kali]

2,960,000370,0008.0 OH  - Uang Harian [2 orang x 2 Hari x 2 Kali]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600,000

600,000150,0004.0 OK  - Perjalanan Dinas dalam kota [1 KPPN x 2 orang x 2 hari x 
1 Kali

Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran 1706.004.002 154,214,000

4.0 DokumenPenyusunan Kajian Fiskal Regional U051 41,446,000

A Penyediaan informasipenajaman data fiskal regional 18,096,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 2,400,000

2,400,00060,00040.0 OK  - Konsumsi [20 orang x 2 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000

3,600,000900,0004.0 OJ  - Honor Narasumber (Ekonom KemenkeuEksternal) [1 
orang x 2 Jam x 2 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,796,000

4,920,000820,0006.0 OK  - Transport [3 Pemda x 2 orang x 1 Keg]

3,228,000538,0006.0 OH  - Akomodasi [3 PEMDA x 2 orang x 1 Hari x 1 Keg

3,648,000304,00012.0 OH  - Uang Harian [3 PEMDA x 2 orang x 2 Hari x 1 Keg

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300,000

300,000150,0002.0 OK  - Perjalanan Dinas dalam kota [2 orang x 1 hari x 1 Keg]

B Pelaksanaan Reviu dan Publikasi Kajian Fiskal Regional 23,350,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 8,520,000

7,320,000 > Pelaksanaan Rakor serta Sosialisasi

3,000,0003,000,0001.0 Keg  - ATK dan Suplies Komputer

1,800,00060,00030.0 OK  - Konsumsi Peserta Pemda [15 Pemda x 2 orang x 1 Keg]

600,00060,00010.0 OK  - Konsumsi Peserta KL Unit Terkait [10 orang x 1 Keg]

720,00060,00012.0 OK  - Konsumsi Peserta KPPN [6 KPPN x 2 orang x 1 Keg]

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi Panitia dan Narasumber [20 orang x 1 Keg]

1,200,000 > Pelaksanaan FGD

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi [20 orang x 1 Frek]
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RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(015)

(08)

(528057)

KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditjen Perbendaharaan

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4,311,465,000Rp.

KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ 

KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2020

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/ 
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000

3,600,000900,0004.0 OJ  - Honor Narasumber (Ekonom KemenkeuEksternal) [1 
orang x 2 Jam x 2 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,230,000

5,500,0001,100,0005.0 OK  - Transport [5 KPPN x 1 orang x 1 Keg]

2,690,000538,0005.0 OH  - Akomodasi [5 KPPN x 1 orang x 1 Hari x 1 Keg

3,040,000304,00010.0 OH  - Uang Harian [5 KPPN x 1 orang x 2 Hari x 1 Keg

1.0 DokumenPenyusunan Profil keuangan Daerah U052 37,224,000

A Penyediaan  konfirmasi informasi Pengelolaan keuangan 
daerah dan bimtek keuangan daerah

30,524,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 2,400,000

2,400,00060,00040.0 OK  - Konsumsi [20 orang x 2 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27,524,000

11,480,000820,00014.0 OK  - Transport [7 Pemda x 2 orang x 1 Keg]

7,532,000538,00014.0 OH  - Akomodasi [7 Pemda x 2 orang x 1 Hari x 1 Keg

8,512,000304,00028.0 OH  - Uang Harian [7 Pemda x 2 orang x 2 Hari x 1 Keg

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600,000

600,000150,0004.0 OK  - Perjalanan Dinas dalam kota [0 KPPN x 2 orang x 1 hari x 
2 Keg

B PELAKSANAAN FGD SOSIALISASI PROFIL KEUANGAN 
DAERAH

6,700,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 6,700,000

5,500,000 > Pelaksanaan Rakor serta Sosialisasi

2,500,0002,500,0001.0 Keg  - ATK dan Suplies Komputer

1,800,00060,00030.0 OK  - Konsumsi Peserta Pemda [15 Pemda x 2 Orang x 1 Keg]

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi Panitia dan Narasumber [20 orang x 1 Keg]

1,200,000 > Pelaksanaan FGD

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi [20 orang x 1 Frek]

4.0 dokumenPembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah U053 15,300,000

A Pengkoordinasian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah 6,300,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 4,500,000

4,500,000 > Pelaksanaan Rapat KoordinasiDiseminasiSosialisasi

1,500,0001,500,0001.0 Keg  - ATK dan Suplies Komputer

1,800,00060,00030.0 OK  - Konsumsi Peserta Pemda [15 Pemda x 2 orang x 1 Keg]

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi Panitia dan Narasumber [20 orang x 1 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522151 Belanja Jasa Profesi 1,800,000

1,800,000900,0002.0 OJ  - Honor Narasumberekonom Kemenkeueksternal [1 orang 
x 2 Jam x 1 Keg]

B Pembinaan dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah 9,000,000
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RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(015)

(08)

(528057)

KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditjen Perbendaharaan

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4,311,465,000Rp.

KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ 

KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2020

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/ 
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 9,000,000

3,000,000 > Pelaksanaan FGD

1,800,00060,00030.0 OK  - Konsumsi Peserta Pemda [15 Pemda x 2 orang x 1 Keg]

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi Panitia dan Narasumber [20 orang x 1 Keg]

6,000,000 > Pelaksanaan Rapat serta SosialisasiBimtek

3,000,0003,000,0001.0 Tahun  - ATK dan Suplies Komputer

1,800,00060,00030.0 OK  - Konsumsi Peserta Pemda [15 Pemda x 2 Orang x 1 Keg]

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi Panitia dan Narasumber [20 orang x 1 Frek]

3.0 Dokumen
Pembinaan dan Monitoring atas Investasi Pemerintah, 
Pinjaman,  Kredit Program, dan Pembiayaan Ultra Mikro 
(UMi)

U054 38,770,000

A Bimtek pelaksanaan kredit program dan pembiayaan UMi 17,950,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 6,720,000

6,720,000 > Pelaksanaan Bimtek

3,000,0003,000,0001.0 Keg  - ATK dan Suplies Komputer

2,520,00060,00042.0 OK  - Konsumsi Peserta Pemda [21 Pemda x 2 orang x 1 Keg]

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi Panitia dan Narasumber [20 orang x 1 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,230,000

5,500,0001,100,0005.0 OK  - Transport [5 KPPN x 1 orang x 1 Keg]

2,690,000538,0005.0 OH  - Akomodasi [5 KPPN x 1 orang x 1 Hari x 1 Keg

3,040,000304,00010.0 OH  - Uang Harian [5 KPPN x 1 orang x 2 Hari x 1 Keg

B Monitoring dan  Evaluasi kredit program 16,328,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15,728,000

6,560,000820,0008.0 OK  - Transport [4 Pemda x 2 orang x 1 Keg]

4,304,000538,0008.0 OH  - Akomodasi [4 Pemda x 2 orang x 1 Hari x 1 Keg

4,864,000304,00016.0 OH  - Uang Harian [4 PEMDA x 2 orang x 2 Hari x 1 Keg

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600,000

600,000150,0004.0 OK  - Perjalanan Dinas dalam kota [2 Orang x 1 Hari x 2 Keg]

C Monitoring dan  Evaluasi Pembiayaan UMi 4,492,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,492,000

4,492,000 > Perjalanan Dinas Pembinaan KPPN

2,200,0001,100,0002.0 OK  - Transport [1 KPPN x 2 orang x 1 Keg]

1,076,000538,0002.0 OH  - Akomodasi [1 KPPN x 2 orang x 1 Hari x 1 Keg

1,216,000304,0004.0 OH  - Uang Harian [1 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Keg

2.0 DokumenMonitoring atas Dana Transfer dan Dana Desa U055 8,984,000

A Tanpa Subkomponen 8,984,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,984,000
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RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(015)

(08)

(528057)

KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditjen Perbendaharaan

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4,311,465,000Rp.

KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ 

KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2020

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/ 
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8,984,000 > Perjalanan Dinas Pembinaan KPPN

4,400,0001,100,0004.0 OK  - Transport [2 KPPN x 2 orang x 1 Keg]

2,152,000538,0004.0 OH  - Akomodasi [2 KPPN x 2 orang x 1 Hari x 1 Keg

2,432,000304,0008.0 OH  - Uang Harian [2 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Keg

2.0 Dokumen
Konsolidasi data perhitungan fihak ketiga dan tuntutan 
ganti rugi

U056 12,490,000

A Tanpa Subkomponen 12,490,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 1,260,000

1,260,000 > Pelaksanaan FGD

360,00060,0006.0 OK  - Konsumsi Peserta KPPN [6 KPPN x 1 orang x 1 Keg]

900,00060,00015.0 OK  - Konsumsi Panitia dan Narasumber [15 orang x 1 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,230,000

11,230,000 > Perjalanan Dinas Peserta KPPN Luar Kota

5,500,0001,100,0005.0 OK  - Transport [5 KPPN x 1 orang x 1 Keg]

2,690,000538,0005.0 OH  - Akomodasi [5 KPPN x 1 orang x 1 Hari x 1 Keg

3,040,000304,00010.0 OH  - Uang Harian [5 KPPN x 1 orang x 2 Hari x 1 Keg

Hasil Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah 29.0 Laporan1706.005 333,940,000

Lokasi : KOTA PONTIANAK

Tanpa Sub Output1706.005.001 333,940,000

12.0 LaporanSupervisi Proses Bisnis KPPN U051 212,534,000

A Pelaksanaan Supervisi Proses Bisnis KPPN 178,720,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 178,720,000

178,720,000 > Perjalanan Dinas Pembinaan KPPN

44,000,0001,100,00040.0 OK  - Transport [5 KPPN x 4 orang x 2 Keg]

86,080,000538,000160.0 OH  - Akomodasi [5 KPPN x 4 orang x 4 Hari x 2 Keg

48,640,000304,000160.0 OH  - Uang Harian [5 KPPN x 4 orang x 4 Hari x 2 Keg

B WorkshopSosialisasi Impementasi ISO 23,630,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 720,000

720,00060,00012.0 OK  - Konsumsi Peserta [6 KPPN x 2 orang x 1 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22,460,000

22,460,000 > Perjalanan Dinas dalam rangka workshop

11,000,0001,100,00010.0 OK  - Transport [5 KPPN x 2 orang x 1 Keg]

5,380,000538,00010.0 OH  - Akomodasi [5 KPPN x 2 orang x 1 Hari x 1 Keg

6,080,000304,00020.0 OH  - Uang Harian [5 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Keg

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450,000

450,000150,0003.0 OK  - Perjalanan Dinas dalam kota [1 KPPN x 3 orang x 1 hari x 
1 Keg

C Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISO 8,984,000
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RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,984,000

4,400,0001,100,0004.0 OK  - Transport [2 KPPN x 2 orang x 1 Kali]

2,152,000538,0004.0 OH  - Akomodasi [2 KPPN x 2 orang x 1 Hari x 1 Kali

2,432,000304,0008.0 OH  - Uang Harian [2 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Kali

D Evaluasi dan Perbaikan Proses Bisnis serta Penyusunan 
Laporan

1,200,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 1,200,000

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi RapatFGD [10 orang x 2 Frek]

12.0 LaporanSupervisi Teknis Aplikasi U052 69,376,000

A Pelaksanaan Supervisi Teknis Aplikasi 61,760,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61,760,000

61,760,000 > Perjalanan Dinas Supervisi Teknis Aplikasi

22,000,0001,100,00020.0 OK  - Transport [5 KPPN x 2 orang x 2 Keg]

21,520,000538,00040.0 OH  - Akomodasi [5 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 2 Keg

18,240,000304,00060.0 OH  - Uang Harian [5 KPPN x 2 orang x 3 Hari x 2 Keg

C Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Komunikasi 
Pegawai

6,176,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,176,000

2,200,0001,100,0002.0 OK  - Transport [1 KPPN x 2 orang x 1 Kali]

2,152,000538,0004.0 OH  - Akomodasi [1 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Kali

1,824,000304,0006.0 OH  - Uang Harian [1 KPPN x 2 orang x 3 Hari x 1 Kali

D Koordinasi Inovasi layanan 1,440,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 1,440,000

1,440,00060,00024.0 OK  - Konsumsi RapatFGD [12 orang x 2 Frek]

3.0 LaporanPelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal U053 34,278,000

A WorkshopSosialisasi WBKWBBM dan Manajemen Risiko 12,790,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 1,560,000

360,00060,0006.0 OK  - Konsumsi Peserta KPPN [6 KPPN x 1 orang x 1 Keg]

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi Peserta Kanwil [20 Orang x 1 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,230,000

11,230,000 > Perjalanan Dinas

5,500,0001,100,0005.0 OK  - Transport [5 KPPN x 1 orang x 1 Keg]

2,690,000538,0005.0 OH  - Akomodasi [5 KPPN x 1 orang x 1 Hari x 1 Keg

3,040,000304,00010.0 OH  - Uang Harian [5 KPPN x 1 orang x 2 Hari x 1 Keg

B Pemantauan Kode Etik dan Kepatuhan Pegawai 4,492,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,492,000

2,200,0001,100,0002.0 OK  - Transport [1 KPPN x 2 orang x 1 Kali]
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1,076,000538,0002.0 OH  - Akomodasi [1 KPPN x 2 orang x 1 Hari x 1 Kali

1,216,000304,0004.0 OH  - Uang Harian [1 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Kali

C Pemantauan Pengendalian Intern Pengujian Kepatuhan dan 
Penyusunan Laporan

1,500,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 1,500,000

1,500,0001,500,0001.0 Tahun  - PencetakkanPenggandaanLaminasi [1 Tahun x 0 orang x 
0 Keg]

D Monitoring Akselerasi Zona Integritas WBKWBBM 8,984,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,984,000

4,400,0001,100,0004.0 OK  - Transport [2 KPPN x 2 orang x 1 Kali]

2,152,000538,0004.0 OH  - Akomodasi [2 KPPN x 2 orang x 1 Hari x 1 Kali

2,432,000304,0008.0 OH  - Uang Harian [2 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Kali

E Pelaksanaan Manajemen Resiko 2,020,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 2,020,000

1,000,0001,000,0001.0 Tahun  - Pencetakan Dokumen Piagam

1,020,00060,00017.0 OK  - Konsumsi Rapat Penyusunan Profil Resiko [17 orang x 1 
Frek x 0 Keg]

F Monev Tindak Lanjut Penyelesaian LHP, Pulbaket dan 
Pendampingan Saksi Ahli

4,492,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,492,000

2,200,0001,100,0002.0 OK  - Transport [1 KPPN x 2 orang x 1 Kali]

1,076,000538,0002.0 OH  - Akomodasi [1 KPPN x 2 orang x 1 Hari x 1 Kali

1,216,000304,0004.0 OH  - Uang Harian [1 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Kali

1.0 LaporanUji Petik Kepatuhan Bank/ Pos Persepsi U054 5,400,000

A Tanpa subkomponen 5,400,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,400,000

3,600,000150,00024.0 OK  - Transport Lokal [12 BP x 2 orang x 1 hari x 1 Keg

1,800,000150,00012.0 OF  - Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [12 Bank x 1 
FREK]

1.0 LaporanPembinaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan U055 12,352,000

A Pembinaan Jabatan Fungsional 6,176,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,176,000

2,200,0001,100,0002.0 OK  - Transport [1 KPPN x 2 orang x 1 Kali]

2,152,000538,0004.0 OH  - Akomodasi [1 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Kali

1,824,000304,0006.0 OH  - Uang Harian [1 KPPN x 2 orang x 3 Hari x 1 Kali

B Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Sertifikasi 
Bendahara pada KPPN selaku UPS

6,176,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,176,000

2,200,0001,100,0002.0 OK  - Transport [1 KPPN x 2 orang x 1 Kali]

2,152,000538,0004.0 OH  - Akomodasi [1 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Kali

1,824,000304,0006.0 OH  - Uang Harian [1 KPPN x 2 orang x 3 Hari x 1 Kali
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Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah 
Pusat dan Daerah

310.0 Dokumen1706.009 177,630,000

Lokasi : KOTA PONTIANAK

Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Pusat1706.009.001 136,226,000

1.0 KegiatanPenyerahan DIPA U051 49,630,000

A Tanpa Subkomponen 49,630,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 38,280,000

37,440,000 > Pelaksanaan Penyerahan DIPA

3,000,0003,000,0001.0 Keg  - ATK dan Supplies Komputer

32,040,00060,000534.0 OK  - Konsumsi Peserta (Satker Provinsi) [267 Satke x 2 orang 
x 1 Keg]

1,800,00060,00030.0 OK  - Konsumsi Peserta (PEMDA) [15 PEMDA x 2 orang x 1 
Keg]

600,00060,00010.0 OK  - Konsumsi Panitia, Peserta Kanwil dan Narasumber [10 
orang x 1 Keg]

840,000 > Penyerahan DIPA

840,00060,00014.0 OK  - Konsumsi Panitia, Peserta Kanwil dan Narasumber [14 
orang x 1 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,450,000

2,450,000 > Panitia Kegiatan Provinsi

2,450,000350,0007.0 OK  - Panitia [7 orang x 1 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522141 Belanja Sewa 5,000,000

5,000,0005,000,0001.0 Keg  - Sewa Peralatan

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522151 Belanja Jasa Profesi 1,800,000

1,800,000900,0002.0 OJ  - Honor Narasumber [1 orang x 2 jam]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,100,000

2,100,000150,00014.0 OK  - Transpor Lokal Panitia [14 orang x 1 Keg]

267.0 DokumenPenyelesaian Pengesahan Revisi DIPA U052 2,000,000

A Tanpa Subkomponen 2,000,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 2,000,000

2,000,0002,000,0001.0 Tahun  - Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi

1.0 Dokumen
Pelaksanaan Survei Bahan Sumbangan Standar Biaya 
Masukan

U053 15,100,000

A Tanpa Subkomponen 15,100,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 1,500,000

1,500,0001,500,0001.0 Keg  - ATK dan Suplies Komputer

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10,000,000

10,000,00010,000,0001.0 Tahun  - Perjalanan Dinas dalam rangka penyusunan Masukan 
SBM [1 Tahun x 0 orang x 0 Kali]
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RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,600,000

3,600,000150,00024.0 OK  - Transpor Lokal [2 orang x 12 Kali]

1.0 DokumenPengelolaan Register Hibah054 5,900,000

A Tanpa Subkomponen 5,900,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 5,900,000

5,900,000 > Sosialisasi Peraturan Administrasi Pengelolaan Hibah

2,000,0002,000,0001.0 Keg  - ATK Sosialisasi

3,600,00060,00060.0 OK  - Konsumsi Peserta [30 Satke x 2 orang x 1 Keg]

300,00060,0005.0 OK  - Konsumsi Panitia [5 orang x 1 Keg]

3.0 DokumenPelaksanaan pembinaan Satuan Kerja BLU U055 10,976,000

A Tanpa Subkomponen 10,976,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 2,660,000

2,660,000 > FGD Satker BLU

2,000,0002,000,0001.0 Keg  - ATK Sosialisasi

360,00060,0006.0 OK  - Konsumsi Peserta [3 BLU x 2 orang x 1 Keg]

300,00060,0005.0 OK  - Konsumsi Panitia [5 orang x 1 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,616,000

1,640,000820,0002.0 OK  - Transport [1 Satke x 2 orang x 1 Keg]

2,152,000538,0004.0 OH  - Akomodasi [1 Satke x 2 orang x 2 Hari x 1 Keg

1,824,000304,0006.0 OH  - Uang Harian [1 Satke x 2 orang x 3 Hari x 1 Keg

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,700,000

2,700,000150,00018.0 OK  - Transpor Lokal [9 Satke x 2 orang x 1 Hari x 1 Keg

1.0 Kegiatan
Pelaksanaan Pembinaan terkait Peraturan/Kebijakan 
Pelaksanaan Anggaran

U056 52,620,000

A Tanpa Subkomponen 52,620,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 21,740,000

4,000,0004,000,0001.0 Keg  - ATK dan Supplies Komputer

16,020,00060,000267.0 OK  - Konsumsi Peserta [267 Satke x 1 orang x 1 Keg]

720,00060,00012.0 OK  - Konsumsi Panitia, Peserta Kanwil dan Narasumber [12 
orang x 1 Keg]

1,000,0001,000,0001.0 Keg  - BannerSpanduk

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30,880,000

11,000,0001,100,00010.0 OK  - Transport [5 KPPN x 2 orang x 1 Keg]

10,760,000538,00020.0 OH  - Akomodasi [5 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Keg

9,120,000304,00030.0 OH  - Uang Harian [5 KPPN x 2 orang x 3 Hari x 1 Keg

Dokumen Hasil Layanan  Pelaksanaan Anggaran Daerah1706.009.002 41,404,000

3.0 DokumenLayanan Pelaksanaan Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman U051 3,580,000

A Tanpa Subkomponen 3,580,000
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RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 3,580,000

720,00060,00012.0 OK  - Konsumsi Peserta [3 Debit x 2 orang x 2 Keg]

360,00060,0006.0 OK  - Konsumsi Petugas Rekonsiliasi [3 orang x 2 Keg]

2,500,0002,500,0001.0 Tahun  - DokumentasiPEncetakkanPenggandaan

35.0 DokumenAsistensi/Pembinaan Pelaksanaan Keuangan BLU Daerah U052 37,824,000

A Tanpa Subkomponen 37,824,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 7,900,000

2,500,0002,500,0001.0 Keg  - ATK dan Supplies Komputer

4,200,00060,00070.0 OK  - Konsumsi Peserta [35 Satke x 2 orang x 1 Keg]

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi Panitia, Peserta Kanwil dan Narasumber [20 
orang x 1 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27,524,000

11,480,000820,00014.0 OK  - Transport [7 Satke x 2 orang x 1 Keg]

7,532,000538,00014.0 OH  - Akomodasi [7 Satke x 2 orang x 1 Hari x 1 Keg

8,512,000304,00028.0 OH  - Uang Harian [7 Satke x 2 orang x 2 Hari x 1 Keg

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,400,000

2,400,000150,00016.0 OHF  - Transpor Lokal [0 Ha x 2 orang x 2 Hari x 4 Frek

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.0 Layanan1706.951 269,889,000

Lokasi : KOTA PONTIANAK

Tanpa Sub Output1706.951.001 269,889,000

2.0 UnitPengadaan Kendaraan Bermotor995 269,889,000

A Tanpa Sub Komponen 269,889,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 269,889,000

27,889,00027,889,0001.0 Unit  - Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

242,000,000242,000,0001.0 Unit  - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.0 Layanan1706.970 397,698,000

Lokasi : KOTA PONTIANAK

Tanpa Sub Output1706.970.001 397,698,000

3.0 Dokumen
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana 
Anggaran

U051 12,500,000

A Tanpa Subkomponen 12,500,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12,500,000

12,500,00012,500,0001.0 Tahun  - Penyelesaian RenstraRenjaRKAKL

2.0 LaporanPelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi U052 38,080,000

A Tanpa Subkomponen 38,080,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7,200,000

7,200,000600,00012.0 Bulan  - Pengelolaan IKUDAMSLAKIPDKODKI dan ABK
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RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30,880,000

30,880,000 > Rakor Penyusunan Pengelolaan Kinerja

11,000,0001,100,00010.0 OK  - Transport [5 KPPN x 1 orang x 2 Keg]

10,760,000538,00020.0 OHF  - Akomodasi [5 KPPN x 1 orang x 2 Hari x 2 Keg

9,120,000304,00030.0 OHF  - Uang Harian [5 KPPN x 1 orang x 3 hari x 2 Keg

2.0 LaporanPengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan U053 61,760,000

A Tanpa Subkomponen 61,760,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61,760,000

61,760,000 > Rakor Penyusunan Laporan Keuangan

22,000,0001,100,00020.0 OK  - Transport [5 KPPN x 2 orang x 2 Keg]

21,520,000538,00040.0 OHF  - Akomodasi [5 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 2 Keg

18,240,000304,00060.0 OHF  - Uang Harian [5 KPPN x 2 orang x 3 hari x 2 Keg

5.0 KegiatanPengelolaan Kepegawaian U054 140,358,000

A Tanpa Subkomponen 140,358,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521211 Belanja Bahan 11,820,000

5,000,0005,000,0001.0 Tahun  - ATK dan Bahan Habis Pakai

6,820,000 > Peningkatan Kualitas SDM

3,720,00060,00062.0 OK  - Konsumsi [62 orang x 1 Kali]

3,100,00050,00062.0 OK  - Barang Habis Pakai [62 orang x 1 Kali]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,400,000

2,400,000400,0006.0 Ok  - Honoarrium Rohaniawan dalam rangka pelantikan [3 
orang x 2 Keg]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6,600,000

6,600,0003,300,0002.0 Keg  - Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000

3,600,000900,0004.0 OJ  - Honararium narasumber dalam rangka peningkatan 
kualitas SDM [2 orang x 1 Jam x 2 Frek]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600,000

600,000150,0004.0 OK  - Transport Narasumber kegiatan peningkatan kualitas 
SDM [2 orang x 2 Kali]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 115,338,000

48,750,000625,00078.0 OHF  - Pelaksanaan SosialisasiWorkshopDiseminasi [39 orang x 
2 hari x 1 Keg]

66,588,000 > Peningkatan Kualitas SDM

41,168,000664,00062.0 OH  - Paket Fullboard [62 orang x 1 Hari x 1 Keg]

9,300,000150,00062.0 OK  - Transport [62 orang x 1 Hari x 1 Keg]

16,120,000130,000124.0 OH  - Uang Saku [62 orang x 2 Hari x 1 Keg]

4.0 KegiatanPelayanan Umum,  Rumah Tangga dan Kehumasan U055 145,000,000
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A Tanpa Subkomponen 145,000,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 145,000,000

30,000,0007,500,0004.0 Keg  - Biaya Kehumasan

30,000,00030,000,0001.0 Tahun  - Biaya Kesekretariatan Perwakilan Kemenkeu

85,000,00085,000,0001.0 Tahun  - Biaya HORI

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan1706.994 2,622,262,000

Lokasi : KOTA PONTIANAK

Tanpa Sub Output1706.994.001 2,622,262,000

13.0 BulanGaji dan Tunjangan U001 747,096,000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 747,096,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

511129 Belanja Uang Makan PNS 482,676,000

79,800,00035,0002280.0 OH  - Golongan I dan II [10 Pegaw x 19 Hari x 12 Bulan]

337,440,00037,0009120.0 OH  - Golongan III [40 Pegaw x 19 Hari x 12 Bulan]

65,436,00041,0001596.0 OH  - Golongan IV [7 Pegaw x 19 Hari x 12 Bulan]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

512211 Belanja Uang Lembur 264,420,000

20,400,00017,0001200.0 OJ  - Uang Lembur Golongan I dan II [10 Pegaw x 2 Jam x 60 
Hari]

96,000,00020,0004800.0 OJ  - Uang Lembur Golongan III [40 Pegaw x 2 Jam x 60 Hari]

21,000,00025,000840.0 OJ  - Uang Lembur Golongan IV [7 Pegaw x 2 Jam x 60 Hari]

17,220,00041,000420.0 OH  - Uang Makan Lembur Golongan IV [7 Pegaw x 0 Jam x 60 
Hari]

88,800,00037,0002400.0 OH  - Uang Makan Lembur Golongan III [40 Pegaw x 0 Jam x 
60 Hari]

21,000,00035,000600.0 OH  - Uang Makan Lembur Golongan I dan II [10 Pegaw x 0 
Jam x 60 Hari]

12.0 Bulan
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 
Perkantoran

U002 1,875,166,000

A Keperluan Seharihari perkantoran 552,985,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 409,985,000

3,000,0003,000,0001.0 Tahun  - Kertas Berhargamaterai

91,200,00091,200,0001.0 Tahun  - Keperluan Seharihari Perkantoran (Pegawai Kurang dari 
40)

315,785,000 > Honorarium dan Lembur PPNPN

161,915,0002,491,00065.0 OB  - Honor Satpam [5 Satpa x 13 Bulan]

7,800,00013,000600.0 OJ  - Lembur Satpam [5 Satpa x 2 Jam x 60 Hari]

64,766,0002,491,00026.0 OB  - Honor Supir [2 Supir x 13 Bulan]

3,120,00013,000240.0 OJ  - Lembur Sopir [2 Sopir x 2 Jam x 60 Hari]

58,864,0002,264,00026.0 OB  - honor Pramubhakti [2 Pramu x 13 Bulan]

3,120,00013,000240.0 OJ  - Lembur Pramubhakti [2 Pramu x 2 Jam x 60 Hari]

16,200,00030,000540.0 OH  - Uang Makan Lembur [9 PPNPN x 0 Jam x 60 Hari]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 33,000,000

8,000,0008,000,0001.0 Tahun  - Pelaksanaan Kearsipan

25,000,00025,000,0001.0 Tahun  - DokumentasiPencetakkanPenggandaanLaminasi
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RM

(KPPN.042-Pontianak)

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 110,000,000

110,000,000110,000,0001.0 Tahun  - Persediaan Barang Konsumsi

B Langganan Daya dan Jasa 229,682,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 38,412,000

38,412,0003,201,00012.0 Bulan  - PosPengepakanPengirimanPengangkutan

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522111 Belanja Langganan Listrik 145,982,000

145,982,00012,165,20012.0 Bulan  - Listrik

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522112 Belanja Langganan Telepon 6,000,000

6,000,000500,00012.0 Bulan  - Telepon

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522113 Belanja Langganan Air 36,588,000

36,588,0003,049,00012.0 Bulan  - Air

RM

(KPPN.042-Pontianak)

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2,700,000

2,700,000225,00012.0 Bulan  - Belanja Langganan Zoom

C Pemeliharaan Perkantoran 720,130,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 399,424,000

296,640,000160,0001854.0 M2  - Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat

54,000,000108,000500.0 M2  - Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat

48,784,0008,0006098.0 M2  - Pemeliharaan Halaman Kantor

RM

(KPPN.042-Pontianak)

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 36,896,000

12,960,000108,000120.0 M2  - Pemeliharaan Rumah Jabatan Kakanwil

6,496,0008,000812.0 M2  -  Pemeliharaan Halaman Rumah Jabatan Kakanwil

4,480,0008,000560.0 M2  - Pemeliharaan Halaman Rumah Jabatan Kepala KPPN 
Pontianak

12,960,000108,000120.0 M2  - Pemeliharaan Rumah Jabatan Kepala KPPN Pontianak

RM

(KPPN.042-Pontianak)

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 283,810,000

38,750,00038,750,0001.0 unit  - Kendaraan Pejabat Eselon II

136,640,00034,160,0004.0 unit  - Kendaraan roda 4

3,760,0003,760,0001.0 unit  - Kendaraan roda 2

4,560,00080,00057.0 unit  - Inventaris Kantor

38,690,000730,00053.0 unit  - PCLaptop

29,890,000610,00049.0 unit  - AC SplitStanding FloorCassette

1,600,000800,0002.0 unit  - Faksimili

15,870,000690,00023.0 Unit  - Printer

3,900,000300,00013.0 unit  - Tabung Pemadam

10,150,00010,150,0001.0 unit  - Genset
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D Pelaksanaan Operasional Kantor 372,369,000

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 142,800,000

128,400,000128,400,0001.0 Tahun  - Honor Pengelola Keuangan

14,400,00014,400,0001.0 THN  - Honor Tim SAI

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 143,759,000

7,000,0007,000,0001.0 Tahun  - Penyelesaian LHP dan SAI

40,320,0003,360,00012.0 bulan  - Konsumsi Penerimaan TamuGKM

3,000,000250,00012.0 Bulan  - Peningkatan Kebugaran

54,159,000 > Seragam

44,574,000782,00057.0 Stel  - Pegawai [57 Pegaw x 1 Stel x 1 Tahun]

7,345,0001,469,0005.0 Stel  - Satpam [5 Satpa x 1 Stel x 1 Tahun]

1,120,000560,0002.0 Stel  - Pramubhakti [2 Pramu x 1 Stel]

1,120,000560,0002.0 Stel  - Sopir [2 Sopir x 1 Stel]

20,550,000 > Obatobatan dan Dokter

8,550,000150,00057.0 OT  - Obatobatan [57 Pegaw x 1 Tahun]

12,000,0001,000,00012.0 BLN  - Dokter

10,810,000 > Pelaksanaan SosialisasiWorkshopDiseminasi Kanwil DJPb

6,300,00060,000105.0 OK  - Konsumsi Peserta Kanwil [35 Orang x 3 Kali]

1,750,00050,00035.0 OK  - Barang Habis Pakai Peserta Kanwil [35 Orang x 1 Kali]

2,160,00060,00036.0 OK  - Konsumsi Peserta KPPN [6 KPPN x 2 Orang x 3 Kali]

600,00050,00012.0 OK  - Barang Habis Pakai Peserta KPPN [6 KPPN x 2 Orang x 
1 Kali]

2,640,000 > Koordinasi Pengelolaan Kinerja

1,200,00060,00020.0 OK  - Konsumsi Peserta Kanwil [10 Orang x 2 Kali x 1 Hari]

1,440,00060,00024.0 OK  - Konsumsi Peserta KPPN [6 KPPN x 2 Orang x 2 Kali x 1 
Hari

5,280,000 > Koordinasi Penyusunan LK Tingkat UAPPAW

2,400,00060,00040.0 OK  - Konsumsi Peserta Kanwil [10 Orang x 2 Kali x 2 Hari]

2,880,00060,00048.0 OK  - Konsumsi Peserta KPPN [6 KPPN x 2 Orang x 2 Kali x 2 
Hari

RM

(KPPN.042-Pontianak)

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 11,760,000

8,160,000680,00012.0 OB  - Honor Pejabat PBJ [1 Orang x 12 Bulan]

3,600,000300,00012.0 OB  - Honor Penyimpan dan Pengurus BMN [1 Orang x 12 
Bulan]

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68,650,000

37,770,000 > Konsultasi ke Pusat

21,378,0003,563,0006.0 Ok  - Transportasi [2 orang x 3 Kali]

8,760,000730,00012.0 OHF  - Akomodasi [2 orang x 2 hari x 3 Frek]

7,632,000424,00018.0 OHF  - Uang Harian [2 orang x 3 hari x 3 Frek]

30,880,000 > Koordinasi RapatPembinaanKonsultasi

11,000,0001,100,00010.0 OK  - Transport [5 KPPN x 2 Orang x 1 Kali]

10,760,000538,00020.0 OH  - Akomodasi [5 KPPN x 2 orang x 2 Hari x 1 Kali
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9,120,000304,00030.0 OH  - Uang Harian [5 KPPN x 2 orang x 3 Hari x 1 Kali

RM

(KPPN.042-Pontianak)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,400,000

5,400,000150,00036.0 OK  - Transpor lokal dalam rangka koordinasi [3 Orang x 12 
Kali]

NIP. 196908111991031001

EDIH MULYADI

Pontianak, 12 November 2019Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang

3. * = Blokir
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KATA PENGANTAR 

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek 

perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk 

mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based 

budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat ini 

merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis (Renstra), dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui kegiatan 

tahunan. Penyusunan Dokumen dilakukan selaras dengan agenda penyusunan program 

dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan yang hendak dicapai pada tahun berjalan. 

Penyusunan RKT Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat ini didasarkan pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam dokumen RKT ini, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat menyusun program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, 

lengkap dengan kalender kegiatan dan rencana biaya yang dibutuhkan. Dengan demikian 

RKT diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat daam pelaksanaan tugas selama setahun.  

 

Pontianak,      Januari 2020 

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

 

 

Edih Mulyadi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Rencana Kerja 

Tahunan disusun 

dengan harapan 

semua kegiatan 

menjadi terarah 

dan terukur. 

 Sebagai bagian dari manajemen kinerja, perencanaan kinerja 

menjadi key-issue yang harus menjadi perhatian dan dipecahkan oleh 

pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang 

mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan 

pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan 

tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun 

manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja 

yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja 

yang baik maka pelaksananaan renstra juga dapat dipantau tingkat 

pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat 

berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan 

memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih 

cepat. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), dan akan 

dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui kegiatan tahunan. 

Penyusunan Dokumen dilakukan selaras dengan agenda 

penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan 

yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat ini didasarkan pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, 

sasaran kegiatan utama, indikator kinerja utama (IKU), dan target 

yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan Dalam SAKIP terdapat 

beberapa komponen yang harus dipenuhi yakni Perencanaan 

Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, 

Capaian Kinerja. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah salah satu sub 

komponen yang harus ada dari komponen Perencanaan Kinerja 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. RKT Tahun 2020 ini 

merupakan bagian dari rencana implementasi program dan kegiatan 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan harapan semua 

kegiatan menjadi terarah dan terukur untuk pencapaian Sasaran 

Strategis dan lndikator Kinerja Utama Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat. 
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B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Program dan 

Kegiatan menjadi 

acuan pencapaian 

target Kanwil 

DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat 

pada tahun 2020 

 Penyusunan RKT Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 

diharapkan dapat memberikan gambaran Iangkah - langkah atas 

program dan kegiatan yang menjadi target kinerja di tahun 2020, 

dengan harapan dapat memberikan informasi rencana kinerja yang 

terukur kepada pemberi mandate maupun unit atas kinerja yang 

harus dicapai Maksud dari penyusunan RKT Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan 

akuntabilitas kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil 

DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. 

C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 

1. Tugas  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 

tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, 

bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, 

kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang 

perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

2. Fungsi  Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

melaksanakan fungsi:  

a. Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan 

anggaran; 

b. Pelaksanaan bimbingan teknis can supervisi atas pelaksanaan 

anggaran; 

c. Penyusuiian reviu belanja pemerintah (spending review) dan 

reviu pelaksanaan anggaran; 

d. Pembinaan teknis sistem akuntansi; 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer; 

f. Pelaksanaan akuntansi dan penysunan laporan keuangan 

pemerintah; 

g. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum (BLU); 

h. Pelaksaraan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP); 

i. Pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman 

dan kredit program di daerah; 

j. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara; 

k. Pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di 

daerah; 
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l. Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan 

pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum 

Negara (BUN); 

m. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi 

layanan; 

n. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan 

(customer relationship management); 

o. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Infrmasi 

Publik (KIP); 

p. Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ; 

q. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja; 

r. Pelaksanaan kepatuhan internal; dan 

s. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah. 

3. Struktur 

Organisasi 
 
 
 

 Struktur organisasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan terdiri dari: 

a. Bagian Umum 

  Bagian Umum memiliki tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, 

dukungan sarana dan prasarana kerja, melaksanakan urusan 

kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, tata 

usaha, rumah tangga, kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik 

(KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja. 

b. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I 

  Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan 

evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, 

penganggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta 

melaksanakan penyusunan reviu atas pelaksanaan dan analisis 

kinerja anggaran belanja pemerintah pusat. 

c. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II 

  Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas 

melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan 

anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, 

dana transfer, dan pelaksanaan anggaran daerah serta 

melaksanakan Kajian Fiskal Regional (KFR), analisis kinerja anggaran 

belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan 

Daerah serta layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah. 
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STRUKTUR ORGANISASI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

d. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

  Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem 

akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi 

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat 

Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melaksanakan penyusunan 

konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pedoman 

Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP), melaksanakan 

penyusunan statistik keuangan sesuai dengan Government Finance 

Statistics (GFS), serta melaksanakan analisis atas laporan keuangan. 

e. Bidang  Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan 

Kepatuhan Internal 

  Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan proses bisnis, supervise, implementasi, dan bimbingan 

teknis operasional aplikasi pada KPPN, melaksanakan koordinasi 

mutu layanan dan inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan standar 

tata kelola KPPN, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, 

pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan, melaksanakan perumusan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis, pembinaan 

pertanggungjawaban bendahara dan pengelola rekening 

pemerintah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen 

hubungan pengguna layanan (customer relationship management) 

serta pelaporan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola 

Perbendaharaan (treasury management representative). 

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

BAGIAN UMUM 

BIDANG 
PEMBINAAN 

PELAKSANAAN 
ANGGARAN I 

BIDANG 
PEMBINAAN 

PELAKSANAAN 
ANGGARAN II 

BIDANG 
SUPERVISI KPPN 
DAN KEPATUHAN 

INTERNAL 

BIDANG 
PEMBINAAN 

AKUNTANSI DAN 
PELAPORAN KEU. 

KPPN 
Pontianak 

KPPN 
Singkawang 

KPPN 
Sanggau 

KPPN 
Ketapang 

KPPN 
Sintang 

KPPN 
Putussibau 
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4. Sumber 
Daya 
Manusia 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu harus didukung 

dengan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki 

kompetensi serta professional. Secara keseluruhan, jumlah pejabat 

dan pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat per 1 Januari 

2020 adalah 52 orang. Adapun posisi menurut jabatan, gender, 

pendidikan, dan kelompok umur adalah sebagai berikut: 
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D. PERAN STRATEGIS 

Kanwil DJPb 

Provinsi 

Kalimantan Barat 

memiliki peran 

strategis dalam 

penyauran dana 

APBN di Provinsi 

Kalimantan Barat 

 Sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menempati 

posisi yang strategis dalam jajaran Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, setidaknya karena tiga alasan di bawah ini: 

1. Merupakan wakil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah 

yang mengemban fungsi Kuasa BUN di Daerah; 

2. Merupakan satu-satunya wakil Kementerian Keuangan dalam 

mengelola fiskal sehingga seluruh data, informasi dan pelaporan 

fiskal regional menjadi kekuatan untuk Ditjen Perbendaharaan. 

3. Merupakan ujung tombak Pelayanan Ditjen Perbendaharaan 

kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Dengan demikian, baik 

atau tidaknya pelayanan yang diberikan berdampak langsung 

pada citra Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Mengingat peran strategis yang diembannya ini, dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi, seluruh komponen Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat harus senantiasa berorientasi dan berusaha 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seiring dengan  

tuntutan  masyarakat  tanpa  mengabaikan  ketentuan/prosedur  

yang berlaku. Keberhasilan mengemban amanat ini, disadari sangat 

dipengaruhi oleh tiga komponen dominan yang saling berkaitan satu 

sama lain yaitu SDM yang berkualitas yang ditopang oleh Standard 

Operating Procedure (SOP) dan senantiasa mengantisipasi 

perkembangan yang terjadi serta tersedianya dukungan teknis dan 

administratif terhadap pelaksanaan tugas.  

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat juga mengambil peran 

penting dalam mewujudkan Nawacita, antara lain: 

1. Sejalan dengan Nawacita ke 3, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat berperan dalam mensukseskan program pembangunan 

kawasan pedesaan melalui pembinaan dan koordinasi 

penyaluran Dana Desa serta penguatan tata kelola pemerintah 

daerah.  

2. Sejalan dengan Nawacita ke 7, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat berperan dalam penguatan sektor keuangan dan kapasitas 

fiskal pemerintah melalui penyempurnaan kebijakan kredit 

usaha rakyat (KUR), implementasi Integrated Financial 

Management Information System (IFMIS) dalam pengelolaan dana 

APBN melalui aplikasi Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN), 

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan spending 

review.  
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3. Selain itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan 

Barat secara aktif bertugas melaksanakan pengawasan dan 

evaluasi atas pelaksanaan anggaran, khususnya alokasi 

anggaran untuk program-program prioritas yg mendukung 

pencapaian Nawacita. 

Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari, fungsi-fungsi treasury dapat 

berkembang untuk mengikuti tuntutan stakeholders. Konsep 

keterpaduan telah diperluas dari sekedar untuk kepentingan salah 

satu fungsi secara sempit, menjadi lebih komprehensif dan 

menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi. 
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BAB II 
PERENCANAAN 

KINERJA 

A. RENCANA STRATEGIS 

Rencana Kerja 

Tahunan disusun 

dengan harapan 

semua kegiatan 

menjadi terarah 

dan terukur. 

 Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil 

DJPb Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2025 beserta hasil 

reviunya, tujuan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dapat 

dikelompokan dalam 9 (sembilan) tema pokok dengan tujuan 

strategis yang jelas dan terukur sebagai berikut: 

1. Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif, 

dengan indikator kinerja: 

a. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L; 

b. Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil;  

c. Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil;  

2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien, 

dengan indikator kinerja: 

a. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil.  

3. Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal, dengan indikator 

kinerja: 

a. Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker 

yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 100%; 

4. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang 

berkesinambungan, dengan indikator kinerja: 

a. Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan 

dan supervisi Kanwil; 

b. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi; 

c. Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI.  

5. Pengelolaan kas  dan fasilitasi investasi  yang pruden dan 

optimal, dengan indikator kinerja: 

a. Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil; 

b. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring 

pinjaman dan kredit program; 

6. Monev Perbendaharaan dengan indikator kinerja: 

a. Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil; 

b. Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada 

KPPN. 

7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, 

transparan dan tepat waktu, dengan indikator kinerja: 

a. Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) 

tingkat wilayah 
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8. Pengelolaan organisasi  dan SDM yang optimal dengan indikator 

kinerja: 

a. Nilai rata-rata hard competency pegawai; 

b. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal;  

c. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused 

Organization; 

d. Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan 

9. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal dengan indikator 

kinerja: 

1. Persentase pengelolaan BMN yang optimal; 

b. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil.  

B. PENETAPAN KINERJA 

Penetapan Kinerja tahun 2020 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dijabarkan dalam 12 

(dua belas) Sasaran Strategis dan 19 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran 

Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

           PETA STRATEGI KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 
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Pada tahun 2020, 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 19 (sembilan belas) 

Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada 

Tabel 2.1. 

TABEL 2.1. 

TARGET IKU KEMENKEU-TWO KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 

No 
Sasaran Program/ 

Kegiatan 
Indikator Kinerja  Target 

(1) (2) (3) (4) 

1.  Pengelolaan 

perbendaharaan yang 

akuntabel dan produktif 

1a-CP Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 89 

1b-N Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional 
Kanwil  

90 

1c-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil  94 

2.  Birokrasi dan layanan 

publik yang agile, efektif, 

dan efisien 

2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan 

Kanwil 

4,55 
(skala 5) 

3.  Perumusan regulasi dan 

otorisasi yang optimal 

3a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaan 

anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu 

100% 

4.  Komunikasi, edukasi, dan 

standardisasi yang 

berkesinambungan 

4a-N Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil 

pembinaan dan supervisi Kanwil 

90 

4b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 87 

4c-N Persentase tingkat implementasi aplikasi 

SAKTI 

100% 

5.  Pengelolaan kas  dan 

fasilitasi investasi  yang 

pruden dan optimal 

5a-N Persentase akurasi perencanaan kas Kanwil 80% 

5b-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan 

monitoring pinjaman dan kredit program  

82 

6.  Monev Perbendaharaan 6a-N Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan 

anggaran Kanwil  

90 

6c-N Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK dan 

Dana Desa pada KPPN  

80 

7.  Akuntansi dan pelaporan 

keuangan negara yang 

akuntabel, transparan dan 

tepat waktu 

7a-N Nilai kualitas Laporan Government Finance 

Statistic (GFS) tingkat wilayah 

78 

8.  Pengelolaan organisasi   

dan SDM yang optimal 

8a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai  77 

8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas 

kepatuhan internal 

83 

8c-N Nilai Kualitas pengelolaan kinerja berbasis 

Strategy Focused Organization 

83 

8d-N Nilai rata-rata kualitas pelaksanaan literasi 

perbendaharaan  

74 

9.  Pengelolaan keuangan dan 

BMN yang optimal 

9a-N Persentase pengelolaan BMN yang optimal 92% 

9b-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 

Kanwil 

95% 
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BAB III 
PROGRAM 

KERJA 

Pada tahun 2020, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merencanakan Program Kerja 

sehingga dapat menyelaraskan antara target kinerja pencapaian IKU dengan penganggaran. 

Adapun program kerja pada Bagian Umum dan masing-masing Bidang sebagai berikut: 

A. BAGIAN UMUM 

1. Pendahuluan 

Bagian Umum memiliki tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana 

dan prasarana kerja, melaksanakan urusan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia 

(SDM), keuangan, tata usaha, rumah tangga, kehumasan dan Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja. 

2. Program Kerja 

Adapun program kerja pada Bagian Umum, dirinci pada masing-masing subbagian 

sebagai berikut: 

a. Subbagian Kepegawaian 

1) Jambore (Capacity Building); 

2) Pengambilan Sumpah PNS/Pelantikan Pejabat; 

3) Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana Umum dan Khusus; 

4) Evaluasi Pelaksana dan Penempatan Pegawai; 

5) Pemilihan Pegawai dan PPNPN terbaik; 

6) Pemetaan Kompetensi Pegawai; 

7) Bimbingan Mental. 

b. Subbagian Keuangan 

1) Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah; 

2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan KPPN sebagai Satuan Kerja. 

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

1) Pengadaan Aset; 

2) Pengadaan Persediaan Keperluan Perkantoran; 

3) Pengadaan Seragam; 

4) Pengadaan Obat dan Dokter; 

5) Foto Bersama; 

6) Pemeliharaan Gedung Perkantoran, Kendaraan Dinas, dan lain-lain; 

7) Pemeliharaan Rumah Dinas; 

8) Pemindahan Fasilitas Video Conference; 

9) Penatausahaan Arsip Aktif dan In-aktif; 

10) Evaluasi PPNPN; 

11) Penunjukkan Penghuni Mess. 
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d. Subbagian Pengelolaan Kinerja  

1) Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja; 

2) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) setiap bulan; 

3) Pembinaan Pengelolaan Kinerja ke KPPN; 

4) Reviu Laporan Kinerja KPPN; 

5) Reviu Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja 

KPPN; 

6) Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah. 

3. Aspek Pendanaan 

Dari beberapa Program Kerja Bagian Umum diatas, beberapa program membutuhkan 

anggaran. Adapun pendanaan berasal dari DIPA Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

tahun 2020 output Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Dukungan 

Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran. 

Adapun rincian program kerja, kalender kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan 

terlampir. 

B. BIDANG PPA I 

1. Pendahuluan 

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I (PPA I) mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

pemerintah pusat, penganggaran, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta 

melaksanakan penyusunan reviu atas pelaksanaan dan analisis kinerja anggaran 

belanja pemerintah pusat.   

2. Program Kerja 

Adapun program kerja pada bidang PPA I sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Spending Review (SR) tahun 2020; 

b. Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tahunan tahun 2019; 

c. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) satker; 

d. Koordinasi Pelaksanaan Anggaran; 

e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan anggaran satker; 

f. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kas; 

g. Monitoring dan Evaluasi PNBP; 

h. Penyerahan DIPA tahun 2021; 

i. Penyelesaian pengesahan revisi DIPA; 

j. Pelaksanaan survey Bahan Sumbangan SBM; 

k. Pengelolaan Register Hibah; 

l. Pelaksanaan pembinaan satker BLU; 

m. Pembinaan terkait peraturan/kebijakan pelaksanaan anggaran. 

n. Kegiatan strategis Bidang PPA I tahun 2020, sebagai berikut: 

1) Pembuatan Vidio Tutorial layanan Revisi dan Hibah Langsung dalam 

bentuk uang/barang; 
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2) Pemantauan Prioritas Nasional (PN) dan Output Strategis (OS) tahun 2020 

3) Pemantauan dan pengawalan terpadu IKPA 2020 

4) Layanan Kelas Rutin tata cara revisi dan hibah 

5) Pemberian penghargaan/apresiasi kepada Satker K/L terbaik di wilayah 

Provinsi Kalbar atas Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 

2019. 

6) Melakukan kerjasama dengan Mata Garuda dalam upaya meningkatkan 

kemampuan analisis penyusun Kajian terutama Reviu Pelaksanaan 

Anggaran (RPA) 

7) Monitoring optimalisasi transakasi pembayaran non tunai (KKP) tingkat 

wilayah yang dilaksanakan per triwulan (sebagai implementasi inisiatif 

strategis Eselon II).  

3. Aspek Pendanaan 

Dari beberapa Program Kerja Bidang PPA I diatas, beberapa program membutuhkan 

anggaran. Adapun pendanaan berasal dari DIPA Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

tahun 2020 output Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah 

Pusat dan Daerah dan Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 

Adapun rincian program kerja, kalender kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan 

terlampir.  

C. BIDANG PPA II 

1. Pendahuluan 

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) mempunyai tugas melaksanakan 

asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, 

pinjaman, kredit program, dana transfer, dan pelaksanaan anggaran daerah, serta 

melaksanakan Kajian Fiskal Regional, analisis kinerja anggaran belanja daerah, 

koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah, serta layanan bersama 

Kementerian Keuangan di daerah.  

2. Program Kerja 

Adapun program kerja pada bidang PPA II sebagai berikut: 

a. Kajian Fiskal Regional 

1) Penyusunan KFR Triwulanan dan Tahunan Tahun 2020; 

2) FGD dalam rangka Penyusunan KFR Tahunan; 

3) Perjalanan dinas luar kota dalam rangka penyediaan informasi/penajaman 

data fiskal regional; 

4) Rilis Data APBN bersama dengan Lingkup Kementerian Keuangan dan BPS; 

5) Seminar FEKK yaitu KFR Tahunan 2020 dan Diskusi Isu Terpilih.  

b. Profil Keuangan Daerah 

1) Penyusunan Laporan Profil Keuangan Daerah; 
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2) Perjalanan dinas dalam rangka penyediaan konfirmasi informasi 

pengelolaan Keungan Daerah dan Bimtek Keuangan daerah.  

c. Penerusan Pinjaman dan Kredit Program 

1) Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman;  

2) Perjalanan Dinas Monev/Pembinaan penyaluran Dana Transfer dan Dana 

Monitoring pinjaman BUMN/BUMD (PLN)/Kredit Program Kota singkawang 

dan Sanggau; 

3) Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Program KUR/UMi Provinsi Kalimantan 

Barat; 

4) Bimtek pelaksanaan penyaluran KUR/UMi/Bimtek aplikasi SIKP 

(pemanfaatan serta input data calon debitur potensial); 

5) Monitoring Kredit Program KUR/ SIKP Semester I dan Semester II Tahun 2020; 

6) Penyusunan Laporan Penyaluran Kredit Program UMi. 

d. DAK Fisik dan Dana Desa 

1) Penyusunan Laporan Pemantauan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

Semester I dan II Tahun 2019; 

2) Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020; 

3) Perjalanan Dinas Pembinaan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa; 

4) FGD Monev Dana Transfer dan Dana Desa dalam rangka pemilihan "Desa 

Terbaik"; 

5) Rapat dengan Pemda, BC, DJKN, Pajak mendorong akselerasi nilai tambah 

ekonomi dalam pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dengan 

biaya APBN.  

3. Aspek Pendanaan 

Dari beberapa Program Kerja Bidang PPA II diatas, beberapa program membutuhkan 

anggaran. Adapun pendanaan berasal dari DIPA Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

tahun 2020 output Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah 

Pusat dan Daerah dan Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah 

Pusat dan Daerah 

Adapun rincian program kerja, kalender kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan 

terlampir. 

D.  BIDANG PAPK 

1. Pendahuluan 

Bidang PAPK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis 

sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN); 

melaksanakan penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pedoman Umum Sistem 

Akuntansi Pemerintah (PUSAP); melaksanakan penyusunan statistik keuangan sesuai 
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dengan Government Finance Statistics (GFS); dan melaksanakan analisis atas laporan 

keuangan.  

2. Program Kerja 

Adapun program kerja pada Bidang PAPK, dirinci pada masing-masing seksi sebagai 

berikut: 

a. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

1) Pembinaan dan Bimbingan Teknis Akuntansi Pemerintah;  

2) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan serta Pengiriman Laporan Keuangan 

Tingkat UAPPAW;  

3) Analisis/Telaah Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W);  

4) Pembinaan Akuntansi Pusat kepada KPPN selaku Unit Akuntansi Kuasa 

Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah;  

5) Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)-

Daerah;  

6) Penyusunan Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat 

Wilayah (LKPP – TW). 

b. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

1) Pelaksanaan penyusunan kertas kerja LKPD Konsolidasian Tingkat Wilayah 

dan Kompilasi Informasi Keuangan Daerah;  

2) Pelaksanaan Penyuluhan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan 

pada Instansi Pemerintah Daerah; 

3) Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 

4) Pembinaan Dan Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; 

5) Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No.12 Tahun 2019); 

6) Forum Group Discussion tentang Government Finance Statistics. 

c. Seksi Analisa Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan 

1) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah 

(LKPK-TW) dan Laporan Statistik Konsolidasi Pemerintah  Tingkat Wilayah 

(LSKP-TW); 

2) Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum 

Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum 

Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil).  

3. Aspek Pendanaan 

Dari beberapa Program Kerja Bidang PAPK diatas, beberapa program membutuhkan 

anggaran. Adapun pendanaan berasal dari DIPA Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

tahun 2020 output Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik 

Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah. 

Adapun rincian program kerja, kalender kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan 

terlampir. 
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E. BIDANG SKKI 

1. Pendahuluan 

Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kepatuhan 

Internal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervise, 

implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, melaksanakan 

koordinasi mutu layanan dan inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata 

kelola KPPN, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, 

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, 

melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, pembinaan 

pertanggungjawaban bendahara dan pengelola rekening pemerintah, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship 

management).  

2. Program Kerja 

Adapun program kerja pada Bidang SKKI, dirinci pada masing-masing seksi sebagai 

berikut: 

a. Seksi Supervisi Proses Bisnis 

1) Pelaksanaan Supervisi Proses Bisnis KPPN dan Monitoring dan Evaluasi 

Implementasi ISO; 

2) Workshop Implementasi ISO dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Bisnis di 

KPPN; 

3) FGD Evaluasi dan Perbaikan Proses Bisnis serta Penyusunan Laporan; 

4) Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi; 

5) Rapat Koordinasi Penerimaan Negara dengan Bank/Pos Persepsi; 

6) Pembinaan Jabatan Fungsional; 

7) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara Pada 

KPPN selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi (UPS); 

8) Pelaksanaan Video Conference dengan KPPN dalam Rangka Pembinaan dan 

Supervisi. 

b. Seksi Kepatuhan Internal 

1) Penerapan Manajemen Risiko 

2) Pemantauan Pengendalian Internal 

3) Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai serta Penanganan Dugaan 

Pelanggaran Disiplin 

4) Pengelolaan Pengaduan 

5) Pengendalian Gratifikasi 

6) Penandantanganan Pakta Integritas Pegawai 

7) Pengujian Kepatuhan 

8) Penyusunan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) 

9) Penyusunan Pemantauan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 

(PIPK) 

10) Gugus Kendali Mutu (GKM) Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 
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11) Pembinaan dan Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada 

KPPN 

12) Penyelesaian Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan APF 

13) Hari Anti Korupsi Sedunia 

14) Rapat Koordinasi Kepatuhan Internal Kaneil DJPb 

15) Penyampaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 

c. Seksi Supervisi Teknis Aplikasi  

1) Monitoring Infrastruktur dan Pengelolaan TIK KPPN; 

3) Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Pegawai; 

4) Koordinasi Inovasi Layanan; 

5) Implementasi Piloting SAKTI. 

4. Aspek Pendanaan 

Dari beberapa Program Kerja Bidang SKKI diatas, beberapa program membutuhkan 

anggaran. Adapun pendanaan berasal dari DIPA Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

tahun 2020 output Hasil Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah. 

Adapun rincian program kerja, kalender kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan 

terlampir. 
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BAB IV RENCANA 
KERJA TAHUNAN 

A. RENCANA KERJA TAHUNAN 

 

 

RENCANA KERJA TAHUNAN 
KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

TAHUN 2020 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BAGIAN UMUM 

1 Jambore 

(Capacity 

Building) 

 

Menyelenggarakan 

kegiatan GKM/ 

Sosialisasi dalam 

bentuk Capacity 

Building/Family 

Gathering 

Sasaran Strategis:  

Pengelolaan 

Organisasi dan SDM 

yang optimal 

RAB, Jadwal kegiatan, 

narasumber, materi, 

absensi, konsumsi, dll 

- Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Pegawai) 

- Maret 

 

1x 115,338,000 Laporan 

Kegiatan 

Kasubbag 

Kepegawaian 

2 Pengambilan 

Sumpah PNS/ 

Pelantikan 

Pejabat Es. IV 

Melaksanakan 

Pengambilan Sumpah 

PNS/Pelantikan 

Pejabat Es. IV 

Sasaran Strategis:  

Pengelolaan 

Organisasi dan SDM 

yang optimal 

ND, Surat Dinas, 

Absensi, dll. 

- Bag. 

Umum 

- KPPN 

- Maret 2x 2.400.000 

6.600.000 

Laporan 

Kegiatan, 

Berita 

Acara 

Kasubbag 

Kepegawaian 

3 Penetapan 

Jabatan dan 

Peringkat 

Pelaksana 

Umum dan 

Khusus 

Menetapkan Jabatan 

dan Peringkat 

Pelaksana Umum dan 

Khusus 

Sasaran Strategis:  

Pengelolaan 

Organisasi dan SDM 

yang optimal 

ND, Sidang 

penetapan, Absensi, 

dll. 

- Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

- KPPN 

- Januari 1x - SK Jabatan 

dan 

Peringkat 

Kasubbag 

Kepegawaian 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 



 

RENCANA KERJA TAHUNAN 
KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

TAHUN 2020 

23 | R e n c a n a  K e r j a  T a h u n a n  T a h u n  2 0 2 0   
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Evaluasi 

Pelaksana dan 

Penempatan 

Pegawai 

Melakukan evaluasi 

pelaksana dan 

melakukan mutasi 

pegawai 

Sasaran Strategis:  

Pengelolaan 

Organisasi dan SDM 

yang optimal 

ND, Rapat Eselon III - Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

- Januari 1x - SK Mutasi 

Pegawai 

Kasubbag 

Kepegawaian 

5 Pemilihan 

Pegawai dan 

PPNPN terbaik 

Melakukan pemilihan 

dan penetapan 

pegawai dan PPNPN 

terbaik 

Sasaran Strategis:  

Pengelolaan 

Organisasi dan SDM 

yang optimal 

ND, Survei - Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

- Maret 2x - SK 

Pegawai 

dan 

PPNPN 

terbaik 

Bagian Umum 

6 Program “I Love 

Monday” 

Sharing session terkait 

motivasi pegawai 

Sasaran Strategis:  

Pengelolaan 

Organisasi dan SDM 

yang optimal 

Nota Dinas - Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

- 2x dalam 

sebulan  

- Setiap hari 

Senin 

26x Bagian GKM Risalah Bagian Umum 

7 Pemetaan 

Kompetensi 

Pegawai 

Melakukan pemetaan 

kompetensi pegawai 

Sasaran Strategis:  

Pengelolaan 

Organisasi dan SDM 

yang optimal 

ND, Data pada 

PbnOpen 

- Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

- Juli 1x - Usulan 

Diklat, 

Usulan 

Pegawai 

Bertalenta 

Kasubbag 

Kepegawaian 

8 Bimbingan 

Mental 

Melaksanakan 

ceramah keagamaan 

dalam rangka 

meningkatkan 

spiritual pegawai 

Sasaran Strategis:  

Pengelolaan 

Organisasi dan SDM 

yang optimal 

ND - Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

- Juni 

- Oktober 

2x Bagian GKM Laporan 

Kegiatan 

Bagian Umum  

9 Gugus Kendali 

Mutu 

Menyelenggarakan 

kegiatan Gugus 

Kendali Mutu  

Persentase 

penyelenggaraan 

GKM sesuai rencana 

ND, Jadwal kegiatan, 

narasumber, materi, 

absensi, konsumsi dll 

- Bag. 

Umum 

- Bidang 

Setiap 

Minggu 

 

48x 40,320,000 Dokument

asi (ND, 

Absensi, 

dll.) 

Kasubbag 

Kepegawaian 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan 

dengan Indikator 

Kinerja Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang 

Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaa

n 

Keuangan 

Output PIC Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 Rakor 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Tingkat UAPPA-

W 

Menyusun laporan 

UAPPA - W   

Sasaran Strategis: 

Pengelolaan 

keuangan dan BMN 

yang opimal 

RAB, Jadwal kegiatan, 

narasumber, materi, 

absensi, konsumsi, dll 

- Bag. 

Umum 

- Subbag 

Umum 

KPPN 

- Januari 

- Juli 

 

2x 61.760.000 

5.280.000 

 

Laporan 

Kegiatan 

Kasubbag 

Keuangan 

11 Pembinaan 

Pengelolaan 

Keuangan KPPN 

sebagai Satuan 

Kerja 

Melakukan 

pembinaan kepada 

KPPN terkait IKPA,  

Sasaran Strategis: 

Pengelolaan 

keuangan dan BMN 

yang opimal 

RAB, ST, Materi, Kertas 

Kerja  

- Bag. 

Umum 

- Juni 1x 10.000.000 Laporan 

Kegiatan 

Kasubbag 

Keuangan 

12 Pengadaan 

Kendaraan 

Bermotor 

Pengadaan 

Kendaraan Bermotor 

Roda 2 

IKU:  

Persentase 

pengelolaan BMN 

yang optimal 

RAB - Bag. 

Umum 

Februari 1x 27.889.000 

 

Tersedianya 

motor roda 2 

Kasubbag 

TURT 

13 Pengadaan 

Kendaraan 

Bermotor 

Pengadaan 

Kendaraan Bermotor 

Roda 4 

IKU:  

Persentase 

pengelolaan BMN 

yang optimal 

RAB - Bag. 

Umum 

Februari 1x 242.000.000 

 

Tersedianya 

mobil roda 4 

Kasubbag 

TURT 

14 Penyelengg. 

Operasi dan 

Pemel. 

Perktran 

Pengadaan 

keperluan 

perkantoran 

Honor Satpam dan 

PPNPN 

IKU:  

Persentase 

Kualitas 

Pelaksanaan 

Anggaran Kanwil 

Daftar kebutuhan 

keperluan sehari hari 

perkantoran 

 

 

- Bag. 

Umum 

Setiap Bulan 12x 409.985.000 

 

Tersedianya 

barang 

keperluan 

sehari hari 

perkantoran 

Kasubag 

TURT 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan 

dengan Indikator 

Kinerja Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang 

Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaa

n 

Keuangan 

Output PIC Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15 Penyelengg. 

Operasi dan 

Pemel. 

Perktran 

Pelaksanaan 

kearsipan 

Penatausahaan 

arsip aktif dan 

inaktif  

Box dan dokumen 

arsip 

- Bag. 

Umum 

- Februari 

-  Juli 

2x 8.000.000 

 

Tersedianya 

barang 

keperluan 

pengarsipan 

Kasubag 

TURT 

16 Penyelengg. 

Operasi dan 

Pemel. 

Perktran 

Pengadaan barang 

persediaan ATK dan 

supplies komputer 

IKU:  

Persentase 

Kualitas 

Pelaksanaan 

Anggaran Kanwil 

Daftar kebutuhan 

barang persediaan 

- Bag. 

Umum 

- Bidang 

- Januari 

- April 

- Juli 

- November 

4x 110.000.000 

 

Tersedianya 

barang ATK 

dan supplies 

komputer 

Kasubag 

TURT 

17 Penyelengg. 

Operasi dan 

Pemel. 

Perktran 

Langganan Daya dan 

Jasa 

IKU:  

Persentase 

Kualitas 

Pelaksanaan 

Anggaran Kanwil 

Invoice penyedia jasa - Bag. 

Umum 

 

Setiap bulan 12x 229.682.000 

 

Tersedianya 

kebutuhan 

air, listrik, 

telepon  

Kasubag 

TURT 

18 Penyelengg. 

Operasi dan 

Pemel. 

Perktran 

Pemeliharaan 

Gedung dan 

Bangunan 

- Rehab Rumah 

Jabatan Kepala 

Kanwil dan 

Kepala KPPN 

IKU:  

Persentase 

pengelolaan BMN 

yang optimal 

Laporan inventarisir 

kerusakan gedung 

dan bangunan 

- Bag. 

Umum 

 

Setiap 

triwulanan  

4x 36.896.000 

 

Tersedianya 

gedung dan 

bangunan 

yang sesuai 

standard  

Kasubag 

TURT 

19 Penyelengg. 

Operasi dan 

Pemel. 

Perktran 

Pengadaan barang 

operasional lainnya 

Pengadaan seragam 

IKU:  

Persentase 

Kualitas 

Pelaksanaan 

Anggaran Kanwil 

Daftar inventarisir 

kebutuhan barang 

operasionallainnya 

- Bag. 

Umum 

 

Februari  1x 54.159.000 

 

Tersedianya 

seragam   

Kasubag 

TURT 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 Penyelengg. 

Operasi dan 

Pemel. 

Perktran 

Pemeliharaan 

Gedung dan 

Bangunan 

- Rehab atap 

selasar belakang 

kantor 

- Rehab Parkiran 

R-4 dan R-2 

- Rehab gedung 

kantor berupa  

- Perbaikan 

halaman kantor  

- Pemasangan 

tutup besi parit 

pada halaman 

kanwil 

- Perbaikan pintu 

pagar besi  

- Pengecatan 

Gudang Arsip 

sutoyo  

IKU:  

Persentase 

pengelolaan BMN 

yang optimal 

Laporan 

inventarisir 

kerusakan gedung 

dan bangunan 

- Bag. 

Umum 

 

- Januari 

- April 

- Juli 

- Oktober 

 

4x 399.424.000 

 

Tersedianya 

gedung dan 

bangunan 

yang sesuai 

standard  

Kasubag 

TURT 

21 Penyelengg. 

Operasi dan 

Pemel. 

Perktran 

Pengadaan obat 

obatan dan dokter 

IKU:  

Persentase 

Kualitas 

Pelaksanaan 

Anggaran Kanwil 

SPK dokter dan 

daftar kebutuhan 

obat obatan 

- Bag. 

Umum 

 

Setiap bulan  12x 20.550.000 

 

Dokter dan 

obat obatan   

Kasubag 

TURT 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 Penyelengg. 

Operasi dan 

Pemel. Perktran 

Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

- Perbaikan mesin 

genset  

- Pemeliharaan 

Inventaris Kantor 

- AC 

- PC dan Laptop 

IKU:  

Persentase 

pengelolaan BMN 

yang optimal 

Laporan inventarisir 

kerusakan 

peralatan dan 

mesin 

- Bag. 

Umum 

 

Setiap 

triwulanan  

4x 283.810.000 

 

Tersedianya 

peralatan 

dan mesin 

sesuai 

standard  

Kasubag TURT 

23 Penerapan 

Nadine 

Melaksanakan surat-

menyurat dan 

disposisi surat 

melalui aplikasi 

Nadine 

Sasaran Strategis:  

Pengelolaan 

Organisasi dan SDM 

yang optimal 

Aplikasi, user dan 

password seluruh 

pejabat, pegawai 

- Seluruh 

pejabat, 

pegawai 

Februari 1x - Implementa 

si Nadine 

Bagian Umum 

24 Senam Bersama Melakukan kegiatan 

senam bersama yang 

wajib diikuti oleh 

seluruh pejabat dan 

pegawai Kanwil dan 

KPPN Pontianak 

Sasaran Strategis:  

Pengelolaan 

Organisasi dan SDM 

yang optimal 

 - Bag. 

Umum 

- Seluruh 

pejabat, 

pegawai 

Setiap 

Minggu 

 

52x  Dokumentas

i 

Kasubbag 

TURT 

25 Pembahasan 

penyusunan 

rencana kerja 

unit 

Melakukan rapat 

pembahasan 

penyusunan rencana 

kerja  

IKU:  

Nilai Kualitas 

Pengelolaan Kinerja 

Berbasis SFO 

ND, absensi, risalah 

rapat 

- Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

- Januari 

- Februari 

2x - Rencana 

Kerja 

Tahunan 

Kanwil 

Seluruh Bagian 

dan Bidang 

26 Penyusunan 

Laporan ABK 

Melakukan Input data 

ABK pada aplikasi 

abk.e-prime. 

kemenkeu.go.id 

 Data beban kerja 

pada Kanwil DJPb 

- Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

Januari - 

Februari 

1x - Laporan ABK Seluruh Bagian 

dan Bidang 
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27 Pengelolaan 

kinerja 

(penandatangan

an kontrak 

kinerja, 

penyusunan 

cascading) 

Memastikan kontrak 

kinerja seluruh 

pegawai telah 

ditandatangani 

IKU:  

Nilai Kualitas 

Pengelolaan Kinerja 

Berbasis SFO 

Kontrak kinerja, 

manual IKU 

- Bag. 

Umum 

- Seluruh 

pejabat 

dan 

pegawai 

 

Januari 

 

1x - Laporan 

Kegiatan 

Kasubbag PK 

28 Penyusunan 

Inisiatif Strategis  

Kegiatan ini untuk 

menyusun inisiatif 

strategis Kanwil  

IKU:  

Nilai Kualitas 

Pengelolaan Kinerja 

Berbasis SFO 

Inisiatif strategis - Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

Februari 1x - Inisiatif 

strategis 

Kasubbag PK 

29 Sosialisasi 

aplikasi e-

performance 

Melakukan sosialisasi 

e-performance kepada 

seluruh pegawai 

IKU:  

Nilai Kualitas 

Pengelolaan Kinerja 

Berbasis SFO 

ND, absensi - Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

Maret 1x Bagian GKM Laporan 

kegiatan 

sosialisasi 

Kasubbag PK 

30 Pembahasan 

cascading dan 

alignment IKU 

Melakukan 

pembahasan terkait 

cascadingdan 

alignment IKU 

Kemenkeu-Two-Three-

Four-Five  

IKU:  

Nilai Kualitas 

Pengelolaan Kinerja 

Berbasis SFO 

Nota dinas, matriks 

cascading dan 

alignment IKU 

- Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

Maret 1x - Risalah rapat Kasubbag PK 

31 Penyusunan 

Laporan Kinerja 

Kanwil  

Melakukan 

Penyusunan Laporan 

Kinerja Kanwil 

Sasaran Strategis: 

Pengelolaan 

organisasi   

dan SDM yang 

optimal 

Kontrak Kinerja, 

RKA-K/L, Laporan 

Capaian Kinerja 

Tahunan Kanwil, 

Inovasi, Prestasi 

- Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

Januari 

 

1x - Laporan Kasubbag PK 



 

RENCANA KERJA TAHUNAN 
KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

TAHUN 2020 

29 | R e n c a n a  K e r j a  T a h u n a n  T a h u n  2 0 2 0   
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 Reviu Laporan 

Kinerja KPPN 

Melakukan Reviu atas 

Laporan Kinerja KPPN 

Sasaran Strategis: 

Pengelolaan 

organisasi   

dan SDM yang 

optimal 

Laporan Kinerja 

KPPN 

- Bag. 

Umum 

- KPPN 

Februari-

Maret 

1x - Nota Dinas 

Hasil Reviu 

Lakin KPPN 

Kasubbag PK 

33 Rakor 

Pengelolaan 

Kinerja 

Kegiatan ini untuk 

meningkatkan 

koordinasi dengan 

KPPN terkait 

pengelolaan kinerja 

dengan narasumber 

dari Bagian OTL 

IKU:  

Nilai Kualitas 

Pengelolaan Kinerja 

Berbasis SFO 

RAB, Jadwal 

kegiatan, 

narasumber, 

materi, absensi, 

konsumsi, dll 

- Bag. 

Umum 

- Subbag 

Umum 

KPPN 

 

- April 

- September 

 

2x 30.880.000 

2.640.000 

Laporan 

Kegiatan 

Kasubbag PK 

34 Weekly meeting Melakukan 

pertemuan rutin 

antara Kepala Kanwil 

dan seluruh pejabat, 

pegawai Kanwil 

Sasaran Strategis: 

Pengelolaan 

organisasi   

dan SDM yang 

optimal 

ND, Jadwal kegiatan, 

narasumber, 

materi, absensi, 

konsumsi dll 

- Bag. 

Umum 

Setiap bulan 

(minggu ke-2) 

12x - Dokumenta 

si 

Bagian Umum 

35 Dialog Kinerja 

Organisasi 

(DKO) 

Membahas kinerja 

organisasi terkait 

capaian kinerja, isu-

isu strategis, dan 

pengelolaan kinerja 

lainnya  

IKU:  

Nilai Kualitas 

Pengelolaan Kinerja 

Berbasis SFO 

Materi, undangan - Bag. 

Umum 

 

Setiap bulan  12x 

 

- Risalah DKO Kasubbag PK 
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36 Penyusunan 

Laporan 

Capaian Kinerja 

(IKU) Triwulanan  

Menyusun Laporan 

Capaian Kinerja 

Kemenkeu-Two 

Kanwil dan 

Rekapitulasi Capaian 

Kinerja Kemenkeu-

Three KPPN  

IKU:  

Nilai Kualitas 

Pengelolaan Kinerja 

Berbasis SFO 

Nota Dinas, 

Laporan Capaian 

Kemenkeu-Three 

Kanwil dan KPPN, 

Laporan IIAA 

Kemenkeu-Three 

- Bag. 

Umum 

 

- Januari 

- April 

- Juli 

- Oktober 

4x - Nota Dinas, 

Laporan 

Subbag 

Penilaian 

Kinerja 

37 Penyusunan 

Laporan 

Langkah-

Langkah 

Peningkatan 

Kualitas Kinerja 

Menyusun Laporan 

Langkah-Langkah 

Peningkatan Kualitas 

Kinerja 

IKU:  

Nilai Kualitas 

Pengelolaan Kinerja 

Berbasis SFO 

Dokumen DKO dan 

Pengelolaan Kinerja 

- Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

- Januari 

- April 

- Juli 

- Oktober 

4x - Nota Dinas, 

Laporan 

Subbag 

Penilaian 

Kinerja 

38 Pembinaan 

Pengelolaan 

Kinerja ke 

seluruh KPPN 

Kegiatan ini untuk 

meningkatkan 

pemahaman KPPN 

dan mencarikan 

solusi untuk 

permasalahan yang 

ditemui terkait 

pengelolaan kinerja 

IKU:  

Nilai Kualitas 

Pengelolaan Kinerja 

Berbasis SFO 

RAB, ST, Materi, 

Laporan SFO KPPN, 

Kertas Kerja 

- Bag. 

Umum 

-  

- Maret 

- April 

- Mei 

- Juni 

- Juli 

- Agustus 

6x 10.000.000 Laporan Subbag 

Penilaian 

Kinerja 

39 Rapat 

Koordinasi 

Daerah Lingkup 

Kanwil DJPb 

Prov. 

Kalimantan 

Barat 

Kegiatan ini dilakukan 

dalam rangka 

koordinasi dan  

menyatukan langkah 

pemenuhan tugas 

sebagai Kuasa BUN 

Daerah 

 RAB, Jadwal 

kegiatan, 

narasumber, 

materi, absensi, 

konsumsi, dll 

- Bag. 

Umum 

- Seluruh 

Bidang 

- KPPN 

- Februari 

- November 

2x 10.810.000 Laporan 

Kegiatan 

Bagian Umum 
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BIDANG PPA I 

1 Pelaksanaan 

Spending 

Reviu 2020  

(1 Dok) 

 

- Rakor dan 

Konfirmasi Hasil SR 

kepada Satker 

Vertikal lingkup 

Kanwil DJPb Kalbar 

(6 KPPN, 135 DIPA) 

- FGD (untuk tema 

khusus, 24 satker) 

Indeks Penyusunan 

Laporan Spending 

Reviu 

Peraturan terkait 

SBM 2020 dan 

Ketentuan 

Pelaksanaan 

Spending Reviu 

Bidang PPA I 

Bag. Umum 

Satker 

Januari - 

Februari 

1X 

 

25.020.000 - BA 

Konfirmasi 

Hasil SR 

- Laporan SR 

tahun 2020 

 

Kepala Seksi  

PPA I-D 

2 Penyusunan 

Laporan RPA 

Tahunan 2020 

(2 Dok) 

- Pelaksanaan FGD 

satker 

- Pelaksanaan FGD 

KPPN  

 

Indeks ketepatan 

waktu penyusunan 

laporan reviu 

pelaksanaan 

anggaran Kanwil 

Data Monev PA, 

IKPA, EPA, Rakorda 

PA, dan BA Hasil 

Pendalaman 

permasalahan 

pelaksanaan 

anggaran 

Bidang PPA I - Feb – Maret 

- Juli - Agust 

2x 14.522.000 Laporan RPA 

Tahun 2020 

Kepala Seksi 

PPA I/B 

3 Evaluasi 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Satuan Kerja  

(4 Dok) 

- FGD Identifikasi 

masalah spesifik 

pelaksanaan 

anggaran yang 

dihadapi K/L setiap 

Triwulan  TA 2020 

(30 satker)  

Persentase Kinerja 

pelaksanaan 

anggaran K/L pada 

KPPN A/B/C/D*) 

Overview 

pelaksanaan 

anggaran K/L Satker 

terpilih   per 

triwulan 

berdasarkan   data 

Monev 

Bidang PA I, 

KPPN, satker 

- Maret  

- Juni 

- September 

- Desember  

4x 16.080.000 Laporan 

EPA Satker 

Triwulanan 

Kepala Seksi 

PPA I/A 

4 Rapat 

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Rakorda PA 

- Rakorda Identifikasi 

masalah utama 

pelaksanaan 

anggaran tahun 

2020  (135 satker) 

Persentase Kinerja 

pelaksanaan 

anggaran K/L pada 

KPPN A/B/C/D*) 

Overview 

pelaksanaan kinerja 

anggaran K/L 

berdasarkan   data 

Monev 

Bidang PA I, 

satker 

November 1x 

 

35.130.000 Laporan 

Rakorda PA 

Tahun 2020 

Kepala Seksi 

PPA I/D 
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5 Monev 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Satuan 

(1 Lap) 

Monitoring  lapangan 

dan pembinaan 

pelaksanaan 

anggaran pada satker 

atau K/L di KPPN 

(5 KPPN) 

Persentase Kinerja 

pelaksanaan 

anggaran K/L pada 

KPPN A/B/C/D*) 

Data IKPA satker, 

Peraturan terkait 

permasalahan yang 

dimonev 

Bidang PPA I 

Satker 

Juli 1x 30.880.000 Laporan 

Monev EPA 

Satker 

Tahun 2020 

Kepala Seksi 

PPA I/A 

6 Monev 

Pengelolaan Kas 

(1 Lap) 

Pelaksanaan 

Monitoring 

penyampaian RPD 

dan deviasi RPD oleh 

satuan kerja ke KPPN  

(2 KPPN) 

Presentase rencana 

dan penarikan dana 

Satker yang akurat 

(A/B/C/D*) (sesuai 

pembinaan) 

Data Deviasi Renkas 

Harian, Data 

Dispensasi RPD 

Harian. 

Bidang PPA I, 

KPPN, Satker  

April 1x 12.352.000 Lap Hasil 

Monev dan 

data deviasi 

Renkas serta 

Surat-surat 

terkait. 

Kepala Seksi 

PPA I/B 

7 Monev  PNBP 

(2 Lap) 

- Rapat Forum 

Komunikasi Satker 

PNBP 

- Kunjungan lapangan 

ke Satker Penghasil 

PNBP Fungsional   

- Peraturan terkait 

pengelolaan dan 

pelaporan Satker 

PNBP 

Bidang PPA I 

Bag. Umum 

Satker PNBP 

- Januari 

- Juli 

 

2x 10.756.000 Laporan 

Hasil Monev 

dan 

Pembinaan 

PNBP  

Kepala Seksi 

PPA I/C 

8 Penyerahan 

DIPA 2021 

(1 Keg) 

Penyerahan DIPA 

Petikan TA 2021 oleh 

Gubernur Kalbar 

(267 satker) 

(15 Pemda) 

- Hardcopy DIPA 

Petikan dan TKDD 

TA 2021, Soft Copy 

Data DIPA dan 

TKDD 2021 

Kanwil DJPb, 

Pemprov 

Kalbar, DJA, 

KPPN,  

November 1x 49.630.000 Laporan 

Penyerahan 

DIPA dan 

TKDD  TA 

2021 

Kepala Seksi 

PPA I/A 

9 Penyelesaian 

Pengesahan 

revisi DIPA  

(267 Dok) 

Menyelesaikan usulan 

revisi DIPA satker 

sampai penerbitan 

surat pengesahan 

/persetujuan revisi 

Persentase revisi 

dokumen 

pelaksanaan 

anggaran satker 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

PMK tentang Revisi 

DIPA TA 2020, 

aplikasi satu DJA, 

aplikasi CW SPAN  

 

Bidang PPA I 

Satker 

Januari – 

Desember 

1x 2.000.000 Surat 

pengesahan 

/persetujuan 

revisi 

Kepala Seksi 

PPA I/D 
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10 Pelaksanaan 

Survey Bahan 

Sumbangan 

SBM 

(1 Dok) 

Survey harga satuan 

pada penyedia brg/ 

jasa Dalam Kota 

Pontianak dan Luar 

Kota Pontianak 

- Panduan survey 

penyusunan bahan 

sumbangan SBM 

DJA, Bid.PPA 

I, Bag.Umum, 

dan Obyek 

Survey 

Oktober - 

November 

1x 15.100.000 Laporan 

Sumbangan 

Bahan 

Penyusunan 

SBM 2022 

Kepala Seksi 

PPA I/C 

11 Pengelolaan 

Register Hibah  

(1 Dok) 

- Sosialisasi 

Peraturan 

Administrasi 

pengelolaan Hibah 

Indeks efektivitas 

edukasi dan 

komunikasi seksi 

PPPAI A/B/C/D 

PMK 99/PMK.05/ 

2017, surat/juknis 

terkait, dan Aplikasi 

Register Hibah. 

Bidang PPA I, 

bagian Umum, 

Satker  

Maret 

 

 

 

1x 5.900.000 - Laporan   

  Sosialisasi 

 

Kepala Seksi 

PPA I/B 

12 Penerbitan 

Nomor Register 

Hibah Langsung 

Dalam Negeri 

Layanan Penerbitan 

Nomor Register 

Hibah Langsung  

Persentase Kinerja 

pelaksanaan 

anggaran K/L pada 

KPPN A/B/C/D*) 

PMK 99/PMK.05/ 

2017, surat/juknis 

terkait, dan Aplikasi 

Register Hibah. 

Bidang PPA I 

Satker  

Januari – 

Desember 

  Nomor 

Register 

Hibah 

Langsung 

Kepala Seksi 

PPA I/B 

13 Pelaksanaan 

Pembinaan 

Satker BLU  

(3 Dok) 

- FGD dengan satker 

BLU (4 satker) 

- Monev 

pelaksanaan 

anggaran satker 

BLU  

Indeks ketepatan 

waktu penyusunan 

laporan pembinaan 

BLU 

Peraturan BLU, 

Juknis Pembinaan,     

dan aspek Monev 

PPK BLU 

Bidang PPA I, 

BLU RS 

Bhayangkara

, Poltekkes,  

Untan, RS 

Kartika 

Husada 

- Maret 

- Oktober 

 

2x 10.976.000 Laporan 

Pembinaan 

Pengelolaan 

Keuangan  

Satker BLU 

Semester I & 

II 

Kepala Seksi 

PPA I/A 

14 Pelaksanaan 

Pembinaan 

Terkait 

Peraturan/ 

Kebijakan 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Sosialisasi tatacara 

revisi 2020, dan 

Petunjuk  

Penyusunan dan 

penelaahan RKAKL 

 

Indeks efektivitas 

edukasi dan 

komunikasi seksi 

PPPAI A/B/C/D 

PMK tata cara revisi 

2020 dan  

peraturan tentang 

Juksunlah 

 

Bidang PPA I, 

Bagian 

Umum, 

Satker  

- Maret 

- April 

- Agustus 

- November  

4x 52.620.000 Laporan 

Pelaksanaan 

Sosialisasi 

Kepala Seksi 

PPA I/D 
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BIDANG PPA II 

1 Penyusunan 

KFR Triwulanan 

dan Tahunan 

Tahun 2020 

Melakukan 

Penyusunan KFR 

IKU:  

Nilai Kualitas 

Laporan Kajian 

Fiskal Regional 

Kanwil 

Data APBN, APBD 

dan data 

perkembangan 

ekonomi 

Pemda, BPS, 

BI, Pajak, Bea 

Cukai, 

Regional 

Ekonomi 

- Februari 

- Mei 

- Agustus 

- November 

4x - Laporan KFR Bidang PPA II 

2 FGD dalam 

rangka 

Penyusunan 

KFR Tahunan 

Melakukan review 

konsep KFR  

Frekuensi 

penyelenggaraan 

Focus Group 

Disscussion 

bersama Pemda 

Konsep KFR  

 

Regional 

Ekonomi 

Februari 1x     6,000,000  Laporan 

FGD, 

Laporan KFR 

Bidang PA.II-A 

3 Perjalanan 

dinas luar kota 

dalam rangka 

penyediaan 

informasi/penaj

aman data fiskal 

regional 

Penyediaan informasi 

Fiskal Regional KFR   

Indeks ketepatan 

waktu penyusunan 

Laporan Kajian 

Fiskal Regional 

Kanwil 

Data APBN, APBD 

dan data 

perkembangan 

ekonomi  

Kanwil,  

BPKAD, BPS  

Oktober 1 frek 

x3x 2 

orang  

  12,096,000  Bahan 

penyusunan 

Konsep  KFR 

Tahunan 

Bidang PA.II -

B 

4 Rilis Data APBN 

bersama 

dengan Lingkup 

Kementerian 

Keuangan dan 

BPS 

Melakukan Rilis Data 

perkembangan APBN 

ke Media 

IKU:  

Nilai Kualitas 

Laporan Kajian 

Fiskal Regional 

Kanwil 

Data APBN Pajak, Bea 

Cukai, BPS, 

BI, dan 

Bagian 

Umum 

- Februari 

- April 

- Juli 

- September 

- Desember 

5x - Dokumenta 

si 

Bidang PPA II 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Seminar FEKK 

yaitu KFR 

Tahunan 2019 

dan Diskusi Isu 

Terpilih 

Melakukan Seminar 

mengenai Topik 

perkembangan APBN 

dan ekonomi terpilih 

IKU:  

Nilai Kualitas 

Laporan Kajian 

Fiskal Regional 

Kanwil 

Data APBN, APBD 

dan data 

perkembangan 

ekonomi 

Pemda, BPS, 

BI, Pajak, Bea 

Cukai, 

Regional 

Ekonomi, 

- Maret 

- Agustus 

 

2x 23.350.000 Laporan 

Seminar 

Bidang PPA II 

6 Penyusunan 

Laporan Profil 

Keuangan  

Daerah 

Melakukan 

Penyusunan profil 

keuangan daerah 

Frekuensi 

penyelenggaraan 

Focus Group 

Disscussion 

bersama pemda 

Data APBN, APBD 

dan data 

perkembangan 

ekonomi 

BPKAD dan 

Bappeda 

- Maret 

 

 

1x  Laporan 

Profil 

Keuangan 

Daerah 

Bidang PPA II 

7 Konfirmasi 

informasi 

pengelolaan 

Keungan 

Daerah dan 

Bimtek 

Keuangan 

daerah 

Perjalanan  

Konfirmasi Informasi 

Pengelolaan Keu 

Daerah  dan Bimtek 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

IKU:  

Nilai Kualitas 

Laporan Kajian 

Fiskal Regional 

Kanwil 

Aturan Bend. 

Pengeluaran 

BPKAD dan 

Bappeda 

- Juni 

 

1x 30.124.000 Laporan Bidang PPA II 

8 Rekonsiliasi 

Outstanding 

Pinjaman 

Melaksanakan 

rekonsiliasi 

outstanding pinjaman 

IKU: 

Indeks kualitas 

pelaksanaan 

pembinaan dan 

monitoring 

pinjaman dan kredit 

program 

Naskah Perjanjian, 

Setoran Piutang 

Kanwil,  

BPKAD 

Singkawang 

- Januari 

- Juli 

 

2x 16.328,000 Berita Acara 

Rekonsiliasi 

(BAR) 

Bidang PA.II -

C 
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Fr./ 
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RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 Perjalanan 

Dinas 

Monev/Pembina

an penyaluran 

Dana Transfer 

dan Dana Desa  

Monitoring dan 

Evaluasi Dana 

Transfer dan Dana 

Desa  

IKU: 

Rata-rata nilai 

kinerja penyaluran 

DAK dan Dana Desa 

pada KPPN 

PMK 50 dan SE-43 Kanwil, 

Pemda dan 

Pemdes  

22-24 Mei 

2019 

1 frek 

x 3 

hari x 

2 

orang 

8.984.000 Laporan Bidang PA.II -

C 

10 Perjalanan 

Dinas 

Monitoring 

pinjaman 

BUMN/BUMD 

(PLN)/Kredit 

Program Kota 

singkawang dan 

Sanggau 

Monitoring dan 

Evaluasi Dana 

Transfer dan Dana 

Desa  

IKU: 

Rata-rata nilai 

kinerja penyaluran 

DAK dan Dana Desa 

pada KPPN 

PMK 50 dan SE-43 Kanwil, 

Pemda dan 

Pemdes  

22-24 Mei 

2019 

1 frek 

x 3 

hari x 

2 

orang 

16.328. 000 Laporan Bidang PA.II -

C 

11 Rapat 

Koordinasi 

Penyaluran 

Kredit Program 

KUR/UMi 

Provinsi 

Kalimantan 

Barat 

Bimtek/Pendampinga

n  SIKP, UMI dan SIKP 

Penilaian Kredit 

Program 

Per-19 dan 25 Kanwil,KPPN,

Pemda dan 

Penyalur 

KUR dan UMI 

1 Juli 2019   1 

frek x 

70 

orang 

    17.950. 000  Lap. Bimtek Bidang PA.II -

C 
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BIDANG PAPK 

1 Koordinasi 
LKPD 
 

Melaksanakan 
pengum-pulan  data 
realisasi anggaran 
tahunan preli-minary 
(2019) 

Persentase 
Pengumpulan Data 
APBD 

Surat Permintaan 
Data 

- Bidang 
PAPK 

Februari 
(4 Februari) 

- - Daftar kom-
pilasi data 
realisasi 
anggaran 

Kasi PSAPD 

2. Pendamping-
an penyusun-
an LK 

Pendampingan 
Penyu-sunan dan 
Penyelesaian 
permasalahan 
Laporan Keuangan 
UAPPAW dan BLU 

Persentase Res-
pon rate penyele-
saian permasa-
lahan akuntansi 
dan pelaporan 
keuangan 

RAB, Jadwal 
kegiatan, materi,dll 

- Bidang 
PAPK 

- TMR 
- Bag. 

Umum 
- UAPPAW 

(petugasp
enyusun 
LK) 

Februari  
Tanggal 4 
Februari 
2020 
 

1x75 
 

13.220.000 Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPP 

3. Koordinasi 
penyusunan 
LK UAKBUN D 
KPPN 

Koordinasi antara 
KPPN Lingkup 
Kalbar dalam 
persiapan 
penyusunan LK BUN  
Tahun 2019 
Unaudited 

Kualitas LK BUN RAB, Jadwal 
kegiatan, 
narasumber, 
materi, absensi, 
konsumsi, dll 

- Bidang 
PAPK 

- Bag 
Umum 

- KPPN 
(Seksi 
Vera) 

Februari 
Tanggal 10 – 
12 Februari  
2020 

1 x 
25 org 

20.068.000 Laporan 
Kegiatan 

Kasi ASPLK 

4 Koordinasi 
Penyusunan 
LK KKBUN Tk. 
Kanwil 

Penyusunan LK 
KKBUN Tk. Kanwil 
Tahun 2019 
unaudited 

Indeks 
penyusunan 
LKKBUN Tk Kanwil 
secara tepat waktu 

SPAN, 
OM SPAN,  
E-Rekon, 
LK KBUN D KPPN 

- Bidang 
PAPK 

- KPPN 
(Seksi 
PDMS, 
Vera, 
Bank) 

Februari 
Tanggal 14 
s.d. 19 Feb 
2020 

- - LK KKBUN 
Tk. Kanwil 
Tahun 2019 
unaudited 

Kasi ASPLK 
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5. Koordinasi 
LKPD 
 

Melaksanakan 
pengum-pulan  data 
LKPD tahun 2020 
Triwulan I dan Tahun 
2019 unaudited.   

Persentase 
Pengumpulan Data 
APBD 

Surat Permintaan 
Data 

- Bidang 
PAPK 

April  
(1 April) 

- - Daftar kom-
pilasi data 
LKPD 

Kasi PSAPD 

6. 
 

Koordinasi 
LKPD  
 

Melaksanakan 
pengum-pulan LKPD 
Tahun 2020 Triwulan 
I, LKPD Tahun 2019 
unaudited dan LK 
BLUD ke Pemda 
Pro-vinsi Kal-bar  

Persentase 
Pengumpulan Data 
APBD 

RAB, Surat Tugas. - Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

April 
(2 April) 

1 x 2 
Org 

300 Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPD 

7. Koordinasi 
LKPD  
 

Melaksanakan 
pengum-pulan LKPD 
Tahun 2020 Triwulan 
I, LKPD Tahun 2019 
unaudited  dan LK 
BLUD ke Pemda 
Kota Pontianak 

Persentase 
Pengumpulan Data 
APBD 

RAB, Surat Tugas. - Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

April 
(3 April) 

1 x 2 
Org 

300 Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPD 

8. Koordinasi 
LKPD  
 

Melaksanakan 
pengum-pulan LKPD 
Tahun 2020 Triwulan 
I, LKPD Tahun 2019 
unaudited dan LK 
BLUD ke Pemda 
Keta-pang, 
Putussibau, Mem-
pawah, Kubu Raya, 
dan Sintang 

Persentase 
Pengumpulan Data 
APBD 

RAB, Surat Tugas, 
SPD. 

- Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

April 
(6 s.d 14 
April) 

5 x 2 
Org 

14.272,- 
 

 

Laporan 
Kegiatan 
 

Kasi PSAPD 
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9 Koordinasi 
Penyusunan 
LK KKBUN Tk. 
Kanwil 

Penyusunan LK 
KKBUN Tk. Kanwil 
Tahun 2019 audited 

Indeks 
penyusunan 
LKKBUN Tk Kanwil 
secara tepat waktu 

SPAN, 
OM SPAN,  
E-Rekon, 
LK KBUN D KPPN 

- Bidang 
PAPK 

- KPPN 
(Seksi 
PDMS, 
Vera, 
Bank) 

April 
Tanggal   
(minggu ke-
3) 

- - LK KKBUN 
Tk. Kanwil 
Tahun 2019 
audited 

Kasi ASPLK 

10 Telaah LKKL 
Tingkat 
Wilayah 

Telaah laporan 
UAPPAW, UAKBUN 
Daerah, dan LK BLU 

Kualitas LK 
UAPPAW 
Kualitas LK BUN D 

Materi - Bidang 
PAPK 

- Bag 
Umum 

April 
(Minggu ke 
4) 

1x - Laporan 
Hasil Telaah 

Kasi PSAPP 

11 Sosialisasi/ 
Bimtek 
Penyusunan 
LK UAPPAW 
 

Menyelenggarakan 
kegi-atan 
Sosialisasi/Bimtek 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
UAPPAW 

Indeks Efektivitas 
Edukasi dan Ko 
munikasi 

RAB, Jadwal 
kegiatan, 
narasumber, 
materi, absensi, 
konsumsi, seminar 
kit dll 

- Bid. PAPK 
- Bag. 

Umum 
- Operator 

UAPPAW 

Juni 
(Minggu ke2) 
 
 
 
 

1x75 
 

12.000 
 
 

Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPP 

12 Pembinaan 
SAP pada 
Pemda 
 

Melaksanakan 
sosiali-sasi SAP se-
Provinsi Kalbar 

Indeks Efektivitas 
edukasi dan ko-
munikasi Seksi 
PSAPD 

RAB, SK Kegiatan, 
ST, SPD 

- Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

- PPKD 

JUNI 
(11 Juni) 

15 x 2  
Org 

1.800 Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPD 

 

 

 



 

RENCANA KERJA TAHUNAN 
KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

TAHUN 2020 

40 | R e n c a n a  K e r j a  T a h u n a n  T a h u n  2 0 2 0   
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC 
Fr./ 
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13 Sosialisasi/ 
Bimtek  
(kolaborasi 
PPA II) 

Melaksanakan 
sosiali-sasi PSAP 13 
dan PP 12/2019 ke 
Pemda se Kalbar 

Indeks Efektivitas 
dukasi dan ko-
munikasi Seksi 
PSAPD 

RAB, SK Kegiatan - Bag. 

Umum 

- Bidang 

PAPK 

- Ktr Pusat 

- PPKD 
- BLUD 

JUNI 
(11 Juni) 

1 Keg 11.300 Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPD 
dan ASPLK 

14 Pembinaan 
SAP pada 
Pemda 
 

Melaksanakan 
sosiali-sasi SAP ke 
Pemda Provinsi 
Kalbar 

Indeks Efektivitas 
edukasi dan ko-
munikasi Seksi 
PSAPD 

RAB, SK Kegiatan, 
ST 

- Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

- PPKD 

JUNI 
(18 Juni) 

1 x 2 
Org 

300 Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPD 

15 Pembinaan 
SAP pada 
Pemda 
 

Melaksanakan 
sosiali-sasi SAP dan 
asistensi 
penyelesaian 
temuan LHP BPK ke 
Pemda Melawi. 

Penyelesaian res-
ponse rate penye-
lesaian permasa-
lahan akuntansi 
dan pelaporan 
keuangan pemda 

RAB, SK Kegiatan, 
ST, SPD 

- Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

- PPKD 

JUNI 
(24 – 26 Juni) 

1 x 2 
Org 

5.464 
 
 

Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPD 

16 Sosialisasi/ 
Bimtek 

Menghadiri 
undangan 
sosialisasi/ bimtek 
dari instansi 
pemerintah  

Rata-rata jam pe-
latihan kebutuh-an 
peningkatan 
kompetensi pega-
wai 

RAB, Surat Tugas - Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

Tentative  
 

1 x 3 
Org 

450 Laporan 
Pelaksana-
an Tugas 

Kasi PSAPD 
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17 Koordinasi 
LKPD 
 

Melaksanakan 
pengum-pulan  data 
LKPD tahun 2020 
Triwulan II dan LKPD 
Tahun 2019 audited 

Persentase Pe-
ngumpulan Data 
APBD 

Surat Permintaan 
Data 

- Bidang 
PAPK 

Juli 
(2 Juli) 

- - Daftar kom-
pilasi data 
realisasi 
anggaran 

Kasi PSAPD 

18 Koordinasi 
Penyusunan 
LK KKBUN Tk. 
Kanwil 

Penyusunan LK 
KKBUN Tk. Kanwil 
Tahun 2020 
Semester I 

Indeks 
penyusunan 
LKKBUN Tk Kanwil 
secara tepat waktu 

SPAN, 
OM SPAN,  
E-Rekon, 
LK KBUN D KPPN 

- Bidang 
PAPK 

- KPPN 
(Seksi 
PDMS, 
Vera, 
Bank) 

Juli 
Tanggal   
(minggu ke-
2) 

- - LK KKBUN 
Tk. Kanwil 
Tahun 2020 
Semester I 

Kasi ASPLK 

19 Pendamping-
an penyusun-
an LK 

Pendampingan 
Penyu-sunan dan 
Penyelesaian 
permasalahan 
Laporan Keuangan 
UAPPAW dan BLU 

Persentase Res-
pon rate penyele-
saian permasa-
lahan akuntansi 
dan pelaporan 
keuangan 

RAB, Jadwal 
kegiatan, materi,dll 

- Bidang 
PAPK 

- TMR 
- Bag. 

Umum 
- UAPPAW 

(petugasp
enyusun 
LK) 

Agustus 
(Minggu 1) 

1x75 
 

4.500 Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPP 

20 Koordinasi 
LKPD  
 

Melaksanakan 
pengum-pulan LKPD 
Tahun 2019 audited 
ke Pemda Pro-vinsi 
Kal-bar  

Persentase Pe-
ngumpulan Data 
APBD 

RAB, Surat Tugas. - Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

Agustus 
(6 Agustus)  
 

1 x 2 
Org 

300 Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPD 
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21 Koordinasi 
LKPD  
 

Melaksanakan 
pengum-pulan LKPD 
Tahun 2019 audited 
ke Pemda Kota 
Pontianak 

Persentase Pe-
ngumpulan Data 
APBD 

RAB, Surat Tugas. - Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

Agustus 
(7 Agustus)  
 

1 x 2 
Org 

300 Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPD 

22 Koordinasi 
LKPD  
 

Melaksanakan 
pengum-pulan LKPD 
Tahun 2019 audited 
ke Pemda Ke-
tapang, Putussibau, 
Mempawah, Kubu 
Raya, dan Sintang 

Persentase Pe-
ngumpulan Data 
APBD 

RAB, Surat Tugas, 
SPD. 

- Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

Agustus 
(10 s.d 18 
Agustus) 

5 x 2 
Org 

14.272,- 
 

 

Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPD 

23 
 

Pembinaan 
SAP pada 
Pemda 
 

Melaksanakan 
sosiali-sasi SAP se-
Provinsi Kalbar 

Indeks Efektivitas 
edukasi dan ko-
munikasi Seksi 
PSAPD 

RAB, SK Kegiatan, 
ST, SPD 

- Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

- PPKD 

Agustus 
(24 Agustus) 

15 x 2  
Org 

1.800 Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPD 

24 FGD Pemda Melaksanakan FGD 
ter-kait GFS 

Indeks Efektivitas 
dukasi dan ko-
munikasi Seksi 
PSAPD 

RAB, SK Kegiatan - Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

- Ktr Pusat 
- PPKD 

Agustus 
(24 
Agustus) 

1  
Keg 

12.000 Laporan 
Kegiatan 

Kasi ASPLK 
dan PSAPD 
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25 Pembinaan 
UAKBUN-D 
(KPPN) 

Pembinaan 
Penyusunan LK 
UAKBUN D KPPN  

- Nilai Rata Rata 
Kualitas LK BUN 
D KPPN 

- Kualitas LK BUN 
Wilayah 

RAB, Jadwal 
kegiatan, materi,dll 

- Bidang 
PAPK 

- Bag 
Umum 

- KPPN 
(Seksi 
Vera) 

September 
(Minggu 1 s.d 
4) 

2 x 
 

15.440 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPP 

26 Pembinaan 
SAP pada 
Pemda 
 

Melaksanakan 
sosiali-sasi SAP dan 
asistensi 
penyelesaian 
temuan LHP BPK ke 
Pemda Kayong 
Utara 

Penyelesaian res-
ponse rate penye-
lesaian permasa-
lahan akuntansi 
dan pelaporan 
keuangan pemda 

RAB, SK Kegiatan, 
ST, SPD 

- Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

- PPKD 

September 
(2 - 4 Sept) 

1 x 2 
Org 

5.464 
 

Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPD 

27 Pembinaan 
SAP pada 
Pemda 
 

Melaksanakan 
sosiali-sasi SAP ke 
Pemda Kota 
Pontianak 

Indeks Efektivitas 
edukasi dan ko-
munikasi Seksi 
PSAPD 

RAB, SK Kegiatan, 
ST 

- Bag. 
Umum 

- Bidang 
PAPK 

- PPKD 

September 
(10 Sept) 

1 x 2 
Org 

300 Laporan 
Kegiatan 

Kasi PSAPD 

28 Koordinasi 
LKPD 
 

Melaksanakan 
pengum-pulan  data 
LKPD tahun 2020 
Triwulan III  

Persentase Pe-
ngumpulan Data 
APBD 

Surat Permintaan 
Data 

- Bidang 
PAPK 

Oktober 
(2 Oktober) 

- - Daftar kom-
pilasi data 
realisasi 
anggaran 

Kasi PSAPD 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC 
Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BIDANG SKKI 

1 Workshop 

Sosialisasi 

WBKWBBM dan 

Manajemen 

Risiko 

Melaksanakan Rakor 

KI bersamaan dengan 

Rakorwil. 

Rakor KI diikuti 

peserta dari Kanwil 

dan Kasi MSKI/Veraki. 

Materi : 

1. Manajemen Risiko 

2. WBKWBBM 

3. Pelaksanaan Tugas 

KI 

IKU:  

Nilai hasil evaluasi 

pelaksanaan tugas 

kepatuhan internal 

- TOR/RAB 

- Surat tugas 

- SPPD 

- Data terkait 

penyusunan 

profil risiko, 

penilaian tugas 

KI dan 

WBKWBBM 

 

- Bagian/ 

Bidang 

- KPPN 

22 - 24 

Januari 2020 

 

1 keg / 

26 org 

12.790.000 Laporan 

Hasil Rakor 

Pelaksanaan 

Tugas KI 

2020 

Kasi 

Kepatuhan 

Internal 

2 Pemantauan 

Kode Etik dan 

Kepatuhan 

Pegawai 

Melaksanakan 

kegiatan pemantauan 

kode etik di KPPN dan 

asistensi terkait 

WBKWBBM 

 

Indeks penyusunan 

laporan monitoring 

kode etik pegawai. 

 

- TOR/RAB 

- Surat tugas 

- SPPD 

- Kertas Kerja 

Pemantauan 

- Data WBKWBBM 

- Bidang 

SKKI 

- KPPN 

Minggu Ke III 

Maret 2020 

1x / 2 

org 

4.492.000 Laporan 

Hasil 

Pemantauan 

dan Asistensi 

WBKWBBM 

Kasi 

Kepatuhan 

Internal 

3 Pemantauan 

Pengendalian 

Intern 

Pengujian 

Kepatuhan dan 

Penyusunan 

Laporan 

Melaksanakan 

pencetakan Laporan 

Pengendalian Intern 

 

Persentase 

penyampaian 

laporan penerapan 

pemantauan 

pengendalian intern 

secara tepat waktu. 

 

- LHPPU 

- LAT 

- Bahan rapat 

Penyampaian 

hasil 

Pelaksanaan 

Tugas KI 

- Bidang 

SKKI 

- Bagian 

Umum 

April; Juli; 

Oktober ; 

Desember 

1 Keg 

x 1 

tahun 

1.500.000 Laporan 

Triwulanan 

Pemantauan 

Pengendalia

n Intern 

Kasi 

Kepatuhan 

Internal 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC 
Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Monitoring 

Akselerasi Zona 

Integritas 

WBKWBBM 

Melaksanakan 

monitoring 

pelaksanaan 

WBKWBBM pada 

KPPN 

-- - TOR/RAB 

- Kertas Kerja 

- Laporan Hasil  

Monitoring 

- Bidang 

SKKI 

- KPPN 

Minggu Ke III 

Maret 2020 

2 

KPPN 

x 1 

kali 

8.984.000 Laporan 

hasil 

monitoring 

Kasi 

Kepatuhan 

Internal 

5 Pelaksanaan 

Manajemen 

Risiko 

Melaksanakan rapat 

pembahasan profil 

risiko Kanwil tahun 

2020 

Indeks kepatuhan 

penerapan 

Manajemen Risiko. 

 

- Dokumen Profil 

risiko 

- Notulensi 

- Bagian/ 

Bidang 

Minggu Ke III 

Januari 2020 

17 org 

x 1 

Keg 

2.020.000 Piagam 

Manajemen 

Risiko dan 

Profil Risiko 

Kasi 

Kepatuhan 

Internal 

6 Monev Tindak 

Lanjut 

Penyelesaian 

LHP, Pulbaket 

dan 

Pendampingan 

Saksi Ahli 

Melaksanakan monev 

terkait Tindak Lanjut 

Penyelesaian LHP 

atas audit APF pada 

seluruh unit kerja 

Persentase LHP 

Itjen dan BPK yang 

ditindaklanjuti 

secara tepat waktu. 

 

- ST 

- Laporan Hasil 

Audit 

- Aplikasi Team 

Central  

- Bidang 

SKKI 

- KPPN 

-- 1 

KPPN 

x 1 

kali 

4.492.000 Laporan 

Hasil Audit 

dan Laporan 

Tindak 

Lanjut  

Kasi 

Kepatuhan 

Internal 

7 Pelaksanaan 

Supervisi Proses 

Bisnis KPPN dan 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Implementasi 

ISO 

Catatan: 

Pelaksanaan 

kegiatan  

Melaksanakan 

kegiatan pembinaan, 

supervisi dan 

penilaian kinerja 

KPPN berdasarkan 

KEP-261/PB/2016 

tentang Pedoman 

Pembinaan dan 

Supervisi KPPN. 

1. Rata-rata nilai 

kinerja KPPN 

sebagaimana 

hasil Pembinaan 

dan Supervisi 

Kanwil; 

Kerangka Acuan 

Kegiatan, SK Tim 

Pembinaan, Surat 

Tugas,  Kertas Kerja, 

Formulir-formulir 

dalam proses 

pembinaan serta 

dokumen terkait 

lainnya. 

- Bidang 

SKKI 

- Tim 

Pembinaan 

- KPPN 

 

Semester I: 

1. KPPN 

Sintang: 

13-16 April  

2. KPPN 

Pontianak: 

11-15 Mei  

3. KPPN 

Singkawang

: 8-12 Juni 

6 

KPPN 

x 4 

org x 

5 hari 

2 frek 

180.328.000 Laporan 

Hasil 

Pembinaan 

Supervisi 

dan 

Penilaian 

Kinerja KPPN 

(2 LHP). 

Kasi Supervisi 

Proses Bisnis 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan 

yang diperlukan 

Pihak-pihak  

yang 

Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC 
Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Dilakukan 

selama 5 hari di: 

KPPN Pontianak, 

KPPN 

Singkawang, 

KPPN Sanggau 

dan KPPN 

Ketapang. 

Sedangkan di 

KPPN Sintang 

dan KPPN 

Putussibau 

dilaksanakan 4 

hari); 

2. Diusulkan 

tambahan 

anggaran untuk 

uang harian 

perjadin dalam 

kota lebih dari 8 

jam untuk 

pembinaan di 

KPPN Pontianak 

dan biaya untuk 

ATK/pencetakan/

penggandaan 

laporan. 

 

 2. Rata-rata nilai 

kinerja KPPN 

sebagaimana 

hasil Pembinaan 

dan Supervisi 

Kanwil; 

3. Indeks ketepatan 

waktu 

penyusunan 

Laporan Hasil 

Pembinaan 

Kanwil; 

4. Persentase 

rekomendasi 

pembinaan 

Kanwil yang 

ditindaklanjuti 

KPPN secara 

tepat waktu; 

5. Persentase KPPN 

yang memenuhi 

Standar 

Manajemen 

Mutu ISO. 

 -  4. KPPN 

Ketapang: 22-

26 Juni  

5. KPPN 

Putussibau: 6-

9 Juli  

6. KPPN Sanggau: 

13-17 Juli  

Semester II: 

1. KPPN Sintang: 

7-10 Septr  

2. KPPN 

Pontianak: 21-

25 September  

3. KPPN 

Singkawang: 5-

9 Oktober  

4. KPPN 

Ketapang: 19-

23 Oktober 

KPPN 

Putussibau: 2-

5 November  

5. KPPN Sanggau: 

16-20 

November  

 

    

 



 

RENCANA KERJA TAHUNAN 
KANWIL DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

TAHUN 2020 

47 | R e n c a n a  K e r j a  T a h u n a n  T a h u n  2 0 2 0   
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC 
Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 Workshop 

Implementasi 

ISO dan Evaluasi 

Pelaksanaan 

Proses Bisnis di 

KPPN 

Melaksanakan 

pembinaan dan 

pelatihan dalam 

mengimplementasika

n ISO 9001:2015 

secara konsisten dan 

berkelanjutan sesuai 

dengan Pedoman 

Mutu yang telah 

ditetapkan serta 

melakukan evaluasi 

atas hasil pembinaan 

dan supervisi proses 

bisnis yang telah 

dilaksanakan 

sebelumnya. 

1. Persentase 

KPPN yang 

menerapkan 

Standar 

Manajemen 

Mutu ISO 9001; 

2. Persentase 

rekomendasi 

Kanwil yang 

ditindaklanjuti 

KPPN secara 

tepat waktu. 

 

Kerangka Acuan 

Kegiatan, Surat 

Tugas, materi 

workshop, dokumen 

pelaksanaan ISO 

9001:2015, tindak 

lanjut hasil 

pembinaan dan 

dokumen terkait 

lainnya. 

- Bidang 

SKKI 

- Narasumb

er yang 

ditunjuk 

- KPPN 

13 Maret 2020 

di Kanwil DJPb 

Prov. Kalbar 

5 

KPPN 

x 2 

org, 1 

KPPN 

x 3 org 

x 1 

frek 

27.510.000 Laporan 

Pelaksanaan 

Workshop 

Kasi Supervisi 

Proses Bisnis 

9 FGD Evaluasi 

dan perbaikan 

proses bisnis 

serta 

Penyusunan 

Laporan  

Melaksanakan 

kegiatan FGD dalam 

rangka evaluasi dan 

perbaikan proses 

bisnis 

 

- Kerangka Acuan  

Kegiatan, Surat 

Undangan, daftar 

hadir, notulensi 

acara. 

- Bidang 

SKKI 

- Peserta 

FGD yang 

diundang 

Triwulan I: 

27 Februari 

2020 

Triwulan II: 

4 Mei 2020 

Triwulan III: 

27 Agustus 

2020 

Triwulan IV: 

26 November 

2020 

 20 org 

x 4 

frek 

4.800.000 Laporan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

FGD 

Kasi Supervisi 

Proses Bisnis 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC 
Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 Monitoring dan 

Evaluasi 

Kepatuhan 

Bank/Pos 

Persepsi 

Melaksanakan uji 

petik kepatuhan 

bank/pos persepsi 

terhadap ketentuan 

dalam layanan 

penerimaan Negara 

melalui MPN G3 

sesuai perjanjian yang 

telah ditandatangani 

para pihak. 

- Kerangka Acuan 

Kegiatan, Surat 

Tugas, Berita Acara 

Pelaksanaan Monev 

dan dokumen 

terkait lainnya. 

- Bidang 

SKKI 

- Tim yang 

ditunjuk  

- Bank/Pos 

Persepsi 

Pontianak: 30-

31 Desember 

2020. 

3 tim x 

2 org 

x 2 

frek 

3.600.000 Berita Acara 

Monev 

Kepatuhan 

Bank/Pos 

Persepsi 

Kasi Supervisi 

Proses Bisnis 

11 Rapat 

Koordinasi 

Penerimaan 

Negara dengan 

Bank/Pos 

Persepsi 

 

 

Melaksanakan rapat 

koordinasi dengan 

bank/pos persepsi 

serta stakeholder 

terkait lainnya dalam 

rangka 

mengamankan 

penerimaan negara 

sesuai pedoman 

penerimaan negara 

pada akhir tahun 

anggaran 2020. 

 

- Kerangka Acuan  

Kegiatan, Surat 

Undangan, daftar 

hadir, materi rapat, 

notulensi acara 

serta dokumen 

terkait lainnya.  

- Kanwil 

DJPb 

- Bank/Pos 

Persepsi 

- Biller. 

11 Desember 

2020. 

80 org 

x 1 

frek 

4.800.000 Laporan 

Pelaksanaan 

Rapat dan 

Notulensi 

Acara 

Kasi Supervisi 

Proses Bisnis 

12 

 

Pembinaan 

Jabatan 

Fungsional 

Melaksanakan 

pembinaan layanan 

pengurusan jabatan 

fungsional terbuka. 

 

- Kerangka Acuan 

Kegiatan, Surat 

Tugas,  

- Bidang 

SKKI 

- KPPN 

Singkawan

g. 

KPPN 

Singkawang: 

3-5 Juni 2020 

1 frek 4.424.000 Laporan 

Pelaksanaan 

pembinaan  

Kasi Supervisi 

Proses Bisnis 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC 
Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 Monitoring dan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Ujian Sertifikasi 

Bendahara 

Pada KPPN 

selaku Unit 

Penyelenggara 

Sertifikasi (UPS) 

Melaksanakan 

monitoring dan 

evaluasi atas 

pelaksanaan ujian 

sertifikasi Bendahara 

di KPPN sesuai jadwal 

ujian yang telah 

ditetapkan Kantor 

Pusat. 

- Kerangka Acuan 

Kegiatan, Surat 

Tugas, 

- Bidang 

SKKI 

- KPPN 

Sanggau. 

Tentatif 

sesuai jadwal 

pelaksanaan 

ujian 

sertifikasi 

Bendahara di 

KPPN selaku 

UPS. 

1 

KPPN 

x 2 org 

x 3 hr 

x 1 

frek. 

4.824.000 Laporan 

Pelaksanaan 

Monitoring 

dan Evaluasi 

Pelaksanaan 

Ujian 

Sertifikasi 

Bendahara. 

Kasi Supervisi 

Proses Bisnis 

14 Pelaksanaan 

Video Conference 

dengan KPPN 

dalam Rangka 

Pembinaan dan 

Supervisi

 

Pelaksanaan 

Video 

Conference 

dengan KPPN 

dalam Rangka 

Pembinaan dan 

Supervisi 

Melaksanakan 

kegiatan pembinaan 

dan supervisi melalui 

komunikasi langsung 

dengan KPPN melalui 

sarana video 

conference. 

IKU: 

Rata-rata nilai 

kinerja KPPN 

sebagaimana hasil 

Pembinaan dan 

Supervisi Kanwil; 

 

Kerangka Acuan 

Kegiatan, SK Tim 

Pembinaan, Surat 

Tugas,  Kertas Kerja, 

Formulir-formulir 

dalam proses 

pembinaan serta 

dokumen terkait 

lainnya. 

- Bidang 

SKKI 

- Tim 

Pembinaan 

- KPPN 

 

1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) 

bulan 

- 0 1. Ringkasan 

Hasil 

Konsultasi; 

2. Matriks 

Hasil 

Supervisi. 

Kasi Supervisi 

Proses Bisnis 

15 Peningkatan 

Kapasitas TI 

Komunikasi 

Pegawai 

Melaksanakan 

kegiatan internalisasi 

dan sosialisasi 

kebijakan-kebijakan 

TIK 

Efektivitas Edukasi 

dan Komunikasi 

 

- TOR/RAB 

- Surat Tugas 

- Bahan Sosialisasi 

- Kuesioner/soal 

post-test 

- Bidang 

SKKI 

- Tim 

Pembinaan 

- KPPN 

13 – 15 Juli 1x  

2org 

5.232.000 Laporan 

Kegiatan 

Sosialisasi 

Kasi Supervisi 

Teknis 

Aplikasi 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

No Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan 

Keterkaitan dengan 

Indikator Kinerja 

Utama 

Bahan-bahan yang 

diperlukan 

Pihak-pihak  

yang Terlibat 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keuangan 

Output PIC 
Fr./ 

Org 
RAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 Monitoring 

Infrastruktur 

dan 

Pengelolaan TIK 

KPPN 

Melaksanakan 

kegiatan monitoring 

infrastruktur dan 

pengelolaan TIK 

berdasarkan 

peraturan - peraturan 

yang berlaku 

 

 

Jumlah laporan hasil 

monitoring 

infrastruktur TIK 

pada KPPN yang 

disusun 

- TOR/RAB 

- Surat Tugas 

- SPPD 

- Data 

infrastruktur dan 

pengelolaan TIK 

semester 

sebelumnya 

- Checklist 

monitoring dan 

evaluasi, dll 

- Bidang 

SKKI 

- KPPN 

Semester I: 

1. 9 - 11 Mar  

2. 16 - 18 Mar 

3. 30 Mar – 1 

Apr 

4. 6 – 8 Apr 

5. 13 – 15 Apr 

6. 20 – 22 Apr  

 

Semester II: 

1. 14 - 16 Sep  

2. 21 - 23 Sep 

3. 28 – 30 Sep 

4. 5 – 7 Okt 

5. 12 – 14 Okt 

6. 19 – 21 Okt 

12x 

2 org 

62.560.000 Laporan 

Hasil 

Monitoring 

Infrastruktur

dan 

Pengelolaan 

TIK KPPN 

- Per KPPN 

- Lingkup 

Kanwil 

Kasi Supervisi 

Teknis 

Aplikasi 

17 FGD Koordinasi 

Inovasi Layanan 

Melaksanakan 

kegiatan FGD dalam 

rangka inventarisasi, 

evaluasi dan 

koordinasi layanan di 

KPPN dan Kanwil 

- - TOR/RAB 

- Surat Undangan 

- Daftar Hadir 

- Notulensi Acara 

 

- Bidang 

SKKI 

- Peserta 

FGD yang 

diundang 

Semester I: 

17 Februari 

 

Semester II: 

10 Agustus  

2x 

12 

orang 

1.440.000 Laporan 

Kegiatan  

FGD 

Kasi Supervisi 

Teknis 

Aplikasi 
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BAB V 
PENUTUP 

Rencana Kerja Tahunan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat merupakan suatu 

dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus 

akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan 

adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

RKT ini merupakan turunan dari renstra atau Rencana Strategis yang berjangka satu 

tahun. RKT disajikan dengan lebih mendetail mengenai sasaran strategi, berisi 

mengenai program-program maupun kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dari kegiatan berupa output 

dan indikator program berupa program ditentukan dalam dokumen ini.   
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Pada lampiran ini tersaji Rincian maasing-masing kegiatan, jadwal pelaksanaan dan aspek 

pendanaan: 

A. BAGIAN UMUM 

1. Pendahuluan 

Bagian Umum memiliki tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana 

dan prasarana kerja, melaksanakan urusan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia 

(SDM), keuangan, tata usaha, rumah tangga, kehumasan dan Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja. 

Pada tahun 2020, Bagian Umum mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.289.849.000. 

Anggaran tersebut terdiri dari 3 output, yaitu: Layanan Sarana dan Prasarana Internal, 

Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran. Sebagai bagian yang 

memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai, Bagian Umum memiliki peran penting 

terhadap pencapaian kinerja organisasi. Pelayanan yang diberikan oleh Bagian Umum 

hampr menyeluruh terkait hajat hidup dan kesejahteraan pegawai, keamanan, serta 

kenyamanan pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja para pegawai dan 

pencapaian tujuan organisasi. Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama (IKU) 

Kemenkeu-Two Kanwil terdapat 5 (lima) indikator yang tugas dan tanggung jawab 

Bagian Umum, yaitu Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil, Nilai rata-rata 

hard competency pegawai, Nilai Kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused 

Organization, Persentase pengelolaan BMN yang optimal, Persentase kualitas 

pelaksanaan anggaran Kanwil. 

2. Program Kerja 

I. Jambore (Capacity Building) 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bagian Umum memiliki tugas 

melaksanakan urusan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Dalam rangka untuk membangun kebersamaan dan meningkatkan sinergi 

diantara para pejabat dan pegawai perlu diadakan kegiatan yang 

melibatkan seluruh pegawai dalam bentuk capacity building. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah membangun kerjasama dan sinergi antara 

seluruh pegawai dan unit di lingkup Kanwil DJPb Kalimantan Barat sehingga 

dapat mereduksi sekat-sekat yang mungkin ada diantara pegawai maupun 

unit yang pada akhirnya tercipta suasana kerja yang nyaman dan penuh 

kolaborasi.  

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini direncanakan berbentuk jambora (capacity building) dengan 

mengumpulkan seluruh pegawai dalam satu acara yang dapat menciptakan 

suasana kebersamaan. 
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d. Aspek Pendanaan 

Anggaran kegiatan ini berasal dari output Layanan Dukungan Manajemen 

Satker sejumlah Rp.115.338.000. 

e. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Maret. 

II. Pengambilan Sumpah PNS/Pelantikan Pejabat 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bagian Umum memiliki tugas 

melaksanakan urusan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM).  

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah supaya pegawai/pejabat yang dilantik agar 

memiliki ketaatan dan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara, dan 

pemerintah serta melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi 

tanggung jawab dengan baik. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

pengambilan sumpah PNS/pelantikan pejabat. 

d. Aspek Pendanaan 

Anggaran kegiatan ini berasal dari output Layanan Dukungan Manajemen 

Satker sebesar Rp.9.000.000.  

e. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilakukan menyesuaikan dengan terbitnya SK PNS dan SK 

Mutasi dalam Jabatan. 

III. Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana Umum dan Khusus 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bagian Umum memiliki tugas 

melaksanakan urusan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan evaluasi sekaligus apresiasi kepada 

seluruh pegawai atas kinerja tahun lalu. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilakukan dengan menetapkan penilaian kinerja pegawai yang 

dijadikan sebagai bahan siding apakah pegawai tersebut mendapatkan 

kenaikan, penurunan atau stagnasi peringkat jabatan. 

d. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun. 
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IV. Evaluasi Pelaksana dan Penempatan Pegawai 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bagian Umum memiliki tugas 

melaksanakan urusan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

b. Tujuan 

Kegiatan ini bertujuan memberikan evaluasi atas kinerja pegawai dan 

meakukan mutasi dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi 

yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini diawali dengan melakukan evaluasi atas kinerja dan 

mengidentifikasi kompetensi seluruh pegawai sebagai bahan rapat pejabat 

eselon III dengan Kepala Kanwil. Penempatan pegawai dilakukan 

menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 

d. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada awal tahun. 

V. Pemilihan Pegawai dan PPNPN terbaik 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bagian Umum memiliki tugas 

melaksanakan urusan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

b. Tujuan 

Kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi kepada pegawai dan PPNPN 

yang telah menunjukkan kinerja terbaik. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan penilaian kepada pegawai dan 

PPNPN sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya kepada 

pegawai maupun PPNPN yang ditetapkan sebagai yang terbaik diberikan 

piagam penghargaan. 

d. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan tiap semester yaitu pada bulan Maret dan 

September. 

VI. Pemetaan Kompetensi Pegawai 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bagian Umum memiliki tugas 

melaksanakan urusan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Sesuai dengan ketentuan manajemen talenta maka Kanwil juga melakukan 

identifikasi terhadap calon talent yang nantinya akan dikembangkan 
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kompetensinya sehingga dapat memnuhi kriteria-riteria yang 

dipersyaratkan untuk menjadi pegawai bertalenta. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan 

kompetensi pegawai serta mempersiapkan calon talent agar dapat menjadi 

pegawai bertalenta. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memetakan kompetensi pegawai, dan 

mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensinya. Selanjutnya akan 

dibuatkan program khusus untuk pengembangan kompetensi sesuai 

dengan kebutuhan. 

d. Aspek Pendanaan 

Pendanaan kegiatan ini berasal dari kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM). 

e. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada semester I tahun 2020. 

VII. Bimbingan Mental 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bagian Umum memiliki tugas 

melaksanakan urusan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Sebagai salah satu usaha yang dilakukan dan selaras dengan program 

revolusi mental Presiden adalah dengan pelaksanaan bimbingan mental 

pegawai. 

b. Tujuan 

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah agar seluruh pegawai dapat 

memiliki mental yang baik sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas 

sehari-hari. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang tokoh dari masing-masing 

agama untuk melakukan ceramah. 

d. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini masih dalam proses perencanaan, namun demikian akan 

dilaksanakan secara rutin. 

VIII. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Kanwil DJPb mempunyai tugas memberikan 

pembinaan kepada KPPN terkait pengelolaan keuangan. 

b. Tujuan 

Kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi dengan KPPN terkait 

penyusunan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 
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Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat serta 

pendampingan penyelesaian permasalahan dalam penyusunan laporan 

keuangan.  

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi penyusunan Kerangka Acuan Kerja, 

Rencana Anggaran Biaya, pembuatan surat undangan bagi peserta dan 

narasumber, serta Identifikasi permasalahan penyusunan laporan 

keuangan.  

d. Aspek Pendanaan 

Anggaran kegiatan ini berasal dari output Layanan Dukungan Manajemen 

Satker sebesar Rp.30.880.000 dan output Layanan Perkantoran sebesar 

Rp.5.280.000. 

e. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan periode penyusunan laporan 

keuangan semesteran yaitu pada bulan Januari dan Juli. 

IX. Pembinaan Pengelolaan Keuangan KPPN sebagai Satuan Kerja 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Kanwil DJPb mempunyai tugas memberikan 

pembinaan kepada KPPN terkait pengelolaan keuangan. 

b. Tujuan 

Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman KPPN dan mencarikan solusi 

untuk permasalahan yang ditemui terkait pengelolaan keuangan. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini meliput pembuatan Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran 

Biaya, serta Indentifikasi permasalahan pengelolaan keuangan pada KPPN. 

d. Aspek Pendanaan 

Kegiatan ini berasala dari output Layanan Dukungan Manajemen Satker 

sebesar Rp.10.000.000. 

e. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini masih tentative (belum ditentukan jadwalnya). 

X. Pengadaan Aset 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb dukungan sarana dan prasarana kerja tata 

usaha, rumah tangga. Kondisi saat ini terdapat kekurangan mobil dinas 

operasional dimana terdapat satu bidang yaitu Bidang PPA II tidak memiliki 

kendaraan dinas operasional. Selain itu, ketiadaan motor operasional juga 

mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas secara umum, khususnya 

terkait mobilitas pegawai/PPNPN dalam pembelian barang serta 

penyampaian persuratan.  
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b. Tujuan 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan 

tugas Kanwil terutama terkait mobilitas pejabat/pegawai serta PPNPN. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan 

pengadaan pada umumnya melalui e-catalogue. Pengadaan berupa 

pengadaan satu unit kendaraan roda empat (mobil) dan satu unit 

kendaraan roda dua (motor).  

d. Aspek Pendanaan 

Anggaran pengadaan mobil sebesar Rp.242.000.000 dan motor sebesar 

Rp.27.889.000 berasal dari output Layanan Sarana dan Prasarana Internal.  

e. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan pengadaan direncanakan dilaksanakan pada bulan Februari – 

Maret. 

XI. Pengadaan Persediaan Keperluan Perkantoran 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb dukungan sarana dan prasarana kerja tata 

usaha, rumah tangga. Oleh karena itu untuk menjamin keberlangsungan 

kegiatan perkantoran yang membutuhkan peralatan dan bahan tulis, cetak, 

serta bahan lainnya maka Bagian Umum melaksanakan kegiatan ini. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjamin keberlangsungan kegiatan 

perkantoran. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini meliputi: 

1. Pembelian barang persediaan 

2. Pembelian keperluan perkantoran 

3. Dokumentasi, Laminasi, Penggandaan, dan Pencetakan 

d. Aspek Pendanaan 

Anggaran kegiatan berasal dari output Layanan Perkantoran. 

e. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan kebutuhan pegawai 

dan kantor. 

XII. Pengadaan Seragam 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb dukungan sarana dan prasarana kerja tata 

usaha, rumah tangga. Oleh karena itu untuk mewujudkan kebanggaan 

terhadap institusi dan menumbuhkan rasa kebersamaan dari para pegawai 
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maka Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat membuat seragam untuk hari 

Kamis.  

b. Tujuan 

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kebanggaan 

terhadap institusi dan menumbuhkan rasa kebersamaan dari para pegawai. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengukuran ukuran baju dan celana 

pegawai, pembuatan/pembelian serta pembagian seragam kepada 

pegawai. 

d. Aspek Pendanaan 

Anggaran kegiatan ini berasal dari output Layanan Perkantoran sejumlah 

Rp.54.159.000. 

e. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari. 

XIII. Pengadaan Obat dan Dokter 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb dukungan sarana dan prasarana kerja tata 

usaha, rumah tangga. Oleh karena diperlukan upaya untuk menjaga 

kesehatan pegawai dalam bekerja sehingga pelaksanaan tugas dapat 

terselesaikan dengan baik. 

b. Tujuan 

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menjaga kesehatan para 

pegawai lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mendatangkan dokter umum sekali 

dalam seminggu untuk memeriksa kesehatan para pegawai secara umum, 

dan menyediakan obat-obatan ringan. 

d. Aspek Pendanaan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.20.550.000 yang berasal dari output 

Layanan Perkantoran. 

e. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun dengan mendatangkan dokter 

umum seminggu sekali dan pengadaan obat-obatan sesuai dengan 

kebutuhan pegawai. 

XIV. Foto Bersama 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb dukungan sarana dan prasarana kerja tata 

usaha, rumah tangga. Untuk mempercantik ruangan kerja maka Kanwil 

berencana memasang foto bersama pejabat beserta pelaksana. Selain 
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dalam rangka mempercantik ruangan, adanya foto bersama diharapkan 

mampu mewujudkan rasa kebanggan, dan kebersamaan sehingga dapat 

tercipta suasana kerja yang harmonis dan sinergis antar pegawai dan 

bidang.  

b. Tujuan 

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah untuk mengganti foto 

pegawai yang sudah tidak bertugas lagi di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat, mempercantik ruangan, serta menimbulkan rasa kebanggan dan 

kebersamaan bagi para pegawai sehingga tercipta suasana kerja yang 

harmonis dan sinergis untuk pencapaian tujuan organisasi. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara berfoto bersama seluruh 

pejabat dan pegawai Kanwil, serta masing-masing Bagian/Bidang. 

d. Aspek Pendanaan 

Kegiatan ini didanai dari output layanan perkantoran. 

e. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Februari-Maret. 

XV. Pemeliharaan Gedung Perkantoran, Kendaraan Dinas, dan lain-lain 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bagian Umum mempunyai tugas 

melaksanakan dukungan sarana dan prasarana kerja yang mampu 

menciptakan suasana nyaman bagi pegawai dalam bekerja.  

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan kenyamanan pegawai dalam 

bekerja sehingga mampu menghasilkan kinerja optimal bagi organisasi. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah renovasi selasar belakang 

gedung kantor, renovasi parkir kendaraan roda dua dan empat, perbaikan 

kerusakan pada gedung kantor, rehabilitasi aula, pemeliharaan kendaraan 

dinas secara rutin, dan lain-lain. 

d. Aspek Pendanaan 

Kegiatan pemeliharaan berasal dari output Layanan Perkantoran dengan 

perkiraan biaya sebesar Rp.399.424.000.  

e. Waktu Pelaksanaan 

Renovasi selasar belakang gedung kantor, renovasi parkir kendaraan roda 

dua dan empat dilaksanakan pada bulan februari, sedangkan perbaikan 

gedung kantor direalisasikan sesuai kebutuhan. Pemeliharaan kendaraan 

dinas dilakukan secara berkala. 
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XVI. Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bagian Umum mempunyai tugas 

melaksanakan dukungan sarana dan prasarana kerja yang mampu 

menciptakan suasana nyaman bagi pegawai dalam bekerja. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan kenyamanan pegawai dalam 

bekerja sehingga mampu menghasilkan kinerja optimal bagi organisasi. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan yang dilaksanakan adalah renovasi dan perbaikan rumah jabatan 

Kepala Kanwil dan Kepala KPPN Pontianak.  

d. Aspek Pendanaan 

Kegiatan pemeliharaan berasal dari output Layanan Perkantoran dengan 

perkiraan biaya sebesar Rp.36.896.000. 

e. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan pada bulan Februari – Maret. 

XVII. Pemindahan Fasilitas Video Conference 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb dukungan sarana dan prasarana kerja tata 

usaha, rumah tangga. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sekarang, dengan 

melaksanakan Video Conference dengan Kantor Pusat maupun KPPN. 

Sebagai salah satu Inisiatif Strategis Kanwil, pelaksanaan video conference 

dengan KPPN bertujuan untuk mewujudkan koordinasi pelaksanaan tugas 

dan fungsi Kanwil sebagai pembina KPPN. Kondisi ruangan video 

conference saat ini belum representatif sehingga dibutuhkan renovasi. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan ruangan yang representatif untuk 

pelaksanaan video conference. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memindahkan fasilitas video 

conference ke ruangan yang lebih representatif. 

d. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret. 

XVIII. Penatausahaan Arsip Aktif dan In-aktif 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb dukungan sarana dan prasarana kerja tata 

usaha, rumah tangga. Sebagai instansi pemerintahan yang bersifat 
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administratif maka pengelolaan arsip adalah hal yang harus diperhatikan, 

baik itu arsip yang masih aktif maupun in-aktif. 

b. Tujuan 

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan ruangan kerja 

yang rapi dengan menata arsip aktif serta memindahkan arsip-arsip yang 

sudah tidak aktif ke gudang. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi: 

1. Pemilahan arsip aktif maupun in-aktif berdasarkan tahun; 

2. Menata kembali arsip aktif; 

3. Memindahkan arsip yang sudah tidak aktif ke gudang, termasuk 

rencana pemusnahannya.  

d. Aspek Pendanaan 

Kegiatan penatausahaan arsip berasal dari output Layanan Perkantoran 

dengan perkiraan biaya sebesar Rp.8.000.000. 

e. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu 

pada bulan Februari dan Bulan Juli. 

XIX. Evaluasi PPNPN 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb dukungan sarana dan prasarana kerja tata 

usaha, rumah tangga. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dibutuhkan 

tenaga PPNPN dalam melayani kebutuhan keamanan dan kenyamanan bagi 

pegawai Kanwil DJPb. Oleh karena itu diperlukan evaluasi atas kinerja 

PPNPN untuk menjamin profesionalisme dan   

b. Tujuan 

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas kinerja PPNPN tahun 

lalu sehingga dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme di tahun 

berjalan. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Adapun pelaksanaan kegiatan ini meliputi: 

1. Pembuatan kriteria penilaian bagi PPNPN; 

2. Melakukan survey kepada seluruh pegawai Kanwil tentang kinerja 

PPNPN; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian PPNPN. 

d. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan in dilaksanakan pada awal tahun sebelum pembuatan SPK bagi 

PPNPN. 
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XX. Penunjukkan Penghuni Mess 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb dukungan sarana dan prasarana kerja tata 

usaha, rumah tangga. Saat ini Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat belum 

mampu menyediakan rumah dinas sesuai dengan jumlah pejabat eselon III 

dan IV yang ada sehingga ada beberapa pejabat eselon IV yang menempati 

Mess. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperjelas status penghunian mess bagi 

pejabat eselon IV serta merperjelas hak dan kewajiban penghuni. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi: 

1. Pendataan kembali para pejabat yang menghuni mess. 

2. Perumusan hak dan kewajiban bagi penghuni 

3. Pembuatan surat keterangan penghunian mess. 

d. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada awal tahun anggaran serta pada saat 

pergantian penghuni 

XXI. Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb dan Pemenuhan langkah-langkah 

peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Kanwil DJPb mempunyai tugas 

memberikan pembinaan kepada KPPN terkait pengelolaan kinerja. 

b. Tujuan 

Kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi dengan KPPN terkait 

pengelolaan kinerja dengan narasumber dari Bagian OTL. 
c. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Melakukan reviu atas pengelolaan kinerja pada KPPN terutama terkait 

dengan langkah-langkah pemenuhan kualitas pengelolaan kinerja; 

2. Membuat kertas kerja berupa daftar pemenuhan unsur-unsur dalam 

langkah-langkah pemenuhan kualitas pengelolaan kinerja; 

3. Menyiapkan bahan presentasi 

4. Teknik yang digunakan adalah presentasi dan diskusi 

d. Aspek Pendanaan 

Kegiatan ini berupa rapat koordinasi dengan mengundang pejabat/pegawai 

KPPN pengelola kinerja/penyusun laporan langkah-langkah peningkatan 

kualitas pengelolaan kinerja. Anggaran pelaksanaan kegiatan ini diusulkan 

sebesar Rp.33.520.000 yang berasal dari output Layanan Dukungan Satker. 
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e. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan rakor pengelolaan kinerja direncanakan pada bulan April dan 

September. 

XXII. Pembinaan Pengelolaan Kinerja ke KPPN 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb dan Pemenuhan langkah-langkah 

peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Kanwil DJPb mempunyai tugas 

memberikan pembinaan kepada KPPN terkait pengelolaan kinerja. 

b. Tujuan 

Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman KPPN dan mencarikan solusi 

untuk permasalahan yang ditemui terkait pengelolaan kinerja. 
c. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Melakukan reviu atas pengelolaan kinerja pada KPPN terutama terkait 

dengan langkah-langkah pemenuhan kualitas pengelolaan kinerja; 

2. Membuat kertas kerja berupa daftar pemenuhan unsur-unsur dalam 

langkah-langkah pemenuhan kualitas pengelolaan kinerja; 

3. Menyiapkan bahan presentasi 

4. Teknik yang digunakan adalah presentasi, diskusi dan wawancara.  

d. Aspek Pendanaan 

Kegiatan ini berupa perjalanan dinas ke seluruh KPPN di lingkup Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat. Anggaran pelaksanaan kegiatan ini diusulkan 

sebesar Rp.10.000.000 yang berasal dari output Layanan Dukungan Satker 

e. Waktu Pelaksanaan 

Adapun jadwal kegiatan adalah sebagai berikut: 

1. KPPN Singkawang pada bulan Maret; 

2. KPPN Putussibau pada bulan April; 

3. KPPN Pontianak pada bulan Mei; 

4. KPPN Sanggau pada bulan Juni; 

5. KPPN Ketapang pada bulan Juli; 

6. KPPN Sintang pada bulan Agustus. 

XXIII. Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah 

a. Latar Belakang dan Dasar Hukum 

Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan 

tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Kanwil DJPb sebagai representasi 

Kementerian Keuangan di daerah, melaksanakan tugas koordinasi, 

pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, 

evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi, dan pertanggungjawaban di 

bidang perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kanwil 

DJPb perlu untuk selalu melakukan koordinasi, baik dengan instansi-instansi 

vertikal di wilayah kerjanya, dengan instansi tingkat pusat, maupun instansi 
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di luar Ditjen Perbendaharaan yang melaksanakan fungsi di wilayah 

kerjanya. 

b. Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Rakorwil adalah: 

1. Pembahasan isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaa tugas dan 

fungsi Kanwil dan KPPN; 

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Kanwil dengan KPPN 

maupun antar KPPN; 

3. Penyamaan persepsi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil dan KPPN 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Mengidentifikasi isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kanwil dan KPPN; 

2. Penyiapan bahan pembahasan isu-isu strategis; 

3. Teknik yang digunakan adalah presentasi dan diskusi; 

4. Penyusunan laporan kegiatan Rakorwil serta Matrik Tindak Lanjut. 

d. Aspek Pendanaan 

Anggaran pelaksanaan rakorwil berasal dari output Layanan Perkantoran 

sebesar Rp.10.810.000 

e. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan Rakorwil direncanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada 

bulan Februari dan November. 
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B. BIDANG PPA I 

1. Pendahuluan 

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I (PPA I) mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

pemerintah pusat, penganggaran, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta 

melaksanakan penyusunan reviu atas pelaksanaan dan analisis kinerja anggaran 

belanja pemerintah pusat.   

Pada tahun 2020 terdapat berbagai program strategis dari Kantor Pusat DJPb  yang 

harus mendapat perhatian khusus dalam implementasinya oleh Bidang PPA I, antara 

lain mengawal nilai IKPA selaku BUN, implementasi penggunaan aplikasi SAKTI dalam 

proses revisi, pemantauan Output Strategis (OS), dan pemantaun Prioritas Nasional 

(PN).   

Untuk menjamin pelaksanaan tugas di Bidang PPA I dapat berjalan lancar dan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan, maka diperlukan perencanaan kerja yang baik 

serta dukungan sumber daya yang memadai.  Sehubungan dengan beberapa hal 

tersebut, maka perlu disusun program kerja yang akan menjadi pedoman bagi Bidang 

PPA I dalam melaksanakan tugas selama kurun waktu tahun 2020, walaupun tidak 

menutup kemungkinan diperlukan penyesuaian dalam waktu berjalan untuk 

kesempurnaan pencapaian target kegiatan, baik mengenai jadwal maupun 

pendanaanya. 

2. Program Kerja 

Pada tahun 2020, pada Bidang PPA I dialokasikan dana untuk membiayai tusi sebesar 

Rp. 280.966.000 dengan rincian:  

a. Output: 1706.004.001. Hasil Kajian/Telaah/Analisa Pelaksanaan Anggaran Rp. 

144.740.000,- 

b. Output: 1706.009.001. Dok Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Pusat Rp. 

136.226.000,- 

Alokasi anggaran sebesar Rp. 280.966.000,- tersebut selanjutnya di jabarkan dalam 

program rencana kerja di Bidang PPA I selama tahun 2020,  sebagai berikut : 

I. Pelaksanaan Spending Review (SR) Tahun 2020 

4. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor 12/PB/2016 

tentang Penyusunan Spending Review, disebutkan bahwa dalam rangka 

meningkatkan kualitas belanja dalam APBN dari segi value for money 

diperlukan pengukuran belanja pemerintah yang dilaksanakan melalui reviu 

belanja pemerintah (Spending Review). Spending Review (SR) terdiri dari SR 

Umum dan SR Tematik yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan di tingkat 

pusat dan tingkat wilayah. 

5. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat 

memiliki tugas melakukan SR ditingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat. 
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6. Kegiatan dimaksud merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Kanwil 

DJPb antara lain: 

o Memberikan rekomendasi tentang penganggaran dan pelaksanaan 

anggran; 

o Memberikan bahan masukan penyusunan rencana kerja K/L di tingkat 

pusat; 

o Mengukur kinerja belanja pemerintah dari aspek 

ekonomis/efisiensi/efektivitas. 

7. Kegiatan dilaksanakan pada setiap 1 tahun sekali (tahunan), dengan tahapan: 

1. Pengolahan data pada aplikasi MEBE 

o Identifikasi inefisiensi belanja 

o Identifikasi program/kegiatan einmalig 

o Membuat kertas kerja berisi temuan inefisiensi dan einmalig 

o Membuat rekap total temuan inefisiensi dan einmalig 

2. Penyusunan Laporan SR 

3. FGD untuk SR tematik dengan 24 satker 

4. Rakor dan konfirmasi hasil SR  kepada satker (135 DIPA dari 6 KPPN) 

8. Time frame pelaksanaan kegiatan SR tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

(menyesuaikan nota dinas dari kantor Pusat DJPb): 

No. Tahapan Kegiatan 
Jan Feb 

I II III IV V I II III IV 

1. Pengolahan data          

2. Penyusunan Laporan SR          

3. FGD           

4. Rakor          

9. Alokasi biaya untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 25.020.000,- 

II. Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tahunan tahun 2019 

a. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN yang pada akhirnya 

akan berujung pada peningkatan efektivitas dan efisensi penggunaan belanja 

pemerintah, maka perlu dilakukan reviu pelaksanaan anggaran; 

b. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat memiliki tugas melakukan analisis APBN 

pemerintah pusat di tingkat wilayah; 

c. Kegiatan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) bertujuan untuk: 

o Identifikasi isu-isu pelaksanaan anggaran pada tingkat satker sampai 

dengan K/L; 

o Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, 

mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif; 

o Menilai kualitas pelaksanaan anggaran melalui IKPA 

d. Kegiatan RPA dilaksanakan secara semesteran ( 2 kali dalam 1 tahun), dengan 

tahapan: 

o Identifikasi permasalahan 
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o Kajian pustaka 

o Pengumpulan data, pengolahan data dan analisis 

o Rekomendasi 

o Penyampaian laporan 

e. Pada pelaksanaan RPA tahun 2020 ini ada beberapa kegiatan yang perlu 

dilakukan untuk menjamin RPA terlaksana dengan baik, peningkatan kualitas 

RPA yang disusun, dan tercapainya target IKU K2, K3, K4  antara lain: 

o Perlu revisi untuk penyediaan konsumsi peserta karena di alokasi 

belum disediakan seperti tahun 2019; 

o Melibatkan Mata Garuda untuk memberikan bantuan analisa 

f. Time frame pelaksanaan kegiatan RPA tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

Semester I (Date line tgl. 28 Feb) 

No. Tahapan Kegiatan 
Jan Feb 

I II III IV I II III IV 

1. Identifikasi permasalahan         

2. Kajian Pustaka         

3. Pengumpulan Data         

4. Pengolahan data, analisis, dan 

rekomendasi 

        

5. Penyampaian laporan         

Semester II (date line tgl. 7 Agustus) 

No. Tahapan Kegiatan 
Juli Agustus 

I II III IV I II III IV 

1. Identifikasi permasalahan         

2. Kajian Pustaka         

3. Pengumpulan Data         

4. Pengolahan data, analisis, dan 

rekomendasi 

        

5. Penyampaian laporan         

g. Alokasi biaya  untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 14.522.000,-/1 TA 

III. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Satker  

a. Sesuai PMK 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi 

Vertikal DJPb, salah satu tugas Bidang PPA I adalah melakukan analisis kinerja 

anggaran belanja pemerintah pusat.   Salah satu bentuk analisis kinerja 

pelaksanaan anggaran adalah melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).  

EPA dilaksanakan secara periodik, dan pada tahun 2020 EPA dilaksanakan 

setiap triwulan.   

b. Kanwil DJPb mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan EPA 

karena lokasinya yang berhadapan langsung dengan satker di wilayah 

kerjanya.  Pada Tahun 2020 EPA mempunyai peran sangat strategis, karena 

pada tahun ini banyak program unggulan yang perlu dikawal secara khusus, 

antara lain :  
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o Capaian IKPA selaku BUN; 

o Capaian output PN; 

o Capaian ouput strategis (OS); 

c. EPA dilaksanakan dengan tujuan untuk memitigasi sedini mungkin tentang 

permasalahan/kendala spesifik dalam pelaksanaan anggaran yang dihadapi 

satker dari berbagai indikator yang antara lain seperti dalam IKPA.  Untuk itu 

ada beberapa langkah yang akan dilakukan Bidang PPA I : 

o Akan membuat Nota Dinas penegasan tentang kewajiban KPPN untuk 

mengkonfirmasi kepada satker atas capaian output pada saat 

rekonsilisasi; 

o Melakukan mitigasi dan kompilasi atas Output Strategis dan Prioritas 

Nasional tahun 2020 yang berada pada lingkup DJPb Kalbar. 

o Berkoordinasi dengan Bidang PPA I DJPb Prov Kaltim terkait inovasi 

aplikasi untuk monitoring capian output; 

o Melakukan koordinasi dengan koordinator satker dan satker untuk 

menjamin bahwa output PN/OS dan IKPA bisa tercapai targetnya.  

d. EPA dikemas dalam bentuk FGD dengan satker-satker terpilih berdasarkan 

data monitoring pada indikator IKPA, capaian output PN dan capaian output 

strategis. 

e. Time frame pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

No. Tahapan Kegiatan 
Februari Mei Agustus Nov 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Pengumpulan data 

permasalahan 

                

2. Filter satker peserta FGD                 

4. Pelaksanaan FGD                 

5. Penyusunan laporan                 

f. Alokasi biaya  untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 16.080.000,-/ 1 TA 

IV. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 

a. Sesuai surat Dirjen Perbendaharaan No.S-08633/PB/2015 tgl 13 Oktober 2015, 

hal pelaksanaan rapat koordinasi daerah pelaksanaan anggaran, salah satu 

tugas Bidang PPA I adalah melakukan kegiatan rakor pelaksanaan anggaran 

per semester. 

b. Kegiatan rakor ini dilaksanakan untuk membahas isu-isu strategis dan 

permasalahan terkait pelaksanaan anggaran K/L serta membahas langkah-

langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran 

di setiap tahun anggaran. Adapun jumlah peserta dari rapat koordinasi ini 

adalah para koordinator satker di tingkat wilayah, sebanyak 123 koordinator 

Satker.   

 

 

c. Time frame pelaksanaan kegiatan rakor pelaksanaan anggaran   tahun 2020 :  
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No. Tahapan Kegiatan 
November 

I II III IV 

1. Persiapan pelaksanaan Rakor PA      

2. Pelaksanaan Rakor PA      

3. Penyusunan Laporan hasil Rakor PA       

d. Alokasi biaya  untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 35.000.000,- 

V. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 

a. Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan tata 

Kerja Instansi Vertikal DJPb, salah satu tugas Bidang PPA I adalah melakukan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat 

pada satker di wilayah kerjanya. 

b. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan EPA di Provinsi Bersama 

KPPN Pontianak, dalam upaya mengawal IKPA, Capaian Output Prioritas 

Nasional dan capaian output strategis di satker mitra kerja 5 KPPN (selain KPPN 

Pontianak).  

c. Kegiatan yang dilakukan antara lain :  

o Mengumpulkan data permasalahan/kendala satker per KPPN (5 KPPN) 

o Melakukan filter satker yang akan mengikuti FGD di 5 KPPN  

o Pelaksanaan FGD berkoordinasi dengan  5 KPPN  

o Laporan FGD 

d. Time frame pelaksanaan kegiatan Monev pelaksanaan anggaran tahun 2020:  

No. Tahapan Kegiatan 
Juli 

I II III IV 

1. Pengumpulan data permasalahan     

2. Filter satker peserta FGD di 5 KPPN      

3. Pelaksanaan FGD     

4. Pembuatan laporan      

e. Alokasi biaya  untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 30.880.000,- 

VI. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kas  

a. Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan tata 

Kerja Instansi Vertikal DJPb, salah satu tugas Bidang PPA I adalah melakukan 

pembinaan, dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan 

kas pada KPPN di wilayah kerjanya. 

b. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk memastikan persentase antara 

rencana dengan penarikan dana satker akurat dan meminimalisir deviasi pada 

RPD baik KPPN sebagai BUN maupun di tingkat satker K/L .  

c. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pada 2 KPPN yang RPD nya rendah , 

dengan cara: 

o Memantau RPD oleh KPPN sebagai BUN dan satker K/L di wilayah 

kerjanya.  

o Memantau deviasi antara rencana dan realisasi RPD di KPPN  
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o Menentukan dan menganalisis RPD di KPPN yang masih kurang optimal 

untuk dilakukan FGD dengan KPPN dimaksud. 

d. Time frame pelaksanaan kegiatan Monev Pengelolaan Kas  tahun 2020 :  

 

 

No. 

Tahapan Kegiatan 

Juni 

I II III IV 

1. Pengumpulan data permasalahan RPD     

2. Filter 2 KPPN dan satker peserta FGD       

3. Pelaksanaan FGD di 2 KPPN      

4. Pembuatan laporan      

e. Alokasi biaya  untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 12.352.000,- 

VII. Monitoring dan Evaluasi PNBP  

a. Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan tata 

Kerja Instansi Vertikal DJPb, salah satu tugas Bidang PPA I adalah melakukan 

pembinaan dan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) pada satker pengelola PNBP di wilayah kerjanya. 

b. Kegiatan yang dilakukan antara lain :  

o Monev pembayaran/penyetoran , penatausahaan dan pelaporan PNBP 

oleh satker  dalam wilayah kerja Kanwil DJPb;  

o Sumbangan/masukan potensi PNBP yang terdapat pada satker di wilayah 

kerja Kanwil DJPb;  

o Konsultasi dan pendampingan terkait implementasi SIMPONI  kepada 

satker KIL dan Wajib   Bayar di wilayah kerja Kanwil DJPb.   

o Pelaksanaan Bimtek/sosialisasi peraturan PNBP   

c. Laporan atas pelaksanaan kegiatan :  

o Semester I : Dilaporkan paling lambat 31 Agustus tahun berkenaan  

o Semester II : Dilaporkan paling lambat 28 Februari tahun berikutnya  

o Laporan yang harus segera diselesaikan adalah untuk semester II tahun 

2019 paling lambat 28 Februari 2020.   

d. Time frame pelaksanaan kegiatan PNBP  tahun 2020 adalah sebagai berikut :  

Semester II 2019 (Date line tgl. 28 Feb 2020) 

No. Tahapan Kegiatan 
Feb 

I II III IV 

1. Identifikasi Satker yang menjadi obyek 

Monev   

    

2. Penyusunan materi monev      

3. Kunjungan ke satker dan Pengumpulan 

Data monev 

    

4. Pengolahan data, analisis, dan 

rekomendasi 

    

5. Penyampaian laporan     
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Semester I 2020 Bimtek/sosialisasi dan Monev PNBP (date line Monev tgl. 

30 Agustus 2020) 

No. Tahapan Kegiatan 
April   Juli   

I II III IV I II III IV 

1. Persiapan pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi 

PNBP  

        

2. Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi PNBP         

3. Penyusunan Laporan Bimtek/Sosialisasi          

4. Identifikasi Satker yang menjadi obyek 

Monev   

        

5. Penyusunan materi monev          

6 Kunjungan ke satker dan Pengumpulan 

Data monev 

        

7 Pengolahan data, analisis, dan 

rekomendasi 

        

8 Penyampaian laporan         

e. Alokasi biaya  untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 10.756.000,- 

VIII. Penyerahan DIPA Tahun 2021 

a. Dilaksanakan dalam bentuk Tim Terpadu dengan dikoordinir oleh Bagian 

Umum. 

b. Alokasi biaya  untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 49.630.000,- 

IX. Penyelesaian Pengesahan Revisi DIPA  

a. Kegiatan rutin yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020, dan alokasi dana 

hanya dalam bentuk pembelian ATK dan computer supplies oleh Bagian 

Umum   

b. Alokasi biaya  untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 2.000.000,- 

X. Pelaksanaan survey Bahan Sumbangan SBM 

a. Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan tata 

Kerja Instansi Vertikal DJPb, salah satu tugas Bidang PPA I adalah melakukan 

penyiapan bahan sumbangan penyusunan standar biaya di wilayah kerjanya. 

Kegiatan ini dilakukan sekitar bulan September - Nopember tahun berjalan 

dengan menunggu instruksi pelaksanaan dari Kantor Pusat DJPb.  

b. Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan data primer SBM terhadap 18 

jenis harga-harga barang dan jasa di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh 

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di seluruh 

Indonesia dalam rangka penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

SBM. Lokasi kegiatan direncanakan di Kota Pontianak dan di Kabupaten 

Ketapang yang diindikasikan mempunyai satuan harga tinggi di Kalbar.  

c. Laporan atas kegiatan ini langsung di upload di aplikasi SBM yang telah 

disediakan oleh kantor pusat DJPb dan DJA.  

 



 

viii | R e n c a n a  K e r j a  T a h u n a n  T a h u n  2 0 2 0   
 

d. Time frame pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan data SBM  adalah 

sebagai berikut :  

No. Tahapan Kegiatan 
Nopember  

I II III IV 

1. Persiapan pelaksanaan dan pembagian 

tim Kerja    

    

2. Pelaksanaan kegiatan survei       

3. Pengolahan data dan  analisis,      

4. Penginputan data hasil survei ke aplikasi     

5. Penyampaian laporan     

e. Alokasi biaya  untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 15.100.000,- 

XI. Pengelolaan Register Hibah  

a. Sesuai ketentuan PMK 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan 

Hibah, salah satu tugas Kanwil DJPb Cq. Bidang PPA I adalah melayani 

konsultasi hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang/barang/jasa dari 

satker mitra kerja, serta menerbitkan persetujuan nomor register Hibah 

langsung dalam negari dengan berkoordinasi dengan DJPPR.   

b. Rencana kegiatan yang dilakukan selama tahun 2020 berupa pelayanan 

konsultasi hibah dari satker dan penerbitan nomor register hibah yang 

dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Selain itu direncanakan untuk dilakukan 

sosialisasi mengenai peraturan adminstrasi pengelolaan hibah kepada satker-

satker yang diidentifikasikan masih sering mengalami kendala saat 

mengajukan nomor register hibah ke Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.   

c. Time frame pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan adminsitrasi 

pengelolaan hibah :  

No. Tahapan Kegiatan 
Maret  

I II III IV 

1. Persiapan pelaksanaan dan adminstrasi         

2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi        

3. Penyampaian laporan     

d. Alokasi biaya  untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 5.900.000,- 

XII. Pelaksanaan Pembinaan satker BLU  

a. Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan tata 

Kerja Instansi Vertikal DJPb, salah satu tugas Bidang PPA I adalah melakukan 

pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan 

Umum (BLU) dan pengkoordiinasian pelaksanaan reviu atas Laporan 

Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di wilayah kerjanya. 

b. Kegiatan yang dilakukan antara lain :  

o Penyusunan rencana pembinaan untuk disinkronisasikan dengan 

kerangka pembinaan oleh Direktorat PK BLU  

o Pelaksanaan FGD/ forum komunikasi satker BLU (4 satker BLU)   
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o Pembinaan khusus ke Satker BLU yang baru dibentuk (Rumkit Kartika 

Husada), direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2020.  

c. Laporan atas pelaksanaan kegiatan berupa laporan semester dan tahunan , 

sebagai berikut:  

o Laporan Semester : dilaporkan paling lambat 10 hari kerja setelah 

semester bersangkutan berakhir  

o Laporan Tahunan : dilaporkan paling lambat 15 hari kerja setelah tahun 

anggaran berakhir 

d. Time frame pelaksanaan kegiatan Pembinaan (FGD) BLU  tahun 2020 adalah 

sebagai berikut:  

Semester dan Tahunan: 

No. Tahapan Kegiatan 
Maret  Oktober   Desember  

I II III IV I II III IV IV 

1. Penyiapan Bahan FGD  

semester I dan II  

         

2. Pelaksanaan kegiatan FGD  

semester I dan II 

         

3. Penyusunan/penyampaian 

Laporan Semester I dan II    

         

5. Penyusunan/penyampaian 

Laporan tahunan     

         

e. Alokasi biaya  untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 10.976.000,- 

XIII. Pembinaan terkait peraturan/kebijakan pelaksanaan anggaran  

a. Sesuai ketentuan PMK 262/PMK.01/2016 tentang tentang Organisasi dan tata 

Kerja Instansi Vertikal DJPb, salah satu tugas Bidang PPA I adalah melakukan 

pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran pemerintah pusat di 

wilayah kerjanya. 

b. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi/FGD/Bimtek  :  

o Sosialisasi tata cara revisi Anggaran TA 2020 sesuai ketentuan PMK 

210/PMK.02/2019, yang akan dilaksanakan dan berlokasi di semua KPPN.  

o Bimtek dan atau kelas khusus peningkatan kinerja satker, Prioritas 

Nasional dan Output Strategis. 

o Sosialisasi peraturan/kebijakan pelaksanaan anggaran lainnya, 

direncanakan untuk melengkapi/mendukung rencana kegiatan lainnya 

serta menyesuaikan bila ada kebijakan baru dari Kantor pusat yang harus 

diinformasikan/disosialisasikan ke satker mitra kerja.      

c. Laporan atas pelaksanaan kegiatan akan dibuat setelah selesainya tiap 

kegiatan. 

d. Time frame pelaksanaan kegiatan Pembinaan terkait peraturan/kebijakan 

pelaksanaan anggaran   tahun 2020 adalah sebagai berikut :  
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Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran TA 2020 

No. Tahapan Kegiatan 
Februari  Maret    

I II III IV I II III IV 

1. Penyiapan Bahan 

administrasi kegiatan   

        

2. Pelaksanaan kegiatan          

3. Penyusunan Laporan          

Bimtek dan atau kelas khusus peningkatan Kinerja Satker 

(IKPA/PN/Output strategis) per triwulan 

No. Tahapan Kegiatan 
April Juli    Oktober 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Penyiapan Bahan 

administrasi kegiatan   

            

2. Pelaksanaan kegiatan              

3. Penyusunan Laporan              

e. Alokasi biaya  untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 52.620.000,- 

3. Kegiatan Strategis Bidang PPA I TA. 2020 

Beberapa kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Bidang PPA I pada tahun 

2020: 

a. Pembuatan Video Tutorial layanan Revisi dan Hibah Langsung dalam bentuk 

uang/barang. 

Video tutorial dibuat berdasarkan PMK 210/PMK.02/2019 tentang tata cara revisi 

anggaran tahun 2020 dan berdasarkan PMK 99/PMK.05/2017 tentang administrasi 

pengelolaan hibah. Namun demikian, karena ada ketentuan baru mengenai 

implementasi SAKTI berbasis Web dalam pengajuan revisi anggaran, sehingga 

pelaksanaannya menunggu ketentuan terbaru mengenai modul penganggaran 

SAKTI Web dari Kantor Pusat DJPb.  Rencana penyelesaian akhir bulan Februari 

2020.  

b. Pemantauan Prioritas Nasional (PN) dan Output Strategis (OS) tahun 2020 

Dilaksanakan berdasarkan daftar PN pada aplikasi MEBE dan OS berdasarkan 

daftar dari Dit. PA tahun 2020. Periode pemantauan akan dilakukan periode 

bulanan, dan materi yang dipantau adalah: pagu, realisasi, capaian output, dan 

kendala yang dihadapi satker. Dalam pelaksanaan pemantauan, sesuai ketentuan 

akan  melibatkan KPPN yang punya kewajiban  memantau ketaatan satker dalam 

menginput capaian output PN dan OS di aplikasi e rekon bersamaan dengan 

pelaksanaan  rekonsiliasi laporan keuangan serta mengkonfirmasi kebenaran atas 

pengisiannya.     

c. Pemantauan dan pengawalan terpadu IKPA 2020. 

Dilaksanakan berdasarkan data capaian IKPA periodik (bulanan dan triwulanan). 

Dalam rangka menangani lebih awal permasalahan pelaksanaan anggaran pada 

satker secara homogen (bisa per BA) atau bias disinergikan dengan kegiatan EPA 
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dan Monev PA. Obyek adalah satker dengan capaian IKPA rendah dan akan 

dilakukan bimtek/kelas khusus. 

d. Layanan Kelas Rutin tata cara revisi dan hibah 

Dilaksanakan secara rutin terjadwal 1 kali dalam 2 minggu (atau sesuai 

perkembangan kebutuhan). Memanfaatkan para TMR dan pegawai lain pada 

kanwil. 

e. Pemberian penghargaan/apresiasi kepada Satker K/L terbaik di wilayah Provinsi 

Kalbar atas Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2019.  

IKPA Tahun 2019 direncanakan bulan Februari 2020, IKPA Semester I 2020 

direncanakan bulan Agustus 2020. 

f. Melakukan kerjasama dengan Mata Garuda dalam upaya meningkatkan 

kemampuan analisis penyusun Kajian terutama Reviu Pelaksanaan Anggaran 

(RPA).   

g. Optimalisasi transakasi pembayaran non tunai (KKP) tingkat wilayah yang 

dilaksanakan per triwulan (sebagai implementasi inisiatif strategis Eselon II).  

Kegiatan yang dialkuakn beerupa edukasi penggunaan KPP, monev implementasi 

KKP, koordinasi dengan stakeholders (BI,Bank penerbit KKP, OJK, instansi vertikal)  

serta analisis perkembangan transaksi non tunai tingkat wilayah. 
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C. BIDANG PPA II 

1. Pendahuluan 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bidang Pembinaan Pelaksanaan 

Anggaran II (PPA II) mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis 

pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana 

transfer, dan pelaksanaan anggaran daerah, serta melaksanakan Kajian Fiskal 

Regional, analisis kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan 

Keuangan Daerah, serta layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Bidang PPA II memiliki fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan Kajian Fiskal Regional; 

b. penyiapan bahan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggarari daerah;  

c. penyiapan bahan asistensi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD);  

d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas 

investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program di daerah;  

e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi dana transfer di daerah;  

f. pelaksanaan fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah;  

g. penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran 

daerah; 

h. pengkoordinasian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan 

pengoordinasian pelaksanaan layanan Kernenterian Keuangan di daerah.  

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai 

tugas melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional, melakukan asistensi dan 

bimbingan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah, Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD), pelaksanaan anggaran belanja daerah, investasi pemerintah, 

pinjaman, dan kredit program, melakukan monitoring dan evaluasi dana transfer, 

investasi pemerintah, peminjaman, dan kredit program, melakukan koordinasi 

pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan, koordinasi Kerjasama Ekonomi 

dan Keuangan Daerah, serta melakukan analisis dan penyusunan laporan pembinaan 

pelaksanaan anggaran daerah yang pembagian tugasnya ditetapkan lebih lanjut oleh 

Direktur Jenderal Perbendaharaan 

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan 

program kerja yang relevan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan anggaran 

yang telah dialokasikan dalam DIPA Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 

 

2. Program Kerja 

I. Kajian Fiskal Regional 

a. Dasar Hukum 
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Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang  

3. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4400); 

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2013 

tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kanwil 

DJPb;  

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional;  

7. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-

1977/PB.6/2017 hal Penyelarasan Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2016 dengan 

Penyusunan Kajian Fiskal Regional 2016. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Memberikan analisis fiskal dan makroekonomi dalam KFR yang dapat 

digunakan dalam pencapaian tujuan kebijakan fiskal; 

2. Memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan makroekonomi dengan analisis 

fiskal yang diharapkan dapat mendukung pencapaian fungsi APBN terkait 

alokasi, distribusi, dan stabilisasi seperti menyediakan informasi untuk 

penyusunan kerangka ekonomi makro yang menjadi dasar penyususnan 

kebijkan fiskal/penyusunan APBD; 

3. Menyediakan alat analisis dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

kebijakan fiskal pemerintah telah sesuai dengan tujuan makroekonomi 

yang telah ditetapkan; 

4. Memberikan Informasi untuk dapat dimanfaatkan oleh para pemangku 

kepentingan seperti penyusunan kebijakan, pelaksana kebijakan, dan 

masyarakat, serta investor. 

 

 

c. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 
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1. Penyusunan KFR Triwulanan dan Tahunan Tahun 2019 

a) Pembentukan Tim Penyusun Tim Penyusun KFR  

Sebagai pelaksana yang bertugas melakukan 

pengumpulan/inventarisasi, pengolahan, dan analisis data keuangan 

daerah. Tim Penyusun tersebut dapat beranggotakan 

Pejabat/Pegawai Kanwil DJPb, KPPN, Pemerintah Daerah, BPS, Bank 

Indonesia dan Ekonom Kementerian Keuangan. Susunan Tim 

Penyusun dan target output ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Kepala Kanwil. 

b) Identifikasi Kebutuhan Data Tim mengidentifikasi kebutuhan data 

dalam rangka penyusunan kajian. 

c) Pengumpulan Data Pengumpulan data Kajian Fiskal Regional 

dilakukan dengan pengumpulan data sesuai dengan bidang tugas 

masing-masing, data yang terkumpul dituangkan ke dalam tabel data 

fiskal regional.  

d) Penyusunan kajian dengan: melengkapi dan menguji validitas 

pengisian tabel data fiskal regional, melakukan eksplorasi dan 

deskripsi kualitatif terhadap data tabel kuantitatif ke dalam batang 

tubuh laporan serta menyusun analisis, interpretasi, pengambilan 

kesimpulan dan rekomendasi 

e) Mempresentasikan konsep Kajian Fiskal Regional kepada Kepala 

Kanwil dan melakukan finalisasi Kajian Fiskal Regional. 

2. FGD dalam rangka Penyusunan KFR Tahunan: 

Pembahasan Kajian Fiskal Regional Kepala Kanwil dan Tim Penyusun 

melakukan pembahasan, diskusi, dan focus group discussion dengan 

pihak-pihak terkait (Forum Komunikasi Pemerintah Daerah-Kementerian 

Negara/Lembaga, Bank Indonesia, Ekonom Kementerian Keuangan). 

Setelah itu Kajian Fiskal Regional disampaikan kepada Direktorat 

Pelaksanaan Anggaran. 

3. Rilis Data APBN bersama dengan Lingkup Kementerian Keuangan dan 

BPS 

Merilis data Kinerja APBN dana Makroekonomi Provinsi Kalimantan 

Barat, bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai dan BPS. Press Release ini dilakukan berkala, yaitu 2 (dua) 

bulan sekali pada Bulan Februari, April, Juni, September dan Desember. 

4. Seminar FEKK yaitu KFR Tahunan 2019 dan Diskusi Isu Terpilih  

Agenda seminar ini juga untuk merilis Kajian Fiskal Regional Kanwil. 

Seminar FEKK mengundang Pemerintah Daerah, Perwakilan Bank 

Indonesia, BPS serta instansi setempat yang terkait. 

 

 
 

II. Pembinaan dan Monitoring Kredit Program dan Investasi Lainnya (Monitoring 
atas Kredit Program) 

a. Dasar Hukum 
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1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4400); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 tentang 

Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;  

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema 

Subsidi Resi Gudang;  

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.05/2016 tentang Pedoman 

Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program;  

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/12/2009 tentang 

Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang;  

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/ Per/6/2007 tentang 

Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem 

Resi Gudang dan perubahannya; 

10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR sebagaimana terakhir diubah 

dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 

Tahun 2016;  

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 813/KMK.02/2016 tentang 

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Pembayaran 

Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Subsidi 

Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat;  

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/ PB/2017 

tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring atas Pinjaman dan 

Kredit Program oleh Kanwil DJPb; 

13. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-

230/M.EKON/11/2015 tanggal 3 November 2015 hal Dukungan 

Penyaluran KUR; 

14. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-

229/M.EKON/11/2015 tanggal 3 November 2015 hal Dukungan 

Penyaluran KUR; 

15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/SJ tanggal 14 

Desember 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat; 

16. Perjanjian Pinjaman antara Kementerian Keuangan dengan BUMN 

Pengelola/LKP. 

 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 
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1. Mengawasi atau memantau proses, perkembangan, dan tingkat 

berhasilan pelaksanaan kredit program. Kegiatan monitoring dilakukan 

terhadap skema-skema kredit program yang masih aktif antara lain: 

Kredit Usaha Mikro Kecil 

2.  Memantau penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) 

c. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

1. Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman  

Melakukan rekonsiliasi atas pinjaman yang dilakukan oleh BUMD (PDAM 

dan Pemerintah Daerah). 

2. Perjalanan Dinas Monev/Pembinaan penyaluran Dana Transfer dan Dana 

Monitoring pinjaman BUMN/BUMD (PLN)/Kredit Program Kota 

singkawang dan Sanggau 

3. Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Program KUR/Umi provinsi 

Kalimantan Barat 

Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program 

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dimaksudkan untuk menggali informasi 

secara langsung terkait  pelaksanaan penyaluran kepada Penyalur dan  

Pemda sekaligus mencari solusi alternatif terbaik dalam menghadapi 

hambatan dan permasalahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan 

Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. 

4. Bimtek pelaksanaan penyaluran KUR/UMi/Bimtek aplikasi SIKP 

(pemanfaatan serta input data calon debitur potensial) 

Melakukan bimtek aplikasi SIKP kepada Pemerintah Daerah untuk 

melakukan input data calon debitur potensial penerima KUR/UMi. 

5. Monitoring Kredit Program KUR/ SIKP Semester I dan Semester II Tahun 

2019 

a) Persiapan sebelum melakukan monitoring, beberapa hal penting 

yang harus dipersiapkan antara lain:  

1) Koordinasi dengan instansi terkait koordinasi dengan instansi 

terkait antara lain Kanwil DJPb, penyalur, dan instansi terkait 

lainnya.  

2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk dapat 

melakukan reviu terhadap hasil laporan kegiatan monitoring, 

diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 

analitis yang memadai. Peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia dilakukan dengan workshop, pendidikan dan pelatihan 

formal maupun in-house training, dan sebagainya. Peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia dilakukan oleh Direktorat Sistem 

Manajemen Investasi dan/atau Kanwil DJPb.  

3) Koordinasi data dan informasi Data yang lengkap dan mutakhir 

diperlukan agar hasil reviu dan rekomendasi pengelolaan 

investasi di daerah berkualitas. Untuk memperoleh data yang 

berkesinambungan diperlukan koordinasi yang erat antara pihak 
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terkait dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Media 

pertukaran data debitur dapat melalui SIKP, e-mail, dan surat-

menyurat. 

b) Pelaksanaan Monitoring Monitoring dilakukan oleh pejabat/staf pada 

Kanwil DJPb. Jumlah petugas monitoring pada masing-masing objek 

disesuaikan dengan besarnya subsidi bunga dan tingkat kerumitan 

masalah dalam penyaluran Kredit Program. Pelaksanaan monitoring 

dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. 

Monitoring dapat dilakukan secara bersama-sama antara Kanwil 

DJPb, Pemda dan instansi terkait lainnya.  

4) Prosedur monitoring skema kredit program  

o Memberikan lembar isian kepada Penyalur program untuk 

diisi oleh petugas yang menangani/ memahami masalah 

program; 

o Mengunjungi dan melakukan wawancara kepada beberapa 

sampel debitur Kredit Program dengan mempertimbangkan 

jarak dan waktu.  

5) Prosedur monitoring SIKP Melakukan wawancara serta 

memberikan lembar isian kepada Pemda untuk diisi oleh 

petugas/pegawai yang menangani/ memahami masalah upload 

calon debitur potensial. 

6. Penyusunan Laporan Penyaluran Kredit Program UMI 

Penyusunan Laporan Penyaluran Kredit Program UMI untuk 

mengidentifikasi penyaluran Kredit Program UMi yang dilakukan setiap 

semester. 

III. Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

a. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4400); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana terakhir 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;  
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5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang 

Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada DJPb 

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017;  

6. Surat Edaran Nomor 72/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan 

dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang Dilaksanakan 

oleh DJPb. 

b. Tujuan 

Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Semester 

II Tahun Anggaran 2020 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.   

2. Mengetahui permasalahan-permasalahan      yang      terjadi      dalam   

pelaksanaan penyaluran DAK   Fisik dan Dana pada Tahun Anggaran 

2020 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.  

3. Mengidentifikasi    potensi    sinkronisasi    antara    kegiatan-kegiatan 

prioritas nasional dengan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik 

dan Dana Desa. 

c. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

1. Penyusunan Laporan Pemantauan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

Semester I dan II Tahun 2019 

a) Persiapan Pemantauan dan Evaluasi oleh Kanwil DJPb  

1) Menerima Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa beserta softcopy data dukungnya dari KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; 

2) Menyiapkan data dukung lainnya atas pemantauan DAK Fisik 

dan Dana Desa yang diperoleh dari aplikasi OM SPAN, MON 

SAKTI, Monev PA, dan SIMTRADA;  

3) Dalam hal data sekunder sebagaimana dimaksud pada angka 1) 

dan angka 2) tidak mencukupi, Kanwil DJPb dapat menyiapkan 

data primer berupa kuesioner, wawancara, FGD, hasil 

pertemuan dengan instansi terkait, seminar, rakor, dan/ atau 

kunjungan lapangan.  

b) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi oleh Kanwil DJPb  

1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik 

Melakukan rekapitulasi dan pemantauan penyaluran DAK Fisik 

per KPP, per pemda, dan per wilayah, meliputi:  

o Realisasi pencairan dana DAK Fisik dari RKUD;  

o Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik; 

o Capaian keluaran (Output);  

o Prediksi DAK Fisik tidak memenuhi syarat penyaluran;  

o Proyeksi penyaluran sampai dengan akhir tahun anggaran; 

dan  
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o Identifikasi Permasalahan yang dihadapi Pemerintah 

Daerah dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik. 

2) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa 

Melakukan rekapitulasi dan pemantauan penyaluran Dana Desa 

per KPPN, per pemda, dan per wilayah, meliputi:  

o Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;  

o Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;  

o Penyampaian laporan realisasi penyaluran laporan 

konsolidasi penyerapan Dana Desa;  

o Sisa Dana Desa di RKUD; 

o Pencapaian output Dana Desa; dan  

o Identifikasi Permasalahan yang dihadapi Pemerintah 

Daerah dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa.  

c) Bahan pelaksanaan pemantauan DAK Fisik dan Dana Desa 

menggunakan laporan yang terdapat pada aplikasi OMSPAN, MONEV 

PA, dan SIMTRADA;  

d) Pelaksanaan pemantauan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

dapat dilakukan secara bersama-sama dengan KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa dan/atau Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa;  

e) Kanwil DJPb melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan yang 

dilakukan dengan cara analisis baik secara deskriptif, komparatif, 

horizontal, vertikal dan spasial terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa;  

f) Menganalisis outcome yang dihasilkan atas capaian output dari 

pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK Fisik dan Dana Desa, serta 

melakukan kajian atas sinkronisasi alokasi dan penggunaan dana 

APBN, APBD, dan dana transfer dari DAK Fisik maupun Dana Desa;  

g) Analisis terhadap alokasi, capaian keluaran (output) dan outcome 

yang pelaksanaan kegiatannya didanai dari APBN, APBD, dan DAK 

Fisik, dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi terhadap: a) 

Antarkegiatan pada bidang DAK Fisik per Daerah; b) Antarbidang DAK 

Fisik per Daerah; c) Antarbidang DAK Fisik pada beberapa daerah 

dalam satu wilayah Kanwil DJPb; dan d) Antara kegiatan yang akan 

didanai dari DAK Fisik dengan kegiatan yang didanai dari sumber 

pendanaan lainnya.  

h) Analisis terhadap alokasi Dana Desa, dilakukan dengan 

membandingkan terhadap alokasi APBD dan APBN. Dalam analisis 

ini dapat dipilih minimal 2 (dua) desa untuk dijadikan studi kasus; 

i) Analisis terhadap penggunaan Dana Desa akan program prioritas, 

seperti pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;  
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j) Mengelompokkan identifikasi permasalahan di wilayah kerjanya 

berdasarkan pelaksanaan pemantauan;  

k) Hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

dibahas dalam rapat pleno dan disusun dalam bentuk Laporan 

Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; 12) 

Laporan tersebut disampaikan kepada Koordinator KPA Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa. 

2. Rakor Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020 

Melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana desa 

diharapkan  dapat dicapai kesamaan pandangan dalam melaksanakan 

peraturan penyaluran Dana desa, juga dapat digali berbagai macam 

permasalahan atau kendala dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

tahun 2020 sekaligus mencari solusi alternatif terbaik, sehingga penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2020 wilayah Provinsi Kalimantan dapat 

terlaksana dengan baik. 

3. Perjalanan Dinas Pembinaan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa 

4. FGD Monev Dana Transfer dan Dana Desa dalam rangka pemilihan "Desa 

Terbaik" 

FGD melibatkan BPKP, Pemerintah Desa (Pemda) untuk memilih Desa 

Terbaik dalam pengelolaan Dana Desa. 

5. Rapat dengan Pemda, BC, DJKN, Pajak untuk mendorong akselerasi nilai 

tambah ekonomi dalam pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan 

dengan biaya APBN. 
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D. BIDANG PAPK 

1. Pendahuluan 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bidang PAPK mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintahan pada 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan 

konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa 

Bendahara Umum Negara (BUN); melaksanakan penyusunan konsolidasi Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP); melaksanakan 

penyusunan statistik keuangan sesuai dengan Government Finance Statistics (GFS); dan 

melaksanakan analisis atas laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

Bidang PAPK menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah 

pusat;  

b. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan  implementasi standar 

akuntansi pemerintahan pada instansi pemerintah pusat;  

c. Pelaksanaan  koordinasi  dan kompilasi data  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan dokumen pendukung 

lainnya;  

d. Penyiapan  bahan  pembinaan  dan  bimbingan  teknis sistem akuntansi 

pemerintah daerah;  

e. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan implementasi standar 

akuntansi pemerintahan  pada instansi pemerintah daerah; 

f. Pelaksanaan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah  Pusat (LKPP) tingkat Unit 

Akuntansi  Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dalam wilayah kerja Kantor 

Wilayah;  

g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN);  

h. Penyiapan  bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 

Tingkat Wilayah (LKPK TW) sesuai dengan Pedoman Umum Sistem Akuntansi 

Pemerintah (PUSAP);  

i. Penyiapan bahan penyusunan laporan Gabungan Kuasa  Bendahara Umum 

Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi  Koordinator Kuasa Bendahara Umum 

Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil);  

j. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Statistik Keuangan  Pemerintah sesuai 

dengan manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics);  

k. Penyiapan bahan penilaian kualitas Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum 

Negara (BUN) Daerah;  

l. Penyiapan bahan pembinaan Akuntansi Pusat kepada KPPN (KPPN) selaku Unit 

Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah;  
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m. Penyiapan bahan penyusunan kertas kerja konsolidasi Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW);  

n. Penyiapan bahan analisis laporan keuangan Badan Layanan  Umum (BLU);  

o. Penyiapan bahan analisis atas laporan keuangan;  

p. Pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management 

Representative);  dan  

q. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola 

Perbendaharaan (Treasury Management Representative). 

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan 

program kerja yang relevan, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan anggaran yang 

telah dialokasikan dalam DIPA Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Program Kerja 

I. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

a. Dasar Hukum 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 177/PMK.05/2015 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 

Kementerian Negara / Lembaga;  

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman 

Rekonsiliasi dalam Penyusunan LK Lingkup BUN dan Kementerian 

Lembaga;  

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-60/PB/2013 

tentang Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Negara/Lembaga. 

b. Tujuan 

1. Pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah kepada 

UAKPA/UAPPAW yaitu melakukan pembinaan secara konseptual kepada 

Satuan Kerja yang berfungsi sebagai UAKPA maupun sebagai UAPPAW 

untuk dapat lebih memahami Sistem Akuntansi Pemerintah dalam 

proses penyusunan Laporan Keuangan;  

2. Bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi 

standar akuntansi pemerintah pada instansi pusat yaitu melakukan 

pembinaan kepada Satuan Kerja yang berfungsi sebagai UAKPA maupun 

sebagai UAPPAW untuk dapat lebih memahami Standar Akuntansi 

Pemerintah secara konseptual serta mengimplementasikannya dalam 

proses penyusunan Laporan Keuangan;  

3. Bimbingan teknis dan/atau penyuluhan SiAP kepada Satuan Kerja yang 

berfungsi sebagai UAKPA maupun sebagai UAPPAW untuk dapat lebih 

memahami Sistem Akuntansi Pemerintah dan dapat 

mengimplementasikannya dalam proses penyusunan Laporan Keuangan 

terutama penggunaan fasilitas  Aplikasi E-Rekon.   
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4. Bimbingan teknis dan/atau penyuluhan SAI kepada Satuan Kerja yang 

berfungsi sebagai UAKPA maupun sebagai UAPPAW untuk dapat lebih 

memahami Sistem Akuntansi Instansi dan dapat mengimplementasikan 

pengetahuan ini dalam proses penyusunan Laporan Keuangan terutama 

penggunaan fasilitas-fasilitas aplikasi penyusunan Laporan Keuangan 

Instansi Pemerintah seperti Aplikasi SAIBA,  Aplikasi Persediaan, Aplikasi 

SIMAK BMN dan Aplikasi e-Rekon&LK. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Menanggapi/menjawab konfirmasi ataupun pertanyaan dari satker 

UAKPA/UAPPA-W melalui sarana email, WA group, SMS maupun telepon.  

2. Mengidentifikasi permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang 

dihadapi satker UAKPA/UAPPAW.    

3. Membina dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya 

manusia pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan secara 

berkesinambungan pada satker UAPPAW melalui Sosialiasi dan 

Bimbingan Teknis 

4. Memberikan masukan atas permasalahan atau kendala yang dihadapi 

oleh satker UAKPA/UAPPA-W dalam penerapan akuntansi pemerintah 

pusat. 

d. Aspek Pendanaan 

Untuk program kerja ini, aspek pendanaan hanya dibutuhkan dalamg rangka 

kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang akan dilakukan pada bulan 

Februari dan Juli 2020 yaitu: 1706.002.001.051 521211 sebesar  Rp35.000.000 

II. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan serta Pengiriman Laporan Keuangan 

Tingkat UAPPA-W 

a. Dasar Hukum 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman 

Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan 

Kementerian Negara/Lembaga;  

3. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tentang Penyampaian 

Laporan Keuangan BUN dan Kementerian Negara/ Lembaga. 

b. Tujuan 

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan serta Pengiriman Laporan 

Keuangan Tingkat UAPPAW adalah dapat tersusunnya Laporan Keuangan 

Tingkat UAPPAW sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Mencatat/membuat rekapitulasi tanggal penerimaan laporan keuangan 

tingkat UAPPAW. 
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2. Mencatat satker UAPPAW yang belum menyusun dan mengirimkan LK 

tingkat UAPPAW sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. Aspek Pendanaan 

Untuk program kerja ini, membutuhkan aspek pendanaan dan kegiatan 

dalam penyusunan laporan yang akan dilakukan pada bulan Mei, Juli dan 

Oktober 2020 yaitu 1706.002.001.053 521211 sebesar Rp3.000.000. 

III. Analisis dan Telaah Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) 

a. Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan  ini adalah untuk menyakini keandalan data laporan keuangan 

yang disusun sebelum disampaikan ke unit akuntansi diatasnya 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Memantau daftar data transaksi bermasalah atau transaksi dalam 

konfirmasi (TDK) pada Aplikasi E Rekon&LK 

2. Melakukan komunikasi/koordinasi dan bimbingan kepada  satker UAKPA/ 

UAPPAW  terkait data transaksi bermasalah atau TDK 

d. Aspek Pendanaan 

Untuk program kerja ini, aspek pendanaan hanya dibutuhkan dalam rangka 

kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang akan dilakukan pada bulan 

April, Juli dan Oktober 2020 yaitu 

IV. Pembinaan Akuntansi Pusat kepada KPPN selaku Unit Akuntansi Kuasa 

Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah 

a. Dasar Hukum 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem 

Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Tata Cara 

Penyusunan dan Penyampaian LK BUN; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman 

Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan K/L;  

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2017 

tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan UAKPA BUN KPPN dan 

UAPK-K BUN Kanwil 

b. Tujuan 

Tujuan Pembinaan Akuntansi Pusat kepada KPPN selaku UAKBUN Daerah 

yaitu untuk meningkatkan serta mempertahankan kualitas Laporan Keuangan 

BUN KPPN 
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c. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Melakukan koordinasi dengan KPPN dalam rangka implementasi akuntansi 

pusat oleh KPPN selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara 

(UAKBUN) Daerah berupa pendampingan dan pembinaan ke KPPN 

2. Melakukan dialog, konsultasi dan korespondensi dengan KPPN dalam 

rangka penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN Daerah 

d. Aspek Pendanaan 

Untuk program kerja ini, aspek pendanaan hanya dibutuhkan dalamg rangka 

kegiatan Koordinasi yang akan dilakukan pada bulan Maret dan September 

2020 dengan biaya 1706.002.001.051 524111 sebesar Rp30.880.000 

V. Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) 

Daerah (KPPN) 

a. Dasar Hukum 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem 

Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

215/PMK.05/2016;  

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/ PB/2016 

tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum 

Negara Tingkat KPPN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Wilayah; 

3. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb hal Pedoman 

Penyusunan dan Penyampaian LK UAKBUN-D;  

4. Surat Direktur APK hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil 

DJPb. 

b. Tujuan 

Untuk menyakini keandalan data laporan keuangan, menilai kinerja KPPN 

dalam menyusun Laporan Keuangan dan sebagai data input IKU Nilai Laporan 

Keuangan UAKBUN-D (Daerah) KPPN Lingkup Kanwil 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Melakukan koordinasi dengan KPPN dalam rangka penyusunan dan 

penyampaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) 

Daerah. 

2. Memberikan masukan atas permasalahan atau kendala yang dihadapi 

oleh KPPN dalam penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN 

Daerah 

d. Aspek Pendanaan 

Untuk program kerja ini, aspek pendanaan hanya dibutuhkan dalam rangka 

kegiatan Koordinasi dengan KPPN dilakukan bersama dengan program kerja 

pembinaan akuntansi pusat kepada KPPN yang akan dilakukan pada bulan 

Maret dan September 2020. 
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VI. Penyusunan Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat 

Wilayah 

a. Dasar Hukum 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 

Kementerian Negara / Lembaga 

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

3. Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan 

Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Pada Kantor Wilayah DJPb 

b. Tujuan 

Tujuan Penyusunan kertas kerja konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat Tingkat Wilayah adalah menyajikan data informasi keuangan 

pemerintah pusat yang terkonsilidasi untuk keperluan analisis fiskal regional 

serta sebagai data input Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat 

Wilayah. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Melakukan koordinasi dengan KPPN dalam rangka penyusunan dan 

penyampaian Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) 

Daerah. 

2. Memberikan masukan atas permasalahan atau kendala yang dihadapi 

oleh KPPN dalam penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN 

Daerah 

d. Aspek Pendanaan 

Untuk program kerja ini, aspek pendanaan hanya dibutuhkan dalam rangka 

penyusunan laporan kegiatan  yang akan dilakukan pada bulan Maret  dan Juli 

2020 1706.001.052 521211 sebesar  Rp6.000.000 

VII. Pelaksanaan Penyusunan Kertas Kerja LKPD Konsolidasian Tingkat Wilayah 

dan Kompilasi Informasi Keuangan Daerah 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: Peraturan Ditjen Perbendaharaan 

Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik keuangan 

Pemerintah tingkat wilayah pada Kantor Wilayah DJPb. 

b. Tujuan 

Tujuan Penyusunan kertas kerja konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Tingkat Wilayah adalah menyajikan data informasi keuangan daerah 

yang terkonsolidasi untuk keperluan analisis fiskal regional serta sebagai data 

input Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah. 
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c. Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Melaksanakan koordinasi internal Bidang PAPK maupun dengan bidang 

lain Lingkup Kanwil masing masing guna menentukan kebutuhan data 

dan jadwal pengumpulan data dimaksud.  

2. Melaksanakan koordinasi dan membangun hubungan komunikasi baik 

dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Negara/Lembaga seperti BPK, 

BPKP, Bank Indonesia Perwakilan di wilayah masingmasing, dan/atau 

instansi non pemerintah.  

3. Membuat jadwal dan monitoring pengumpulan data keuangan daerah.  

4. Melakukan administrasi persuratan terkait pengumpulan data.  

5. Melaksanakan pengumpulan data keuangan daerah.  

6. Menatausahakan data keuangan daerah.  

7. Menyampaikan dan melaporkan hasil inventarisasi data keuangan 

daerah kepada Kepala Bidang PAPK. 

d. Aspek Penganggaran 

1. Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, digunakan untuk biaya 

perjalanan dinas ke 5 (lima) Pemda lingkup Provinsi Kalbar sebanyak 2 

kali, dengan biaya meliputi : transportasi (darat atau udara), akomodasi 

dan uang harian. Diusulkan anggaran sebesar Rp39.320.000 (tiga puluh 

sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 

2. Akun 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, digunakan untuk 

uang harian  perjalanan dinas ke Pemda Provinsi Kalbar dan Pemda Kota 

Pontianak dalam rangka Pelaksanaan konsolidasi data dengan Pemda. 

Diusulkan anggaran sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu 

rupiah). 

3. Total anggaran yang dibutuhkan adalah: Rp40.520.000 (empat puluh juta 

lima ratus dua puluh ribu rupiah). 

4. Pelaksanaan kegiatan pada 5 (lima) Pemda, yang meliputi Pemda 

Putussibau, Ketapang, Sintang, Mempawah, dan Kubu Raya yang 

dilaksanakan sebanyak 2 kali. Untuk perjalanan dinas dalam kota (Pemda 

Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak) dilaksanakan sebanyak 4 (empat) 

kali. 

e. Jenis Laporan 

Kanwil DJPb menyusun Kertas Kerja LKPDK-TW secara triwulanan, 

semesteran, dan tahunan. 

No. Nama Laporan Periode 
Pelaporan 

Batas Waktu Tujuan 

1 LKPDK – TW Triwulan 
1 terdiri dari: Laporan 
Realisasi Anggaran 
(LRA)  
Laporan Operasional 

Triwulan 1 5 hari kerja sebe-
lum batas waktu 
penyampaian LKPK 
periode berkenaan 
(30 April) 

Bahan untuk dikon-
solidasi di LKPK oleh 
Seksi ASPLK 
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2 LKPDK – TW Semester 
1, terdiri dari: Laporan 
Realisasi Anggaran 
(LRA)  
Laporan Operasional 
Neraca 

Semester 1 5 hari kerja sebe-
lum batas waktu 
penyampaian LKPK 
periode berkenaan 
(30 Juli) 

Bahan untuk dikon-
solidasi di LKPK oleh 
Seksi ASPLK 

3 LKPDK – TW Triwulan 3 
terdiri dari: Laporan 
Realisasi Anggaran 
(LRA)  
Laporan Operasional 

Triwulan 3 5 hari kerja sebelum 
batas waktu pe-
nyampaian LKPK 
periode berkenaan 
(31 Oktober) 

Bahan untuk dikon-
solidasi di LKPK oleh 
Seksi ASPL 

4 Kertas Kerja LKPDK – 
TW Tahunan terdiri 
dari: Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) 
Laporan Perubahan 
Saldo Anggaran Lebih 
(LPSAL) 
Neraca  
Laporan Operasional 
(LO) 
Laporan Perubahan 
Ekuitas (LPE) 
Laporan Arus Kas (LAK) 

Tahunan Kertas 
kerja disusun 
menggunakan 
data laporan keu-
angan prelimina-
ry, unaudited dan 
audited 

5 hari kerja sebelum 
batas waktu pe-
nyampaian LKPK 
periode berkenaan 
(28 Februari untuk 
Preliminary, 20 April 
untuk Unaudited, 
31 Agustus untuk 
Audited) 

Bahan untuk dikon-
solidasi di LKPK oleh 
Seksi ASPLK 

 

f. Time frame pelaksanaan kegiatan ini pada semester I adalah sebagai 

berikut: 

No. 
Tahapan 

Kegiatan 

Feb Maret April Mei Juni 

I-II I II III IV V I II III IV I II III IV I - IV 

1. Data Preliminary 

2019 

               

2. Data Triwulan I & 

unaudited 2019 

                

 

g. Time frame pelaksanaan kegiatan ini pada semester II adalah sebagai 

berikut: 

No. 
Tahapan 

Kegiatan 

Jul Agu September Oktober Nov 

IV - V I II III IV I II III IV I II III IV V I - IV 

1. Data audited 2019                

 

VIII. Pelaksananaan Penyuluhan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan 

pada Pemerintah Daerah 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4400); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: sebagai sarana pembekalan pemahaman terkait 

dengan standar akuntansi pemerintahan serta kebijakan dan sistem 

akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, agar pemerintah daerah 

memiliki SDM yang mampu melaksanakan proses penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis Akrual. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Menyusun dan menyampaikan izin prinsip penyelenggaraan kegiatan 

pembinaan kepada Kepala Kanwil masing-masing untuk mendapatkan 

penetapan.  

2. Menyusun persuratan yang diperlukan terkait penyelenggaraan.  

3. Menyusun modul pembinaan/bahan lain yang diperlukan.  

4. Menyusun kepanitiaan dan pembagian tugas.  

5. Menghubungi para peserta dan narasumber.  

6. Menyelenggarakan pembinaan dan mencatat jalannya pembinaan yang 

dilakukan.  

7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan berupa kuesioner untuk 

kegiatan sosialisasi atau pra test – post test untuk kegiatan Bimbingan 

Teknis sebagai dasar pengukuran IKU periode berkenaan.  

8. Menyusun Laporan Hasil Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah per Objek dan untuk keseluruhan Pemerintah 

Daerah.  

9. Menyampaikan laporan kepada Kepala Kanwil melalui atasan langsung. 

d. Aspek Penganggaran 

Akun 521211 Belanja Bahan, digunakan untuk biaya penyelenggaraan 

sosialisasi implementasi SAP kepada para Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Usulan anggaran sebesar 

Rp3.600.000,- (15 pemda x 2 org x 2 kali). 
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e. Time frame Pelaksanaan Kegiatan 

No. Tahapan Kegiatan 
Mei Juni 

I II III IV I II III IV 

1. Menyusun dan menyampaikan izin prinsip 

penyelenggaraan kegiatan 

        

2. Menyusun persuratan         

3. Menyusun modul pembinaan/bahan lain 

yang diperlukan. 

        

4. Menyusun kepanitiaan dan pembagian 

tugas 

        

5. Menghubungi para peserta dan 

narasumber 

        

6. Menyelenggarakan pembinaan dan 

mencatat jalannya pembinaan yang 

dilakukan 

        

7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan         

8. Menyusun Laporan         

9 Menyampaikan laporan kepada Kepala 

Kanwil melalui atasan langsung 

        

 

IX. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Dasar Hukum 

Pemerintah daerah menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih luas 

dalam wujud desentralisasi untuk mengurus dan mengatur sendiri menurut 

asas otonomi. Melalui kebijakan otonomi daerah diharapkan akan 

berdampak positif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil 

dan merata.   

Guna merealisasikan hal tersebut diperlukan adanya peran serta langsung 

atau tidak langsung dari publik dalam memberikan kajian, koreksi/kritikan, 

dan masukan yang konstruktif terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah 

yang professional dan akuntabel.  

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar sebagai perwakilan 

pemerintah di daerah berinisiatif untuk berperan secara aktif terhadap 

kemajuan regional provinsi Kalbar melalui penyelenggaraan rapat koordinasi 

dengan pihak-pihak yang berkompeten guna mewujudkan pengelolaan 

keuangan daerah yang baik oleh pemerintah daerah (good governance). 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen pemerintah 

daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik. 
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Sehingga bisa memperoleh opini BPK sesuai yang diharapkan dengan 

terciptanya wilayah tertib administrasi dan wilayah bebas korupsi. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Persiapan rencana kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan 

keuangan daerah; 

2. Berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan 

Provinsi Kalbar dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan Provinsi Kalbar guna pembahasan atas 

permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan daerah di provinsi 

Kalbar; 

3. Penyiapan bahan-bahan/presentasi yang diperlukan dalam kegiatan 

rapat koordinasi, baik oleh Kanwil DJPb, BPK,  maupun oleh BPKP; 

4. Teknik yang digunakan adalah: presentasi dan diskusi.  

5. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan rapat koordinasi.  

6. Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun, 

yang direncanakan dalam Triwulan I Tahun 2020 dengan mengundang 

wartawan cetak dan elektronik untuk meliput kegiatan rapat koordinasi 

tersebut. 

d. Aspek Penganggaran 

1. Akun 521211 Belanja Bahan, digunakan untuk biaya konsumsi 

peserta/narasumber kegiatan rapat koordinasi. Diusulkan anggaran 

sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). 

2. Pelaksanaan kegiatan di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan 

peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dalam rapat koordinasi. 

3. Pendanaan kegiatan tersebut akan dialokasikan melalui revisi akun, dari 

sub output Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah 

(1706.003.002); Pembinaan SAP pada Pemerintah Daerah (052); Akun 

521211 

e. Time frame Pelaksanaan Kegiatan 

No. Tahapan Kegiatan 
Febr Maret 

I II III IV I II III IV 

1. Persiapan rencana kegiatan pelaksanaan 

rapat koordinasi 

        

2. Berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan 

BPK Provinsi Kalbar dan Kepala 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar 

        

3. Penyiapan bahan-bahan/presentasi         

4. Menyelenggarakan rakor         

5. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan 

rapat koordinasi 
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X. Pembinaan dan Bimtek Sistem Akuntansi Pemda 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/211 tentang Pedoman 

Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun laporan 

keuangan pemerintah daerah yang mengikuti prinsip-prinsip good 

governance dan sesuai dengan peraturan dan sistem yang berlaku.  

2. Kemampuan yang diharapkan adalah dapat menyusun laporan 

keuangan SKPD (Badan, Dinas), laporan keuangan PPKD dan laporan 

keuangan konsolidasian (laporan keuangan pemerintah daerah).  

3. Pelatihan ini ditujukan kepada pegawai pemerintah daerah yang 

menangani akuntansi keuangan daerah atau akan diproyeksikan 

menangani akuntansi keuangan daerah. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Menerima berbagai permintaan konsultasi, kerjasama dan/atau 

pendampingan dalam penyelesaian suatu permasalahan.  

2. Menyesuaikan/memutakhirkan rencana pembinaan yang telah dibuat 

agar tidak tumpang tindih dan berulang.  

3. Pelaksanaan aktifitas tindak lanjut penyelesaian permasalahan.  

4. Menatausahakan formulir konsultasi, permintaan pendampingan, dan 

daftar monitoring permasalahan.  

5. Melaporkan hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang telah 

ditangani. 

d. Aspek Penganggaran 

1. Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, digunakan untuk biaya 

perjalanan dinas ke 2 (dua) Pemda lingkup Provinsi Kalbar sebanyak 2 

kali, dengan biaya meliputi : transportasi (darat atau udara), akomodasi 

dan uang harian. Diusulkan anggaran sebesar Rp11.232.000 (sebelas juta 

dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah). 

2. Akun 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, digunakan untuk 

uang harian  perjalanan dinas ke Pemda Provinsi Kalbar dan Pemda Kota 

Pontianak dalam rangka Pembinaan Sistem Akuntansi Pemda. Diusulkan 

anggaran sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah). 
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3. Total anggaran yang dibutuhkan adalah: Rp11.832.000 (sebelas juta 

delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). 

e. Time frame Pelaksanaan Kegiatan 

No. Tahapan Kegiatan 
Juni September 

I II III IV I II III IV 

1. Pembinaan SAP ke Pemda Provinsi         

2. Pembinaan SAP ke Pemda Melawi         

3. Pembinaan SAP ke Pemda KKU         

4. Pembinaan SAP ke Pemda Kota Pontianak         

XI. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Negara (PP No.12 Tahun 2019) 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami 

pengelolaan keuangan negara dalam mendukung raihan opini “WTP” 

atas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengikuti prinsip-

prinsip good governance dan sesuai dengan peraturan dan sistem yang 

berlaku.  

2. Pelatihan ini ditujukan kepada pegawai pemerintah daerah yang 

menangani akuntansi keuangan daerah. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Persiapan rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi; 

2. Berkoordinasi dengan narasumber dari pemda; 

3. Penyiapan bahan-bahan/presentasi yang diperlukan dalam kegiatan 

sosialisasi; 

4. Teknik yang digunakan adalah: presentasi dan diskusi.  

5. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi.  

6. Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun 

yang direncanakan dalam Triwulan II Tahun 2020 dengan mengundang 

wartawan cetak dan elektronik untuk meliput kegiatan rapat koordinasi 

tersebut. 

d. Aspek Penganggaran 

1. Akun 521211 Belanja Bahan, digunakan untuk penyelenggaraan 

kegiatan sosialisasi, dengan biaya meliputi: konsumsi peserta, konsumsi 
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narasumber, dan bahan seminar kit. Diusulkan anggaran sebesar 

Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah). 

2. Akun 522151 Belanja Jasa Profesi, digunakan untuk honor 3 (tiga) orang 

narsumber FGD. Diusulkan anggaran sebesar Rp5.400.000 (lima juta 

empat ratus ribu rupiah). 

3. Total anggaran yang dibutuhkan adalah: Rp9.800.000 (sembilan juta 

delapan ratus ribu rupiah). 

e. Time frame Pelaksanaan Kegiatan 

No. Tahapan Kegiatan 
Juli Agustus 

I II III IV I II III IV 

1. Persiapan rencana kegiatan pelaksanaan 

kegiatan sosialisasi 

        

2. Berkoordinasi dengan narasumber dari 

pemda 

        

3. Penyiapan bahan-bahan/presentasi yang 

diperlukan dalam kegiatan sosialisasi 

        

4. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan 

sosialisasi 

        

XII. Forum Group Discussion terkait Government Finance Statistic 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/211 tentang Pedoman 

Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2016 tentang Manual 

Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia; 

4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Juknis 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat 

Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan kemampuan peserta setelah mengikuti forum group 

discussion tentang penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah 

Tingkat Wilayah (LSKP-TW) sesuai dengan manual statistik keuangan 

pemerintah; 

2. Kewajiban menyediakan statistik keuangan pemda oleh Pemerintah 

Daerah provinsi, dengan melakukan konsolidasi laporan keuangan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota di lingkup Daerah provinsi. 
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c. Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Persiapan rencana kegiatan pelaksanaan FGD tentang GFS; 

2. Berkoordinasi dengan narasumber dari kantor pusat dan pihak-pihak 

terkait dengan statistik keuangan ( BPS dan Perwakilan BI di Pontianak) 

guna pembahasan atas materi FGD; 

3. Penyiapan bahan-bahan/presentasi yang diperlukan dalam kegiatan 

FGD; 

4. Teknik yang digunakan adalah: presentasi dan diskusi.  

5. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan FGD.  

6. Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun 

yang direncanakan dalam Triwulan III Tahun 2020 dengan mengundang 

wartawan cetak dan elektronik untuk meliput kegiatan rapat koordinasi 

tersebut. 

d. Aspek Penganggaran 

1. Akun 521211 Belanja Bahan, digunakan untuk penyelenggaraan FGD, 

dengan biaya meliputi: konsumsi peserta, konsumsi narasumber, dan 

bahan seminar kit. Diusulkan anggaran sebesar Rp5.600.000 (lima juta 

enam ratus ribu rupiah). 

2. Akun 522151 Belanja Jasa Profesi, digunakan untuk honor 3 (tiga) orang 

narsumber FGD. Diusulkan anggaran sebesar Rp5.400.000 (lima juta 

empat ratus ribu rupiah). 

3. Total anggaran yang dibutuhkan adalah: Rp11.000.000 (sebelas juta 

rupiah) 

e. Time frame Pelaksanaan Kegiatan 

No. Tahapan Kegiatan 
Juli Agustus 

I II III IV I II III IV 

1. Persiapan rencana kegiatan pelaksanaan 

kegiatan sosialisasi 

        

2. Berkoordinasi dengan narasumber dari 

pemda 

        

3. Penyiapan bahan-bahan/presentasi yang 

diperlukan dalam kegiatan sosialisasi 

        

4. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan 

sosialisasi 

        

 

XIII. Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum 

Negara Tingkat Wilayah 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 



 

xvi | R e n c a n a  K e r j a  T a h u n a n  T a h u n  2 0 2 0   
 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4400); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang 

Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

278/PMK.04/2014; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 216/PMK.05/2015 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 

Bendahara Umum Negara; 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN telah 

sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

2. Memberikan kepastian kepada stakeholder bahwa aktivitas transaksi 

keuangan Negara berjalan secara kredibel, akuntabel, dan dapat 

dipertanggungkawabkan; 

3. Memastikan data-data pada Laporan Keuangan tersebut valid. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat tingkat Wilayah; 

2. Mengambil data pada SPAN, OM-SPAN, dan E-Rekon; 

3. Monitoring data pada Aplikasi E-Rekon untuk memastikan validitas dan 

keandalan data; 

4. Menuangkan data-data hasil telaah kedalam Laporan Keuangan; 

5. Memaparkan Catatan atas Laporan Keuangan secara detail dan rinci guna 

terjaganya akuntabilitas Laporan Keuangan;. 

6. Membuat Catatan Penting Lainnya terkait data yang masih membutuhkan 

penjelasan; 
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7. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kanwil DJPb dan 

menyampaikannya ke Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur 

APK. 

8. Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun, 

yaitu pada Triwulan I, Semester I, Triwulan III, Semester II Tahun 2020. 

d. Aspek Penganggaran 

Akun 521211 Belanja Bahan, digunakan untuk biaya 

ATK/pencetakan/penggandaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat 

Wilayah. Diusulkan anggaran sebesar Rp3.392.000 (tiga juta tiga ratus 

Sembilan puluh dua ribu rupiah). 

e. Time frame Pelaksanaan Kegiatan 

XIV. Penyusunan Government Financial Statistic (GFS) 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4400); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang 

Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

278/PMK.04/2014; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2018 tentang Sistem 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian; 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN telah 

sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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2. Memberikan kepastian kepada stakeholder bahwa aktivitas transaksi 

keuangan Negara berjalan secara kredibel, akuntabel, dan dapat 

dipertanggungkawabkan; 

3. Memastikan data-data pada Laporan tersebut valid; 

4. Mengintegrasikan Sistem Keuangan Pemerintah Pusat dengan Sistem 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat tingkat Wilayah; 

2. Mengambil data pada SPAN, OM-SPAN, dan SIKD; 

3. Monitoring data pada Aplikasi E-Rekon untuk memastikan validitas dan 

keandalan data; 

4. Menuangkan data-data hasil telaah kedalam Laporan Keuangan; 

5. Memaparkan Catatan atas Laporan Keuangan secara detail dan rinci 

guna terjaganya akuntabilitas Laporan Keuangan;. 

6. Membuat Catatan Penting Lainnya terkait data yang masih 

membutuhkan penjelasan; 

7. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kanwil DJPb 

dan menyampaikannya ke Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. 

Direktur APK; 

8. Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun, 

yaitu pada Triwulan I, Semester I, Triwulan III, Semester II Tahun 2020. 

d. Aspek Penganggaran 

Akun 521211 Belanja Bahan, digunakan untuk biaya 

ATK/pencetakan/penggandaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat 

Wilayah. Diusulkan anggaran sebesar Rp3.392.000 (tiga juta tiga ratus 

Sembilan puluh dua ribu rupiah). 

e. Time frame Pelaksanaan Kegiatan 
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E. BIDANG SKKI 

1. Pendahuluan 

Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kepatuhan 

Internal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervise, 

implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, melaksanakan 

koordinasi mutu layanan dan inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata 

kelola KPPN, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, 

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, 

melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, pembinaan 

pertanggungjawaban bendahara dan pengelola rekening pemerintah, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship 

management) serta pelaporan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan 

(treasury management representative). 

2. Program Kerja 

I. Pelaksanaan Supervisi Proses Bisnis KPPN dan Monitoring dan Evaluasi 

Implementasi ISO 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4400); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata 

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang 

Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

278/PMK.04/2014; 

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.01/2013 tentang 

Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan 

Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2014; 

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang 

Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan; 
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8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012 

tentang Tata Kelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Percontohan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-107/PB/2012 

tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan; 

10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 

tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara; 

11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 

tentang Standar Operasional Prosedur Pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara; 

12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2017 

tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. 

13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 

tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

14. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-650/PB/2018 

tentang Standar Pelayanan Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

b. Tujuan  

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN 

telah sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

2. Memberikan motivasi dan mendorong kreativitas kantor pelayanan 

untuk melakukan penyempurnaan dan meningkatkan kinerja 

pelayanan yang profesional, efektif, efisien, dan bertanggung  jawab; 

3. Mendorong terpenuhinya standar layanan dan sarana pelayanan 

kepada stakeholders di wilayah kerjanya masing-masing; 

4. Memastikan KPPN senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan nilai-

nilai Kementerian Keuangan, yaitu penuh integritas, profesional, 

sinergi, pelayanan dan kesempurnaan; 

5. Memastikan KPPN secara konsisten mewujudkan layanan yang bebas 

dari biaya apapun, dan mendukung percepatan reformasi birokrasi 

dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 

6. Memastikan KPPN menerapkan secara konsisten dan 

berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015; 

7. Melakukan penilaian kinerja KPPN atas unsur-unsur pembinaan dan 

supervisi yang dilakukan, meliputi: pelaksanaan tugas Kuasa BUN, 
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pelayanan perbendaharaan, kinerja dan tata kelola, serta inovasi dan 

prestasi. 

c. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan pembinaan 

dan supervisi; 

2. Mengambil data secara sampling terhadap lingkup pembinaan dan 

supervisi KPPN yang dapat menggambarkan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi KPPN secara umum; 

3. Pengamatan prosedur kerja dan melakukan pemeriksaan dokumen 

yang berkaitan dengan unsur-unsur pembinaan; 

4. Melakukan pengisian checklist pembinaan dan supervisi; 

5. Menguji dan membandingkan penggunaan aplikasi KPPN dengan SOP; 

6. Melakukan wawancara langsung terhadap pagawai KPPN dan/atau 

stakeholder; 

7. Melakukan survei terhadap tingkat kepuasan pegawai KPPN dengan 

cara pengisian kuesioner khusus diedarkan kepada para pegawai; 

8. Memberikan konsultasi, asistensi, dan solusi terhadap permasalahan 

yang terjadi di KPPN; 

9. Melakukan sistem pengendalian laporan, evaluasi dan teguran; 

10. Melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 berdasarkan Kertas Kerja yang telah ditentukan; 

11. Menuangkan hasil pembinaan dalam Matriks Hasil Pembinaan dan 

Supervisi KPPN; 

12. Memaparkan Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN di hadapan 

para pejabat/pegawai KPPN pada hari terakhir pelaksanaan 

pembinaan; 

13. Menyesuaikan Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN 

berdasarkan konfirmasi/tanggapan dari KPPN. 

14. Menyusun Laporan Hasil Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja 

masing-masing KPPN dan menyampaikannya kepada Kepala Kanwil 

DJPb dan Kepala KPPN terkait. 

15. Menyusun Laporan Hasil Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja 

Tingkat Kanwil DJPb dan menyampaikannya ke Direktur Jenderal 

Perbendaharaan c.q. Sekretaris DJPB. 

16. Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, 

yaitu pada Semester I Tahun 2020 dan Semester II Tahun 2020.  

d. Aspek Penganggaran 

1. Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, digunakan untuk biaya 

perjalanan dinas ke KPPN luar kota dalam rangka Pelaksanaan Supervisi 

Proses Bisnis KPPN dan Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISO, 

meliputi biaya: transportasi (darat atau udara), akomodasi dan uang 
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harian. Diusulkan anggaran sebesar Rp167.936.000 (seratus enam 

puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). 

2. Akun 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, digunakan untuk 

uang harian  perjalanan dinas ke KPPN dalam kota (KPPN Pontianak) 

dalam rangka Pelaksanaan Supervisi Proses Bisnis KPPN dan 

Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISO. Diusulkan anggaran sebesar 

Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah). 

3. Akun 521211 Belanja Bahan, digunakan untuk biaya 

ATK/pencetakan/penggandaan Laporan Hasil Pembinaan Supervisi dan 

Penilaian Kinerja KPPN. Diusulkan anggaran sebesar Rp3.392.000 (tiga 

juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). 

4. Total anggaran yang dibutuhkan adalah: Rp180.328.000 (seratus 

delapan puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah). 

Pelaksanaan kegiatan di KPPN Pontianak, KPPN Singkawang, KPPN 

Sanggau dan KPPN Ketapang dilakukan selama 5 (lima) hari kerja, 

dengan tim sebanyak 4 (empat) orang, kecuali di KPPN Pontianak 

sebanyak 6 (enam) orang. Sedangkan kegiatan di KPPN Sintang dan 

KPPN Putussibau dilakukan selama 4 (empat) hari kerja dengan tim 

sebanyak 4 (empat) orang. 

II. Workshop Implementasi ISO dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Bisnis di 

KPPN 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4400); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata 

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang 

Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

278/PMK.04/2014; 
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6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.01/2013 tentang 

Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan 

Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2014; 

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang 

Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan; 

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012 

tentang Tata Kelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Percontohan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-107/PB/2012 

tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan; 

10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 

tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara; 

11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 

tentang Standar Operasional Prosedur Pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara; 

12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2017 

tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. 

13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 

tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-650/PB/2018 

tentang Standar Pelayanan Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Untuk memastikan seluruh KPPN dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun dan 

memiliki dokumen-dokumen yang diwajibkan dalam pelaksanaan SMM 

ISO 9001:2015; 

2. Untuk memastikan seluruh KPPN dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan secara 

konsisten dan berkelanjutan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

sesuai Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 tentang 

Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pada 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Pedoman Mutu yang 

telah ditetapkan masing-masing KPPN. 

3. Mengkoordinasikan agar tujuan diterapkannya Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2015 dapat tercapai, yaitu: 
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a) Memenuhi standar dalam pelaksanaan quality assurance reformasi 

birokrasi yang akan dinilai keberhasilannya oleh Kementerian PAN 

dan Reformasi Birokrasi; 

b) Memberikan gambaran mengenai celah kesalahan (fraud) yang ada 

dalam sistem dan proses bisnis yang dilaksanakan oleh KPPN; 

c) Mendorong peningkatan kualitas layanan KPPN dalam rangka 

pengelolaan keuangan negara yang profesional, serta peningkatan 

efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik; 

d) Meningkatkan citra profesionalisme KPPN dan Ditjen 

Perbendaharaan serta memberikan sinyal positif kepada para 

pemangku kepentingan; 

e) Meningkatkan kinerja pelaku kegiatan di unit-unit KPPN baik pada 

kegiatan utama maupun pendukung sehingga menciptakan budaya 

mutu, budaya disiplin, budaya tertib administrasi dan budaya 

bekerja secara sistematis. 

4. Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan proses bisnis/sistem 

operasional prosedur di KPPN berdasarkan hasil pembinaan dan 

supervisi maupun atas permasalahan kongkrit yang dihadapi oleh KPPN. 

Merumuskan usulan-usulan perbaikan proses bisnis guna 

penyempurnaan aturan-aturan yang dipandang sudah tidak sesuai 

atau saling bertentangan dengan aturan lainnya atau untuk lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja. 

c. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Penyiapan bahan-bahan/presentasi yang diperlukan dalam kegiatan 

workshop, baik oleh Kanwil DJPb maupun oleh KPPN; 

2. Melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 berdasarkan hasil monitoring yang telah dilaksanakan; 

3. Melakukan evaluasi atas Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN 

yang telah dilaksanakan; 

4. Melakukan pembahasan atas permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi KPPN dalam implementasi ISO maupun proses bisnis lainnya. 

5. Teknik yang digunakan adalah: presentasi, diskusi, dan latihan kerja. 

6. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Workshop. 

7. Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun, 

yang direncanakan pada Triwulan I Tahun 2020 (13 Maret 2020 di 

Pontianak) dengan mengundang peserta dari seluruh KPPN di wilayah 

kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

d. Aspek Penganggaran 

1. Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, digunakan untuk biaya 

perjalanan dinas Pejabat/pegawai KPPN luar kota yang mengikuti 

kegiatan workshop, meliputi biaya: transportasi (darat atau udara), 
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akomodasi dan uang harian. Diusulkan anggaran sebesar Rp23.460.000 

(dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). 

2. Akun 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, digunakan untuk 

uang harian perjalanan dinas Pejabat/Pegawai KPPN dalam kota (KPPN 

Pontianak) yang mengikuti kegiatan workshop. Diusulkan anggaran 

sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). 

3. Akun 521211 Belanja Bahan, digunakan untuk biaya konsumsi 

peserta/narasumber/panitia kegiatan workshop. Diusulkan anggaran 

sebesar Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). 

4. Total anggaran yang dibutuhkan adalah: Rp27.510.000 (dua puluh tujuh 

juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). 

5. Pelaksanaan kegiatan di Pontianak selama 2 (dua) hari kerja, dengan 

peserta dari KPPN masing-masing sebanyak 2 (dua) orang, kecuali KPPN 

Pontianak sebanyak 3 (tiga) orang, peserta/narasumber/panitia dari 

Kanwil DJPb sebanyak 17 (tujuh belas) orang. 

III. Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Perbaikan Proses Bisnis serta 

Penyusunan Laporan 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 

tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara; 

2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 

tentang Standar Operasional Prosedur Pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara; 

3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2017 

tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. 

4. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-101/PB/2018 

tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan; 

5. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 

tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 

6. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-650/PB/2018 

tentang Standar Pelayanan Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 
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b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Memastikan proses bisnis/sistem operasional prosedur baik di KPPN 

maupun Kanwil DJPb dapat diinternalisasikan serta dilaksanakan 

dengan baik, konsisten dan akuntabel.  

2. Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan proses bisnis/sistem 

operasional prosedur di KPPN maupun di Kanwil DJPb. 

3. Merumuskan usulan-usulan perbaikan proses bisnis kepada Kantor 

Pusat guna penyempurnaan aturan-aturan yang dipandang sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan terkini atau saling bertentangan dengan 

aturan lainnya atau untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja 

KPPN atau Kanwil DJPb. 

4. Membahas penyusunan laporan yang dianggap perlu 

c. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Penyiapan bahan-bahan/presentasi yang diperlukan dalam kegiatan 

FGD, baik oleh Kanwil DJPb maupun oleh KPPN; 

2. Melakukan pembahasan atas permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi KPPN atau Kanwil DJPb dalam implementasi proses 

bisnis/standar operasional prosedur dan/atau dalam penyusunan 

laporan. 

3. Teknik yang digunakan adalah: presentasi dan diskusi. 

4. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan FGD. 

5. Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun, 

yang direncanakan pada setiap Triwulan dengan mengundang peserta 

dari KPPN yang sekota dengan Kanwil (KPPN Pontianak) dan Kanwil 

DJPb Provinsi Kalimantan Barat, atau pihak eksternal lainnya yang 

terkait. 

d. Aspek Penganggaran 

1. Akun 521211 Belanja Bahan, digunakan untuk biaya konsumsi 

peserta/narasumber kegiatan FGD. Diusulkan anggaran sebesar 

Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). 

2. Pelaksanaan kegiatan di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang dalam setiap FGD. 

IV. Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem 

Penerimaan Negara Secara Elektronik; 
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2. Surat Menteri Keuangan yang berisi tentang Perpanjangan Jam Layanan 

Penyetoran Penerimaan Negara Akhir Tahun 2020  Pada Bank/Pos 

Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya; 

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2017 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan Monitoring dan 

Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan 

Perjanjian Perbankan Sebagai Bank/Pos Persepsi Yang Melaksanakan 

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik Dalam Rangka 

Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan; 

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir 

Tahun Anggaran 2020. 

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada 

Akhir Tahun Anggaran 2020. 

6. Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank/Pos Persepsi Yang 

Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik Dalam 

Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan Antara 

Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Direktur Utama Bank/Pos 

Persepsi. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan Bank/Pos Persepsi 

terhadap perjanjian jasa layanan perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi 

yang melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dalam 

rangka Treasury Single Account (TSA) Penerimaan.  

2. Memastikan Bank/Pos Persepsi mematuhi Jam buka/tutup loket sesuai 

ketentuan; 

3. Memastikan Bank/Pos Persepsi melayani setoran penerimaan negara 

tanpa membedakan nasabah/bukan nasabah; 

4. Memastikan Bank/Pos Persepsi melayani setoran penerimaan negara 

tanpa membedakan jumlah setoran; 

5. Memastikan Bank/Pos Persepsi patuh terhadap pembebasan biaya atas 

jasa layanan perbankan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor; 

dan 

6. Memastikan aktif/tidaknya menu penerimaan negara pada kanal 

layanan elektronik Bank/Pos Persepsi yang telah mempunyai izin 

penambahan kanal elektronik. 
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c. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung ke Bank/Pos 

Persepsi yang ada di Kota Pontianak bersama dengan biller (Kanwil DJP 

dan KPP) dan KPPN Pontianak. 

2. Melakukan uji petik dengan cara: 

a) Melakukan uji penyetoran pada loket Bank/Pos Persepsi tanpa 

pemberitahuan sebelumnya (mystery guest); 

b) Melakukan pengecekan fungsi  (aktif/tidak aktif) kanal layanan 

elektronik selain teller milik Bank/Pos Persepsi yang mempunyai 

menu layanan penerimaan Negara melalui ATM/Internet 

Banking/Mobile Banking/EDC bersama dengan petugas Bank 

Persepsi; 

c) Melakukan wawancara dengan penyetor terkait layanan setoran 

penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi; 

d) Melakukan wawancara dengan petugas Bank/Pos Persepsi untuk 

menguji pemahaman petugas Bank/Pos Persepsi dalam 

pelaksanaan layanan penerimaan Negara secara elektronik (MPN 

G3). 

3. Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 2 kali pada akhir tahun 

anggaran 2020, yaitu tanggal 30-31 Desember 2020. 

d. Aspek Penganggaran 

1. Akun 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, digunakan untuk 

transport lokal uang harian perjalanan dinas Pejabat/Pegawai Kanwil 

DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas uji petik 

kepatuhan Bank/Pos Persepsi. Diusulkan anggaran sebesar Rp3.600.000 

(tiga juta enam ratus ribu rupiah). 

2. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Tim dengan anggota 

masing-masing Tim sebanyak 2 (dua) orang. 

V. Rapat Koordinasi Penerimaan Negara dengan Bank/Pos Persepsi 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem 

Penerimaan Negara Secara Elektronik; 

2. Surat Menteri Keuangan yang berisi tentang Perpanjangan Jam Layanan 

Penyetoran Penerimaan Negara Akhir Tahun 2020  Pada Bank/Pos 

Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya; 

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2017 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan Monitoring dan 

Evaluasi Kepatuhan Bank/Pos Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan 
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Perjanjian Perbankan Sebagai Bank/Pos Persepsi Yang Melaksanakan 

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik Dalam Rangka 

Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan; 

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir 

Tahun Anggaran 2020. 

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada 

Akhir Tahun Anggaran 2020. 

6. Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank/Pos Persepsi Yang 

Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik Dalam 

Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan Antara 

Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Direktur Utama Bank/Pos 

Persepsi. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan penatausahaan 

penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 2020 kepada Bank/Pos 

Persepsi dan stakeholder terkait lainnya; 

2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam 

pelaksanaan penerimaan Negara (Kuasa BUN, Biller dan Bank/Pos 

Persepsi sebagai Collecting Agent); 

Meningkatkan kesepahaman bersama dalam melakukan monitoring 

dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan penerimaan negara pada akhir 

tahun anggaran 2020 oleh Bank/Pos Persepsi. 

c. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Penyiapan bahan-bahan/presentasi yang diperlukan dalam kegiatan 

Rapat Koordinasi; 

2. Melakukan sosialisasi dan pembahasan atas ketentuan pelaksanaan 

penerimaan negara pada akhir tahun anggaran 2020. 

3. Teknik yang digunakan adalah: presentasi dan diskusi. 

4. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi. 

Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada akhir tahun 

anggaran 2020, dengan mengundang seluruh Bank/Pos Persepsi yang 

sekota dengan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan pihak 

eksternal lainnya yang terkait (Kanwil DJP, KPP, Kanwil DJBC dan 

KPPBC). 

d. Aspek Penganggaran 

1. Akun 521211 Belanja Bahan, digunakan untuk biaya konsumsi (kudapan 

dan makan siang) peserta/narasumber/panitia kegiatan Rapat 
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Koordinasi. Diusulkan anggaran sebesar Rp4.800.000 (empat juta 

delapan ratus ribu rupiah). 

2. Kegiatan Rapat Koordinasi ini diikuti 80 (delapan puluh) 

peserta/narasumber/panitia 

VI. Pembinaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis 

Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata 

Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-150/PMK.05/2019 tentang 

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.05/2019 tentang 

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Melakukan pendampingan/asistensi atau dukungan teknis dalam 

sosialisasi, konsultasi, verifikasi atas usulan penghitungan formasi 

jabatan fungsional perbendaharaan terbuka pada Satker dan kegiatan 

lain yang dilaksanakan oleh KPPN sehubungan dengan tugas pembinaan 

jabatan fungsional perbendaharaan (misalnya: proses inpassing, uji 

kompetensi dan penilaian angka kredit); 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

KPPN yang berkaitan dengan proses pembinaan jabatan fungsional 

perbendaharaan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

Memastikan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan peran KPPN dalam 

pembinaan jabatan fungsional perbendaharaan terbuka sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

c. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

pendampingan/asistensi atau dukungan teknis dalam pelaksanaan 

pengurusan jabatan fungsional perbendaharaan terbuka yang 

dilaksanakan oleh KPPN; 
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2. Melakukan pendampingan/asistensi atau dukungan teknis dalam 

pelaksanaan pengurusan jabatan fungsional perbendaharaan terbuka 

yang dilaksanakan oleh KPPN. 

3. Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada 1 (satu) KPPN 

yang akan melaksanakan pengurusan jabatan fungsional 

perbendaharaan terbuka (Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan 

Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan 

Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara). 

d. Aspek Penganggaran 

1. Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, digunakan untuk biaya 

perjalanan dinas Pejabat/pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

yang ditugaskan melakukan pembinaan jabatan fungsional 

perbendaharaan di KPPN, meliputi biaya: transportasi darat, akomodasi 

dan uang harian. Diusulkan anggaran sebesar Rp4.424.000 (empat juta 

empat ratus dua puluh empat ribu rupiah). 

2. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) orang Pejabat/Pegawai Kanwil 

DJPb Provinsi Kalimantan Barat ke 1 (satu) KPPN yang melaksanakan 

pengurusan jabatan fungsional perbendaharaan terbuka (direncanakan 

ke KPPN Singkawang) selama 3 (tiga) hari. 

VII. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara pada 

KPPN selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi (UPS) 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara 

Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-126/PMK.05/2016 Tata Cara 

Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-128/PMK.05/2017; 

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2016 

tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja 

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berisi tentang 

Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Melakukan pendampingan/asistensi atau dukungan teknis dalam 

pelaksanaan ujian sertifikasi Bendahara yang dilaksanakan oleh KPPN; 
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2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ujian sertifikasi 

Bendahara tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak sesuai 

syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan pengumuman pelaksanaan 

sertifikasi bendahara yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 

Perbendaharaan; 

3. Memastikan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan ujian sertifikasi 

bendahara tersebut termasuk laporan pelaksanaan kegiatannya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

pendampingan/asistensi atau dukungan teknis dalam pelaksanaan ujian 

sertifikasi Bendahara yang dilaksanakan oleh KPPN; 

2. Melakukan pendampingan/asistensi atau dukungan teknis dalam 

pelaksanaan ujian sertifikasi Bendahara yang dilaksanakan oleh KPPN, 

misalnya ikut menjadi narasumber dalam memberikan materi 

penyegaran (refreshment) kepada peserta sebelum mengikuti ujian. 

3. Membantu KPPN dalam mengawasi jalannya ujian sertifikasi bendahara 

tersebut agar dapat berjalan dengan lancar sesuai tata tertib yang telah 

ditentukan. 

4. Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada 1 (satu) KPPN 

yang akan melaksanakan ujian sertifikasi bendahara sesuai 

pengumuman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

d. Aspek Penganggaran 

1. Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, digunakan untuk biaya 

perjalanan dinas Pejabat/pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat 

yang ditugaskan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian 

sertifikasi bendahara di KPPN, meliputi biaya: transportasi darat, 

akomodasi dan uang harian. Diusulkan anggaran sebesar Rp4.824.000 

(empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). 

2. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 (dua) orang Pejabat/Pegawai Kanwil 

DJPb Provinsi Kalimantan Barat ke KPPN yang menyelenggarakan ujian 

sertifikasi bendahara (direncanakan ke KPPN Sanggau) selama 3 (tiga) 

hari. 

VIII. Pelaksanaan Video Conference dengan KPPN dalam rangka Pembinaan 

dan Supervisi 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan program kerja ini didasarkan pada berbagai peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut: 
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1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4400); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata 

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang 

Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

278/PMK.04/2014; 

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.01/2013 tentang 

Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan 

Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2014; 

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang 

Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan; 

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2012 

tentang Tata Kelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Percontohan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-107/PB/2012 

tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan; 

10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 

tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara; 

11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 

tentang Standar Operasional Prosedur Pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara; 

12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2017 

tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. 

13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 

tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 
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14. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-650/PB/2018 

tentang Standar Pelayanan Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

15. Peraturan lainnya yang terkait dengan proses bisnis di KPPN. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN telah 

sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b) Memberikan motivasi dan mendorong kreativitas kantor pelayanan 

untuk melakukan penyempurnaan dan meningkatkan kinerja pelayanan 

yang profesional, efektif, efisien, dan bertanggung  jawab; 

c) Mendorong terpenuhinya standar layanan dan sarana pelayanan 

kepada stakeholders di wilayah kerjanya masing-masing; 

d) Memastikan KPPN senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan nilai-

nilai Kementerian Keuangan, yaitu penuh integritas, profesional, sinergi, 

pelayanan dan kesempurnaan; 

e) Memastikan KPPN secara konsisten mewujudkan layanan yang bebas 

dari biaya apapun, dan mendukung percepatan reformasi birokrasi 

dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 

f) Memastikan KPPN menerapkan secara konsisten dan 

berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015; 

g) Memastikan keselarasan pelaksanaan tugas KPPN dengan visi misi DJPb 

dan kebijakan yang ditetapkan oleh DJPb dan/atau Kanwil DJPb. 

c. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan: 

1. Pembinaan, yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh 

Kanwil DJPb yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya pelaksanaan 

tugas KPPN yang selaras dengan visi misi DJPb. 

2. Supervisi, yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil 

DJPb yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan tugas KPPN berjalan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Pembinaan dan supervisi tersebut dilakukan dalam bentuk konsultasi, 

mengidentifikasi, memonitor, mengevaluasi dan menganalisis 

permasalahan yang terkait dengan tugas KPPN melalui komunikasi 

langsung dan interaktif dengan KPPN. 

4. Komunikasi langsung tersebut dilakukan melalui sarana video conference 

yang akan dilaksanakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) bulan. 
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d. Aspek Penganggaran 

Program kerja ini tidak membutuhkan anggaran secara khusus, kecuali 

biaya untuk langganan komunikasi data yang sudah dianggarkan pada 

Bagian Umum. 

IX. Penerapan Manajemen Risiko 

a. Dasar Hukum 

Dasar pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 

577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Penyusunan Profil Resiko 

a) Menyiapkan Surat Keputusan penetapan Struktur Manajemen 

Resiko Tahun 2020 

b) Membuat Nota Dinas kepada masing-masing Bagian/Bidang pada 

awal tahun 2020 untuk menyusun Profil Risiko Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat tahun 2020. 

Penyusunan Profil Risiko pada Bagian/Bidang supaya dilaksanakan 

melalui rapat pembahasan pada masing-masing Bagian/Bidang. 

Hasil pembahasan disampaikan kepada Bidang SKKI dengan Nota 

Dinas dengan dilampiri daftar hadir dan dokumentasi pembahasan. 

Rapat pada masing-masing Bagian/Bidang dilaksanakan pada 

minggu kedua bulan Januari 2020. 

c) Membuat Nota Dinas Rapat Pembahasan Profil Risiko Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. 

Rapat pembahasan Profil Risiko tahun 2020 dilaksanakan pada 

minggu ke-3 Januari 2020. Profil Risiko hasil pembahasan diinput 

pada aplikasi Incrima. 

Laporan Profil Risiko 2020 disusun dan dilampiri dengan laporan 

rapat pembahasan Profil Risiko 2020 (ND undangan, notulensi, 

daftar hadir dan dokumentasi). Pelaporan Profil Risiko 2020 ke 

Kantor Pusat DJPb pada minggu ke4 Januari 2020. 

2. Reviu Profil Resiko KPPN 

a) Melakukan review atas Profil Risiko yang disusun KPPN dalam 

lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 

b) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas hasil review 

kepada KPPN. 

c) Melakukan rekapitulasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil 

review. 

d) Menyusun Laporan Hasil Review Profil Risiko KPPN tahun 2020 dan 

menyampaikan kepada Kantor Pusat DJPb. Penyampaian hasil 

review dilaksanakan pada minggu ke4 Januari 2020.  
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3. Pemantauan Triwulanan Penanganan Resiko 

a) Membuat Nota Dinas monitoring pelaksanaan mitigasi risiko 

utama pada setiap bulan ke2 triwulan berjalan. 

b) Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Rapat UPR membahas 

capaian IKU dan pemantauan risiko triwulanan.  

c) Melakukan input pemantauan risiko triwulanan dan mencetak 

laporan pemantauan triwulanan. 

d) Menyusun Laporan Pemantauan Risiko Triwulanan yang terdiri dari 

Lapran Penanganan, dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan 

mitigasi, laporan rapat DKO, Loss Even Database (LED) dan 

Rekapitulasi Review Laporan Pemantauan Triwulanan Risiko pada 

KPPN. Laporan disampaikan ke Kantor Pusat DJPb pada minggu ke-

4 setiap awal triwulan berikutnya. 

4. Penyusunan Loss Even Database 

a) Membuat Nota Dinas pada setiap awal bulan kepada masing-

masing Bagian/Bidang untuk membuat Laporan LED bulanan.  

b) Hasil laporan laporan LED bulanan dari masing-masing 

Bagian/Bidang di rekap setiap triwulan sebagai lampiran Laporan 

Pemantauan Triwulanan. 

5. Gugus Kendali Mutu (GKM) Manajemen Resiko 

a) Menyusun dan menyiapkan bahan materi GKM Manajemen Risiko 

b) Membuat laporan pelaksanaan GKM Manajemen Risiko 

6. Rapat Resiko diluar Rapat UPR Triwulanan 

a) Menyampaikan isu/permasalahan terkait risiko pada rapat selain 

Rapat DKO yaitu pada saat rapat triwulanan penyampaian 

pelaksanaan tugas KI. 

b) Membuat Laporan hasil Rapat  

7. Reviu Pemantauan Resiko Triwulanan 

a) Membuat review singkat progress pemantauan dan penanganan 

risiko triwulanan. 

b) Hasil review singkat dan progress di posting pada media sosial milik 

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 

c) Posting didokumentasikan dan menjadi dokumen pendukung 

laporan pemantauan triwulanan. 

X. Pemantauan Pengendalian Internal 

a. Dasar Hukum 

Dasar Hukum KMK 940/KMK.01/2017 dan Rencana Pemantauan tahun 2020 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Petugas Pemantauan . 

2. Membuat Nota Dinas setiap awal bulan dalam rangka peminjaman 

dokumen pemantauan. 

3. Membuat Nota Dinas Rekomendasi atas hasil pemantauan. 

4. Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil 

pemantauan. 



 

xix | R e n c a n a  K e r j a  T a h u n a n  T a h u n  2 0 2 0   
 

5. Menyusun LHPPU setiap bulan dilampiri dengan dokumen pendukung 

berupa kertas kerja pemantauan, ND permintaan dokumen, ND 

rekomendasi dan tindak lanjut dan lampiran dokumen pendukung 

lainnya. 

6. Menyusun Laporan Akhir Triwulanan 

7. Melaksanakan review atas LHPPU yang disampaikan KPPN dan 

membuat ringkasan review dan Nota Dinas Rekomendasi (bila ada). 

8. Menyampaikan Laporan Akhir Triwulanan yang dilengkapi dengan 

LHPPU Unit Kerja Kanwil, Kertas Kerja, Review singkat Laporan KPPN dan 

dokumen pendukung lainnya ke Kantor Pusat DJPb. Penyampaian 

Laporan Akhir Triwulanan paling lambat 10 hari kerja setiap awal 

triwulan berikutnya. 

9. Menyampaikan hasil pemantauan triwulanan pada rapat triwulanan 

penyampaian hasil pelaksanaan tugas KI. 

XI. Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai serta Penanganan Dugaan 

Pelanggaran Disiplin 

a. Dasar Hukum 

Dasar pelaksanaan KEP-525/PB/2016 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Pemantauan Kode Etik 

a) Menyusun kerangka kerja pemantauan yang terdiri dari waktu 

pelaksanaan, rencana pelaksanaan pemantauan, dan obyek 

pemantauan. 

b) Obyek pemantauan terdiri dari kehadiran dan kedisiplinan 

pegawai, komputer pegawai, dan ruang kerja pegawai serta ruang 

lain/halaman kantor. 

c) Menyiapkan Surat Tugas Pemantauan  

d) Menyiapkan kertas kerja pemantauan. 

e) Menyusun Laporan Hasil Pemantauan Kode Etik paling lambat 5 

hari kerja setelah pemantauan selesai dilaksanakan kepada Kepala 

Kantor. 

f) Menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan Kode Etik Triwulanan 

kepada Kantor Pusat DJPb dan Laporan Semesteran Pemantauan 

Kode Etik. 

g) Menyampaikan hasil Pemantauan Kode Etik dalam Rapat 

Penyampaian Hasil Pelaksanaan Tugas KI. 

2. Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran Disiplin 

a) Menyusun Rekapitulasi Laporan Penanganan Dugaan Pelanggaran 

Disiplin dari KPPN. 

b) Berdasarkan hasil laporan pemantauan Kode Etik, disusun Laporan 

Penanganan Dugaan Pelanggaran Disiplin setiap semester. 

c) Laporan Rekapitulasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Disiplin 

disampaikan ke Kantor Pusat DJPb. 
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XII. Pengelolaan Pengaduan 

a. Dasar Hukum 

Dasar Pelaksanaan PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

b. Tujuan 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Petugas Pengelola Pengaduan 

2. Update info saluran pengaduan dan informasi pengelolaan pengaduan 

setiap triwulan pada media sosial dan media informasi Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Menyiapkan bahan Laporan Pengaduan Bulanan kepada Kepala Kantor 

(Screenshot email; WA; SMS; kotak pengaduan dan ND yang menyatakan 

bahwa dalam bulan bersangkutan tidak terdapat pengaduan melalui 

sarana pengaduan baik elektronik, surat, tatap muka dan pelimpahan 

dari Kantor Pusat. 

4. Menyusun Laporan Bulanan Pengelolaan Pengaduan dan 

menyampaikan kepada Kepala Kantor. 

5. Menyusun Laporan Triwulanan Pengelolaan Pengaduan dan 

Rekapitulasi Laporan KPPN kepada Kantor Pusat DJPb. 

6. Menyampaikan hasil pengelolaan pengaduan pada Rapat Penyampaian 

Hasil Pelaksanaan Tugas KI. 

XIII. Pengendalian Gratifikasi 

a. Dasar Hukum 

Dasar pelaksanaan PMK 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Pada awal tahun 2020 membuat Nota Dinas kepada KPPN untuk 

menyampaikan usulan [etugas pengendali gratifikasi. 

2. Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Unit Pengendalian Gratifikasi 

lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Menyusun Laporan Bulanan Pengendalian Gratifikasi dan 

menyampaikan kepada Kantor Pusat DJPb sebelum 5 hari kerja setiap 

awal triwulan berikutnya. 

4. Membuat Nota DInas penyampaian saluran hotline pelaporan 

gratifikasi. 

5. Menyampaikan pengendalian gratifikasi pada Rapat Penyampaian Hasil 

Pelaksanaan Tugas KI. 

6. Melaksanakan Gugus Kendali Mutu Pengendalian Gratifikasi. 

7. Membuat public champaign pengendalian gratifikasi pada media sosial 

dan media informasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 
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XIV. Penandantanganan Pakta Integritas Pegawai 

a. Dasar Hukum 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Setiap awal tahun menyiapkan Pakta Integritas Pegawai Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Pegawai bersamaan 

dengan penandatanganan Kontrak Kinerja. 

3. Menyiapkan Pakta Integritas Kepala Kantor dan menyampaikan kepada 

Kantor Pusat DJPb untuk ditandatangani Direktur Jenderal 

Perbendaharaan. 

4. Melaksanakan penandatangan Komitmen Pengendalian Gratifikasi. 

5. Menyusun Laporan Penandatanganan Pakta Integritas dan 

menyampaikan kepada Kantor Pusat DJPb. 

6. Membuat Nota Dinas kepada para pegawai untuk melakukan upload 

Pakta Integritas pada PBN Open. 

7. Melakukan monitoring upload Pakta Integritas, menyampaikan 

rekomendasi (bila ada) dan menyampaikan hasil monitoring pada 

Rapat Penyampaian Hasil Pelaksanaan Tugas KI pada triwulan I. 

XV. Pengujian Kepatuhan 

a. Dasar Hukum 

Dasar Pelaksanaan KEP-525/PB/2017 tentang Pedoman Pengujian 

Kepatuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Pengujian kepatuhan dilaksanakan dengan obyek pemantauan selain 

Pemantauan Pengendalian Intern dan Pemantauan Kode Etik. 

2. Menentukan obyek pemantauan, menyiapkan program kerja dan kertas 

kerja pemantauan. 

3. Menyiapkan Surat Tugas Pengujian Kepatuhan 

4. Menyusun Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan dan menyampaikan 

kepada Kepala Kantor. 

5. Menyusun rekomendasi bila ditemukan adanya temuan 

penyimpangan/pelanggaran. 

6. Menyampaikan hasil pengujian pada Rapat Penyampaian Hasil 

Pelaksanaan Tugas KI. 

XVI. Penyusunan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) 

a. Dasar Hukum 

Dasar pelaksanaan KMK 940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja 

Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan Pengendalian 

Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Menyiapkan Kerangka Kerja, Kertas Kerja dan Survei. 

2. Melaksanakan survei dan wawancara serta penelitian dokumen. 

3. Menyusun Laporan EPITE. 

4. Menyampaikan Laporan EPITE ke Kantor Pusat. 
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5. Pelaksanaan EPITE pada triwulan I tahun 2020 

XVII. Penyusunan Pemantauan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 

(PIPK) 

a. Dasar Hukum 

Dasar Pelaksanaan PMK 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, 

Penilaian, Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Pusat. 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Menyiapkan Rencana Kerja dan perangkat pemantauan. 

2. Membuat Nota Dinas peminjaman dokumen. 

3. Pengujian dapat dilakukan tiap bulan bersamaan dengan pemantauan 

rutin.  

4. Untuk penyusunan PIPK semester II 2018 dapat dilakukan mulai bulan 

januari demikian pula dengan transaksi mulai bulan Januari 2020 dapat 

diuji bersamaan dengan pemantauan rutin.  

5. Dalam triwulan I 2020 melakukan pengujian menggunakan kertas kerja 

PPI dan PIPK (semester II 2019 dan bulanan Januari s.d. Maret 2020) 

6. Menyusun PIPK semester II 2019 pada triwulan I 2020.  

7. Pengujian untuk PIPK semester I 2020 berlanjut pada triwulan II 2020.  

8. Pada awal semester II 2020 menyusun PIPK semester I 2020. 

9. Menyampaikan Laporan PIPK ke Kantor Pusat DJPb. 

XVIII. Gugus Kendali Mutu (GKM) Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 

a. Tujuan 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan tugas 

Kepatuhan Internal, perlu dilaksanakan Gugus Kendali Mutu (GKM) bagi para 

pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Materi GKM terkait 

Manajemen Risiko, Pemantauan Pengendalian Intern dan PIPK, Kode Etik dan 

Pengendalian Gratifikasi serta tugas Kepatuhan Internal lainnya. 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Menyiapkan rencana pelaksanaan GKM. 

2. Menyusun Laporan Pelaksanaan GKM dilengkapi dengan ND Undangan, 

Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi. 

XIX. Pembinaan dan Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada KPPN 

XX. Penyelesaian Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan APF 

a. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat DJPb c.q. Bagian KI terkait 

adanya audit/pemeriksaan oleh APF. 

2. Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang/KPPN yang 

diaudit/diperiksa. 

3. Melaporkan hasil audit/pemeriksaan oleh APF kepada Kantor Pusat 

DJPb. 
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4. Memantau/monitoring penyelesaian tindak lanjut atas hasil 

pemeriksaan melalui aplikasi Team-Central Inspektorat Jenderal 

Kemenkeu. 

5. Menyampaikan Laporan Penyelesaian TIndak Lanjut atas Pemeriksaan 

APF kepada Kantor Pusat DJPb. 

XXI. Hari Anti Korupsi Sedunia 

a. Tujuan 

Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Dalam 

rangka berpartisipasi memperingati HAKORDIA, Kanwil DJPb melaksanakan 

serangkaian kegiatan. 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Menyiapkan rencana kegiatan peringatan HAKORDIA. 

2. Kegiatan HAKORDIA dilaksanakan pada triwulan IV 2020. 

3. Kegiatan yang dilaksanakan : 

i. Pembuatan PIN anti korupsi. 

ii. Pemasangan Spanduk dan digital banner anti korupsi. 

iii. Melaksanakan GKM 

iv. Kegiatan lainnya 

4. Mendokumentasikan seluruh kegiatan HAKORDIA. 

5. Menyusun Laporan Kegiatan Peringatan HAKORDIA dan menyampaikan 

kepada Kantor Pusat DJPb 

XXII. Rapat Koordinasi Kepatuhan Internal Kanwil DJPb 

a. Tujuan 

Dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan tugas 

Kepatuhan Internal di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, 

dilaksanakan Rapat Koordinasi Kepatuhan Internal Tingkat Wilayah Kanwil 

DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan RAB Rapat Koordinasi. 

2. Materi terkait Rapat Koordinasi tahun 2020 adalah pembahasan tentang 

penilaian pelaksanaan tugas KI dan penerapan Manajemen Risiko serta 

penyusunan Profil Risiko KPPN tahun 2020. 

3. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi KI dan 

menyampaikan kepada Kantor Pusat DJPb. 

4. Menyusun reportase singkat pelaksanaan Rapat Koordinasi KI dan 

memposting di media sosial dan media informasi Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat. 

XXIII. Penyampaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 

a. Tujuan 

Dalam rangka meningkatkan koordinasi/komunikasi pelaksanaan tugas 

Kepatuhan Internal untuk mendukung pencapaian tujuan kinerja unit kerja, 

maka hasil pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal perlu disampaikan kepada 

Bagian/Bidang dalam lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 



 

xxiv | R e n c a n a  K e r j a  T a h u n a n  T a h u n  2 0 2 0   
 

b. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat dengan materi penyampaian 

hasil pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal. Materi meliputi : 

i. Penerapan Manajemen Risiko (reviu pemantauan pengananan 

risiko utama dan isu lainnya) 

ii. Hasil pemantauan pengendalian intern dan PIPK. 

iii. Hasil monitoring pengelolaan pengaduan dan pengendalian 

gratifikasi. 

iv. Hasil pemantauan pelaksanaan kode etik dan perilaku  

v. Monitoring upload Pakta Integritas Pegawai. 

2. Rapat dilaksanakan setiap bulan ketiga triwulan berjalan (Maret, Juni, 

September, dan Desember). 

3. Menyusun Laporan Rapat  

4. Menyusun resume singkat hasil rapat sebagai bahan/materi upload 

konten pada media sosial/media informasi Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat. 

XXIV. Monitoring Infrastruktur dan Pengelolaan TIK KPPN 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang 

undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang 

Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang 

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; 

3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.1/2017 tentang Tata 

Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian 

Keuangan; 

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.01/2018 tentang 

Penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, Intranet dan Internet 

di Lingkungan Kementerian Keuangan; 

6. Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  38/KMK.01/2014  tentang  

Perubahan  Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

350/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Pengelolaan Data 

Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan; 

7. Keputusan Menteri Keuangan nomor 695/KMK.01/2017 tentang 

Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan 

Kementerian Keuangan; 

8. Keputusan Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Organisasi, 

Birokrasi, dan Teknologi Informasi selaku Chief Information Officer 
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(CIO) Kementerian Keuangan nomor KEP-04/SA.5/2014 tentang 

Manajemen Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian 

Keuangan; 

9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-101/PB/2018 

tentang SOP Kantor Wilayah DJPb; 

10. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-33/MK.01/2014 tentang 

Pengelolaan dan 

11. Penggunaan Surat Elektronik Resmi di Lingkungan Kementerian 

Keuangan; 

12. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-19/MK.1/2019 tentang 

Implementasi Join Domain Perangkat TIK dan Perangkat Pengguna di 

Lingkungan Kementerian Keuangan; 

13. Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  SE-

32/PB/2016  tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin Pada Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

14. Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  SE-

93/PB/2016  tentang Standardisasi Jaringan Komunikasi Data dan 

Kelistrikan di Lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Mendapatkan gambaran tentang kondisi infrastruktur dan 

pengelolaan TIK pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat; 

2. Memberikan masukan tentang kebutuhan infrastruktur TIK yang tepat 

pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam 

melaksanakan pelayanan terhadap para pemangku kepentingan; 

3. Memberikan umpan balik kepada pimpinan untuk pengadaan 

infrastruktur maupun pengelolaan TIK pada KPPN lingkup Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat yang lebih baik. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

1. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan; 

2. Melakukan pengamatan dan pengecekan langsung terhadap jumlah dan 

kondisi perangkat TIK di lapangan; 

3. Melakukan pengecekan terhadap spesifikasi perangkat TIK; 

4. Melakukan pengecekan Sistem Operasi dan Antivirus yang digunakan; 

5. Melakukan pendataan terhadap user SPAN dan SAKTI; 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan join domain 

PC ke domain kemenkeu.go.id; 
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7. Melakukan  monitoring  selama  1  semester  terhadap  pelaksanaan  

kinerja  KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat melalui 

aplikasi OMSPAN dan MONSAKTI; 

8. Melakukan pengecekan terhadap server dan ruang server; 

9. Melakukan pengecekan keamanan perangkat dan aset informasi; 

10. Melakukan monitoring terhadap sarana informasi KPPN yang meliputi 

implementasi microweb, situs lain di luar microweb, media sosial, dan 

lain sebagainya; 

11. Melakukan wawancara langsung terhadap pagawai KPPN dan/atau 

stakeholder; 

12. Memberikan konsultasi, asistensi, dan solusi terhadap permasalahan TIK 

yang terjadi di KPPN; 

13. Menuangkan  hasil  monitoring  dalam  Laporan Hasil  Monitoring  

Infrastruktur  dan Pengelolaan TIK masing-masing KPPN dan 

menyampaikannya kepada Kepala KPPN terkait; 

14. Menyusun Laporan Hasil Monitoring Infrastruktur dan Pengelolaan TIK 

KPPN Tingkat Kanwil DJPb dan menyampaikannya ke Direktur Sistem 

Informasi dan Transformasi Perbendaharaan;  

15. Kegiatan di atas dilaksanakan oleh tim beranggotakan 2 (dua) orang, 

sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada Semester I Tahun 

2020 dan Semester II Tahun 2020. 

d. Aspek Pendanaan 

Sumber dana kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Total alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp61.760.000 

(enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); 

2. Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, digunakan untuk biaya 

perjalanan dinas ke 5 KPPN luar kota yang meliputi biaya transportasi 

(darat atau udara), akomodasi dan uang harian; 

3. Tidak terdapat alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada KPPN 

Pontianak. 

XXV. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Pegawai 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-

undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.1/2017 tentang Tata Kelola 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian 

Keuangan; 

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2014 tentang 

Perubahan Atas Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor  
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350/KMK.01/2010 Tentang  Kebijakan  dan Standar Pengelolaan Data 

Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan; 

4. Keputusan Menteri Keuangan nomor 695/KMK.01/2017 tentang 

Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan 

Kementerian Keuangan; 

5. Keputusan Direktur Jenderal  Perbendaharaan  nomor  KEP-101/PB/2019  

tentang SOP Kantor Wilayah DJPb. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Meningkatkan pengetahuan pegawai KPPN di wilayah Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat mengenai kebijakan TIK di lingkungan 

Kementerian Keuangan pada umumnya dan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan pada khususnya; 

2. Membantu mewujudkan tata kelola TIK yang profesional dan akuntabel 

pada KPPN di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

1. Menyiapkan bahan-bahan/presentasi yang diperlukan untuk 

pelaksanaan kegiatan; 

2. Menyampaikan materi dan diskusi dalam forum berbentuk 

sosialisasi/bimtek/focus group discussion (FGD); 

3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 

4. Kegiatan di atas dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun, 

yang direncanakan diadakan di KPPN Singkawang pada tanggal 13-15 Juli 

2020, dan melibatkan tim beranggotakan 2 (dua) orang. 

d. Aspek Pendanaan 

Sumber dana kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Total alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp6.176.000 (enam 

juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); 

2. Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa, digunakan untuk biaya 

perjalanan dinas ke KPPN luar kota yang meliputi biaya transportasi 

(darat atau udara), akomodasi dan uang harian. 

XXVI. Koordinasi Inovasi Layanan 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-

undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Inovasi Pelayanan Publik; 

2. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 5 Tahun 2019 tentang  Kompetisi 

Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, 
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Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik 

Daerah; 

3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan; 

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 623/KMK.01/2018 tentang 

Pedoman Penilaian Inovasi di Kementerian Keuangan. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Mewujudkan standardisasi serta meningkatkan kualitas inovasi pada 

KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat; 

2. Mengkoordinasikan  pembuatan/penerapan/duplikasi  inovasi pada  

KPPN  maupun Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

1. Menyiapkan bahan-bahan/presentasi yang diperlukan untuk 

pelaksanaan kegiatan; 

2. Melakukan inventarisasi, analisis, dan evaluasi terhadap inovasi KPPN 

baik di bidang pelayanan publik maupun non pelayanan publik; 

3. Melakukan pembahasan atas standardisasi pengembangan/narasi 

inovasi KPPN serta terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi; 

4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 

5. Kegiatan  di  atas  dilaksanakan  sebanyak  2  (dua)  kali  dalam  satu  tahun,  

yang direncanakan diadakan pada tiap semester dengan mengundang 

peserta dari KPPN dan perwakilan Bagian/Bidang pada Kanwil DJPb 

Provinsi Kalimantan Barat. 

d. Aspek Pendanaan 

Sumber dana kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020, dengan penjelasan sebagai berikut:  

1. Total alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp1.440.000 (satu 

juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); 

2. Akun 521211 Belanja Bahan, digunakan untuk biaya konsumsi 

peserta/narasumber kegiatan FGD; 

3. Pelaksanaan kegiatan bertempat di Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat dengan peserta sebanyak 12 (dua belas) orang dalam setiap FGD. 

XXVII. Implementasi SAKTI 

a. Dasar Hukum 

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-

undangan sebagai berikut: 

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan; 
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2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang 

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 

Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. 

b. Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah Tujuan kegiatan ini adalah memastikan tiap 

tahapan implementasi SAKTI di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan 

Barat, baik berupa tahapan piloting maupun implementasi penuh, dapat 

terlaksana dengan baik. 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi MonSAKTI; 

2. Berkolaborasi  bersama KPPN  Pontianak  dalam  melaksanakan  

tahapan-tahapan implementasi SAKTI; 

3. Berkolaborasi   dengan   Bagian/Bidang   lain,   yaitu   dengan   

menyisipkan agenda/informasi mengenai SAKTI dalam kegiatan 

FGD/sosialisasi yang melibatkan satker/koordinator satker; 

4. Kegiatan di atas dilaksanakan sepanjang tahun 2020, berdasarkan 

tahapan implementasi yang sepenuhnya ditentukan oleh Direktorat 

Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.. 

d. Aspek Pendanaan 

Kegiatan ini tidak memiliki alokasi anggaran pada DIPA Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020. 
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